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UCAPAN TERIMA KASIH

Kendati setiap penulis telah memberikan ucapan terima kasih secara khusus
di penghujung artikelnya, namun kami merasa perlu untuk menyampaikan hal
serupa mengingat kehadiran buku ini adalah berkat peran dari banyak pihak.
Ucapan terima kasih layak diberikan kepada Multistakeholder Forestry Programme
(MFP) — Program kerjasama kehutanan antara Departemen Kehutanan Republik
Indonesia dan Department for International Development (DfID) Kerajaan Inggris.
MFP-DfID mendanai seluruh kegiatan lokatulis melalui Proyek Adaptive
Collaborative Management di Jambi. Juga kepada Uni Eropa dan Department for
International Development (DfID) Kerajaan Inggris yang telah mendanai percetakan
buku ini. Seluruh kontributor dan editor juga berterima kasih kepada lembaga-
lembaga tempat kami masing-masing bekerja, atas dukungannya berupa saran dan
panduan dalam analisis maupun penulisan, serta dukungan operasional. Seluruh
tulisan dalam buku ini adalah pandangan individu penulis, dan tidak mewakili
pandangan ataupun kebijakan donor serta lembaga-lembaga yang terlibat.

Secara khusus kami berterima kasih kepada Carol ]. Pierce Colfer, Ravi Prabhu,
Doris Capistrano, Moira Moeliono, Rahayu Koesnadi, Charlotte Soeria, Dina
Hubudin, Mohammad Agus Salim, Bagus Utomo, Novasyurahati, Melling
Situmorang, Yuneti Tarigan, Gideon Suharyanto, Eko Prianto, Henty Astuty,
Hari Sukmara, Suci Eka Ningsih dan (Alm.) Kusuma Hendriani (yang tak sempat
menyaksikan lahirnya buku ini) dari CIFOR, serta Tri Nugroho, Rachmat Hidayat,
Robert Aritonang dan Rudi Syaf dari MFP-DfID, juga kawan-kawan dari PILI:
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penerbitan buku ini, mulai dari lokatulis hingga percetakan buku ini.

Dukungan dan bantuan sangat berarti juga kami terima dari Agus Mulyana dan
Yayan Indriatmoko dari CIFOR, Meine van Noordwijk dan Laxman Joshi dari
ICRAE Firkan Maulana dari GTZ, Prof. M. Agung Sarjono dari Center for Social
Forestry Universitas Mulawarman, Erna Rosdiana dari Departemen Kehutanan,
dan Myrna Safitri. Mereka telah meluangkan waktu untuk mengkaji isi tulisan,
serta memberikan umpan balik kepada penulis, baik untuk perbaikan tulisan
maupun untuk pemahaman lebih mendalam mengenai tulisannya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam analisis maupun teknik

penulisan. Karenanya, komentar dan saran layak kami terima dengan senang hati
untuk perbaikan penulisan berikutnya.

Tim Editor



SAMBUTAN BUPATI BUNGO

Kita bersyukur dengan terbitnya buku yang bercerita tentang banyak hal yang
terjadi di Kabupaten Bungo. Saya mengapresiasi publikasi ini sebagai salah satu
bentuk perhatian dan interest berbagai stakeholder terhadap proses pembangunan
daerah di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun. Buku ini sekaligus akan menjadi
media yang efektif dalam rangka memperkenalkan lebih dekat kondisi dan potensi
wilayah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo memiliki kekayaan hayati dan keanekaragaman ekosistem
yang merupakan sumberdaya yang patut disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk
mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki tersebut yang
menjadi motor penggerak (engine of growth) pembangunan daerah.

Namun demikian, sumberdaya alam juga memiliki keterbatasan, sehingga
diperlukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memberi
kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan meningkatkan dan
melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya. Ini berarti pemanfaatan
sumberdaya alam haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal,
bertanggung jawab serta memperhatikan kelestarian lingkungan untuk
mendukung perikehidupan yang beraneka ragam, baik masa kini maupun di masa
mendatang.
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Kita tentu saja tidak ingin mengulang kesalahan di masa lampau. Jika selama
ini hutan hanya dianggap sebagai kumpulan pohon-pohon yang memiliki nilai
ekonomis sebagai komoditas, maka di masa depan kita harus memberlakukan
hutan sebagai sumberdaya alam dengan lebih mengedepankan aspek pelestarian
dan keanekaragaman nilai budaya. Untuk itu pengusahaan dan pemanfaatannya
pun harus dengan pola-pola yang merakyat, dengan memperhatikan serta
melindungi nilai-nilai tradisional dan adat yang ada dalam masyarakat. Di tengah-
tengah berbagai permasalahan dan tekanan yang terjadi terhadap keberadaan
sumberdaya alam, maka upaya antisipasi menjaga kelestarian sumberdaya alam
dan hutan menjadi sangat mendesak.

Memang diperlukan kesamaan visi dan persepsi untuk menyelaraskan upaya
peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan
dimensi kelestarian lingkungan. Dalam rangka itu pula keberadaan ini menjadi
sangat bermakna dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang
keberadaan sumberdaya alam di Kabupaten Bungo disertai dengan pernak-pernik
permasalahannya.

Akhirnya, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada CIFOR, ICRAE, ACM dan pihak-
pihak lain yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi serta berkarya
dalam dinamika perjalanan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, November 2007
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Perubahan tengah bergerak kencang
di Indonesia dan berlangsung dalam
hitungan jam. Pada masa Soeharto
hampir semua bentuk pengelolaan
sumberdaya alam terpusat pada
negara melalui aturan-aturan formal
yang ternyata hanya menguntungkan
konco-konconya  saja  (cronyism).
Korupsi, kolusi dan nepotisme
begitu membudaya sehingga
menghambat pengembangan
ekonomi dan pemerintahan yang
adil dan transparan. Kondisi ini
menjadikan  Indonesia  terpuruk
dalam krisis moneter yang tak
terbayangkan sebelumnya diikuti
dengan pengangguran di perkotaan
yang meningkat tajam!. Kekeringan,
kegagalan pangan, dan kebakaran hutan makin memperparah kondisi kehidupan
masyarakat.
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Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat dan memuncak dengan lahirnya
gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa dan pada 21 Mei 1998 berhasil
memaksa Soeharto untuk menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ.
Habibie yang penuh kontroversi dan tidak populer. Beberapa bulan berikutnya
perubahan dramatis terjadi di Indonesia.

Perubahan kian berderap kencang. Selain pergantian tampuk kepemimpinan juga
model pengelolaan pemerintahan. Desentralisasi menjadi jawaban dan harapan
bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara bagi lebih 220 juta penduduk
yang tersebar di lebih dari 15.000 pulau dan beraneka sukubangsa.

Kenyataannya, implementasi dari desentralisasi tidak seperti yang dibayangkan
sebelumnya. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya justru menghadapi persoalan
baru. Begitu keran otonomi daerah dibuka dengan diberlakukannya UU No.
22/1999, lahirlah puluhan daerah baru’. Alasan utamanya bahwa pemekaran

1 “Macan Ekonomi” Asia terpuruk, dimana Indonesia mengalami dampak yang paling buruk. Nilai Tukar Rupiah turun dari Rp 2.500 per dollar AS di
bulan Juli 1997 menjadi Rp 17.000 pada bulan April 1998. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) dan CIEL (Center for International
Environmental Law) memperkirakan 8 juta orang kehilangan pekerjaan akibat krisis ini.

2 Menurut catatan Departemen Dalam Negeri, sepanjang 1999-2004 sudah 148 daerah dimekarkan dengan perincian 8 propinsi, 114 kabupaten dan 27
kota. Diakses dari http://Kompas.com/kompas-cetak/0703/10/Fokus/3372818.htm.
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akan memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi justru
memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari konflik antar warga yang
menolak pemekaran hingga konflik antara pemerintah daerah pemekaran dengan
daerah induknya, hingga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pun dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan. Sebagaimana terlihat
dalam pengembangan kawasan konservasi, misalnya, yang terjadi justru tumpang
tindih kewenangan antara pusat dan daerah (Angi, 2005). Bahkan menurut
kajian media yang dilakukan CIFOR dan FWI, sejak bergulirnya era reformasi
frekuensi konflik kehutanan meningkat secara drastis bahkan disertai kekerasan
(Wulan et al., 2004)°. Proses desentralisasi yang terlalu cepat menimbulkan
banyak ketidakjelasan sehingga memicu munculnya konflik laten dan merangsang
terjadinya konflik baru. Studi tersebut mencatat lima faktor penyebab konflik
kehutanan, yaitu karena masalah tata batas, pencurian kayu, perambahan hutan,
kerusakan lingkungan dan peralihan fungsi kawasan. Dari kelima kategori ini
pada umumnya konflik-konflik terjadi di sekitar kawasan hutan disebabkan
adanya tumpang tindih sebagian areal konsesi atau kawasan lindung dengan lahan
garapan masyarakat dan karena terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh
manfaat dari keberadaan hutan, baik hasil hutan maupun sebagai tempat tinggal.
Selain konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat lokal dengan pemegang
hak pengelola kawasan hutan, konflik terjadi juga di tingkat pembuat kebijakan.
Dalam era desentralisasi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah seringkali
bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Tak mengherankan bila dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi kehutanan di
Indonesia memperlihatkan angka deforestasi yang dramatis yang belum pernah
terjadi sebelumnya. FAO bahkan tahun lalu menyebutkan angka penyusutan
sudah mencapai 1,87 juta ha pertahun dan menempatkan Indonesia sebagai negara
kedua tercepat dalam deforestasi setelah Brazil yang mencapai 3 juta ha pertahun
(Suara Pembaruan, 2007). Hutan tropis Indonesia yang kaya dan telah menopang
kehidupan puluhan jutaan penduduk sekitar hutan dengan menyediakan berbagai
keuntungan, kini tinggal cerita akibat salah urus pengelolaannya. Tingginya
konflik, alih fungsi hutan, kebakaran hingga pembalakan liar telah menyebabkan
kekeringan mata air, banjir, tanah longsor, kabut asap, telah menyengsarakan

3 Untuk memahami hubungan konflik dan bagaimana perubahannya di era reformasi, CIFOR dan FWI membuat profil konflik kehutanan sejak 1997
sampai dengan 2003. Profil ini dibuat berdasarkan survey artikel koran dari enam media massa nasional (Kompas, Tempo, Business Indonesia, Media
Indonesia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan Antara), dan satu media massa propinsi (Kaltim Post). Dari 359 peristiwa konflik yang
tercatat pada tingkat nasional, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 27% di areal HPH dan 34% di kawasan konservasi. Kecenderungan ini antara
lain disebabkan dampak reformasi terhadap perilaku masyarakat lokal. Reformasi telah membuat masyarakat sadar akan haknya, dan akhirnya berani
menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan di wilayah mereka. Akibat tuntutan mereka kurang ditanggapi dengan
baik dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, keberanian masyarakat lokal akhirnya diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap
para pengelola hutan. Salah satu contohnya adalah aksi penjarahan besar-besaran terhadap kawasan hutan Perhutani di Randublatung yang dilakukan
masyarakat desa di sekitar hutan. Lihat Wulan et al., 2004.
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kehidupan masyarakat dan menciptakan kerugian hingga Rp. 30 triliun dengan
total kayu tercuri 70 juta meter kubik pertahun (Suara Pembaruan, 2005).

Di tengah muramnya dunia kehutanan Indonesia, berbagai pihak terus berupaya
membangun sistem kehutanan yang lebih baik. Salah satunya adalah apa
yang dilakukan oleh banyak pihak di Kabupaten Bungo, Jambi. Diantaranya
adalah pengalaman dalam mengembangkan pendekatan Adaptive Collaborative
Management (ACM) yang bergulir sejak 2001 dengan menekankan pada sistem
kehutanan multipihak. Pendekatan ini dianggap mengedepankan pemerataan
dan keadilan dalam pengaturan dan pengurusan serta distribusi manfaat-resiko.
Selain itu pendekatan ini juga mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi
dan partisipasi (Fahmi dan Zakaria, 2003). Kendati sejumlah pertanyaan layak
diajukan berkaitan dengan pendekatan ini, namun pendekatan ini dianggap
mampu mempertemukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan terhadap
pengelolaan hutan.

Hal ini penting, mengingat salah satu faktor utama akar permasalahan yang
menyebabkan konflik dan kerusakan hutan sekarang ini adalah banyaknya pihak
kepentingan pada kawasan hutan yang sama. Kenyataan ini telah membawa
hutan pada situasi tumpang tindih dengan kepentingan dan sistem pengelolaan
yang berbeda-beda. Faktor utama kedua adalah berkaitan dengan karakteristik
sistem pengelolaan yang diterapkan oleh berbagai pihak kepentingan. Selama
ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pengelolaan top down dan
berdampak buruk secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, sistem pengelolaan oleh
masyarakat lokal dan kelembagaannya (yang secara tradisional sangat responsif
terhadap kondisi lokal) telah terkikis oleh perubahan sosial dan politik yang
sangat cepat. Di samping itu, baik sistem pemerintah maupun sistem masyarakat
dihadapkan pada kondisi perubahan yang cepat, juga tantangan-tantangan dan
pilihan-pilihan, tetapi mekanisme dan proses-proses yang diperlukan untuk
menghadapi perubahan ini dengan sukses dirasakan sangat kurang. Sistem
tersebut kurang mampu untuk memadukan informasi baru tentang kondisi sosial,
ekonomi, kebijakan, atau kondisi hutan untuk dapat menyesuaikan pengelolaan
secara tepat dan segera apabila diperlukan. Kondisi ini mengganggu kedua sistem
tersebut, baik jika keduanya dilihat sebagai sistem yang berdiri sendiri dan bahkan
jika dipahami sebagai sistem yang saling berhubungan.

Buku ini adalah upaya untuk menggambarkan secara utuh bagaimana sebuah
kabupaten menerapkan kebijakan desentralisasi serta dampaknya terhadap
pengelolaan sumberdaya alam. Seperti banyak daerah di Indonesia, Bungo adalah
kabupaten hasil pemekaran pada 1999. Diawal proses reformasi digulirkan, berbagai
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permasalahan juga ditemui dalam perjalanan kabupaten baru ini, diantaranya
konflik batas dengan kabupaten tetangga (yaitu Tebo) hingga tumpang tindih
kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah pusat,
propinsi maupun Kabupaten Bungo sendiri.

Kendati demikian, Bungo menarik untuk dijadikan bahan belajar mengingat
cukup banyaknya pihak yang terlibat dalam perjalanan kabupaten tersebut.
Berbagai program dan proyek yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam
sudah dilaksanakan sejak 1990an oleh berbagai pihak, seperti LSM, lembaga riset
internasional, maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri
menjadi pengalaman penting dalam memberi makna desentralisasi di Indonesia.

Buku ini menjadi penting, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam
di Indonesia, mengingat masih minimnya buku-buku yang menggambarkan secara
utuh bagaimana desentralisasi berjalan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat
kabupaten. Harapannya dapat dipetik pelajaran dari pengalaman-pengalaman
tersebut.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bagi para
pemegang kebijakan di tingkat nasional dan daerah, maupun pimpinan dan staff
lembaga-lembaga pendamping masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan/atau
lembaga-lembaga penelitian, mahasiswa, guru dan khalayak. Kepada merekalah
buku ini dipersembahkan.
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Peta administratif Kabupaten Bungo. Sumber ICRAF

KABUPATEN BUNGO: SELAYANG PANDANG

Kabupaten Bungo adalah Indonesia kecil. Kabupaten ini resmi berdiri pada 1999
setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bungo Tebo. Pembentukan
kabupaten ini adalah bentuk implementasi otonomi daerah dan menambah
panjang sejarah wilayah ini.

Sejarah mencatat, bahwa pada mulanya, setelah kemerdekaan Indonesia, Bungo
menjadi bagian dari KabupatenMerangin dan bersama Kabupaten Batanghari
berada di bawah Karesidenan Jambi. Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan
Jambi termasuk ke dalam propinsi Sumatera Tengah®. Selanjutnya berdasarkan
UU No.12/1956, ibukota Kabupaten Merangin yang semula berkedudukan di
Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Berdasarkan UU No.81/1958, Propinsi
Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci
dan Batanghari.

Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin
untuk mendesak Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri untuk memekarkan

4 Berdasarkan UU No.10/1948, Sumatera dipecah menjadi tiga propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.
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Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten. Diusulkan Kewedanaan Muara
Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan
Muara Bungo sebagai ibukotanya. Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan
Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibukota di
Bangko.

Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12
September 1965 dilaksanakan pelantikan M. Saidi (alm) sebagai Pejabat Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berdasarkan UU No.7/1965. Pada 19
Oktober 1965, tanpa mengurangi makna keputusan tersebut, DPR-GR Kabupaten
Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, menetapkannya menjadi Kabupaten Bungo
Tebo dengan julukan "Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang’ serta menjadikan 19
Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten.

Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema dimana-mana. Berdasarkan UU
No.54/1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan
Kabupaten Tebo. Peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999
oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri Kabupaten Bungo dengan
ibukota di Muara Bungo dan mendapat julukan “Langkah Serentak Limbai
Seayun.”

Ibukota Muara Bungo berada sekitar 256 km dari kota Jambi sebagai ibukota
Propinsi Jambi. Secara geografis kabupaten ini berada pada posisi antara 01°08
sampai — 01°55 Lintang Selatan dan antara 101°27 sampai 102°30" Bujur Timur
(BPS Bungo, 2005). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan
Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar)
dan Kabupaten Kerinci, serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo.

Posisi demikian menempatkan Bungo sebagai daerah perlintasan dari propinsi
Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten
di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung
Jabung Barat, Muara Jambi dan Batanghari) dengan bagian barat (Tebo, Bungo,
Sarolangun, Merangin dan Kerinci).

Kabupaten ini dihuni sekitar = 242.355 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
1,47%, dan tersebar di 10 kecamatan dengan 118 desa dan 7 kelurahan’. Sebagian
besar penduduk berasal dari suku Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang,

5 Kecamatan Pelepat (13 desa), Pelepat Ilir (16 desa), Rantau Pandan (14 desa), Muko-muko Bathin VII (7 desa), Tanah Sepenggal (17 desa), Tanah
Tumbuh (12 desa dan 1 kelurahan), Limbur Lumbuk Mengkuang (13 desa), Jujuhan (13 desa), Muara Bungo (9 desa dan 6 kelurahan), dan Kecama-
tan Bathin II Bebeko (4 desa).
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maupun pendatang, yang datang karena program transmigrasi ataupun untuk
mencari penghidupan di Bungo.

Selain itu, di beberapa kawasan
belantara kabupaten ini berdiam
Suku Anak Dalam (SAD)
atau Orang Rimba. Secara
antropologis, suku ini berasal
dari induk bangsa Wedoida dan
mempunyai kearifan tersendiri
dalam mendiami, menjaga, dan
sekaligus melestarikan hutan.
Suku nomaden ini hidup dengan
mengandalkan hasil hutan seperti
madu lebah hutan, mencari rotan,

© Dok.ACM-Jambi

menyadap damar, atau menyadap karet liar untuk ditukarkan dengan kebutuhan
sehari-hari yang tidak dapat mereka temukan di hutan. Akhir-akhir ini, Orang
Rimbo - demikian mereka lebih senang disebut - yang menurut survei KKI-
WARSI pada 1998 berjumlah 794 jiwa ini semakin sering berpindah. Perpindahan
mereka bukan hanya untuk melangun (perpindahan karena ada keluarga yang
meninggal), tetapi juga akibat perluasan lahan perkebunan karet, kelapa sawit
atau areal pertanian.

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian,
khususnya perkebunan. Saat ini masih terdapat sekitar 54.616 jiwa (12.851
KK) keluarga prasejahtera yang tinggal di desa-desa. Tidak mengherankan bila
angka tidak sekolah masih sangat tinggi (36%) dari jumlah penduduk. Sedangkan
tamatan SD/Sederajat 29,3%, tamatan SLTP/Sederajat 15%, SLTA/Sederajat
9,9%, Diploma 11% dan D4/S1/S2/S3 adalah 0,5%. Salah satu penyebab adalah
sulitnya akses jalan dari desa menuju kota. Beberapa wilayah bahkan kondisi jalan
sangat buruk, yang bila hujan datang bisa terputus sama sekali.

Luas wilayah kabupaten ini adalah 716.000 ha® dengan kontur berbukit-bukit dan
ketinggian kurang dari 99m dpl (39,72%) dan 100-499m dpl (47,98%). Daerah
beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138hari/tahun) dengan jenis
tanah yang mendominasi adalah latosol, podzolik, komplek latosol & andosol.
Dengan kondisi seperti tak mengherankan kalau perkebunan menjadi unggulan
daerah ini. Hal ini juga tampak dari pemanfaatan lahannya sebagai berikut:

6 Luasan ini merujuk pada Bungo Dalam Angka 2004, kendati hasil penghitungan melalui citra satelit yang dilakukan oleh ICRAF menunjukkan angka
yang berbeda, yaitu sekitar 450.000 ha (lihat Ekadinata dan Vincent dalam buku ini).
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Tabel 1. Jenis penggunaan tanah wilayah Kabupaten Bungo

No. Jenis Penggunaan Tanah Jumlah (ha) %

1 TNKS 71.700,00 10,01
2 Hutan negara/hutan belukar 241.654,00 33,75
3 Perkebunan 284.873,25 39,79
4 Pemukiman 18.890,75 2,64
5 Sawah 10.710,00 1,50
6 Tegal/huma/ladang/kebun 68.375,50 9,55
7 Padang/semak belukar/alang alang 6.284,15 0,88
8 Kolam/empang 276,85 0,04
9 Sungai/danau/rawa 6.463,75 0,90
10 Lainnya 6.771,75 0,95

Jumlah 716.000,00 100

Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2006)

Kabupaten Bungo juga kaya dengan potensi pertambangan. Misalnya, batubara
di Kecamatan Rantau Pandan terdapat cadangan 40 juta ton, Kecamatan Jujuhan
150 juta ton, dan Kecamatan Muko —muko Bathin VII 9,75 juta ton, emas terdapat
di Muaro Bungo, Muko-muko Bathin VII, Rantau Pandan, Pelepat dan Pelepat
Ilir. Disamping itu ada juga potensi pasir, kerikil, pasir kuarsa, granit dll. Beberapa
Potensi sektor pertambangan/penggalian yang telah dikelola di Kabupaten Bungo
adalah batu bara di Rantau Pandan (1.943 ha), Tanah Tumbuh (998 ha), Pelepat
(2.573 ha), Jujuhan (100 ha) dan Emas di Muara Bungo (400 ha).

Wanatani Karet: Fondasi Ekonomi Bungo

Sebagaimana umumnya desa-desa di Jambi, penduduk Bungo menggantungkan
hidupnya dari kebun karet yang memang sudah dikenal sejak lama’- Pada awal
abad ke-20, bibit karet masuk ke Sumatera melalui para pekerja pendatang di
perkebunan, pedagang, maupun para jamaah haji®. Berdasarkan laporan seorang
staf penyuluh pertanian pada 1918, bahwa kebun karet rakyat pertama kali
dibudidayakan di Jambi pada 1904 dengan sistem tebas bakar sehabis menanam
padi ladang. Karet yang mereka tanam ada yang dipelihara, tetapi banyak juga yang
7 Berdasarkan studi ICRAF diketahui bahwa perkebunan karet pertama kali dibangun di Jambi sekitar 1890-an (Joshi et al., 2001). Perkebunan ini lebih
banyak menggunakan spesies lokal Ficus elastica, ketimbang Hevea brasiliensis (dari Brazil) yang juga sudah dikenal. Eelastica dipilih karena pada saat
itu dianggap lebih banyak menghasilkan getah karet. Namun dengan diperkenalkannya teknik penyadapan yang baru H. brasiliensis kemudian lebih
banyak digunakan karena menghasilkan lebih banyak lagi getah karet.
8 Untuk menghindari pajak dan bea tenaga kerja yang dikenakan oleh pemerintah kolonial, serta tertarik oleh tingginya upah pekerja, banyak petani

lokal dari Sumatera Tengah yang bekerja di perkebunan karet baru di Malaysia. Ketika pulang mereka membawa benih, anakan pohon karet (seedling)
serta pengetahuan dasar dan keahlian untuk menanam dan menyadap karet.
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tidak, sehingga tampak seperti tanaman "liar” yang tumbuh diantara tumbuhan
hutan lainnya’.

Sistem ini masih berlangsung hingga saat ini dan dikenal dengan sistem wanatani
karet. Selain menjadi sumber pendapatan utama dan sebagai cash income bagi
petani (Wibawa et al., 2005), wanatani karet juga menjaga keragaman jenis flora
yang hidup di dalamnya (Gouyon et al., 1993)'°. Saat ini terdapat sekitar 87.887
ha kebun karet yang dikelola secara tradisional dan tersebar di 10 kecamatan!! dan
disadap oleh sekitar 45.228 petani dengan rata-rata kepemilikan 2 ha lahan. Tak
mengherankan bila karet menjadi penyumbang terbesar dan diikuti oleh kelapa
sawit, kopi, dan Cassiavera (kayu manis), karet masih yang terbanyak dan menjadi
komoditas ekspor terbesar Kabupaten Bungo.

Walaupun menjadi mata pencarian pokok masyarakat, perkebunan karet di Bungo
dari tahun ke tahun belum memberikan nilai lebih bagi kesejahteraan petani.
Pasalnya, perkebunan karet rakyat kebanyakan adalah perkebunan warisan yang
usia dan besar tanamannya berbeda-beda'?- Selain itu, dengan sistem wanatani
kompleks, kebun karet lebih terlihat sebagai hutan ketimbang kebun yang jarak
tanam antar pohonnya tidak teratur. Hal ini menyebabkan produktivitas karet
tidak maksimal.

Tabel 2. Jenis, luasan dan produksi tanaman tahun 2004

Jenis Tanaman Luas Tanaman (Ha) Produksi (Ton)
Karet 87.827,00 25.912,00
Kelapa sawit 7.105,00 73.567,00
Kelapa 672,75 429,00
Kopi 651,40 70,50
Pinang 76,31 22,32
Kayu manis 52,00 13,10

Sumber : Bungo dalam Angka 2005

9 Menurut ICRAE pola semacam ini adalah salah satu bentuk adaptasi ekologis yang dikembangkan oleh petani setempat. Karet yang pada mulanya
adalah untuk perkebunan monokultur, karena berkat ketekunan petani, mereka mampu mengadaptasi tanaman tersebut ke sistem perladangan
berpindah yang telah ada. Dengan pola tanam tersebut, pada tahun-tahun awal setelah menanam karet, petani masih dapat melakukan tumpangsari
karet dengan padi gogo dan tanaman semusim lainnya (jagung, ubi, singkong).

10 Sistem ini memungkinkan karet sebagai tanaman pokok sedangkan pohon-pohon lainnya dibiarkan tumbuh secara alami sehingga membentuk
komposisi jenis multistrata dan keragaman jenis yang tinggi. Pada sistem ini, karet lokal ditanam dengan sistem sisipan, yaitu menanam bibit stump
karet lokal di celah-celah (gap) kebun. Pemeliharaan kebun dilakukan secara ekstensif sehingga memungkinkan jenis-jenis tumbuhan lainnya tetap
terpelihara (Joshi et al., 2001).

11 Pelepat (9.584 ha / 3.543 petani)), Rantau Pandan (9.262 ha / 4652), Tanah Sepenggal (11.319 ha / 6.965), Tanah Tumbuh (10.444 ha / 5.222),
Jujuhan (16.068 ha / 5.655), Muara Bungo ( 8.146 ha /3.193), Limbur Lb. Mengkuang (6.348 ha / 3.150), Pelepat Ilir (4.192 ha / 1976), Muko-muko
Bathin VII (3.767 ha / 2.115), dan Bathin II Bebeko (8.757 ha / 3.649).

12 Dari 87.887 ha kebun karet, terdapat 19.818 ha (22,5%) masih berupa tanaman muda yang belum menghasilkan, sedangkan 40.258 ha (45,8%)
tanaman produktif, dan sisanya 27.811 (31,6 %) dalam kondisi tua/rusak.
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Penyebab lain adalah panjangnya rantai distribusi/pemasaran karet. Petani biasa
menjual bahan olah karet rakyat (bokar) kepada pedagang pengumpul di desa.
Dari sini bokar kemudian diserahkan ke pedagang besar pemasok pabrik kilang
karet (crumb rubber). Sampai saat ini Bungo hanya memiliki satu kilang karet yaitu
PT. Jambi Waras di Kecamatan Jujuhan, perbatasan dengan Propinsi Sumatera
Barat.

Selain kualitas dan kuantitas bokar, tata niaga yang masih panjang juga
mempengaruhi harga bokar. Apalagi dengan harga karet yang fluktuatif dan
cenderung tidak menguntungkan, petani banyak yang tidak mampu meremajakan
tanamannya. Persoalan lain adalah masih lemahnya kualitas sumber daya
petani dalam penanaman, pemeliharaan, dan pascapanen yang masih perlu
ditingkatkan.

Beberapa solusi coba ditawarkan, diantaranya melalui program peremajaan karet,
baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo maupun Pemerintah
Propinsi Jambi. Sayangnya program ini seringkali terkendala oleh faktor non-
teknis, seperti bibit yang kurang baik, waktu pemberian bibit yang tidak sesuai
dengan kalender musim tanam petani, hingga tidak adanya pendampingan bagi
petani. Tak jarang beberapa kegiatan bahkan terindikasi korupsi.

Solusi lain yang ditawarkan oleh kegiatan ICRAE yaitu dengan memberikan
pelatihan dan pendampingan kepada petani mengenai teknologi karet okulasi.
Teknologi ini mengawinkan jenis karet yang kaya getah dengan karet lokal
yang tahan hama. Sehingga produksinya dapat meningkat. Selain itu setiap
kelompok petani diberikan tanaman induk, sehingga petani dapat secara mandiri
menghasilkan bibit baru untuk ditanam. Saat ini terdapat beberapa kelompok
percontohan di Rantau Pandan maupun di Pelepat.

Solusi lain adalah melalui program kemitraan antara petani dengan perusahaan
pengolah kayu untuk mengatasi tersendatnya peremajaan. Kayu karet tua dijadikan
bahan baku dengan imbalan bibit, pupuk dan obat-obatan. Sebuah program yang
cukup menjanjikan bagi petani. Hanya sayangnya, sampai kini solusi itu masih
sebatas wacana.

Selain perkebunan karet, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar bagi
perekonomian Bungo. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan (padi dan
palawija) masih bersifat subsisten, khususnya untuk daerah-daerah di hulu sungai
yang berbatasan dengan TNKS. Petani menanam di ladang untuk memenuhi
kebutuhan makan tiap hari dan merupakan pekerjaan sambilan selain bekerja
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di perkebunan. Di daerah seperti di desa-desa Kecamatan Rantau Pandan atau
Tanah Sepenggal, malahan ada pantangan untuk menjual padi. Kalau dahulu,
sehabis panen padi disimpan di lumbung yang dibangun di pekarangan rumah,
sekarang disimpan di dalam rumah atau gudang.

Sementara pertanian komersial kebanyakan terdapat di desa permukiman
transmigran seperti di Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat atau di Desa Jujuhan.
Mereka umumnya adalah para transmigran bedol desa dari proyek Waduk Kedung
Ombo, Jawa Tengah di awal 1980-an. Desa-desa inilah yang menjadi penghasil
utama padi dan palawija untuk dipasarkan ke Propinsi Sumatera Barat. Perputaran
ekonomi dari tanaman pangan ini juga didukung oleh tanaman sayuran, seperti
ubi jalar, mentimun, terong, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, kacang panjang,
cabe, maupun buah-buahan, seperti durian, cempedak, duku, manggis, sukun,
alpukat, belimbing, jeruk, nenas dan mangga.

Melihat potensi agrobisnis hortikultura yang cukup besar, sejak 1997 dilaksanakan
proyek pengembangan kebun durian dan melinjo seluas 1.000 ha yang melibatkan
1.326 petani di Pelepat. Tanaman melinjo sekarang ini sebagian sudah mulai
berbuah dan mulai dilakukan pembinaan pengolahan emping melinjo untuk
diekspor ke Malaysia.

Hutan, Masyarakat dan Kearifan Lokal

Secara geografis, di Kabupaten Bungo tampak bahwa daerah yang tutupan
hutannya masih banyak adalah daerah yang berbatasan dengan Taman Nasional
Kerinci Seblat. Selain itu di daerah ini juga terdapat Hutan Lindung Rantau Bayur
dan menjadi hulu bagi 3 sungai besar di Bungo: Batang Tebo, Batang Bungo dan
Batang Pelepat. Keberadaan kawasan ini menjadi penting untuk menjaga dan
memenuhi keberadaan air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air
permukaan serta kawasan pengamanan mata air.

Mengingat pentingnya kawasan ini, maka menarik untuk mengamati upaya-
upaya untuk tetap mempertahankan luasan yang tersisa yang dilakukan oleh
masyarakat. Karena menurut Deutsch dan Busby (2000), kurang dari angka 30 %,
maka suatu wilayah akan menjadi labil terhadap ancaman dan bahaya lingkungan.
Selain sebagai daerah resapan, di beberapa bagian di kawasan hulu ini terdapat
sistem wanatani karet yang cukup dominan. Wanatani merupakan perpaduan
antara sistem-sistem dan teknologi pemanfaatan lahan dimana tanaman berumur
panjang (termasuk semak, palem, bambu dan kayu, dll) dan tanaman pangan serta
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pakan ternak berumur pendek diusahakan dalam satu petak. Dengan sistem ini
terjadi interaksi antara ekologi dan ekonomi serta unsur-unsur lainnya, terutama
dengan sosial-budaya masyarakat.

Bagi masyarakat Bungo wanatani bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah
dikenal sejak zaman Belanda dahulu melalui wanatani karet. Secara ekologis
kebun karet akan melindungi sistem tata air dan konservasi sumberdaya alam.
Selain itu, kebun karet tua khususnya, juga memiliki tingkat keanekaragaman
hayati yang cukup tinggi yang tak kalah dengan hutan alam, karena dalam kebun
karet tua juga terdapat tanaman kayu lainnya, semak dan lainnya sehingga tidak
monokultur. Selain itu kawasan wanatani karet dapat menjadi habitat bagi berbagai
jenis keragaman hayati dan cukup berpotensi sebagai kawasan penampung bagi
jenis tumbuhan hutan, bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi
oleh Perundang-undangan Indonesia dan jenis yang termasuk kriteria kritis dan
genting menurut [UCN/SSC.

Selain itu, secara ekonomis, kebun karet akan menjadi sumber pendapatan
rumah tangga. Sedangkan secara sosiokultural, kebun karet juga berperan dalam
mempertahankan budaya lokal sebagai bentuk kearifan lokal. Bahkan di beberapa
daerah di Rantau Pandan, praktek kebun karet ini dijadikan sebagai kebun lindung
oleh masyarakat.

Di beberapa tempat di kawasan ini juga terdapat berbagai inisiatif pengelolaan
hutan dan sumberdaya alam yang berbasiskan masyarakat, seperti hutan adat
di Batu Kerbau (luas 2.357 ha) dan Baru Pelepat (luas 820 ha). Hutan adat ini
memiliki fungsi lindung dan konservasi serta fungsi adat yang pengelolaannya
untuk kebutuhan adat dan desa. Untuk Hutan Adat Batu Kerbau saat ini telah
mendapat pengakuan dari kabupaten melalui SK Bupati, bahkan menerima
penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Sedangkan untuk Hutan Adat Baru
Pelepat masih dalam proses pengukuhan. Bentuk lainnya adalah lubuk larang yang
banyak dijumpai di desa-desa sepanjang hulu Batang Pelepat dan Batang Bungo.
Lubuk larang adalah salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat dalam
menjaga kualitas dan kuantitas jenis ikan melalui pengelolaan sungai.

Dissini tutupan hutan menjadi sangat penting peranannya dalam melindungi tata air
di daerah sub-DAS Batang Tebo pada umumnya dan Kabupaten Bungo khususnya.
Sebagaimana daerah hulu pada umumnya, wilayah ini pun ditandai dengan curah
hujan tinggi dan topografi berbukit, sehingga apabila terjadi perubahan fungsi lahan
di kawasan ini akan mempengaruhi di daerah hilir. Ketiadaan tutupan hutan di
daerah hulu, akibat penebangan (legal maupun illegal) maupun perubahan fungsi
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lahan (transmigrasi, perkebunan besar, pertambangan, dll) akan menjadi ancaman
bagi daerah hilir, karena air hujan akan yang turun akan menjadi air permukaan
dan mengalir ke sungai, tidak ada yang diresapkan karena hutan sebagai daerah
resapan sudah tidak ada lagi. Ancaman banjir adalah hal yang takkan terelakkan.
Selain itu, kawasan hulu juga berperan sebagai pemelihara keseimbangan ekologis
dengan hilir. Hulu menjadi penyimpan dan distributor air ke hilir untuk keperluan
pertanian, industri dan pemukiman. Mengingat terbatasnya pemanfaatan lahan
hulu, maka kesalahan dalam perencanaan pemanfaatan di kawasan ini akan
sangat berdampak negatif.

Hutan di Bungo dalam Tekanan Kebijakan

Dalam Pola Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jambi di bagi menjadi 3
kawasan pembangunan, yaitu a) kawasan barat berfungsi sebagai lindung yang
terdiri dari TNKS dan daerah penyangganya; b) kawasan tengah berfungsi sebagai
wilayah pengembangan yang merupakan DAS Batanghari; serta ¢) daerah timur
berfungsi sebagai daerah penampungan aliran barang dan jasa dengan outlet
pelabuhan samudra Muara Sabak di Pantai Timur.

Dengan pola seperti ini, Bungo menjadi kabupaten penghubung antara kawasan
pelindung dan penyangga TNKS dengan kawasan pengembangan. Kondisi ini
menyebabkan Bungo berada dalam posisi yang unik, satu sisi berupaya menjaga
kelestarian sumberdaya alam yang dimilikinya, namun pada sisi lain tekanan
pembangunan yang cenderung memberi dampak pada kerusakan lingkungan.

Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan dua perusahaan pemegang izin HPH
yang pernah aktif di Bungo, yaitu PT. Rimba Karya Indah (PT. RKI)" dan PT.
Mugitriman Intercontinental yang kemudian diambil alih oleh PT. Inhutani V
SPH Pelepat Ule. Sayangnya, berdasarkan laporan ICDP-TNKS Komponen C1
menunjukkan bahwa kegiatan pembalakan kayu yang dilakukan kedua perusahaan
ini tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian. Bahkan penebangan kayu
dilakukan juga di wilayah dengan kondisi tanah yang sangat miskin sehingga
mustahil memicu regenerasi.

Sejak 1995, PT. RKI berkonflik dengan masyarakat setempat yang berdampak
pada berhenti beroperasinya perusahaan tersebut pada 1997. Meskipun aturan

13 PT. Rimba Karya Indah mengelola areal seluas 87.000 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 13/ Kpts-IV/1987 tertanggal 12 januari 1987.
Kemudian izin tersebut diadendum mengenai luas kawasan HPH dengan SK Menteri Kehutanan no. 119/Kpts-1V/1988 tanggal 29-02-1988. Izin
operasi hingga 20 tahun sampai dengan 29-02-2008 dan masih aktif sampai 2001 (Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, 2002). Lokasi arealnya
terletak di kecamatan Rantau Pandan. Selama 10 tahun pertama produksi sampai dengan RKL I — 1996/1997 telah mencakup wilayah seluas 13.470
ha dengan produksi sebesar 431.501 m® kayu. Produksi kayu komersial yang dipanen meliputi jenis dipterocarp 241.256 m3, non dipterocarp komersil
sebanyak 119.375 m3 dan jenis kayu komersial lainnya sebanyak 70.870 m* .
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menyatakan bahwa perusahaan
HPH sudah tidak aktif beroperasi
mereka  tetap  bertanggung
jawab untuk mengamankan
kawasannya, sayangnya
hal tersebut tidak pernah
dilakukannya. Hal ini mendorong
terjadinya pembalakan liar oleh
masyarakat, khususnya di daerah
Tanah Tumbuh dan Rantau
Pandan.

© Hasantoha Adnan

Tak jauh berbeda adalah PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule dengan SK No. 334/
Kpts-11/1998 seluas 49.450 ha yang diberikan izin sampai dengan 27-02-2018. PT
Inhutani V SPH Pelepat ule ini mengambil alih konsesi dari HPH PT. Mugitriman
interkontinental. Peruntukan awal diambil alih oleh PT. Inhutani V adalah untuk
HPHTI tapi kemudian PT. Inhutani tidak mampu mengelolanya sehingga aktif
hanya sampai pada 2001. Terletak pada empat lokasi di kecamatan Tanah Tumbuh,
Pelepat dan Rantau Pandan. Lokasi ini pun dibiarkan tanpa pengamanan.

Berhentinya kedua perusahaan tersebut seolah memberi angin segar bagi
pembalakan liar di Bungo, hal ini tampak dari maraknya usaha sawmill liar di
kecamatan yang berbatasan dengan TNKS dan bekas HPH. Selain itu, kondisi
ini didukung dengan kebijakan desentralisasi kehutanan dimana ada kewenangan
yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan,
seperti dalam bentuk pengeluaran ijin-ijin pemanfaatan skala kecil seperti IPHH
dan IPKR.

Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa berbeda dengan pemerintah kabupaten
lainnya di Propinsi Jambi'* maupun kabupaten lain di Indonesia pada umumnya,
Pemerintah Kabupaten Bungo tidak mengeluarkan IPK di wilayahnya. Hasil studi
CAPRI memperlihatkan bahwa hal ini dikarenakan terbatasnya areal kawasan
non-kehutanan atau KBNK di kabupaten ini®, lemahnya data dan informasi
mengenai areal yang layak untuk dijadikan areal IPK, juga karena pihak yang
berwenang lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan izin sampai ada
kejelasan posisi dan lokasi areal (lihat Hadi et al.. dalam buku ini).

14 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, misalnya, mengeluarkan beberapa IPK di berbagai kecamatan.
15 Belakangan sebagian areal hutan sedang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Bungo kepada Menteri Kehutanan untuk dilepaskan.
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Kendati demikian, hasil studi KKI-WARSI memperlihatkan bahwa pada periode
1990-2002 tutupan hutan di Bungo mengalami penurunan hingga 12% hutan
alam mengalami deforestasi pada kurun waktu 1990-2002. Manajemen hutan yang
tidak lestari oleh perusahaan HPH dan diikuti dengan pembalakan liar menjadi
faktor utama deforestasi di Bungo. Selain HPH, pelepasan kawasan hutan oleh
departemen kehutanan menjadi peruntukan lain seperti perkebunan sawit dalam
skala yang besar juga turut menyumbang kehilangan tutupan hutan ini. Kondisi ini
terjadi terutama pada masa akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika demam kelapa
sawit mulai melanda pulau Sumatera termasuk Jambi. Tekanan terhadap hutan
juga datang dari proyek transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,
bahkan telah dilakukan sejak 1983. Penempatan transmigrasi ini pun tidak lepas
dari pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan
tentunya pemukiman. Di beberapa tempat dikombinasikan dengan perkebunan
besar menjadi perkebunan trans.

Untuk menanggulangi hal tersebut beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bungo, diantaranya melalui penyusunan tata ruang partisipatif, dimana
daerah-daerah yang berbatasan dengan TNKS dijadikan daerah pengembangan
berbasis konservasi, memberi pengakuan kepada masyarakat setempat dalam
berpartisipasi menjaga kelestarian hutan melalui Perda Masyarakat Hukum Adat
Datuk Sinaro Putih, dan kebijakan yang mendorong efektivitas aksi kolektif
dan memperkuat hak properti masyarakat, seperti rekonstruksi tata batas hutan
lindung, bantuan usaha produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan.

ORGANISASI BUKU

Penulisan buku ini mempunyai tiga tujuan utama: pertama, mendokumentasikan
apa yang sedang terjadi pada masyarakat dan hutan yang sedang dilakukan baik
oleh peneliti, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sendiri. Buku ini berisi
pengalaman, hasil riset maupun pendampingan yang dilakukan oleh berbagai
kalangan. Keragaman latar belakang dari para penulis maupun tulisan yang
ditampilkan menjadikan buku ini tidak hanya kaya akan data dan pengalaman
lapangan, tetapi juga perspektif.

Kedua, para penulis memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pembuat
kebijakan, peneliti, penggiat lingkungan maupun masyarakat luas yang berminat
pada pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung pada kelestarian dan
kesejahteraan.
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Ketiga, apa yang terjadi di Bungo sesungguhnya merepresentasikan apa yang terjadi
di Indonesia. Bungo adalah Indonesia kecil dalam makna yang sesungguhnya.
Pelajaran-pelajaran yang terjadi boleh jadi menjadi bahan pembelajaran penting
bagi kabupaten lain di Indonesia juga bagi dunia.

Pada bagian awal buku ini akan dipaparkan mengenai potret sumberdaya alam yang
ada di Kabupaten Bungo. Tulisan pertama adalah hasil penelitian Novasyurahati
dan Sulistyawati (pada bagian 1.1.) yang mencermati menurunnya kelimpahan
sumberdaya hutan di sekitar permukiman Desa Baru Pelepat dan pemanfaatannya
oleh masyarakat. Kendati bicara secara spesifik desa, namun gambaran tersebut
mewakili dinamika hubungan antara masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
hutan di Bungo, khususnya, maupun Indonesia pada umumnya. Pada bagian
ini pula, tulisan dari Suherman dan Taher (pada bagian 1.2.) memperlihatkan
bagaimana dinamika tutupan lahan di Kabupaten Bungo. Melalui studi berdasarkan
citra satelit diperlihatkan bahwa tutupan hutan di Bungo mengalami penurunan
yang dramatis dikarenakan perubahan fungsi lahan, praktek pembalakan liar,
transmigrasi, maupun kebakaran hutan. Bagian inimemperlihatkan bahwa sebagian
besar perubahan tutupan lahan adalah akibat tangan manusia yang gagal dalam
mengurusnya. Melengkapi data-data yang sudah dipaparkan pada bagian 1.2.,
Ekadinata dan Vincent (di bagian 1.3.) memaparkan lebih jauh bahwa deforestasi
dalam jumlah besar telah terjadi sepanjang tahun sejak 1973 sampai 2002. Studi
ini membagi 4 periode deforestasi, dimana periode awal (1973-1988) adalah
periode dengan laju deforestasi tertinggi mencapai 6600 ha/tahun dan cenderung
menurun di periode terakhir (1999-2002). Meskipun menurun, periode akhir juga
mencatat perubahan lokasi deforestasi yang sudah merambah ke daerah dataran
tinggi sebelah selatan Kabupaten Bungo. Deforestasi ditandai dengan perubahan
lahan dari hutan menjadi kebun karet rakyat, areal HPH, perkebunan sawit dan
transmigrasi. Kendati demikian, wanatani karet terbukti selama kurun 1973-2002
relatif bertahan secara luasan maupun praktek. Kenyataan ini memperlihatkan
bahwa wanatani karet yang dikelola masyarakat memiliki peran penting dalam
usaha menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian kedua berisi tentang kearifan lokal dan konservasi. Bagian ini dibuka dengan
tulisan Riya Dharma (di bagian 2.1.), seorang fasilitator yang telah banyak makan
asam garam dalam pemberdayaan masyarakat, tentang upaya sebuah masyarakat
dalam menjaga kelestarian hutannya melalui pranata adat hingga mendapatkan
pengakuan oleh pemerintah daerah melalui SK Bupati. Proses pendampingan
memegang peranan penting dalam memperkuat upaya tersebut. Selain itu, adanya
pengakuan hak mengelola masyarakat atas hutan oleh pemerintah daerah akan
mempertebal komitmen masyarakat dalam menjaga hutan. Tulisan berikutnya
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disampaikan oleh Joshi et al., dalam bagian 2.2., yang banyak melakukan penelitian
tentang wanatani karet. Disini penghargaan terhadap pengetahuan lokal perlu
mendapatkan tempat dalam sistem perkebunan di Indonesia. Studi tersebut
menunjukkan pengetahuan lokal penting dalam melihat dan mengkaji bagaimana
masyarakat lokal mengelola sumberdaya alamnya. Berbeda dengan pengetahuan
sains yang terbentuk melalui interpretasi data berdasarkan metodologi tertentu,
pengetahuan lokal justru sangat melekat erat pada nilai budaya dan spiritual. Selain
itu pengetahuan lokal terbentuk sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan
ekosistem di sekelilingnya. Tak mengherankan bila pengetahuan lokal mampu
memberi kontribusi pada inovasi teknologi, upaya konservasi keanekaragaman
hayati dan ekosistem, perlindungan spesies dan area, serta untuk pemanfaatan
sumberdaya alam yang berkelanjutan. Adanya praktek ‘sisipan’ yang banyak
diterapkan di areal wilayah Bungo untuk memperpanjang umur hutan karet
tersebut agar dapat lebih lama berproduksi, merupakan sebuah alternatif dalam
meningkatkan produksi karet tanpa mengabaikan upaya konservasi keragaman
hayati dan fungsi lingkungannya.

Hal senada juga diperlihatkan dalam tulisan Surma et al.(di bagian 2.3.) yang
mendeskripsikan tentang pengelolaan lubuk larang di sepanjang Sungai Pelepat
oleh berbagai kelompok masyarakat adat. Melalui lubuk larang, masyarakat bukan
hanya melestarikan jenis ikan dan mengelola sungai secara arif, namun juga
mampu memberikan nilai ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, hasil lubuk larang
menjadi pemasukan bagi kas desa maupun kelompok pengelolanya. Sedangkan
secara sosial, lubuk larang menunjukkan kemampuan masyarakat mengelola
secara komunal dan menghindarkan dari eksploitasi berlebihan. Selain itu dengan
mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan
investasi modal sosial (social capital) dalam pengelolaan sumberdaya ‘milik
bersama’.

Tulisan lainnya diutarakan oleh Permatasari (di bagian 2.4.), seorang fasilitator yang
banyak mendampingi masyarakat tentang gender dan pengelolaan sumberdaya
alam. Bab ini ditutup dengan tulisan dari Hasan et al. (di bagian 2.5.), yang
menyoroti rencana pemerintah Kabupaten Bungo untuk kembali mengaktitkan
pemerintahan pada tingkat desa secara tradisional. Rencana ini sebagai bentuk
interpretasi dari pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, selain
untuk membuka peluang bagi daerah untuk membentuk struktur pemerintahan
desa yang lebih menghormati keragaman budaya dan sosial di masing-masing

daerah.
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Bagian ketiga berbicara tentang potensi ekonomi dan sumberdaya di Kabupaten
Bungo. Rodiah (di bagian 3.1.), seorang guru di desanya, memperlihatkan kepada
kita bagaimana perempuan desanya memanfaatkan hasil hutan non-kayu untuk
menambah penghasilan rumah tangganya. Lebih lanjut Yuliani et al. (di bagian
3.2.) melalui risetnya menunjukkan bahwa hutan di Bukit Siketan memiliki
berbagai jenis tumbuhan yang berpotensi menjadi sumber pendapatan alternatif
jangka panjang yang cukup besar, bila dikelola secara kreatif dan cermat. Tak
hanya berpotensi sebagai sumber pendapatan alternatif, hutan Bukit Siketan juga
memiliki fungsi ekosistem yang penting untuk penghidupan manusia.

Tulisan lain berasal dari Budisetiawan (bagian 3.3.), seorang staf Dishutbun
Bungo, melalui program yang dipimpinnya, ia memperlihatkan kepada kita
bagaimana rotan dapat menjadi potensi masa depan pengembangan hasil hutan
bukan kayu di Bungo. Mengingat pasar rotan yang teramat terbuka dan potensi
rotan alam yang semakin menipis, maka pengembangan budidaya rotan di lahan
perkebunan merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan. Selain hasil
hutan bukan kayu dan rotan, penting juga untuk memperhatikan praktek-praktek
wanatani yang berhasil direkam oleh berbagai peneliti dari ICRAE Studi mereka
meyakinkan kita bahwa wanatani berbasis karet yang selama ini diterapkan oleh
masyarakat lokal di Jambi, telah berfungsi sebagai kebun lindung bagi keragaman
hayati dan tata air di lingkungannya, serta menyediakan produk non-kayu (non
timber forest products) serta memberikan keseimbangan alam.

Kendati demikian, Akiefnawati et al., dari ICRAF (pada bagian 3.4.), melihat
perlunya peningkatan produktivitas karet rakyat melalui wanatani karet. Melalui
sistem ini, kebun karet dikelola secara mini dan diperlakukan seolah-olah "hutan
mini”. Dengan sistem ini pengelolaan kebun menjadikan kebun karet lebih ragam
tumbuhnya bermacam-macam tumbuhan. Kondisi ini menguntungkan untuk
konservasi fauna dan flora. Dan menguntungkan bagi petani untuk menambah
income keluarga dari hasil buah-buahan atau pohon penghasil kayu. Serta
lingkungan wanatani karet menjadikan rumah tinggal alternatif bagi kehidupan
fauna yang mulai terancam karena punahnya habitat mereka di lingkungan aslinya
di hutan.

Untuk memperkaya hasil kebun karet campur, Tataetal., (bagian 3.5.) menyarankan
pengayaan dengan meranti. Karena meranti dapat ditanam di kebun karet dengan
sistem wanatani, dengan memperhatikan aspek budidayanya. Lebih jauh, secara
ekologis dan konservasi, hasil studi Rasnovi et al., (bagian 3.6.) memperlihatkan
bahwa wanatani karet memiliki struktur mirip dengan hutan alam serta menjadi
habitat bagi berbagai jenis keragaman hayati, dianggap cukup berpotensi sebagai
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kawasan penampung bagi jenis tumbuhan hutan, bahkan terdapat beberapa jenis
tumbuhan yang dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia dan jenis yang
termasuk kriteria kritis dan genting menurut IUCN/SSC. Selain itu wanatani
karet juga memberikan dampak ekonomi, studi Tata et al. memperlihatkan bahwa
pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti, yang dikenal sebagai kayu bahan
bangunan, dapat menjadialternatif bagirestorasibentang alam di Kabupaten Bungo
dan juga sebagai sumber kayu bahan bangunan di masa datang. Martini (bagian
3.7.) melalui tulisannya mengingatkan kita bahwa hutan dan kebun karet campur
mempunyai fungsi-fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan alam. Untuk itu
keanekaragaman hayati menjadi indikator penting yang digunakan untuk melihat
keseimbangan fungsi ekologis di suatu ekosistem. Untuk mewujudkan itu, perlu
dipikirkan mekanisme kegiatan konservasi jasa lingkungan keanekaragaman hayati
yang melibatkan banyak pihak untuk membantu peningkatan kesadaran terhadap
lingkungan sekitarnya. Bagian ini ditutup dengan perlunya mempertimbangkan
program konservasi lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal,
sebagaimana terungkap dari tulisan Chaniago (bagian 3.8.), seorang aktivis LSM
dan juga ketua BPD di kampungnya.

Bagian keempat banyak berbicara tentang pola interaksi antar pihak dalam
pengelolaan sumberdaya alam. Bab ini dibuka dengan tulisan Yasmi (bagian 4.1.),
mahasiswa program doktor Universitas Wageningen yang melihat pentingnya
kajian tentang proses peningkatan konflik dalam pengelolaan sumberdaya
hutan. Dengan memahami proses peningkatan konflik akan membawa kepada
pemahaman yang utuh tentang konflik itu sendiri. Bagaimana konflik itu muncul,
siapa saja yang terlibat, isu apa saja yang menjadi sumber konflik serta bagaimana
proses peningkatannya akan sangat membantu dalam mengelola konflik dan
mencari resolusinya.

Tulisan berikutnya dipaparkan oleh Kusumanto (bagian 4.2.), juga mahasiswa
program doktor Universitas Wageningen, Belanda, yang lebih memusatkan pada
kolaborasi antar-pihak dalam pengelolaan hutan. Tulisan ini memperlihatkan
bagaimana membangun kolaborasi kendati situasi tidak mendukung. Fasilitasi
yang berorientasi pada proses dan pengalaman mampu membangun kepercayaan
antarpihak, membentuk norma dan pola interaksi baru, serta memaknai sebuah
realita kolektif. Keseluruhan proses dituntun melalui pengalaman sebagai
instrumen kolaborasi. Tulisan berikutnya menegaskan pentingnya penguatan
hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan hutan. Sebagaimana
tercermin dalam tulisan Adnan dan Yentirizal (bagian 4.3.) yang memperlihatkan
bagaimana masyarakat senantiasa mencari berbagai jalan untuk mempertahankan
akses mereka terhadap sumberdaya alam/hutan manakala berhadapan dengan
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proyek besar yang diadakan di desa. Tulisan Siagian dan Neldysavrino (bagian
4.4.) pun menegaskan hal serupa melalui kajian di kabupaten yang berbeda.
Mereka melihat pentingnya peran aksi kolektif dalam memperkuat hak properti
masyarakat yang mendorong pada suatu bentuk kepastian hidup (securing
livelihood). Hak properti dalam hal ini dilihat dalam dua bentuk, hak kepemilikan
dan hak pengelolaan. Selain itu, aksi kolektif juga memperkecil peluang dominasi
elit.

Berbeda dari dua tulisan sebelumnya yang menempatkan aksi kolektif pada
tingkat masyarakat, tulisan Hadi et al. (bagian 4.5.) justru menunjuk pada peran
pemerintah dalam mendorong aksi kolektif dan memperkuat hak properti. Dalam
kurun waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya
Dishutbun menyusun suatu kebijakan atau program yang dipandang dapat
mendorong efektivitas aksi kolektif di tingkat masyarakat dan mendorong
penguatan hak properti lahan. Tulisan ini menggambarkan pelaksanaan dan
pembelajaran dari program-program tersebut dan menawarkan satu solusi alternatif
untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih kawasan hutan melalui strategi
perhutanan sosial. Selain aksi kolektif, proses-proses partisipatif dan kolaboratif
juga memainkan peran penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat
maupun multipihak dalam penyusunan sebuah peraturan. Dalam tulisan Irawan
et al. (Bab 4.6), misalnya, diperlihatkan bagaimana komitmen pemerintah
Kabupaten Bungo untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana
Tata Ruang Kabupaten. Hasilnya adalah adanya pengakuan atas wilayah-wilayah
kelola masyarakat ke dalam penataan ruang kabupaten.

Gambaran lain diperlihatkan oleh Pariyanto (bagian 4.7.) saat merekam
proses penyusunan peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat yang
melibatkan masyarakat juga pemerintah daerah. Adanya tarik-ulur antar pihak
justru memperkuat hubungan antar pihak tersebut. Catatan menarik juga
disampaikan oleh Dobesto pada bagian 4.8., kendati dalam perspektif desa,
kajiannya memperlihatkan bagaimana sebuah proses penyusunan peraturan desa
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. dampak utamanya adalah besarnya
kepemilikan masyarakat terhadap peraturan tersebut dan kuatnya komitmen
masyarakat untuk mematuhinya. Catatan penutup pada bagian ini disampaikan
oleh Marzoni (bagian 4.9.) yang memusatkan tulisannya pada proses penyusunan
tata ruang desa sebagai jalan menuju komunikasi dan kolaborasi antar pihak.
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Kelimpahan Sumberdaya Hutan di Sekitar
Desa Baru Pelepat

Novasyurahati dan Endah Sulistyawati
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Bujang, warga Dusun Lubuk Beringin, membutuhkan waktu seminggu untuk
membalak kayu di hutan sekitar Desa Baru Pelepat. Dua tahun lalu, ia hanya
menghabiskan empat hari. Selisih tiga hari terjadi karena ia harus berjalan lebih
jauh ke dalam hutan. Kuris, Kepala Dusun Lubuk Pekan, mengaku kesulitan
menemukan tumbuhan obat. Begitu pula ibu-ibu mengeluh sulit mendapatkan
buah-buahan musiman.

[tu menggambarkan kelimpahan kekayaan alam di Baru Pelepat memang menurun.
Padahal masyarakat Desa Baru Pelepat masih bergantung pada sumberdaya
hutan.

Kampung ini semula memiliki lebih dari 500 jenis tanaman, dan 300-an diantaranya
dimanfaatkan untuk pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Sebagian besar
masyarakat di Dusun Lubuk Pekan mengenali sekitar 312 jenis tumbuhan dan
manfaatnya. Dari jumlah itu, 115 jenis sebagai sumber makanan, 118 jenis obat-
obatan dan 79 jenis bahan bangunan. Namun hanya 44 jenis dari jumlah tersebut
yang ditemukan di lahan sekitar permukiman (Kotak 1).

KETERSEDIAAN TUMBUHAN SUMBERDAYA

Sebagai masyarakat tradisional yang masih menjalankan sistem pertanian ladang
berpindah, masyarakat Desa Baru Pelepat mengenal empat jenis lahan yang
terdapat di hutan sekitar mereka, yaitu: ladang, sesap muda, sesap tua dan hutan.
Ladang sengaja dibuat oleh masyarakat dengan membuka hutan. Sementara itu,
sesap muda, sesap tua dan hutan terbentuk karena proses suksesi setelah ladang
ditinggalkan (diberakan).

Tumbuhan yang dibutuhkan masyarakat (selanjutnya digunakan istilah “cumbuhan
sumberdaya”) tersedia di keempat jenis lahan tersebut, terutama tumbuhan obat
dan bahan bangunan. Tumbuhan yang terdapat di ladang umumnya sengaja
ditanam. Sementara tumbuhan yang diambil dan digunakan dari sesap muda, sesap
tua dan hutan tumbuh secara alami melalui proses suksesi, dan menimbulkan
keragaman vegetasi di lahan-lahan tersebut.

Ladang merupakan tempat pengambilan tumbuhan pangan utama bagi masyarakat.
Selain ditanami padi, ladang juga ditanami sayur, buah-buahan, rempah-rempah,
dan karet. Dalam ladang juga terdapat tumbuhan obat dan anakan tumbuhan
kayu yang tidak sengaja ditanam, namun bermanfaat bagi masyarakat, seperti
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kumpai (Paspalum conjugatum Berg.), tubo seluang (Ludwigia parvifolia Ridl.) dan
capo (Blumea lacera BL.).

Kotak 1. Jumlah jenis sumberdaya yang dibutuhkan, dibandingkan dengan
jumlah yang ditemukan

Wawancara dengan 12 responden penduduk dari Dusun Lubuk Pekan mencatat
312 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai makanan, obat-obatan atau bahan
bangunan. Dari jumlah tersebut hanya 44 jenis yang ditemukan di lahan sekitar
permukiman (beberapa jenis di antaranya memiliki kegunaan lebih dari satu).
Gambaran mengenai perbandingan jumlah jenis tumbuhan yang digunakan dan
yang ditemukan di lahan dapat dilihat pada Gambar 1.

140
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m Digunakan, namun tidak ditemukan di sekitar permukiman

Digunakan dan ditemukan di sekitar permukiman

Gambar 1. Perbandingan jumlah jenis tumbuhan yang digunakan dan yang ditemukan
di sekitar permukiman

Sebagian besar hasil panen dari ladang, seperti padi dan sayuran, digunakan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian lainnya,
terutama buah-buahan dan bumbu dapur, dijual di warung maupun di pasar.

Secara sepintas, sesap muda atau lahan belukar yang terbentuk setelah ladang
diberakan selama 1 hingga 3 tahun tampak seperti lahan yang tidak berguna.
Namun sesungguhnya menawarkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Meskipun jenis tumbuhan yang terdapat di lahan ini paling sedikit, persentase
jenis tumbuhan obat yang terdapat di sesap muda, paling banyak dibandingkan
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di lahan lain. Selain itu, di sesap muda juga terdapat banyak anakan pohon yang
penting untuk regenerasi tumbuhan kayu di masa mendatang.

Berbeda dengan sesap muda, dalam sesap tua atau belukar yang terbentuk setelah
ladang diberakan lebih dari 3 tahun ini terdapat lebih banyak variasi jenis
tumbuhan. Masyarakat kerap menggunakan sesap tua sebagai tempat pengambilan
buah-buahan hasil pohon dan juga kayu untuk bahan bangunan. Dalam sesap tua
juga terdapat jenis-jenis tumbuhan obat yang berbeda dengan sesap muda.

Masyarakat menilai sesap tua sebagai lahan yang cukup penting. Di lahan ini
pohon karet yang ditanam umumnya telah berusia 5 hingga 6 tahun usia yang
baik untuk mulai menyadap getah karet.

Hutan memiliki jenis tumbuhan penghasil kayu terbanyak dibanding lahan-lahan
lain di Baru Pelepat (Novasyurahati, 2006). Sebagian di antaranya merupakan
jenis yang bernilai ekonomi tinggi, seperti meranti merah (Shorea parvifolia Dyer.),
medang senduk (Endospermum didenum A. Shaw.), mersawa (Anisoptera marginata
Korth.), atau kawang kunyit (Shorea mulitiflora Sym.). Jenis-jenis tersebut adalah
kayu komersil umum yang bernilai tinggi (Kochummen et al., 1994, America et al.,

1994 dan Johns et al., 1994).

Masyarakat menilai, selain sebagai penghasil kayu, hutan juga merupakan habitat
satwa dan pengatur fungsi hidrologis. Bujang pun, yang dulunya seorang pembalak,
mengaku hasil kegiatan membalak sesungguhnya tidak sebanding dengan usaha
yang dikeluarkan dan dampak buruk yang menimpa desa apabila hutan habis.
Menurutnya, satwa dalam hutan yang kehilangan tempat tinggal dan sumber
makanan, akan menyerang ladang. Saat hujan turun deras, air Sungai Batang
Pelepat meluap dan dapat menimbulkan banjir.

Selain di keempat jenis lahan tersebut, masyarakat juga memanfaatkan lahan
yang ada di pekarangan rumah mereka untuk ditanami tumbuhan-tumbuhan
yang bermanfaat. Karena itu, halaman rumah memegang peranan yang cukup
penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, Abdullah warga Dusun Lubuk Pekan, seringkali terlihat melewati
jalan utama desa dengan motornya yang bermuatan penuh buah-buahan hasil
kebunnya di halaman rumah. Di lahan seluas 25 x 35 m? itu Abdullah menanam
pisang lidi, salak, kopi, durian, duku, karet, dan beberapa jenis tumbuhan obat.
Tak jauh dari rumah Abdullah, tinggal Pak Tamim yang dikenal sebagai dukun
obat tertua di desa. Halaman rumah Pak Tamim tidak seluas halaman Abdullah,
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namun lahan itu dikenal sebagai apotik hidup bagi masyarakat. Siapa pun yang
butuh tumbuhan obat, bisa berkunjung ke rumah Pak Tamim. Anak dan cucu-
cucunya akan dengan senang hati menunjukkan jenis-jenis tumbuhan obat di
halaman, dan Pak Tamim akan menerangkan cara menggunakan tumbuhan
tersebut. Sedangkan Hamdan, Kepala Desa Baru Pelepat, memilih untuk menanam
benih tumbuhan kayu. Jati, meranti dan karet tumbuh subur dan rapi di halaman
rumahnya.

Kotak 2. Gambaran tumbuhan sumberdaya di beberapa tipe lahan

Empat jenis lahan di sekitar masyarakat (ladang, sesap muda, sesap tua dan hutan)
memiliki variasi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu,
masyarakat memiliki ketergantungan yang berbeda pada tiap jenis lahan, sesuai
dengan kebutuhannya (Gambar 2).

Prosentase Jumlah Jenis
\

1

B Makanan m@Obat 0O Bahan bangunan

Tipe Lahan

Gambar 2. Gambaran ketersediaan tumbuhan sumberdaya di empat tipe lahan
sekitar permukiman

PENURUNAN SUMBERDAYA

Sesungguhnya, keragaman tumbuhan di lahan sekitar permukiman Desa Baru
Pelepat cukup tinggi (lihat Kotak 3). Proses suksesi lahan bekas ladang menjadi
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hutan kembali juga berlangsung normal. Namun masyarakat mengeluh kesulitan
mendapatkan tumbuhan yang mereka perlukan. Sebabnya adalah, pertama,
kelimpahan tumbuhan sumberdaya memang menurun sebagai akibat dari
pengambilan yang terus dilakukan melampaui kemampuannya untuk tumbuh
secara alami maupun ditanam. Kedua, jenis tumbuhan yang beragam yang
terdapat di lahan-lahan tersebut bukan merupakan jenis-jenis yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Ketiga, belum tumbuh budaya menanam di kalangan masyarakat.
Masyarakat belum tergerak untuk membudidayakan jenis tumbuhan, meski mereka
menyadari bahwa intensitas penggunaan tumbuhan tersebut sangat tinggi.

Kotak 3 Keanekaragaman jenis di berbagai tingkat suksesi

Analisis vegetasi yang dilakukan di lahan sekitar permukiman Dusun Lubuk Pekan
menunjukkan pola hubungan peningkatan keanekaragaman jenis tumbuhan pada
lahan yang semakin lama diberakan. Keanekaragaman jenis di sesap muda lebih
rendah dari sesap tua. Begitu pun keanekaragaman jenis di sesap tua lebih rendah
dari hutan (Gambar 3).

Jumlah jenis
Nilai keanekaragaman

Pohon | Perdu | Herba | Pohon | Perdu | Herba | Pohon | Perdu | Herba

Sesap Muda Sesap Tua Hutan
Bentuk hidup dalam tiap tipe lahan

W Jenis Keanekaragaman

Gambar 3. Hasil analisis vegetasi di sesap muda, sesap tua dan hutan

Prosessuksesiterjadidilahan-lahanitu, sesuaidengan penjelasan Odum(1969) mengenai
kecenderungan umum yang terjadi pada lahan-lahan pasca gangguan yang mengalami
suksesi sekunder. Odum menerangkan bahwa secara umum keanekaragaman jenis di
lahan suksesi cenderung meningkat.
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Jenis dan intensitas penggunaan tumbuhan oleh masyarakat memang sangat
beragam. Intensitas pengambilan dan penggunaan tumbuhan dalam skala rumah
tangga untuk kebutuhan sehari-hari relatif rendah. Dalam kategori tumbuhan
pangan, 63% di antaranya digunakan dalam intensitas penggunaan yang kecil
yaitu 0-200 kg/tahun atau 0-200 ikat/tahun. Begitu pun dengan tumbuhan obat,
80% digunakan dalam intensitas 0-20 kg/tahun atau 0-20 ikat/tahun. Tumbuhan
untuk bahan bangunan juga demikian, 55% digunakan hanya sebanyak 0-4 m?/
tahun.

Intensitas pengambilan dan penggunaan yang sangat besar terjadi pada jenis-jenis
tumbuhan komersil. Jenis tanaman pangan yang paling banyak diambil (lebih
dari 1000 kg/tahun) adalah kemiri, belulu, kepayang, dan coklat. Jenis tanaman
obat yang paling banyak digunakan (lebih dari 100 kg/tahun atau 100 ikat/tahun)
adalah daun pepaya, daun kemumu dan mengkudu. Sementara, jenis tumbuhan
kayu sebagai bahan bangunan yang paling banyak diambil (16-20 m’/tahun)
adalah medang senduk, meranti merah dan pulai.

[ronisnya, kemiri, belulu, kepayang, pepaya, kemumu, mengkudu, dan pulai tidak
ditemukan di lahan sekitar permukiman (radius 100 m hingga 1 km). Kalaupun
ada, hanya terdapat di halaman rumah dan jumlahnya sedikit sekali. Sementara,
medang senduk dan meranti merah ditemukan di lahan sekitar permukiman
dengan jumlah yang sangat terbatas.

Menurut Bujang, meskipun kegiatan pembalakan masih berlangsung hingga saat
penelitian ini dilakukan, jenis kayu yang didapat bukan yang bernilai tinggi, yaitu
hanya jenis kayu yang digunakan untuk membuat kayu lapis. Kayu yang bernilai
tinggi hanya dapat ditemukan di hutan yang kemiringannya sangat curam.

Gambaran mengenai potensi kerusakan hutan dan kelangkaan tumbuhan kayu
sebagai bahan bangunan dapat dilihat di Kotak 4. Jumlah anakan (pohon dengan
diameter batang setinggi dada lebih kecil dari 1 cm) dan tiang (pohon dengan
diameter setinggi dada 1-5 cm) yang tersedia di lahan sekitar permukiman sangat
sedikit. Padahal, untuk tumbuh menjadi sebuah pohon yang kayunya dapat
digunakan dan bernilai tinggi, jenis-jenis tersebut membutuhkan waktu rata-rata
12-40 tahun (Kochummen et al., 1994, America et al., 1994 dan Johns et al., 1994).
Dengan demikian, apabila pengambilan kayu masih dipertahankan dalam jumlah
seperti yang terjadi saat ini, sementara usaha penanaman kembali atau konservasi
anakan tidak dilakukan, maka dapat dipastikan kegiatan pemanfaatan kayu oleh
masyarakat Desa Baru Pelepat dapat menyebabkan kelangkaan sumberdaya di
sekitar permukiman.
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Sebagian besar kebutuhan masyarakat terhadap tumbuhan kayu tidak dapat
tercukupi lagi oleh ketersediaan kayu di lahan-lahan yang tersedia, karena
pemanfaatan volume kayu per tahun lebih besar dari jumlah volume kayu yang
tersedia. Terdapat tiga jenis tumbuhan yang pemanfaatannya sangat tinggi (di atas
200 m’® per tahun) namun volume kayu yang tersedia di lahan sekitar permukiman
sangat sedikit (0,3 hingga 5 m’), yaitu meranti merah (Shorea parvifolia Dyer.),
medang senduk (Endospermum diadenum A. Shaw.), dan mersawa (Anisoptera
marginata Korth.), yang merupakan tumbuhan penghasil kayu komersil umum

yang bernilai tinggi (Kochummen et al., 1994, America et al., 1994 dan Johns et
al., 1994).

Terdapat dua jenis tumbuhan yang ketersediaan kayunya di lahan dapat mencukupi
kebutuhan masyarakat. yaitu meranti kuning (Shorea multiflora Sym.) dan tago
(Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume). Menurut keterangan masyarakat, dua
jenis kayu ini tidak bernilai tinggi dan hanya digunakan untuk kebutuhan rumah
tangga.

Kotak 4. Potensi kerusakan hutan dan kelangkaan tumbuhan kayu

Tabel 3. Pengambilan tumbuhan penghasil kayu dan ketersediaannya di lahan sekitar
permukiman

Total dbh 210 dbh 5-10 cm dbh 1-5 cm dbh<1cm
" " Total Total Total
No| Jenis T F Kayu P ! K volume | Kerapatan | o e Kerapatan | Kerapatan
Per Tahun (m”)] (32 ha) Javy (). (32 ha) Jayy () (32 ha) Kavy () (32 ha)
|__1]|Shorea parvifolia Dyer. 216 80 3.73] 40 0.29] 80
|__2|Endospermum diadenum A. Shaw. 210 40 0.33
|_3|Shorea multifiora Sym. 132 40 203.93 120
4|Anisoptera marginata Korth. 126 40 4.59
|__5|Durio carimatus Mast. 120 440 29.76
|_6|Palaquium obovatum Engl. 105] 640 43.58 40
7|Swintonia schwenkii T. & B. 90 120 68.89 120 0.48| 320
|__8[Shorea bracteolata Dyer. 77 40 1.35
|_o|Ardisia sp. 45 80 ovsﬁ 40
10| Parashorea stellata Kurz. 41 40 34.70
[ 11|Knema conferta Warb. 36| 160 4.01]
12| Zyzygium napiformis K. ef. V. 34 40 0,1ﬁ| 40
13| Ochanostachys amentacea Mast. 24 80 4.53 40, 0.01 120
[ 14|Macaranga pruinosa Muell. Arg. 24 520 6.2ﬂ 280 1.27] 40 0.06| 120
15| Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 12 40 15.42
| 16|Garcinia_sp. 12 40
[ 17| Santiria laevigata BI. 12] 40| 0.01 40
| 18|Diospyros maritima Blume 6 40 1.56 40 0.20
[ 19|Baccaurea sumatrana J.J.S. 6 80 3.23' 40| 0.03]
[ 20| Styrax benzoind Dryand. 6 120 4.23 40,
21]Polyalthia lateriflora King. 6 160 4.57]

dbh = diameter breast high; diameter batang setinggi dada

Nilai volume pemanfaatan kayu per tahun dikonversi ke jumlah pemanfaatan
seluruh penduduk Dusun Lubuk Pekan dengan asumsi setiap pengambilan
dilakukan dalam jumlah yang sama dan pengambilan dilakukan dalam kelompok
per 4 kepala keluarga (jumlah seluruh kepala keluarga Dusun Lubuk Pekan adalah
46 KK). Jumlah ketersediaan volume kayu dikonversi ke lahan seluas 32 ha dengan
asumsi tumbuhan kayu hanya tersedia di hutan (20 ha) dan sesap tua (12 ha).
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PENUTUP

Ketersediaan sumberdaya tumbuhan Desa Baru Pelepat kini semakin menurun.
Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat dapat melakukan budidaya terutama
jenis-jenis tumbuhan yang paling banyak dibutuhkan seperti kemiri, belulu,
kepayang, pepaya, kemumu, mengkudu, meranti merah, pulai dan medang
senduk. Selain itu, jenis-jenis yang melimpah namun lebih jarang digunakan,
dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan.

Meski memiliki hutan dengan keanekaragaman jenis' yang sangat tinggi, belum
banyak yang memahami arti tingginya keragaman jenis tersebut bagi perekonomian.
Berbagai hasil penelitian mengenai potensi sumberdaya alam, teknik pemanfaatan
lahan secara lestari misalnya wanatani, dan hubungan sumberdaya alam dengan
aspek sosial disajikan di bab empat dalam buku ini. Tulisan-tulisan tersebut
diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah
terkait, dalam mengelola sumberdaya alam.
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PENDAHULUAN

Laju deforestasi di Indonesia sangat dahsyat. Jika 100 tahun yang lalu Indonesia
masih memiliki tutupan hutan total sekitar 170 juta ha, maka pada 2000 hanya
tersisa sekitar 98 juta ha, yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Di Sumatera,
luas penyusutan tutupan hutan antara 1985-1997 saja tidak kurang dari 67.000
km? (FWI/GFW, 2001). Penyebab degradasi tutupan hutan ini secara umum
adalah pembalakan liar skala besar untuk pasokan industri perkayuan, perluasan
areal pertanian, pembukaan lahan untuk perkebunan besar swasta, dan bencana
kebakaran hutan.

Propinsi Jambi memiliki hutan dari beragam tipe ekosistem. Propinsi ini memiliki
hutan pegunungan dataran tinggi (tipe hutan sub-alpin) di daerah-daerah yang
membentang sepanjang Bukit Barisan, hutan dataran rendah di wilayah-wilayah
menuju pantai timur yang landai serta hutan rawa. Berbagai tipe ekosistem hutan
ini ditemukan di taman nasional berikut:

e Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang kawasannya berada di empat
propinsi (Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan), memiliki
tujuh tipe ekosistem yaitu hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan
sub-montana, hutan sub-montana rendah, hutan sub-montana tengah,
hutan montana atas dan belukar sub-alpin.

*  Taman Nasional Berbak (TNB): ekosistem dataran rendah rawa.

*  Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT): ekosistem hutan dataran rendah
dan berbatasan dengan Propinsi Riau.

*  Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD): ekosistem hutan dataran rendah
yang terletak di tengah-tengah Propinsi Jambi dan juga berfungsi sebagai
kawasan hidup dan penghidupan Orang Rimba.

Keempat taman nasional tersebut menyimpan keanekaragaman hayati yang
cukup besar. Salah satu spesies kunci yang masih bertahan di TNKS adalah
harimau Sumatera (Panthera tigris sumatraensis). Menurut laporan ICDP-TNKS
Komponen D (2002), mamalia besar ini merupakan salah satu spesies indikator
keanekaragaman hayati yang telah disepakati untuk dimonitor di TNKS, karena
jumlah populasinya yang jauh menurun akibat maraknya Perdagangan bagian
tubuhnya. Selain itu, juga terdapat gajah (Elephas maximus) yang ditemukan tidak
hanya di TNKS tetapi juga di TNBT.

1 TNBD sebagai kawasan hidup dan penghidupan Orang Rimba disebutkan dalam Surat Keputusan Menhutbun RI No. 258/Kpts-11/2000 yang menjadi
dasar pembentukan TNBD.
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Kelestarian keanekaragaman hayati di Propinsi Jambi terus menghadapi ancaman,
baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman tersebut diantaranya pembukaan
hutan untuk lahan pertanian, penebangan liar, perburuan satwa, pengambilan
hasil hutan bukan kayu, serta penambangan emas dan mineral lainnya di
dalam kawasan hutan (ICDP-TNKS Komponen D, 2002). Selain itu, kekayaan
keanekaragaman hayati dapat dilihat secara sederhana dari luas tutupan hutan.
Menurut Departemen Kehutanan (2005)2, Propinsi Jambi pada 2002 memiliki
tutupan hutan 1.379.600 ha atau 27.05% dari luas propinsi. Jumlah tersebut sangat
jauh berkurang dibandingkan luas tutupan hutan pada 1990, yaitu 2.434.556 ha
atau 49,97% dari luas propinsi (KKI-WARSI/BirdLife, 2004).

Sektor kehutanan memiliki nilai yang sangat strategis bagi Propinsi Jambi, baik
dari segi ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Karena itu, pada 2004 KKI-WARSI
bekerjasama dengan BirdLife Indonesia dan berbagai pihak telah berupaya
menyusun sebuah dokumen yang informatif mengenai perubahan tutupan hutan
Jambi antara 1990-2000. Namun informasi dalam dokumen tersebut bersifat umum
dan ruang lingkupnya adalah propinsi, sehingga belum bisa memberi informasi yang
memadai untuk digunakan oleh pemerintah kabupaten, baik dalam perencanaan
maupun pengambilan keputusan pembangunan daerah. Untuk itu, pada 2005 KKI-
WARSI melakukan analisa khusus untuk Kabupaten Bungo. Analisa ini terutama
ditujukan untuk penyusunan bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten
Bungo dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW/K) dan
sebagai data dasar bagi pihak lain yang membutuhkannya.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUNGO

Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah 716.000 ha (Bappeda dan BPS Bungo,
2003)3. Wilayah ini terletak antara 01°08-01°55 LS dan 101°27-102°30' BT.
Sebagian besar wilayah kabupaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS)
Batang Tebo, yang menjadi sub-DAS dari DAS Batanghari. Secara administrasi,
Kabupaten Bungo berbatasan dengan:

*  Sebelah utara: Kabupaten Dharmasraya dan Tebo

*  Sebelah selatan: Kabupaten Merangin

*  Sebelah barat: Kabupaten Dharmasraya dan Kerinci
e Sebelah timur: Kabupaten Tebo

2 htep://www.dephut.go.id/ INFORMASI/BUKU2/Rekalkukasi05/Lamp2_prov.pdf, Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan
hutan (Ribu ha), diakses 21/05/2006.

3 Menurut hasil padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), luas Kabupaten Bungo
adalah 683.400 ha.
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Wilayah Kabupaten Bungo memiliki ketinggian antara 100 hingga lebih dari
1.000 m dpl, dengan topografi datar hingga sangat curam (kemiringan lereng O -
> 40%). Tipe penggunaan lahan di kabupaten ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan lahan di Kabupaten Bungo

No | Penggunaan Lahan Luas (Ha) Luas (%)

1 Hutan (TNKS)* 71.700,00 10,01
2 Hutan negara/hutan belukar 241.654,00 33,75
3 Perkebunan 284.873,75 39,79
4 Pemukiman 18.890,75 2,64
5 Sawah 10.710 1,50
6 Tegal/huma/ladang/kebun 68.375,50 9,55
7 Padang/semak belukar/alang-alang 6.284,15 0,88
8 Kolam/empang 276,40 0,04
9 Sungai/danau/rawa 6.463,60 0,95
10 | Lainnya 6.771,60 0,95

Sumber : Bappeda Bungo (2002)

Jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Bungo adalah latosol, podzolik, dan
komplek latosol-andosol. Wilayah Kabupaten Bungo memiliki kondisi geologis yang
kaya bahan tambang, misalnya batubara di Kecamatan Rantau Pandan (cadangan
40 juta ton), Kecamatan Jujuhan (150 juta ton) dan Kecamatan Muko-Muko
Bathin VII (9,75 juta ton). Deposit emas terdapat di Muara Bungo, Muko-Muko
Bathin VII, Rantau Pandan, Pelepat dan Pelepat Ilir. Selain itu ada juga potensi
pasir, kerikil, pasir kuarsa, granit, dan lain-lain. Pertambangan/pengalian yang
telah dikelola di Kabupaten Bungo adalah batubara di Rantau Pandan (1.943 ha),
Tanah Tumbuh (998 ha), Pelepat (2.573 ha), dan Jujuhan (100 ha) serta emas di
Muara Bungo (400 ha).

PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN BUNGO

Ekonomi Kabupaten Bungo sangat bergantung pada sektor perkebunan (kelapa
sawit dan karet), kehutanan dan pertambangan. Tingginya ketergantungan
terhadap ketiga sektor tersebut dapat menyebabkan tingginya ancaman terhadap
kelestarian sumberdaya alam. Hal ini juga tercermin pada beberapa produk

4 Luas taman nasional yang ada di Kabupaten Bungo menurut Departemen kehutanan adalah 38.800 ha. Sumber: Luas Kawasan Hutan Bungo
Berdasarkan Fungsi (http://www.Dephut.go.id/ INFORMASI/INFPROP/Jambi/Biphut_Jambi.pdf, diakses 21/05/2006)
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kebijakan seperti peraturan daerah (Perda), Surat Keputusan (SK) Bupati dan
lain-lain (Tabel-5).

Tabel 5. Produk kebijakan pemerintahan tentang pengelolaan sumberdaya alam

No. | Nomor Perda Tentang
1 18/2003 Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2 4/2002 Tata cara/Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah
3. | 5/2002 Perubahan atas Perda No.10/2000 tentang Hasil Bumi
4 6/2002 ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan ljin Pemungutan Hasil
Hutan
5. | 7/2002 Retribusi Hasil Hutan
8/2002 ljin usaha Hutan Tanaman
7. | 10/2002 Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah di Bidang
Pertambangan dan Energi
16/2002 ljin Usaha Pertambangan Umum
17/2002 Retribusi ijin usaha Pertambangan, Energi dan Lingkungan
Hidup
10. | 22/2002 Rencana Umum Tata Ruang Kota Muaro Bungo Tahun 2001-
2011
11. | 5/2000 Pengelolaan IPKR dan Pemungutan Retribusi Kayu asal Hutan

Rakyat/ Kebun Rakyat di Kabupaten Bungo (dicabut dan diganti
dengan Perda No.6/2002).

12. | 6/2000 Pertambanganrakyatbahan galianemas(Golongan B) Kabupaten
Bungo (dicabut dan diganti dengan Perda No.5 Tahun 2001)

13. | 5/2001 Pencabutan Perda Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2000 tentang
Pertambangan Rakyat bahan galian emas (Golongan B)

14. | 10/2000 Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dalam Kabupaten Bungo

16. | 32/2000 Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo tahun 2001
-2005

17. | 48/2000 Retribusi Sertifikat Tanah

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo (2005)

Tingginya eksploitasi terhadap potensi sumberdaya alam yang belum diiringi
skenario pembangunan berkelanjutan telah menyusutkan sumberdaya hutan
di Kabupaten Bungo. Hal itu tampak nyata pada hasil time-series analysis citra
Landsat 7 ETM+ dari 1990, 2000 dan 2002. Hampir semua tutupan lahan yang
ada masuk ke dalam jenis hutan dataran rendah yang kondisinya sudah sangat
memprihatinkan.
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Gambar 4. Peta Citra Landsat 7 ETM+ Kabupaten Bungo tahun1990, 2000, 2002

Pada 1990 tutupan lahan berupa hutan di Kabupaten Bungo sebesar 195.386 ha
atau 42,78% dari luas kabupaten. Pada 2000 menjadi 27,71% dan pada 2002
menjadi 30,63% (Tabel-6). Terjadinya ’kenaikan’ tutupan hutan pada 2002
dibandingkan 2000 diduga karena adanya areal yang ’tidak teranalisa’ pada 2000
dan masuk kategori tidak ada data. Artinya jika pada 2000 bagian tutupan lahan
yang masuk kategori tidak ada data tersebut dapat dianalisa, sebenarnya tutupan
hutan masih di atas 30,63% tapi tetap lebih kecil dari kondisi 1990 sebesar 42,78%.
Secara keseluruhan di Kabupaten Bungo telah terjadi pengurangan tutupan lahan
berupa hutan antara 1990 sampai 2002 sebesar 55.420 ha atau sekitar 12,15% .

Tabel 6. Luas tutupan lahan hutan Kabupaten Bungo

Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2002
Tutupan Lahan
Luas (Ha) | Luas (%) | Luas (Ha) | Luas (%) | Luas (Ha) | Luas (%)
Hutan 195.386 42,78 126.589 27,71 139.896 30,63
Bukan Hutan 137.803 30,17 216.210 47,33 316.145 69,21
Tidak Ada Data 123.586 27,06 113.975 24,95 733 0,16
Total 456.774 100,00 456.774 100.00 | 456.774 100.00

Sumber: Pengolahan citra Landsat tahun 1990, 2000 dan 2002 oleh Laboratorium GIS WARSI

Dari hasil analisa diketahui tutupan hutan pada 2002 adalah sebesar 139.896 ha
atau 30,63% sementara tutupan lahan berupa bukan hutan 69,21% dan tidak
ada data sebesar 0,16 %. Melihat persentase ‘tidak ada data’ yang sangat kecil,
maka hasil analisa citra satelit 2002 merupakan informasi aktual yang sangat bisa
dipercaya yang memperlihatkan kondisi tutupan hutan yang ada di Kabupaten
Bungo pada 2002. Dari data citra satelit diketahui penyebaran hutan ada di bagian
barat daya Kabupaten Bungo, mencakup beberapa lokasi seperti Tanah Tumbuh,
Rantau Pandan dan Pelepat. Selain itu, tutupan hutan itu juga merupakan bagian
kawasan hutan TNKS.



BAGIAN 1-2 ¢ Kurniadi Suherman dan Mahendra Taher 43

Tahun 2002 692‘1 %
Tahun 2000 47,33% ‘
Tahun 1990 30,17% :
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
‘ M Hutan Bukan Hutan M Tidak ada data ‘

Gambar 5. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Bungo 1990-2002

KEMANAKAH HILANGNYA HUTAN BUNGO?

Selama kurun 1990-2002, lebih dari 12% hutan alam telah ditebang. Laju
musnahnya hutan di kabupaten ini setara dengan 12 kali lapangan sepak bola
per hari. Hilangnya tutupan hutan terutama akibat dari pemberian ijin konsesi
HPH, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan permukiman
transmigrasi, dan pemberian IPK (ljin Pemanfaatan Kayu) pada masa awal
desentralisasi.

Pemberian Konsesi HPH

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin HPH yang pernah aktif di Kabupaten
Bungo antara 1990-2002. Pada masa itu, Kabupaten Bungo masih menyatu dengan
Kabupaten Tebo. Perusahaan-perusahaan HPH itu antara lain adalah PT. Rimba
Karya Indah (PT. RKI) dan PT. Mugitriman Intercontinental yang kemudian
diambil alih oleh PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule.

PT. RKI mengantongi ijin operasi seluas 87.000 ha’, dengan ijin operasi selama 20
tahun hingga 29 Februari 2008 (Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, 2002). Lokasi
areal operasinya terletak di Kecamatan Rantau Pandan.

Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, selama 10 tahun pertama
produksi sampai dengan RKL I1-1996/1997 telah mencakup wilayah seluas

5 Perijinan diberikan dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 13/ Kpts-IV/1987 tertanggal 12 Januari 1987. Kemudian ijin tersebut
diadendum mengenai luas kawasan HPH dengan SK Menteri Kehutanan No. 119/Kpts-IV/1988 tertanggal 29-02-1988
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13.470 ha dengan produksi sebesar 431.501 m’ kayu. Produksi kayu komersial
yang dipanen meliputi jenis dipterokarpus 241.256 m’, non-dipterokarpus
komersial sebanyak 119.375 m’ dan jenis kayu komersial lainnya sebanyak 70.870
m’. Jumlah angka-angka ini hanya yang tertulis di laporan saja, sementara jumlah
produksi yang sebenarnya tidak diketahui pasti. Laporan [CDP-TNKS Komponen
C1 (2001) menunjukkan kegiatan pembalakan kayu yang dilakukan perusahaan ini
tidak memenuhi kaidah kelestarian, misalnya penebangan kayu tetap dilakukan di
wilayah yang tanahnya sangat miskin hara, sehingga mustahil terjadi regenerasi.

Pada 1997 perusahaan ini meninggalkan kawasan HPH-nya akibat konflik dengan
masyarakat setempat. Konflik ini sebenarnya telah dimulai sejak 1995 dan semakin
membesar pada akhir 1997 seiring dengan mulai berhembusnya angin reformasi.
Sebagian besar konflik dengan masyarakat ini berakar dari penetapan sepihak areal
konsesi oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Padahal sebagian besar
wilayah yang ditetapkan sebagai areal konsesi tersebut merupakan wilayah adat.
Kondisi tersebut diperparah dengan pendekatan ‘keamanan’ yang diterapkan oleh
perusahaan dalam kegiatannya, yaitu menggunakan tenaga aparat militer untuk
meredam berbagai persoalan yang muncul dengan masyarakat.

Menurut aturan, walaupun perusahaan HPH sudah tidak aktif beroperasi, mereka
masih bertanggung jawab untuk mengamankan kawasannya. Kenyataannya,
berdasarkan audit HPH yang dilakukan ICDP-TNKS Komponen C2 (2001)
dilaporkan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan penjagaan atas kawasan
ini. Menurut Sarbi dalam Laporan Teknis No.4 ICDP-TNKS Komponen Cl1
(2001), keadaan tersebut memicu maraknya pembalakan liar di dalam kawasan
HPH PT. RKI. Pembalakan liar dapat ditemukan hampir di setiap sudut kawasan
konsesi, terutama di blok timur laut yang masuk ke dalam wilayah kecamatan
Tanah Tumbuh dan blok barat laut di Kecamatan Rantau Pandan.

HPH lainnya adalah PT. Inhutani V SPH Pelepat Ule®, sebuah perusahaan milik
pemerintah, yang memegang ijin hingga 27 Februari 2018 dengan luas kawasan
konsesi 49.450 ha. PT. Inhutani V ini mengambil alih konsesi dari HPH PT.
Mugitriman Intercontinental’. Awalnya, kawasan konsesi ini oleh PT. Inhutani
V diperuntukkan bagi HPHTI tapi kemudian tidak mampu mengelolanya. PT
Inhutani V hanya mampu aktif hingga 2001 (Dinas Kehutanan Propinsi Jambi,
2002). Kawasan HPH ini terletak di empat lokasi di Kecamatan Tanah Tumbubh,
Pelepat dan Rantau Pandan.

6 Tjin konsesi HPH melalui SK Menteri Kehutanan No. 334/Kpts-11/1998
7 PT. Mugitriman Intercontinental beroperasi sejak 1975 kemudian dilimpahkan kepada PT. Inhutani V berdasarkan SK No. 1061/Kpts-11/1992
tertanggal 16-11-1992 dan berakhir tanggal 9 — 10 — 1996.



BAGIAN 1-2 ¢ Kurniadi Suherman dan Mahendra Taher 45

Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan

Perkebunan kelapa sawit mulai menjamur dan menjadi primadona di Jambi
(termasuk Kabupaten Bungo) pada awal 1990-an. Sampai pada 2000 luas
perkebunan sawit mencapai 32.843 ha dengan produksi sebesar 157.973 ton per
tahun (Bappeda Bungo, 2002). Terdapat beberapa pola pengembangan perkebunan
kelapa sawit yang dilakukan, mulai dari pola PBS (Perkebunan Besar Swasta), PIR
Trans (Pola Inti Rakyat Transmigrasi), Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)
dan perkebunan rakyat.

Pola pengembangan PBS atau lebih akrab disebut dengan pola PBSN (Perkebunan
Besar Swasta Nasional) dapat berkembang karena adanya pelepasan kawasan
hutan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 1998. Demikian juga
pola perkebunan PIR Trans mulai dikenal dengan masuknya perusahaan besar PT.
Jamika Raya®. Bahkan jauh sebelumnya, pada 1993/1994 pemerintah juga telah
mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan ini sehingga total
pelepasan kawasan hutan untuk PT. Jamika Raya mencapai 20.603 ha.

Selanjutnya pada 1991 PT. Sari Aditya Loka’ (SAL) masuk ke Jambi dengan luas
perkebunan inti sebesar 5.000 ha dan plasma 27.000 ha. Awalnya perusahaan
ini hanya beroperasi di Kabupaten Sarolangun Bangko!° tapi kemudian diperluas
hingga Kabupaten Bungo, yaitu di Kuamang Kuning. Lokasi perkebunan kelapa
sawit PT. SAL sendiri berada di tiga lokasi yaitu di Kebun Hitam Ulu, Kuamang
Kuning dan Tanah Garo. Di Kuamang Kuning saja sampai 2000/2001 realisasi
tanam total untuk kebun plasma dan inti mencapai 33.151 ha.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Departemen
Kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit,
telah menjadi salah satu sebab utama berkurangnya tutupan hutan di Kabupaten

Bungo antara 1990 - 2000.

Transmigrasi

Pembukaan lahan hutan untuk transmigrasi turut berperan mempercepat laju
kehilangan hutan. Menurut data Bappeda dan BPS Bungo (2003), program

8 PT. Jamika Raya mengantongi ijin dengan surat keputusan pelepasan kawasan hutan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 720/KPTS-II/ 1989
pada 24 November 1989.

9 PT. SAL mengantongi SKPT Gubernur No. 23 th 1992 tertanggal 23 Januari 1992 dan ijin BPN No. 332 th 1991 tertanggal 8 Agustus 1991. Sumber:
Kawasan Hutan yang telah Mendapat SK Pelepasan dari Menhutbun di Provinsi Jambi. http://www.dephut.go.id/ INFORMASI/INFPROP/Jambi/
Pelepasan.htm, diakses pada 21/05/2006.

10 Sejak 2000 Kabupaten Sarolangun Bangko telah menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
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transmigrasi dimulai pada 1983 dengan jumlah penduduk transmigran sebanyak
9.669 jiwa yang tersebar di daerah Kuamang Kuning [ sampai Kuamang Kuning V.
Hingga 1990 jumlah transmigran bertambah menjadi 31.305 jiwa dan tersebar di
Kuamang Kuning [-X dan Kuamang Kuning XIV-XIX, daerah Dusun Danau, Desa
Datar dan Jujuhan I. Pada 2002 jumlahnya bertambah lagi menjadi 39.754 jiwa
dan penyebarannya pun meluas ke Jujuhan II-V, Baru Pelepat dan Rantau Pandan.
Sedangkan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) transmigran sampai 2002
berjumlah 9.172 KK.

Apabila setiap KK transmigran memerlukan 4 ha lahan!!, maka luas bukaan
hutan yang diperlukan untuk 9.172 KK tersebut sekitar 36.688 ha. Jadi, program
transmigrasi ini telah turut menyumbang pengurangan tutupan hutan yang ada di
Kabupaten Bungo. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara drastis juga
meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam lainnya.

Perambahan Hutan dan Pembalakan Liar

Perambahan hutan juga merupakan salah satu penyebab utama penyusutan
tutupan lahan hutan yang ada di Kabupaten Bungo. Perambahan lahan biasanya
dilakukan untuk mengubah lahan bekas tebangan para pembalak liar menjadi
ladang. Awalnya, perambahan terjadi di kawasan-kawasan bekas konsesi yang
ditinggalkan oleh pemegang ijin HPH seperti kawasan PT. RKI. Hal ini terjadi
karena para perambah lahan memanfaatkan kemudahan infrastruktur yang
dibuat untuk perusahaan, misalnya akses jalan dan lainnya. Kemudian kegiatan
perambahan hutan dan lahan ini meluas ke tempat-tempat lain di luar kawasan
bekas konsesi HPH. Meskipun belum ada data pasti mengenai luas total perubahan
hutan akibat perambahan hutan menjadi ladang dan penggunaan lahan lainnya,
tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan perambahan hutan
ini turut menyebabkan pengurangan tutupan hutan yang ada di Kabupaten
Bungo.

Sedangkan kegiatan pembalakan liar menjadi marak sejak para pemegang ijin
HPH meninggalkan begitu saja areal konsesinya di kabupaten ini, terutama sejak
masa reformasi yang kemudian diikuti dengan penerapan otonomi daerah pada
2000. Masa kejayaan HPH sudah lewat tapi permintaan terhadap bahan baku
kayu tetap tinggi. Gabungan dari berbagai kondisi inilah yang akhirnya membuat
tempat-tempat penggergajian atau sawmill banyak bermunculan, dan kegiatan
pembalakan liar pun semakin menjamur.

11 Setiap KK mendapat jatah lahan berupa lahan pekarangan (LP) seluas 0,25 Ha, Lahan Usaha I (LU I) seluas 1 ha, LU II seluas 0,75 ha dan kebun
plasma seluas 2 ha.
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Gambar 6. Produksi kayu olahan dan kayu bulat (m?) tahun 2000-2002.
Sumber: Bappeda dan BPS Bungo (2003)

Menurut data Bappeda dan BPS Bungo (2003), pada 2002 produksi kayu
olahan dan kayu bulat di kabupaten ini masing-masing sebesar 48.029,05 m’ dan
79.307,14 m’ (Gambar 6). Pada rentang waktu 2000-2002 terjadi peningkatan
produksi yang luar biasa. Pada 2000 produksi baik kayu olahan maupun kayu bulat
hanya 5.703,93 m’, meningkat sangat tajam menjadi 74.458,13 m’ pada 2001 dan
menjadi 127.339,19 m’ pada 2002. Laju peningkatan itu dipasok dari kegiatan
pembalakan liar, karena pada masa itu sudah tidak ada lagi HPH.

Pemberian ljin Eksploitasi Hutan oleh PEMDA

Otonomi daerah telah mendorong pelimpahan wewenang pengelolaan
sumberdaya alam dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini
mendorong banyaknya ijin-ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh
pihak kabupaten, seperti IPHH dan IPKR.

Pada beberapa kasus, dengan berkedok IPKR dan IPHH serta alasan peningkatan
pendapatan anggaran daerah, sumberdaya hutan kembali mengalami tekanan.
Tidak jarang IPKR hanya dijadikan alat oleh para pembalak liar untuk "melegalkan”
kayu ilegal; misalnya IPHH yang diberikan pada CV. Beringin Hijau, yang berlokasi
di Desa Batu Kerbau. Berdasarkan hasil investigasi KKI-WARSI, perusahaan ini
mengantongi lima ijin kegiatan. Ini berarti 500 ha hutan kembali dieksploitasi.
Belum lagi perilaku buruk para pemegang IPHH yang melakukan penyimpangan
dalam kegiatannya di lapangan. Pemegang ijin IPHH kerap menggunakan alat
berat, meski hal itu dilarang. Dengan adanya alat berat ini perusahaan beroperasi
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sampai di luar wilayahnya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih
parah. Pelibatan koperasi, sebagai cerminan kerjasama dengan masyarakat, tidak
diindahkan, dan kadang hanya melibatkan koperasi fiktif. CV. Beringin Hijau itu
telah melakukan penjarahan hutan adat masyarakat pada 2003.

Pemegang IPHH Jarah Hutan Adat

JAMBI, KOMPAS — Meskipun terbukti dan mengaku menjarah hutan adat dan hutan
desa di Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pihak manajemen CV
Beringin Hijau hingga kini belum membayar denda adat.

Padahal, sebelumnya pihak pengusaha yang memegang ijin pemanfaatan hasil hutan
(IPHH) di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, yang bertetangga
dengan Desa Batang Kibul itu sepakat membayar denda pada 5 November 2003.

Pemimpin CV Beringin Hijau, Daud, kepada Kompas, Selasa (10/2) petang, menyangkal
bahwa pihaknya telah setuju membayar denda. “Pada waktu itu saya tidak menerima
untuk membayar denda, tetapi masih pikir-pikir” ujarnya.

Menurut Daud, dia menyatakan masih harus pikir-pikir dulu karena masalah kayu tidak
ada hubungannya dengan masyarakat. Kewajiban terhadap negara akan dibayar kalau
urusan dengan Dinas Kehutanan Jambi sudah selesai,” kata Daud.

Lokasi hutan di Desa Batang Kidul terletak sekitar 275 kilometer sebelah barat Kota
Jambi. Adapun denda adat yang harus dibayar perusahaan itu Rp 10 juta. Deputi Direktur
LSM Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI Jambi, Rakhmat Hidayat, menyatakan,
tokoh masyarakat Desa Batang Kibul, Datuk Tiang Panjang, telah melaporkan masalah
tersebut kepada Gubernur Jambi melalui surat yang dikirimkan pada 23 Januari 2004.

“Dalam suratnya, Datuk Tiang Panjang mohon kepada gubernur membantu menyelesaikan
masalah ini karena jika berlarut-larut, dikhawatirkan masyarakat mengambil tindakan
sendiri, ujar Rakhmat.

Meskipun telah ada kesepakatan antara masyarakat dan CV Beringin Hijau, Dinas
Kehutanan Jambi bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin pada 7 November
2003 melakukan penyitaan 650 batang kayu dan sebuah buldoser. “Kayu dari jenis
meranti dan tembalum yang disita dijarah dan hutan adat dan hutan Desa Batang Kibul.
Sedangkan buldoser disita di lokasi,” ungkap Rakhmat.

LSM KKI-Warsi saat ini sedang memfasilitasi masyarakat Desa Batang Kibul guna
memproses permohonan pengukuhan hutan adat setempat yang diberi nama Imbo
Pusako dan Imbo Parobokalo seluas 800 ha.

Hutan adat Desa Batang Kibul merupakan sumber air bagi masyarakat setempat untuk
kegiatan pertanian, mengairi sawah, kolam ikan, dan air minum. Kawasan hutan ini
kaya akan hasil hutan nonkayu, misal rotan, manau, jernang, damar. (NAT- Kompas,
11/2/2004).
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PENUTUP

Luas tutupan hutan Kabupaten Bungo 2002 sebesar 30,63% telah mendekati
ambang batas yang ditetapkan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
sebesar minimal 30% dari luas DAS atau pulau atau wilayah dengan sebaran yang
proporsional. Luas hutan minimal 30% dengan sebaran proporsional tersebut
merupakan angka normatif, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa
Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar wilayahnya mempunyai
curah hujan dengan intensitas yang tinggi, serta konfigurasi daratan yang
bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan
tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air. Untuk penerapan
UU No. 41/1999 di lapangan, diharapkan setiap propinsi dan kabupaten/kota
menetapkan kawasan hutan yang harus dilindungi berdasarkan kondisi biofisik,
iklim, penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk menjaga
keseimbangan daya-dukung wilayah dan kelestarian fungsi ekosistem.

Menurut Sugandhy (1999), dalam tata ruang suatu wilayah, untuk menjaga
sumber air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air permukaan, dan
kawasan pengamanan mata air, minimal 30% dari luas wilayah harus diupayakan
adanya tutupan tegakan pohon. Bentuknya dapat bermacam-macam, misalnya
hutan lindung, hutan produksi atau tanaman keras, hutan wisata, dan lain-lain.
Sedangkan hasil penelitian Deutsch dan Busby (2000), menunjukkan sedimentasi
dapat meningkat secara drastis apabila suatu sub daerah aliran sungai mengalami
penurunan penutupan hutan dibawah 30% dan apabila terjadi pembukaan lahan
pertanian lebih dari 50%.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, propinsi dan kabupaten atau kota yang
mempunyai luas hutan yang lebih dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi
luas tutupan hutannya dari luas yang ditetapkan. Oleh karena itu luas minimal
juga tidak boleh dijadikan dalih untuk terus mengeksploitasi hutan yang ada.
Apalagi dikonversi atau diubah tutupan lahannya untuk penggunaan lain,
misalnya perkebunan, pertanian, permukiman dan sebagainya. Luas minimal ini
selayaknya dilihat sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi
kualitas hidup masyarakat. Apalagi jika mengingat bahwa sebenarnya dari tutupan
hutan yang tersisa, sebagian besar yaitu sekitar 71.700 ha merupakan bagian dari
kawasan TNKS yang memang secara hukum tidak boleh dieksploitasi atau diubah
penggunaan lahannya.

Sebaliknya, wilayah yang memiliki luas tutupan hutan kurang dari 30% harus
menambah luas hutannya. Batas minimal kondisi hutan di Kabupaten Bungo
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harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kembali tata ruang yang
ada di kabupaten. Upaya penambahan tutupan hutan bisa pula dikombinasikan
dengan berbagai macam cara. Pengembangan sistem wanatani dengan berbagai
pola bisa diterapkan di berbagai wilayah kabupaten, disesuaikan dengan kondisi
sosial budaya ekonomi masyarakat. Selain itu implementasi penambahan tutupan
hutan bisa pula melalui pembangunan hutan wisata, hutan pendidikan, hutan
adat, atau mendorong terbentuknya hutan desa. Pelaksanaannya bisa melalui
program dinas-dinas terkait ataupun dengan menggalang kerjasama dengan
berbagai pihak.

Semangat memacu pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat memang
harus menjadi agenda pemerintah dan semua pihak. Akan tetapi pembangunan
yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam dan hasil jangka pendek
tanpa pertimbangan keberlanjutan dan kelestarian telah mengakibatkan bencana
banjir, longsor dan menurunnya pasokan air bersih seperti yang terjadi baru-baru
ini di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, meluasnya lahan rusak dan hilangnya
berbagai plasma nutfah justru tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan
pertumbuhan pembangunan yang telah dicapai. Apa yang telah terjadi dengan
hutan di Bungo harus menjadi bahan renungan bagi semua pihak yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua anggota tim penyusun "Potret
Hutan Jambi” baik dari KKI-WARSI maupun dari Birdlife Indonesia atas
kesediaannya mengizinkan data dan informasi dalam dokumen tersebut dijadikan
bahan dasar tulisan ini. Terimakasih juga kepada anggota Forum Diskusi
Multipihak Kabupaten Bungo yang telah mendukung lahirnya "bahan masukan
terhadap revisi RTRW/K Bungo” yang merupakan versi awal tulisan ini, serta
CIFOR, Inspirit dan pihak-pihak lainnya yang telah memungkinkan tulisan ini
tersaji kehadapan pembaca sekalian yang budiman.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Bungo mencakup area seluas 4.500 km? di bagian barat Propinsi Jambi,
70% di antaranya terletak pada ketinggian 100-750 m dpl dengan kemiringan
kurang dari 40%. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional
Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan taman nasional terbesar di Pulau
Sumatera dengan luasan 13.750 km?. Sekitar 30 tahun yang lalu, berdasarkan
citra satelit Landsat MSS, kawasan hutan dataran rendah di kabupaten ini sempat
menghubungkan TNKS dengan dua taman nasional lainnya, yaitu Taman Nasional
Bukit Tiga Puluh di sebelah utara dan Taman Nasional Bukit Dua Belas sebelah
timur (Gambar 7). Berdasarkan hal ini dapat diperkirakan bahwa Kabupaten
Bungo pernah memiliki tingkat ke anekaragaman hayati yang cukup tinggi. Bahkan
saat ini, dengan kondisi tutupan hutan yang semakin menipis dan digantikan oleh
ratusan ribu hektar perkebunan karet dan kelapa sawit, Kabupaten Bungo tetap
memegang peranan penting sebagai koridor yang menghubungkan ketiga taman
nasional di Pulau Sumatera tersebut.

Gambar 7. Citra satelit Landsat MSS tahun 1973 memperlihatkan kawasan hutan di Kabupaten
Bungo yang menghubungkan 3 kawasan taman nasional di Propinsi Jambi
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World Agroforestry Center (ICRAF) melakukan kegiatan penelitian sejak 1997
dengan fokus keanekaragaman hayati di kebun karet campur milik masyarakat di
Kabupaten Bungo. Penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian mengenai jasa
lingkungan yang diberikan masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati di
daerah yang luas hutannya tak lagi memadai. Kebun karet campur adalah bentuk
wanatani (agroforestry) yang memadukan karet dengan tanaman keras lainnya.
Di Kabupaten Bungo, yang paling umum dijumpai adalah paduan antara karet
dengan buah-buahan. Tipe tutupan lahan ini seringkali disebut hutan karet
karena struktur vegetasinya yang amat mirip dengan hutan.

Aplikasi penginderaan jauh digunakan untuk melihat sejarah dan dinamika
bentang lahan dalam usaha mempelajari karakteristik kebun karet campur
(wanatani karet) dan tutupan lahan lainnya di Kabupaten Bungo. Hasilnya cukup
mengejutkan: luasan wanatani karet cenderung stabil sedangkan di sisi lain lebih
dari setengah lahan berhutan di Kabupaten Bungo (210.000 ha) berubah menjadi
bukan hutan dalam kurun waktu 30 tahun sejak 1970. Fakta yang menyedihkan
mengingat Kabupaten Bungo dan Propinsi Jambi adalah salah satu daerah di
Sumatera yang dulu kaya akan hutan dataran rendah, yang menjadi habitat bagi
berbagai jenis flora dan fauna. Tentunya hal ini harus disikapi secara bijaksana oleh
para pihak dengan perencanaan lahan yang lebih matang berdasarkan keadaan
saat ini. Tulisan ini akan memaparkan secara singkat bagaimana sejarah bentang
lahan Kabupaten Bungo berdasarkan analisa spasial dan aplikasi penginderaan
jauh.

TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BUNGO
1970-2002

Aplikasi penginderaan jauh yang paling populer adalah pembuatan peta historis
tutupan lahan suatu area. Untuk Kabupaten Bungo, lima citra satelit Landsat
digunakan untuk menganalisa dinamika tutupan lahan Kabupaten Bungo sejak
1970-2002. Kelima citra satelit tersebut masing-masing direkam pada: 1973, 1988,
1993, 1999, dan 2002. Resolusi spasial yang digunakan adalah 30 m atau setara
dengan peta berskala 1:100.000.

Untuk dapat melakukan pemetaan tutupan lahan secara akurat, dilakukan
pengumpulan data lapangan yang juga berfungsi untuk menguji tingkat akurasi
peta tutupan lahan yang dihasilkan. Tingkat akurasi untuk peta 2002 adalah
87%, atau dengan kata lain terdapat kemungkinan kesalahan interpretasi sebesar
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13% dalam peta tutupan lahan tersebut. Tingkat akurasi tersebut sudah cukup
memadai untuk analisa lebih lanjut.

Gambar 8 memperlihatkan peta historis tutupan lahan yang dihasilkan melalui
proses interpretasi citra satelit Landsat. Secara jelas dapat dilihat pengurangan
tutupan hutan secara drastis dan ekspansi perkebunan karet dan kelapa sawit
dalam luasan yang cukup besar. Dapat dilihat juga luasan area agroforestry yang
cukup stabil, di sepanjang aliran sungai.

I adan Bl Perertoar karnel Pam P br=a
B Agrotoremn Kolwga sawd Gevman [ Hadan asr

Gambar 8. Peta tutupan lahan Kabupaten Bungo tahun 1970-2002. Dikompilasi dari hasil
interpretasi citra Landsat pada 1973, 1988, 1993, 1999, dan 2002

Gambar 9 menunjukkan dinamika tutupan lahan Kabupaten Bungo pada 1970-
2002 secara keseluruhan. Tutupan hutan turun dari hampir 350.000 ha (76%)
pada 1973 menjadi hanya 130.000 ha (29%) pada 2002. Tutupan hutan yang
tersisa pada 2002 hampir seluruhnya berlokasi di daerah dengan ketinggian di atas
750 m dpl dan kemiringan mendekati 40%, sementara areal hutan di daerah datar
(peneplain) dapat dikatakan telah hilang seluruhnya. Perkebunan karet meningkat
secara bertahap dari 10.000 ha (2,3%) pada 1973 menjadi 130.000 ha (28,5%)
di 2002. Perkebunan kelapa sawit juga mengalami peningkatan yang signifikan,

dimulai dari 6.000 ha (1,4%) menjadi 58.000 ha (12,9%). Wanatani karet dapat
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dikatakan cenderung stabil dengan luasan sekitar 68.000 ha (15%) pada 1973
menjadi 54.000 ha (12%) pada 2002. Secara keseluruhan, jenis tutupan lahan
yang paling dominan di Kabupaten Bungo adalah perkebunan monokultur (karet
dan kelapa sawit) yang mencapai 41,4% dari total luasan Kabupaten Bungo.
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Gambar 9. Perubahan tutupan lahan Kabupaten Bungo 1973-2002

Deforestasi dan Ekspansi Perkebunan Karet dan
Kelapa Sawit

Dari data tutupan lahan di atas bisa disimpulkan bahwa deforestasi dalam
jumlah besar telah terjadi sepanjang tahun sejak 1973 sampai 2002. Gambar 10
menunjukkan lokasi deforestasi dari empat periode yang berbeda. Laju deforestasi
dari keempat periode tersebut tidak sama, bahkan cenderung menurun pada
periode terakhir. Antara 1973-1988, lebih dari 100.000 ha hutan terdeforestasi
dengan laju deforestasi (annual deforestation rate) sebesar 6.600 ha/tahun (Tabel
7). Jumlah ini cenderung menurun di periode-periode berikutnya (Tabel 8), pada
periode terakhir (1999-2002), laju penurunan kawasan hutan adalah sebesar
1.150 ha/tahun. Walaupun laju deforestasi cenderung menurun, beberapa hal
perlu diwaspadai. Salah satunya adalah lokasi deforestasi baru di periode 1999-
2002 yang mulai merambah ke daerah dataran tinggi di sebelah selatan Kabupaten
Bungo.
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Berubah menjadi apakah tutupan hutan Kabupaten Bungo setelah terdeforestasi?
Jawaban atas pertanyaan ini sama pentingnya dengan analisa tentang laju
deforestasi. Kelima peta tutupan lahan yang telah dibuat memberikan jawaban
yang cukup jelas mengenai hal ini. Pada periode 1973-1988, 53% luasan hutan
yang terdeforestasi berubah menjadi perkebunan karet, 23% menjadi wanatani
karet dan hanya sekitar 3% yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit (Tabel
8). Pembalakan (logging) yang dalam hal ini ditandai dengan perubahan hutan
menjadi semak belukar, terjadi sebesar 17% (16.790 ha) dari total deforestasi di

periode 1973-1988.

Tabel 7. Deforestasi & konversi lahan di Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

Periode Total (ha) Persentase Laju Laju

Deforestasi dari luasan deforestasi deforestasi
hutan per-tahun (ha) | per-tahun (%)
sebelumnya

Tahun 1973-1988 100159,0 28,9% 6677,3 1,9%

Tahun 1988-1993 51043,3 21,2% 3402,9 1,4%

Tahun 1993-1999 28033,5 14,8% 1868,9 1,0%

Tahun 1999-2002 17391,4 11,8% 1159,4 0,8%

Gambar 10. Peta deforestasi Kabupaten Bungo 1973-2002

Ceforestabon 19739538
Deforestaton THER. 1003
Coferwatabon 10031000
| Defcrwacaton 1HiE-2000
I Cwdcreatabon 2002.2009
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Tabel 8 juga memperlihatkan bahwa konversi lahan hutan menjadi kelapa sawit
cenderung meningkat dari periode ke periode, dari hanya sekitar 3% di periode
1973-1988 menjadi 44% (123,26 ha) di periode 1993-1999 walaupun kemudian
menurun menjadi 28% (860,7 ha) di periode 1999-2002. Konversi hutan menjadi
perkebunan karet cenderung menurun dari 53% di periode 1973-1988 menjadi

32% (5.644 ha) di periode 1999-2002.

Tabel 8. Deforestasi di Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

Tutupan Deforestasi tahun Deforestasi Deforestasi Deforestasi
lahan yang 1973-1988 tahun tahun tahun
menggantikan 1988-1993 1993-1999 1999-2002
hutan Ha % Ha % Ha % Ha %
Kelapa sawit 3436,5| 3,0% 7672,2 | 15,0% | 12326,7 | 44,0% 4860,7 | 27,9%
Wanatani karet 22734,0 | 23,0% 9074,0 | 17,8% 4090,6 | 14,6% 3072,2 | 17,7%
Perkebunan 53071,9 | 53,0% | 25396,0 | 49,8% 7323,2 | 26,1% 5644,0 | 32.5%
karet

Pemukiman 3647,2 | 4,0% 600,0 1,2% 5333 | 1,9% 6130 | 3,5%
Semak 16790,0 | 17,0% 7156,9 | 14,0% 3352,9 | 12,0% 21839 | 12,6%
Lain-lain 480,0 | 0,5% 1144,2 2,2% 4068 | 1,5% 1017,5| 5,9%
Total 100.159,6 | 100% | 51043,3 | 100% | 28033,5 | 100% | 17391,3 | 100%

Jika tipe tutupan lahan di Kabupaten Bungo digolongkan menjadi tiga kelompok
besar: hutan, perkebunan (karet dan kelapa sawit) dan wanatani karet,
kemudian luas tiap kelompok dibandingkan selama periode1973-2002, maka
akan didapatkan gambaran seperti Gambar 11. Gambar tersebut menunjukkan
bahwa saat ini tutupan hutan di Kabupaten Bungo tidak lagi lebih luas daripada
perkebunan monokultur, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk terus turun.
Sebaliknya luas perkebunan sejak 1999 telah melampaui luas hutan dan memiliki
kecenderungan untuk terus berkembang. Di sisi lain, wanatani karet yang dikelola
oleh masyarakat terlihat stabil walaupun juga cenderung terus berkurang. Hal ini
harus dipahami secara mendalam oleh para pemangku kebijakan di Kabupaten
Bungo, bahwa jika hal ini tidak ditanggapi dengan perencanaan yang matang,
maka suatu saat mungkin saja Kabupaten Bungo tidak lagi memiliki hutan sama
sekali.

Kenyataan bahwa luasan wanatani karet yang dikelola masyarakat cenderung
bertahan dan tidak mengalami perubahan berarti selama 30 tahun adalah bukti
bahwa masyarakat, dalam hal ini petani karet, memiliki peran penting dalam usaha
menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hampir
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tidak ada lagi tutupan hutan di area dataran rendah (peneplain) Kabupaten Bungo,
saat ini sistem tata guna lahan yang berpotensi untuk menggantikan paling tidak
sedikit fungsi hutan (keanekeragaman hayati, fungsi tata air dll) adalah wanatani
karet yang dikelola masyarakat.
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Gambar |l. Grafik penurunan kawasan berhutan dibandingkan dengan perkebunan dan
areal wanatani karet

© dok. Andree Ekadinata

Ini bukan hutan, melainkan wanatani karet di Kabupaten Bungo. Bandingkan
struktur vegetasinya dengan perkebunan karet monokultur (kanan bawah)
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Gambar 12. Persentase tutupan lahan Kabupaten Bungo tahun 1973-2002

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan lahan melalui konversi hutan sepertinya bukan lagi pilihan yang
tepat untuk Kabupaten Bungo. Total luas hutan yang tersisa saat ini sangat ke-
cil. Itupun terletak di daerah yang tidak semestinya lagi dikonversi menjadi jenis
penggunaan lahan selain hutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo harus me-
mikirkan perencanaan tata guna lahan yang lebih matang dengan menitikberat-
kan pada pemanfaatan lahan secara lestari.

Sistem wanatani karet sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari
Pemerintah Kabupaten Bungo melihat struktur vegetasinya yang mirip dengan
hutan dan kenyataan bahwa sistem ini cenderung stabil di tengah konversi lahan
yang cukup cepat di daerah ini.
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Upacara adat turun bataun dan doa memberi makan tanah nan bainduk dilakukan untuk
merayakan panen dan memulai masa tanam padi ladang. Upacara adat tidak sekedar seremonial,
tetapi merupakan bukti keberadaan masyarakat adat.

Desa Batu Kerbau merupakan desa tua yang terletak di hulu Sungai Pelepat.
Sejarah Desa Batu Kerbau dimulai dengan kedatangan Datuk Sinaro Nan Putih
dan rombongan dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Perjalanan rombongan
tersebut dilakukan untuk menelusuri jejak Cindur Mato', mulai dari Pagaruyung
melalui alam Kerinci, mengilir ke Air Liki, serta masuk ke Batang Napat di sekitar
Gunung Rantau Bayur. Rombongan tersebut kemudian memutuskan menetap di
hulu Sungai Samak yang kemudian disebut Sungai Pelepat. Nama Batu Kerbau
diambil dari batu yang menyerupai kerbau. Menurut cerita tetua kampung batu
tersebut berasal dari salah satu kerbau Datuk Sinaro yang disumpah atau dikutuk
oleh si Pahit Lidah? yang kebetulan lewat di hulu Batang pelepat

Secara adat, wilayah kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih berbatasan dengan
Kerinci (Batu Kijang Alam Kerinci) di sebelah barat (hulu). Wilayah berbatasan
dengan Rantel (Rio Maliko Lubuk Tekalak) di sebelah timur (hilir). Di sebelah

1 Tokoh legenda Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat.
2 Tokoh legenda masyarakat di Sumatera bagian Selatan.
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utara, wilayaha berbatasan dengan Senamat (Rantau Pandan) yang di dalam adat
disebutkan dengan Batu Bertanduk. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan
dengan Batang Tabir yang di dalam adat disebutkan Bukit Kemulau.

Beberapa ciri peninggalan Minangkabau masih terlihat dalam struktur sosial
masyarakat Batu Kerbau. Umpamanya, masyarakat Batu Kerbau masih mewarisi
suku-suku seperti yang ada di Minangkabau, seperti suku Jambak, Melayu dan
Caniago. Untuk menentukan garis keturunan sampat saat ini masih menurut
garis ibu (matrilinial). Penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di tengah
masyarakat masih berpegang kepada adat dan budaya Minangkabau.

Berlakunya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan wilayah
kekuasaan Datuk Sinaro Nan Putih terbagi menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa
Batu Kerbau di hulu dan Desa Baru Pelepat di hilir. Masyarakat yang sebelumnya
secara turun temurun dipimpin oleh seorang datuk dan memiliki wilayah adat
harus tunduk pada UU yang mengharuskan mereka berpisah dan diperintah oleh
seorang kepala desa. Secara perlahan sistem ini mengurangi peran dan fungsi
Datuk Sinaro sebagai pemimpin masyarakat.

Pada awal pemerintahan desa, wilayah Batu Kerbau terbagi menjadi tiga desa:
Desa Belukar Panjang, Lubuk Tebat dan Batu Kerbau. Tetapi kemudian ketiga desa
tersebut dilebur menjadi satu, yang diberi nama Desa Batu Kerbau. Sedangkan dua
desa yang lain turun statusnya menjadi dusun. Akibat pesatnya perkembangan
penduduk pada 2001 diresmikan pula berdirinya Dusun Simpang Raya.

Menurut data monografi desa 2002, penduduk Batu Kerbau berjumlah 236 KK
(1.265 jiwa) yang terdiri dari 716 jiwa perempuan dan 549 laki-laki. Luas wilayah
Desa Batu Kerbau sekitar 35.000 ha. Pembagian wilayah terdiri dari pemukiman
penduduk 75 ha, kebun karet 600 ha, kebun kulit manis 125 ha, ladang 610 ha,
kebun buah terutama durian dan salak alam 30 ha. Hutan adat tersebar di Dusun
Batu Kerbau (388 ha), Dusun Lubuk Tebat (360 ha), Dusun Belukar Panjang
(472 ha), sedangkan Hutan Lindung tersebar di Dusun Batu Kerbau (776 ha)
dan Dusun Belukar Panjang seluas (361 ha). Sisanya terdiri dari Hutan Produksi
belukar dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Secara administrasi, Desa Batu Kerbau masuk dalam Kecamatan Pelepat,
Kabupaten Bungo. Desa ini memiliki empat dusun yang letaknya cukup berjauhan.
Jarak desa dari ibukota Kecamatan Rantau Keloyang sekitar 50 km. Sedangkan
jarak dari ibukota kabupaten sekitar 80 km. Akses ke desa di musim kemarau
cukup lancar, tetapi pada musim hujan sangat berat untuk dilalui, karena jalan
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yang dibangun sejak 1999 oleh pemerintah Kabupaten Bungo baru sampai pada
tahap pengerasan dengan memakai batu kerikil. Sebelumnya, akses masyarakat
untuk ke ibukota kecamatan harus memakai rakit atau memanfaatkan jalan yang
dibangun perusahan HPH.

MASYARAKAT DAN HUTAN

Rombongan Datuk Sinaro Nan Putih sudah bercocok tanam padi dan beternak
sejak kedatangannya di hulu Pelepat. Pola pertaniannya masih sangat tradisional.
Lahan yang telah dibuka ditanami padi dengan sistem tungal. Setelah dilakukan
penanaman beberapa kali, lahan pertanian tersebut ditinggalkan sampai batas
waktu tertentu. Sistem pertanian seperti itu sampai saat ini masih dipraktekkan
meskipun sudah mengalamiberbagai perubahan. Selain menanam padi, masyarakat
juga menanam karet, kulit manis, kopi dan buah-buahan. Hasil lainnya adalah
aren, petai, jengkol dan salak alam, yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan
sendiri.

Untuk memulai pembukaan lahan dan bercocok tanam, masyarakat Batu Kerbau
terlebih dahulu melakukan upacara adat doa turun bataun. Upacara adat ini
ditandai dengan memotong seekor kerbau. Pada acara tersebut seluruh pemuka
adat duduk bersama untuk membicarakan berbagai persoalan yang tengah
dihadapi masyarakat. Salah satu keputusan penting pada doa turun bataun adalah
membuat kesepakatan untuk memulai usaha tani secara serentak, setumpak dan

kompak.

Sebelum kedatangan perusahaan HPH, hasil hutan non kayu seperti rotan,
manau, jernang, damar dan buah-buahan merupakan penghasilan tambahan bagi
masyarakat, terutama di saat kritis dan hasil panen yang kurang memadai. Untuk
memenuhi kebutuhan protein hewani, masyarakat berburu kijang, rusa dan kancil
serta menangkap ikan di sungai yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun
kondisi ini hanya bisa bertahan sampai 1970-an. Sejak beroperasinya perusahaan
HPH PT. Alas Kusuma, PT. Mugitriman, sampai terakhir PT. Rimba Karya Indah
pada 1998, akses masyarakat ke hutan sangat sulit, karena hampir semua lahan
dan hutan diberikan negara kepada perusahaan. Masyarakat dilarang untuk
memasuki kawasan hutan baik untuk mencari hasil hutan non kayu maupun untuk
membuka lahan. Masa tersebut adalah saat tersulit dalam kehidupan masyarakat
Batu Kerbau. Pada saat yang bersamaan krisis ekonomi merambat sampai ke desa,
harga barang melambung tinggi. Tidak hanya itu, kemarau panjang yang melanda
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desa pada saat yang bersamaan makin memperburuk keadaan, karena hasil panen
padi sebagai salah satu sumber makanan tidak lagi mencukupi.

Bergulirnya reformasi yang dibarengi dengan angkat kakinya perusahaan HPH
dari Desa Batu Kerbau pada akhir 1998, seakan membuka lembaran baru bagi
kehidupan masyarakat. Kawasan hutan yang telah ditinggal perusahaan HPH
menjadi daerah tidak bertuan. Jalan yang dibuat dan ditinggal perusahaan
mempermudah akses bagi penebang liar memasuki wilayah hutan jauh sampai
ke hulu sungai dan mendekati TNKS. Sementara itu pemerintah pusat dan
pemerintah daerah disibukkan dengan tarik ulur kepentingan dan wewenang
dalam pengurusan hutan. Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum.
Dalam waktu yang sangat singkat, puluhan sawmill liar bermunculan di sekitar
desa-desa hutan sampai ke pinggiran ibukota kabupaten. Hasil tebangan haram
dengan mudah ditampung di sawmill liar. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh
para cukong kayu untuk menawarkan jasa dan modal kepada masyarakat Desa Batu
Kerbau. Di tengah keraguan masyarakat untuk menerima atau menolak tawaran
tersebut, puluhan chainsaw yang dibawa para pebalok® dari luar desa berdatangan
dan beroperasi di hutan sekitar desa. Nyanyian burung berganti raungan suara
chainsaw. Aturan adat tentang pemanfaatan hutan secara arif sudah tumpul.
Generasi muda kurang memahami hukum adat, sementara para tokoh adat
kehilangan taring akibat mereka hanya sebagai pemimpin "pinggiran”, karena
sebagian besar peran dan wewenang mereka sudah diambil alih oleh pemerintahan
desa. Akibatnya hukum adat tidak mampu lagi untuk membendung penebangan
liar, apalagi hukum adat hanya bisa mengatur komunitasnya. Tidak tahu siapa
yang lebih dahulu memulai dan seakan tidak mau menjadi penonton untuk kedua
kalinya, dalam waktu singkat hampir semua tenaga kerja produktif Desa Batu
Kerbau bekerja menjadi pebalok. Desa menjadi lengang. Lahan pertanian yang
hasilnya tidak mencukupi hanya dikerjakan oleh perempuan dan orang tua yang
tidak sanggup bebalok. Semua biaya hidup tergantung dari penghasilan bebalok.
Kata-kata "tidak bebalok tidak makan” menjadi sarapan pagi di desa.

Ketergantungan ekonomi terhadap hasil hutan kayu akhirnya berubah drastis sejak
2004. Menipisnya ketersediaan kayu di hutan menjadi salah satu penyebabnya.
Cukong kayu pun mulai merasa tidak untung, yang enggan menghamburkan
modal kepada masyarakat. Menipisnya pasokan kayu akhirnya mematikan puluhan
sawmill liar di Kecamatan Pelepat dan Kabupaten Bungo. Inpres No. 4/2005
tentang pelarangan pengambilan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah RI
makin mempersulit kehidupan yang tergantung dari kayu.

3 Sebutan masyarakat di Bungo untuk pekerja penebang kayu di hutan.
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Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebun karet tua yang lama ditinggal menjadi
target. Tidak peduli hujan, batang-batang yang telah berlumut kembali ditoreh
para pebalok. Huma dan sesap tua kembali dibuka. Desa menjadi hidup dan ramai.
Tidak ada masyarakat yang mati karena tidak bebalok. Justru, selama bebalok segala
kreativitas masyarakatlah yang mati.

HUTAN ADAT:
ALTERNATIF PENYELAMATAN HUTAN

Penyerahan pengelolaan hutan kepada pengusaha terbukti telah menghancurkan
ekosistem hutan dan tatanan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar dan di
dalam hutan. Padahal praktek pengelolaan hutan secara bijak pernah dijalankan
oleh masyarakat adat di hampir semua tempat di Indonesia, yang diatur dengan
hukum adat.

UUNo. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan hutan negara dapat berupa hutan
adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat yang bersangkutan
sesuai dengan fungsinya baik lindung, konservasi dan produksi. Hal tersebut dapat
dimaknai sebagai wujud nyata jaminan negara terhadap hak-hak masyarakat adat
dalam mengelola sumberdaya hutan. Tetapi didalam pelaksanaannya, jaminan
tersebut seringkali dikesampingkan. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat
masyarakat adat lebih memilih dan percaya dengan hukum adat yang mereka
miliki.

Ketentuan Adat tentang Hutan

Aturan adat mengenai pengelolaan hutan di dalam prakteknya jauh lebih
efektif daripada aturan resmi pemerintah. Karena aturan adat itu lahir, tumbuh,
dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal. Pemantauan dan
penegakan aturan adat dapat dilakukan masyarakat secara mandiri.

Tetapi ketika negara, yang memiliki kekuatan dahsyat, melakukan intervensi
pengelolaan sumberdaya alam, maka secara perlahan hukum adat dan sumberdaya
alam yang diwarisi masyarakat terlindas dan hancur. Untuk merakit kembali
keping-keping yang berantakan tersebut dibutuhkan energi, keseriusan, ketulusan,
dan sumberdaya dari masyarakat dan pihak lain yang peduli.
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Bagi masyarakat adat Batu Kerbau, hutan itu merupakan karunia Tuhan kepada
semua makhluk di jagat raya ini. Pemanfaatan hutan dan sumberdaya alam lainnya
bertujuan untuk menopang kelangsungan hidup dan penghidupan anak cucu
dan generasi mendatang. Undang-undang adat dan falsafah adat telah mengatur
pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Salah satu falsafah adat yang mengatur
tentang pemanfaatan hutan berbunyi "ke darat berbunga kayu, ke air berbungo
pasir”. Artinya, apabila anak negeri menebang kayu, mengambil rotan, damar
dan jelutung di hutan serta mengambil pasir atau batu, membuat biduk (perahu)
dengan tujuan untuk dijual, harus membayar pancung alas (retribusi) kepada adat,
sedangkan kalau digunakan untuk keperluan sendiri bebas pancung alas (tidak
dikenai retribusi dan cukup mendapat persetujuan pemimpin adat).

Ketentuan mempertahankan sempadan sungai, larangan menebang pohon sialang
tempat bersarangnya lebah penghasil madu, menebang pohon yang sedang
berbunga dan berbuah, menebang pohon yang tumbuh di daerah lereng atau
curam dan menetapkan beberapa kawasan menjadi hutan larangan, merupakan
beberapa bentuk aturan pengelolaan hutan yang diwarisi dari nenek moyang
masyarakat Batu Kerbau. Namun setelah terjadinya perubahan pemerintahan
dari pasirah menjadi desa dan eksploitasi oleh perusahaan HPH dan Illegal logging;
maka secara perlahan nilai-nilai adat tersebut meluntur dan nyaris terkikis.

Pendokumentasian Aturan Adat

Semua aturan dan ketentuan adat tentang pemanfaatan sumberdaya alam Batu
Kerbau tidak tertulis. Aturan dan ketentuan adat itu sebagian besar hanya
diketahui dan dipahami oleh beberapa tokoh saja. Malah ada tokoh, yang secara
garis keturunan merupakan pewaris gelar adat, sama-sekali tidak memiliki
pengetahuan yang cukup tentang adat. Sebaliknya, ada anggota masyarakat
biasa yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang adat dan aturan tentang
pengelolaan sumberdaya alam, tetapi di dalam pengambilan keputusan saat sidang
adat, suara mereka kurang diperhitungkan.

Penerapan keputusan adat kadang-kadang tidak memenuhi rasa keadilan di
masyarakat. Seringkali keputusan adat hanya memuaskan pihak yang lebih kuat
atau yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh adat. Pepatah adat
“tibo di mato dipiciangkan tibo di paruik dikampihkan” (dimata dipejamkan di perut
dikempiskan). Artinya, tidak dipandang di dalam mengambil keputusan, hanya
menjadi bumbu pemanis dan kata-kata kosong tanpa makna di dalam setiap
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rapat adat. Karena itu, masyarakat tidak memiliki pegangan yang kongkrit untuk
menggugat atau mempertanyakan keputusan itu.

Tidak ada waktu atau ruang khusus bagi masyarakat untuk mempelajari atau
mengetahui ketentuan adat. Praktek dan seluk-beluk adat hanya diketahui
oleh masyarakat apabila ada upacara adat ataupun sidang adat. Penyebaran dan
pencerdasan tentang nilai-nilai adat dari para tokoh adat kepada masyarakat
sangat kurang. Masyarakat awam tidak punya waktu untuk mengetahui adat.

Minat orang muda untuk mempelajari adat sangat rendah. Bagi orang muda,
adat istiadat itu urusan orang tua. Orang muda cenderung memilih berbagai
informasi dan budaya dari dunia luar daripada nilai-nilai yang telah dimiliki.
Tersedia berbagai sarana dan media bagi orang muda Batu Kerbau, misalnya
media elektronik televisi menggunakan antena parabola lebih diminati. Warung
dan rumah yang memutar televisi ramai pada malam hari.

Pendatang dari luar desa mulai leluasa memasuki desa. Bahkan sampai di
pedalaman hutan di sekitar desa, raungan chainsaw memanggil orang muda Batu
Kerbau untuk ikut serta. Aturan adat tidak mampu untuk menindak itu. Setiap
kali penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalam hutan adat,
pelaku dari luar desa lolos. Di dalam sidang adat, pelaku selalu menanyakan mana
aturannya dan siapa yang menetapkan itu.

Pengalaman dan kenyataan di atas telah menggugah masyarakat Batu Kerbau
untuk menyimpulkan: Harus ada satu media atau dokumen tertulis tentang aturan
pengelolaan hutan adat dan lubuk larangan untuk menjadi landasan hukum setiap
pengambilan keputusan tentang hutan adat.

Piagam Kesepakatan Sebagai Aturan Pengelolaan

Untuk mencapai sebuah kesepakatan kolektif, telah dilakukan pertemuan-
pertemuan untuk menggali berbagai pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan
hutan. Pertemuan dimulai pada tingkat dusun. Hasil pertemuan dituliskan untuk
didiskusikan kembali bersama masyarakat. Setelah mengalami beberapa kali
perubahan, disepakatilah sebuah konsep aturan pengelolaan hutan di setiap
dusun.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan mengalami beberapa kali
perubahan, akhirnya tiga dusun di Batu Kerbau berhasil merampungkan
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kesepakatan dusun tentang pengelolaan hutan, baik hutan adat yang berfungsi
lebih untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, maupun hutan lindung yang
lebih difokuskan sebagai sumber perlindungan berbagai macam sumberdaya hayati
dan keindahan alam.

Walaupun perumusan bentuk pengelolaan dilakukan di setiap dusun berbeda,
tetapi masyarakat ternyata berhasil menyusun substansi kesepakatan yang sama.
Hal ini karena masyarakat Desa Batu Kerbau yang tersebar di setiap dusun berasal
dari keturunan yang sama, memiliki kekerabatan yang dekat serta terus-menerus
melakukan interaksi. Beberapa tokoh dari dusun lain sering diundang pada
pertemuan dusun, sehingga gagasan tentang aturan mewarnai dusun lainnya.

Keikutsertaan tokoh-tokoh dari dusun lain pada pertemuan dusun mendorong
lahirnya gagasan untuk menyusun bentuk pengelolaan di tingkat desa. Gagasan
tersebut disepakati oleh semua dusun yang memiliki hutan adat. Pertemuan desa
dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Perwakilan masyarakat
itu kemudian menyampaikan hasil pertemuan desa kepada masyarakat yang
diwakilinya. Setelah beberapa kali pertemuan desa, masyarakat menyepakati
Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau untuk Pengelolaan Sumber
Daya Alam. Piagam tersebut berfungsi sebagai landasan atau pedoman dalam
setiap pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan dan sumberdaya alam
lainnya di Batu Kerbau.

Untuk mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat desa, dilakukanlah
musyawarah besar masyarakat Desa Batu Kerbau pada 24 April 2001 bertempat
di Dusun Batu Kerbau. Musyawarah desa menyepakati agar piagam juga
mencantumkan letak kawasan, luasan, serta batas-batas alam yang dikenali oleh
masyarakat. Lubuk larangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan
sumberdaya alam Batu Kerbau, juga dicantumkan di dalam piagam.

Musyawarah desa juga menyepakati komposisi perwakilan masyarakat dari setiap
dusun yang akan menandatangani piagam kesepakatan itu. Dusun diwakili oleh
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, bundo kandung dan kepala dusun.
Sedangkan desa diwakili oleh kepala desa, ketua LKMD dan Parabokalo Adat

(pewaris adat di Desa Batu Kerbau).

Memiliki Wilayah Kelola yang Jelas

Jauh sebelum kedatangan perusahaan HPH ke Desa Batu Kerbau, masyarakat telah
menunjuk dan menyepakati beberapa kawasan menjadi hutan adat dan hutan
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lindung. Penunjukan beberapa kawasan tersebut melalui beberapa pertimbangan.
Misalnya, untuk kawasan hutan adat yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan
bahan bangunan, tanaman obat, rotan dan buah-buahan, dipilih hutan yang
berdekatan dengan pemukiman. Sedangkan untuk hutan lindung, yang lebih
ditekankan pada fungsi lindung dan cadangan yang akan di warisi ke generasi
selanjutnya, dipilih lokasi di hulu-hulu sungai kecil dan memiliki lebih beragam
jenis tumbuhan dan satwa. Untuk batas-batas kawasan dipergunakan tanda alam
seperti sungai, bukit dan beberapa tempat dan pohon tertentu yang mudah diingat
oleh masyarakat.

Memasuki era 1970-an ketika negara menyerahkan hutan Batu Kerbau kepada
HPH, kesepakatan masyarakat tersebut sesungguhnya disampaikan kepada
perusahaan, tetapi tidak pernah dihargai perusahaan. Malah beberapa tokoh yang
gigih memperjuangkan kawasan tersebut justrumengalamiintimidasi dan ancaman.
Sejak saat itu akses dan kontrol masyarakat Batu Kerbau terhadap hutannya telah
dikebiri oleh kekuasaan negara. Tetapi semangat untuk mempertahankan kawasan
hutan dari kehancuran tetap terpelihara di beberapa tokoh.

Kepergian HPH dari Desa Batu Kerbau yang berbarengan dengan bergulirnya
reformasi, mengobarkan semangat dan tekad masyarakat untuk kembali
mempertahankan beberapa kawasan hutan menjadi hutan adat dan hutan lindung.
Persoalan muncul, batas-batas alam yang pernah disepakati oleh masyarakat di
lapangan sulit ditemukan. Beberapa sungai kecil yang sebelumnya merupakan
batas kawasan sudah lenyap dan ditimbun untuk pembuatan jalan oleh HPH.
Demikian juga dengan punggung-punggung bukit dan beberapa tanda alam
lainnya sudah berubah menjadi jalan ataupun hilang tergusur oleh alat berat
perusahaan. Fakta seperti ini mendorong masyarakat Batu kerbau untuk kembali
mempertegas batas kawasan kelola dengan pemetaan partisipatif.

Pemetaan Partisipatif Sebagai Penegasan Hak Kelola

Peran masyarakat dalam pemetaan ini sangat dibutuhkan. Karena masyarakat desa
yang paham tentang potensi, batas wilayah, dan informasi lain tentang hutan adat
dan sumberdaya yang mereka miliki. Pengetahuan dan semangat masyarakat telah
memberikan sumbangan yang berharga dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif.
Tidak kurang dari 100 orang masyarakat terlibat dalam proses pemetaan. Dengan
bekal seadanya, masyarakat di Dusun Batu Kerbau rela bermalam berhari-hari
di dalam hutan untuk melakukan pemetaan. Demikian juga dengan masyarakat
di Dusun Belukar Panjang dan Dusun Lubuk Tebat, walaupun tidak sampai
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bermalam di hutan, telah ikut menarik tali, membidik kompas dan mencatat hal-
hal yang penting untuk memperkaya hasil pemetaan.

Setelah proses pengukuran dan pengambilan data selesai, dilakukan proses
penuangan dan penggambaran hasil pengukuran ke atas kertas milimeter.
Masyarakat juga melakukan penggambaran di desa. Kemudian beberapa perwakilan
masyarakat bersama fasilitator dan staf GIS KKI-WARSI mendigitasi peta. Hasil
digitasi didiskusikan kembali dengan masyarakat di desa. Setelah melalui perbaikan,
hasil akhir disepakati melalui pertemuan di dusun dan kemudian dilanjutkan desa.
Melalui kesepakatan hasil pemetaan tersebut, akhirnya ditandatangani bersama
sebagai bentuk persetujuan dan pengakuan hasil pemetaan peta kawasan hutan
adat dan hutan lindung. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan masyarakat
di semua dusun. Kemudian dilanjutkan oleh aparat desa dan parabokalo adat.

Peta hasil kesepakatan masyarakat yang telah ditandatangani bersama kemudian
disosialisasikan kepada desa tetangga dan Pemerintah Kabupaten. Tidak ada
protes dari desa tetangga. Kawasan hutan adat dan kawasan lindung desa terletak
di dalam wilayah desa. Hasil pemetaan masyarakat berhasil memastikan wilayah
kelola dan digunakan sebagai alat negosiasi dan diskusi dengan pihak lain.

Pemerintah Kabupaten Bungo menanggapi positif hasil pemetaan masyarakat. Atas
permintaan Sekretaris Daerah Bungo dilakukanlah pertemuan dan diskusi tentang
hasil pemetaan partisipatif Hutan Adat Batu Kerbau. Kegiatan ini dilakukan di
kantor Bupati Bungo Februari 2002. Sekretaris Daerah Bungo langsung bertindak
sebagai fasilitator pertemuan. Sekretariat Daerah mengundang BPN, Dishutbun,
Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Ketua Lembaga Adat Kabupaten, pers,
KKI-WARSI dan perwakilan masyarakat. Masyarakat menjelaskan bagaimana
proses dan tujuan pemetaan. Di akhir pertemuan direkomendasikan agar dibentuk
tim pengecekan dan peninjauan Hutan Adat Batu Kerbau melalui SK Bupati
Bungo. Tim yang dibentuk terdiri dari BPN Bungo, Bagian Pemerintahan, Bagian
Hukum, Dishutbun, KKI-WARSI, serta Camat Pelepat.

Pada 26 Maret 2002 tim yang dibentuk melakukan pengecekan lapangan. Hasil
kunjungan lapangan tim dituangkan dalam berita acara pengecekan tata batas
hutan adat. Poin penting yang dimuat berita acara tersebut, tim menemukan
kesesuaian patok-patok yang ditemukan di lapangan dengan peta yang dibuat.
Dari dialog dan pengamatan langsung kondisi hutan adat dan hutan lindung desa,
tim berkeyakinan bahwa masyarakat memiliki komitmen untuk mengelola hutan
secara lestari. Hasil kunjungan lapangan tersebut merekomendasikan kepada
Bupati Bungo untuk memperkuat dan mendukung komitmen masyarakat.
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LEMBAGA PENGELOLA HUTAN ADAT

Kelompok Pengelola Hutan Adat Sebagai Lembaga
Perwalian

Kesepakatan dan aturan yang dibuat bersama oleh masyarakat Batu Kerbau
memerlukansebuah organisasipelaksana. Kehadiran organisasiinidiperlukan untuk
menghindari terjadinya pengambilan keputusan sepihak atau dominasi aturan
oleh pihak tertentu. Prinsip keterwakilan disepakati sebagai azas pembentukan
kelompok pengelola. Dengan demikian anggota kelompok pengelola hutan adat
Batu Kerbau terdiri dari berbagai komponen masyarakat. Unsur adat, agama,
pemuda, perempuan dan kaum intelektual desa merupakan unsur penting yang
ditunjuk masyarakat sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan aturan
yang ditetapkan bersama.

Setiap dusun memiliki kelompok pengelola sendiri. Letak dan jarak antar dusun
yang berjauhan jadi alasannya. Alasan yang lebih mendasar karena setiap dusun
memiliki hutan adat yang sudah ditunjuk jauh sebelumnya. Kelompok pengelola
hutan adat di dusun bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan aturan
adat yang berada di dusunnya. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan hutan
adat, baik pengambilan untuk kebutuhan sendiri, kasus di hutan adat dan lubuk
larangan maupun kegiatan dan persoalan lainnya adalah tugas dan wewenang
kelompok dusun untuk mengaturnya.

Pada tingkat desa dibentuk kelompok pengelola Sumber Daya Alam Batu Kerbau.
Pengurus hutan adat di dusun otomatis tergabung di dalam kelompok pengelola
desa. Peranannya lebih pada urusan koordinasi. Urusan komunikasi dan negosiasi
dengan pihak luar dilakukan oleh kelompok pengelola desa setelah berdiskusi
dengan kelompok di dusun. Tidak ada intervensi dan tekanan yang diberikan
kelompok desa kepada kelompok dusun. Walaupun demikian pengurus hutan adat
di desa bisa saja memberikan masukan dan pendapat kepada kelompok dusun.

Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam Desa Batu Kerbau diangkat dan
dikukuhkan melalui surat keputusan bersama kepala desa, ketua LKMD dan
Parabokalo Adat. Lama masa jabatan lima tahun dan setiap tahun kelompok
ini memberikan laporan tentang perkembangan kegiatan kelompok kepada
masyarakat desa. Setelah Hutan Adat Batu Kerbau dikukuhkan melalui SK Bupati
Bungo, kelompok pengelola juga diwajibkan memberikan laporannya kepada
Bupati sekali setahun.



BAGIAN 2-1 ¢ Riya Dharma Datuk Rangkayo Endah 77

Penguatan Kelompok Pengelola

Kelompok pengelola bukan hanya mengurusi hutan adat. Kelompok ini juga
diharapkan menjadi titik masuk pembangunan kehutanan yang lebih baik di dusun
maupun desa. Namun para pengurus belum memiliki kapasitas yang memadai
untuk mengemban amanat itu.

Masyarakat menyadari, bahwa persoalan hutan adat dan pengelolaan sumberdaya
alam ke depan tidak hanya terbatas pada persoalan pelanggaran penebangan
dan pencurian oleh segelintir masyarakat desa, atau orang luar desa yang tidak
lagi memiliki hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan dan bahan bangunan.
Tantangan lebih besar akan muncul dari dominasi negara dan produk hukum yang
tidak berpihak kepada rakyat. Kelicikan pengusaha dan kepentingan ekonomi
jelas akan merongrong dan menguji kemampuan dan pengetahuan masyarakat
terutama kelompok pengelola. Semua itu membutuhkan tambahan kecerdasan
dan pengetahuan yang diadopsi dari luar. Tidak cukup hanya berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan lokal saja.

Masyarakat didorong untuk melakukan berbagai diskusi yang membahas beragam
tantangan dan ancaman. Diskusi kritis lebih ditekankan pada fakta dan persoalan
yang dihadapi oleh hampir semua masyarakat sekitar hutan yang akhirnya
terpinggirkan karena pembangunan transmigrasi, perkebunan, pertambangan
dan eksploitasi hutan. Tujuan diskusi ini untuk memberikan gambaran tentang
pengaruh proyek-proyek tersebut, baik yang positif maupun negatif. Hasil diskusi
kritis tersebut diharapkan menjadi modal bagi masyarakat ketika bernegosiasi
dengan pihak mana pun ketika akan menerima atau menolak suatu tawaran.

Proses penguatan dilakukan juga melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas
anggota dan pengurus kelompok juga diberikan oleh berbagai pihak, terutama
KKI-WARSI. Pelatihan itu antara lain adalah pelatihan dinamika kelompok,
pelatihan pengorganisasian, pelatihan manajemen, pelatihan paralegal, pelatihan
pemetaan partisipatif, pelatihan penyusunan produk hukum lokal ataupun
peraturan desa. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang aspek
teknis dan peningkatan ekonomi dilakukan pelatihan dan studi banding budidaya
karet, budidaya rotan, dan pertanian organik. Pengurus juga disertakan dalam
berbagai lokakarya, dan dalam beberapa kesempatan malah bertindak sebagai
pembicara.
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DUKUNGAN PARA-PIHAK

Masyarakat Sekitar

Apapun yang dilakukan oleh masyarakat Batu Kerbau tidak akan berhasil maksimal
tanpa dukungan dari pihak lain. Desa-desa tetangga sebagai masyarakat yang
sering berinteraksi dengan Batu Kerbau berperan sangat besar dalam perjuangan
penegasan hak atas hutan adatnya. Desa Baru Pelepat misalnya, sebagai desa yang
menurut adat masih satu keturunan dan sama-sama di bawah pengaruh Datuk
Sinaro nan Putih, berperan besar dalam mendorong proses terwujudnya Hutan
Adat Batu Kerbau. Beberapa tokoh Adat Baru Pelepat beberapa kali terlibat dalam
diskusi dan pertemuan untuk legalisasi Hutan Adat Batu Kerbau oleh Pemerintah
Kabupaten Bungo. Tokoh adat di Desa Baru Pelepat juga memberikan penyadaran
kepada warga desa agar menghargai dan menghormati Hutan Adat Batu Kerbau.

Masyarakat Desa Batang Kibul yang terletak di Kabupaten Merangin, berperan
besar pada penyelesaian kasus penebangan hutan adat Batu kerbau yang dilakukan
oleh perusahaan pemegang ijin IPHH dari Bungo. Mereka menggalang kekuatan
bersama untuk melakukan “perlawanan” dengan menghancurkan jembatan
perusahaan dan membuat surat pengaduan bersama kepada dinas kehutanan
propinsi Jambi.

Dukungan nyata dan perasaan senasib dan seketurunan yang diberikan desa
tetangga telah memperkuat keyakinan masyarakat Batu Kerbau untuk terus
mempertahankan keberadaan Hutan Adat di Desa Batu kerbau. Dampak positif
dari pengelolaan hutan adat yang dilakukan Desa Batu kerbau diikuti oleh Desa
Batang Kibul dan Baru Pelepat. Pada awal 2006 Hutan Adat Desa Batang Kibul
mendapat pengakuan dari Bupati Kabupaten Merangin dengan keluarnya SK
Penetapan Imbo Pasoko dan Imbo parabokalo Desa Batang Kibul sebagai hutan
adat. Kemudian saat ini masyarakat Desa Baru Pelepat tengah memperjuangkan
pengakuan dari pemerintah.

“Seandainya semua desa di Bungo memiliki hutan adat seperti Batu Kerbau, sudah
berapa luasan hutan yang terselamatkan?” kata H. Machmud, ketua lembaga
Adat Bungo, pada pertemuan pengelolaan hutan di Bungo September 2001.
Ucapan ketua lembaga adat tersebut memperkuat keyakinan masyarakat untuk
terus mengelola hutan adat secara arif dan lestari.
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Pemerintah dan Pihak Lain

Pemerintah daerah berperan besar dalam proses pengakuan hutan adat. Jalan
yang dilaluinya panjang dan berliku. Puluhan kali diskusi, dialog, workshop dan
pertemuan informal telah dilakukan selama hampir dua tahun. Hasil dari berbagai
pertemuan tersebut mendorong masyarakat Batu Kerbau untuk memperoleh
pengakuan dari pemerintah.

Pengakuan Hutan Adat Batu Kerbau oleh pemerintah diperlukan bukan karena
masyarakat Batu Kerbau tidak percaya pada kekuatan hukum adat. Dengan adanya
pengakuan dari pemerintah itu, masyarakat merasa upaya penyelamatan hutan
yang mereka lakukan itu dihargai. Selain itu, pengakuan dari pemerintah akan
mendekatkan kembali atau memperbaiki kembali hubungan antara masyarakat
desa dengan pemerintah yang sebelumnya tidak harmonis akibat perlakuan tidak
adil yang diterima masyarakat. Pengakuan dari pemerintah itu merupakan suatu
‘jaminan’ terhadap kelangsungan keberadaan Hutan Adat Batu Kerbau.

Pengakuan pemerintah itu dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati
Nomor 1249 tertanggal 16 Juli 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu
Kerbau. Pilihan bentuk SK Bupati sebagai bukti pengakuan, diambil setelah melalui
berbagai pertimbangan. SK Bupati dinilai lebih efektif dan tidak membutuhkan
proses yang berbelit. Ide untuk membuat aturan dalam bentuk peraturan daerah
(Perda) kabupaten sempat didiskusikan dengan berbagai pihak di kabupaten.
Tetapi mengingat sangat diperlukannya proteksi hutan adat dan hutan lindung
desa dari penjarahan dengan segera, maka pilihan SK Bupati dinilai oleh semua
pihak sebagai pilihan yang paling tepat saat itu.

Upacaraperesmian hutan adatdigelar dihalaman Kantor Lembaga Adat Kabupaten
Bungo pada 19 Oktober 2002 sebagai simbol penghargaan pemerintah terhadap
peran adat. Upacara tersebut dilakukan dalam menyambut hari jadi Kabupaten
Bungo, dihadiri oleh para perwakilan masyarakat desa seluruh Kabupaten Bungo
dan para pejabat kabupaten. Bupati Bungo menandatangani peta hutan adat dan
menyerahkan SK Hutan Adat secara simbolik kepada tokoh adat Batu Kerbau.
Gubernur Jambi turut serta menanda-tangani Prasasti Hutan Adat Batu Kerbau.
Untuk mendukung upaya yang dilakukan masyarakat, Pemerintah Kabupaten
Bungo, melalui proyek reboisasi 2003, telah melakukan penanaman jati di hutan
adat seluas 50 ha. Kemudian pada 2005, Dishutbun Bungo melakukan proyek
Hutan Rakyat seluas 30 ha dengan tanaman gaharu dan karet di kawasan hutan
adat. Terakhir, pada 2006 hutan adat diperkaya dengan 40 ha rotan. Proyek dan
bantuan tersebut mungkin tak akan ada kalau saja masyarakat Batu Kerbau tidak
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dapat membuktikan bahwa mereka telah berhasil mengelola hutan dengan arif,
adil dan lestari.

Tidak hanya perhatian dari kabupaten yang diperoleh dari upaya penyelamatan
hutan yang dilakukan di Batu Kerbau. Pada 2004, Desa Batu Kerbau memperoleh
penghargaan Kalpataru sebagai Desa Penyelamat Lingkungan. Penghargaan
tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Batu Kerbau pada peringatan Hari
Lingkungan Hidup di Istana Negara pada 5 Juni dari Presiden Megawati.

PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Setelah dikukuhkannya Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau untuk
mengelola sumberdaya alam, terjadi beberapa kali ujian. Beberapa pelanggaran
yang dilakukan oleh oknum masyarakat desa tetap belum mampu diselesaikan
dengan hanya berpedoman pada piagam tersebut. Dari beberapa kali pelanggaran
yang dilakukan, penerapan saksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat. Walaupun ada kasus pelanggaran hutan adat yang dapat diselesaikan
dengan penerapan sanksi adat, tetapi penyelesaiannya tidak dapat memuaskan
warga. Hal inilah yang perlu dikawal dengan baik, agar keberadaan hutan adat
dan hutan lindung desa tetap terjaga.

Piagam Kesepakatan Adat tentang Pengelolaan Hutan Adat lahir di tengah
maraknya ilegal logging. Setelah kepergian HPH dari Desa Batu Kerbau pada1999,
kawasan hutan yang ditinggal menjadi rebutan para pelaku penebangan liar.
Untunglah kawasan yang telah disepakati menjadi hutan adat tidak dijarah atau
dibabat oleh pelaku ilegal logging. Tetapi praktek pembalakan liar saat ini kian
mendekati lokasi hutan adat.

Sebagai desa yang masih memiliki lahan yang begitu luas, ekspansi lahan dan
tawaran pembukaan perkebunan sawit skala besar di Batu Kerbau juga menjadi
salah satu ancaman yang tengah dihadapi hutan adat. Selama kurun waktu 2002-
2004 sudah empat perusahaan besar menawarkan diri membuka perkebunan
kelapa sawit dan HTT akasia kepada masyarakat desa. Malah pada 2003 sebuah
koperasi fiktif hampir saja menjerat dan menipu masyarakat desa. Melalui
dokumen yang diperoleh dari salah seorang perangkat desa, diketahui bahwa
sudah ada surat penyerahan lahan dan persetujuan masyarakat untuk membuka
perkebunan kelapa sawit di desa. Tetapi setelah dikonfirmasi dan dicari alamat
koperasi tersebut ternyata semua informasi dan keberadaan koperasi tersebut
fiktif dan jelas-jelas membodohi dan menipu masyarakat.
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Keluarnya SK Bupati juga tidak otomatis menyelesaikan segala persoalan hutan
adat. Rayuan dan tawaran dariinvestor berdatangan. Atas kepentingan pendapatan
asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bungo malah mengeluarkan ijin
[PHH kepada CV. Beringin Hijau untuk melakukan pengambilan kayu di sekitar
hutan adat. Keluarnya ijin ini tentu saja setelah melalui siasat pengusaha yang
menawarkan janji muluk kepada masyarakat, terutama kepada kepala desa.

Untuk pengangkutan hasil tebangan, perusahaan membuat jalan di sekitar hutan
adat. Beberapa batang kayu di hutan adat ditebangi perusahaan. Perlawanan
dan penolakan dilakukan oleh masyarakat. Beberapa kali hampir terjadi bentrok
antara petugas perusahaan dengan warga desa. Perempuan desa tidak tinggal
diam. Bersama puluhan tokoh masyarakat dan pemuda, mereka membakar
jembatan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengangkut kayu hasil tebangan.
Masyarakat menuntut perusahaan untuk membayar denda adat, tetapi perusahaan
terus mengulur-ulur waktu dan menebar janji palsu.

Protes masyarakat juga ditujukan kepada Dishutbun Bungo dan Dishut Propinsi
Jambi. Masyarakat desa bersama pemerintahan desa beberapa kali menemui
Kepala Dishutbun Bungo. Tetapi setiap kali mereka ke kantor Dishutbun selalu
mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.

Pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut juga menebangi Hutan Adat
Desa Batang Kibul. Oleh karena itu, bersama masyarakat desa tetangga, Batang
Kibul, Kabupaten Merangin, masyarakat Batu Kerbau kemudian menggalang
kekuatan bersama. Pada pertemuan bersama di tengah hutan saat memutus
jembatan, dibuat kesepakatan untuk menulis surat kepada Dishut Merangin,
Dishutbun Bungo dan Dishut Propinsi Jambi.

Surat pengaduan masyarakat Batang Kibul dan Batu Kerbau ditanggapi oleh
Dishut Merangin. Tidak lebih dari seminggu tim dari Dishut Merangin melakukan
operasi ke lapangan. Hasil operasi memastikan telah terjadi penebangan di
wilayah Kabupaten Merangin oleh perusahaan yang memiliki ijin di wilayah
Kabupaten Bungo. Atas kejadian itu Dishut Merangin meminta Dishutbun Bungo
untuk meninjau kembali Ijin Perusahaan tersebut. Kemudian Dishut Merangin
melanjutkan laporan kepada pemerintah propinsi. Dalam waktu singkat tim
gabungan dari Dishut Propinsi dan Merangin melakukan operasi bersama di
lapangan. Hasilnya, operasi tim memerintahkan perusahaan untuk berhenti
beroperasi dan menyita puluhan batang kayu dan dua alat berat sebagai barang
bukti. Tidak beberapa lama dari kejadian tersebut CV. Beringin Hijau tidak
beroperasi lagi.
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Persoalan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kehidupan
masyarakat. Hutan Adat Batu Kerbau memang tidak menawarkan jasa ekonomi
yang menarik, karena hutan adat disepakati masyarakat bukan untuk tujuan
komersil tetapi lebih kepada pencadangan untuk kebutuhan sendiri. Dengan
kondisi ekonomi yang masih rendah, maka tegakan pohon dan potensi lainnya
tetap saja menggoda banyak pihak untuk menguangkannya. Untuk itu dibutuhkan
program-program penguatan masyarakat yang berdimensi ekonomi. Program itu,
tentu saja harus dirancang dan disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat, agar bantuan tersebut benar-benar dapat memberikan sumbangan
bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Hutan Adat Batu Kerbau merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat adat
memiliki kearifan untuk mengelola hutan. Di tengah keterpurukan ekonomi,
maraknya penebangan ilegal dan lemahnya penegakan hukum serta melunturnya
nilai adat, tekad dan semangat untuk mewariskan hutan kepada generasi
mendatang dirajut menjadi nyata, sehingga memperoleh pengakuan dari berbagai

pihak.
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seluruh masyarakat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat, Bungo, Jambi yang
telah membuka pintu untuk saling belajar selama proyek CBFM (2002-2005)
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PENDAHULUAN

Pengetahuan berasal dari pemahaman dan interpretasi hasil pengamatan,
pengalaman, dan pendidikan formal maupun informal seseorang. Pengetahuan
bukanlah suatu kebenaran mutlak karena dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan pengamatan, pengalaman atau pengenalan inovasi baru. Meski
tidak secara tegas, namun sebagian orang melihat sistem pengetahuan ini sebagai
dua kelompok yang berbeda baik sifat, bidang, proses pembentukan, manfaat
dan penyebarannya (Walker, 1994). Sistem pengetahuan yang pertama adalah
sistem pengetahuan lokal, yang melekat sangat erat pada nilai-nilai budaya dan
spiritual. Kedua, pengetahuan sains, yang umumnya terbentuk dari interpretasi
data yang terhimpun secara metodologis. Meski hampir di setiap daerah terdapat
pengetahuan yang sama mengenai sesuatu, namun pengetahuan lokal lebih
diwarnai kekhasan dari domain pembentuk pengetahuan tersebut. Sementara itu
pengetahuan sains bersifat lebih general karena merupakan kajian kumulatif dari
beberapa domain.

Pengetahuan ekologi lokal merupakan pengetahuan suatu komunitas lokal
mengenai suatu ekosistem dan hubungan timbal balik antar komponen dalam
ekosistem tersebut. Ekosistem itu terwujud dalam lingkungan di sekitar mereka,
baik itu lingkungan pertanian, kehutanan, kelautan atau yang berkaitan dengan
sumberdaya alam lainnya. Pengetahuan ekologi lokal dapat berkontribusi dalam
pengembangan inovasi teknologi (Mulyoutami et al., 2004; Joshi et al., 2005),
upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, perlindungan spesies
dan area, serta untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Berkes
et al., 2000). Istilah lokal dalam terminologi ini digunakan untuk menunjukkan
pengetahuan masyarakat dalam konteks lokal yang bersifat dinamis dan terbentuk
secara evolutif. Dalam proses pembentukan pengetahuan seringkali nilai-nilai non
tradisional ikut membentuk. Sebaliknya, dalam proses pembentukan pengetahuan
terkadang nilai-nilai tradisional atau indigenous yang biasanya diturunkan dari
generasi ke generasi ada yang tidak terbawa (Joshi et al., 2003; Joshi et al., 2004).

Sistem wanatani karet adalah suatu sistem vegetasi multistrata kompleks yang
banyak ditemukan di Indonesia (Gouyon et al., 2000). Sistem pengelolaan
sumberdaya alam ini, yang selain memiliki nilai produksi juga memiliki nilai
konservasi, cukup mendapat perhatian dari para ahli. Nilai konservasi lingkungan
terwujud dalam keragaman hayati yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan
kebun karet monokultur meskipun belum setinggi hutan alami (Williams et al.,

2001a; Joshi et al., 2003).
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Ada dua metode peremajaan dalam sistem wanatani karet tradisional di Jambi,
yaitu sistem tebas bakar dan sistem sisipan (Wibawa et al., 2005). Metode yang
pertama adalah menggunakan sistem rotasi pendek: Pohon karet ditanam setiap
30-40 tahun setelah terlebih dahulu dilakukan aktivitas tebas dan bakar. Pada
sistem permanen, penanaman anakan pohon karet baru dilakukan di antara celah
pohon karet yang telah lebih dulu ada. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem
sisipan. Secara teoritis pada sistem sisipan ini umur kebun tidak terbatas karena
umur pohon karet berbeda-beda.

Sebagai suatu alternatif dalam pola pengelolaan wanatani karet, sistem sisipan
memiliki beberapa keunggulan. Sistem ini memiliki peran dalam konservasi
lingkungan, terutama dalam aspek keragaman hayati. Dari segi ekonomi, sistem
sisipan adalah suatu strategi untuk menjaga kelangsungan pendapatan petani
yang hidupnya sangat bergantung dari hasil karet (Wibawa et al., 2005). Selain
itu, petani dapat melakukan peremajaan wanatani karet tanpa memerlukan biaya
yang tinggi sebagaimana dalam sistem tebas bakar (Joshi et al., 2001).

Praktek peremajaan karet melalui penumbuhan anakan karet pada celah pohon
karet yang sudah ada menyimpan banyak potensi. Namun demikian, perhatian
dan pemahaman para peneliti dan pakar sains mengenai sistem sisipan ini
masih kurang. Petani, berdasarkan pengamatan dan percobaan mereka, telah
mempelajari banyak mengenai sisipan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
sistem ini. Dalam hal ini, petani yang memiliki pengalaman menerapkan sistem
sisipan diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai sistem
ini sebagai suatu kesatuan dalam pemahaman mengenai ekologi hutan karet
secara umum. Pengenalan mengenai sistem sisipan ini bermanfaat dalam upaya
peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan.

PENGETAHUAN EKOLOGI LOKAL MENGENAI
SISTEM SISIPAN

Pengetahuan petani mengenai sistem sisipan meliputi berbagai komponen
penting yang tercakup di dalamnya, serta pemahaman hubungan interaksi
antara komponen tersebut. Hal ini nampak dalam berbagai uraian petani yang
menyajikan keterkaitan antara faktor cahaya, vegetasi bawah dengan pertumbuhan
karet. Selain itu, beberapa klasifikasi lokal diungkapkan oleh petani berdasarkan
pengamatan fisik dan pengalaman mereka.



86 Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

Kotak 1. Metodologi penggalian pengetahuan ekologi lokal

Pada studi ini, sejumlah desa yang diketahui memiliki banyak petani yang
mempraktekkan sisipan dipilih, yaitu desa Rantau Pandan, Muara Buat,
Sepunggur, Lubuk dan Muara Kuamang. Studi ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan sistem berbasis pengetahuan (SBP) yang telah dikembangkan dan
diimplementasikan dalam beragam ekosistem untuk menggali pengetahuan
ekologi lokal (Sinclair dan Walker, 1998). Dalam pendekatan ini dilakukan diskusi
secara mendalam untuk topik tertentu dengan informan yang dianggap paling
berpengetahuan (knowledgeable) dalam suatu komunitas tertentu.

Informan kunci dipilih secara purposif berdasarkan rekomendasi dari orang-orang
yang ditemui. Proses diskusi dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan terbuka yang
memungkinkan informan untuk menjelaskan apa yang diketahuinya secara terbuka
dan direkam menggunakan alat perekam. Pernyataan pengetahuan disarikan dari
rekaman tersebut dan kemudian diuraikan menjadi unit pengetahuan terkecil,
untuk kemudian disajikan dengan menggunakan perangkat lunak buatan yaitu
Agroecological Knowledge Toolkit atau AKT dalam bentuk basis pengetahuan (Dixon
et al., 2001; Sunaryo dan Joshi, 2003). Uji keterwakilan atau pemerataan sebaran
basis pengetahuan dilakukan pada seperangkat contoh pernyataan yang diambil
dari basis pengetahuan secara acak. Sampel meliputi petani yang mempraktekkan
dan tidak mempraktekkan sisipan untuk membandingkan sebaran pengetahuan di

antara kedua kelompok tersebut.

Dalam sistem sisipan, jenis bibit yang dapat disisipkan umumnya adalah anakan
karet liar (bibit lokal). Para petani mengetahui bahwa jenis karet unggul atau klon
tidak dapat ditanam dalam sistem sisipan. Jenis bibit ini umumnya hanya dapat
tumbuh dengan baik dengan perlakuan yang intensif dan penggunaan input yang
tinggi. Hal ini didukung dengan beberapa uji coba yang menunjukkan bahwa karet
klon yang ditanam dalam sistem wanatani karet hampir tidak dapat tumbuh. Besar
kemungkinan hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif dimana
cahaya berkurang dan tingginya kompetisi dalam sistem ini (Gregoire Vincent,
komunikasi pribadi).

Bibit yang digunakan dalam sistem sisipan dapat berupa bibit cabutan atau bibit
yang ditanam di dalam polibek. Petani menyatakan bahwa penggunaan bibit
cabutan lebih rentan jika dibandingkan dengan bibit yang sudah ditanam dalam
polibek. Pencabutan bibit yang kurang hati-hati seringkali mengakibatkan sistem
perakaran bibit cabutan tersebut ikut terpotong dan hal ini dapat menimbulkan
stres. Intensitas stress anakan karet cabutan tergantung pada keutuhan akar dan
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ukuran anakan tersebut. Semakin besar ukuran lilit batang anakan, makin tinggi
stress yang dialami dan peluang hidupnya menjadi semakin kecil.

Celah adalah konsep yang dipahami oleh petani sebagai ruang yang cukup untuk
pertumbuhan anakan pohon karet dalam teknik sisipan. Celah dapat terbentuk
karena kematian pohon karet secara alami atau dengan sengaja membunuh
pohon karet atau vegetasi lain di dalam wanatani karet. Pembuatan celah dengan
sengaja dilakukan petani dengan mematikan pohon yang tidak diinginkan atau
tidak produktif. Upaya mematikan ini dilakukan dengan cara pengelupasan kulit
kayu secara melingkar.

Dalam teknik sisipan, anakan karet baru ditanam dengan sengaja di antara
celah tersebut. Petani juga dapat menanam anakan karet baru pada lokasi yang
berdekatan dengan pohon karet tua yang sakit, yang tidak lagi produktif atau yang
hasil lateksnya sedikit. Anakan karet ini dimaksudkan untuk menggantikan pohon
yang sudah tidak produktif tersebut. Sisipan secara alami dapat terjadi bilamana
anakan karet liar dibiarkan tumbuh begitu saja di antara celah tersebut.

Petani sisipan menyatakan bahwa celah dalam sistem wanatani perlu dikelola
dengan penuh seksama. Besar kecilnya celah berhubungan dekat dengan tingkat
pencahayaan ke dalam kebun. Jika celah terlalu besar, sinar matahari dapat
meningkatkan pertumbuhan gulma disampingjuga dapat menjadiruangbagi gulma
untuk tumbuh. Namun jika terlalu sempit, pertumbuhan anakan karet menjadi
lambat dan percabangannya sedikit karena kurang mendapatkan cahaya matahari
dan tingkat kompetisi yang tinggi dengan tanaman yang telah ada sebelumnya.
Selain lebar celah, lokasi celah adalah faktor penting yang juga diperhatikan oleh
petani. Tingkat tajuk pepohonan di sekitar lokasi celah perlu diperhatikan guna
memperkirakan sinar matahari yang masuk. Di samping itu kondisi tanah dimana
celah tersebut berada perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan kelembaban
dan kandungan unsur haranya untuk mendapatkan pertumbuhan karet yang
bagus.

Perkecambahan biji karet, baik yang beregenerasi alami maupun ditanam ulang
oleh petani di dalam celah kebun karet, dapat berlangsung dengan baik bilamana
cukup mendapatkan cahaya matahari (Gambar 13). Kecukupan cahaya matahari
yang masuk ke dalam kebun ditentukan oleh kerapatan tajuk, ketinggian pohon,
dan bentuk tajuk. Pada awal karet mulai ditanam, kebutuhan cahaya masih
cukup rendah, sehingga adanya naungan dari tajuk pohon yang telah ada dapat
memberikan manfaat bagi tanaman karet muda. Walau demikian pembukaan
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tajuk kanopi secara bertahap diperlukan sejalan dengan pertumbuhan anakan
tersebut. Semakin besar karet, semakin besar pula kebutuhan cahayanya.

Kerapatan Tinggi pohon

tajuk

Banyaknya
infiltrasi cahaya

A

Bukaan kanopi

Ketersediaan Jumlah cabang
cahaya
.| Bentuk anakan
Laju pertumbuhan karet
gulma
Ketahanan hidup
Produktifitas |, Anakan karet
karet
_ Laju pertumbuhan
Laju pertumbuhan anakan karet

pohon karet

Gambar 13. Pengetahuan lokal mengenai tajuk dan cahaya serta implikasinya pada sistem
sisipan (tanda panah menunjukkan hubungan mempengaruhi dari kotak asal ke kotak target)

Konsep penutupan gulma dan kompetisi karet dengan tumbuhan di sekitarnya
untuk mendapatkan unsur hara dan air (kelembaban) dalam tanah dipahami
dengan baik oleh petani. Para petani menyatakan bahwa kerapatan dan
ketinggian tanaman bawah di sekitar tanaman karet dapat mempengaruhi
kemampuan tanaman bawah atau gulma untuk mendominasi tanaman lain. Hal
ini menyebabkan pada lokasi di mana tumbuhan bawah sangat rapat, teknik
sisipan tidak dapat diterapkan. Karena itu, penyiangan ringan di sekitar anakan
karet secara reguler diperlukan untuk mengurangi tingkat kompetisi tersebut.
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Dengan berkurangnya kompetisi, maka anakan karet mendapatkan unsur hara
dan kelembaban yang cukup sehingga dapat mempercepat pertumbuhannya.

Petani mencoba membandingkan dengan anakan karet baru yang ditanam pada
plot sisipan dan pada plot tebas bakar. Di area plot tebas bakar tidak terdapat
naungan maupun tumbuhan bawah. Karena itu tingkat kompetisi anakan karet
dengan tanaman lain untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah cukup rendah.
Selain itu cahaya yang masuk ke dalam wanatani karet sangat mencukupi tanpa
adanya naungan. Selain itu, pembakaran vegetasi pada areal tebas bakar dapat
meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini sangat menguntungkan bagi anakan karet
yang ditanam pada areal tebas bakar. Meskipun demikian, petani menyatakan
dengan pengelolaan yang dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang
tepat akan kecukupan sinar matahari dan kompetisi tanaman karet, maka teknik
sisipan tetap merupakan alternatif yang layak dilakukan dalam wanatani karet.

Intensitas
Tebas dan bakar penggalian Penyiangan
oleh babi

Penutupan lahan

oleh gulma
Kelemababan
Kenampakan tanan
anakan karet
» Kesuburan tanah
Kemudahan
menjangkau <
Keta)hanan pohon karet Laju pertumbuhan
hidup > pohon
anakan karet
Kompetisi gulma
Ketersediaan

Laju pertumbuhan 1
anakan karet

cahaya

A

Laju pertumbuhan
gulma

Gambar 14. Pengetahuan lokal mengenai gulma atau tumbuhan bawah dan pertumbuhan
anakan karet dalam sistem sisipan
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Pada sistem sisipan, petani juga dapat melakukan okulasi jika tidak ada proses
regenerasi alami yang terjadi pada saat diperlukan, atau dengan tujuan untuk
mendapatkan sifat yang lebih unggul (misalnya diokulasi dengan bahan tanam
dari jenis klon). Jenis karet unggul (klon) tidak dapat ditanam dalam sistem
sisipan. Sebagaimana telah diketahui oleh para petani, jenis karet unggul hanya
dapat tumbuh dalam sistem yang intensif dengan input dan pengelolaan yang
tinggi. Hal ini dibuktikan dengan uji coba yang dilakukan di Jambi: Karet klon
yang ditanam di dalam hutan karet campur hampir tidak dapat tumbuh.

SISTEM SISIPAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM
WANATANI KARET

Pemahaman petani mengenai sistem sisipan berkaitan erat dengan pengetahuan
petani dalam konteks sistem wanatani secara keseluruhan. Sebagaimana telah
dikemukakan, sistem adalah suatu metode yang dikembangkan oleh petani untuk
melanggengkan produktivitas sistem wanatani karet. Karena itu, pemahaman
sistem sisipan akan lebih kaya bila ditempatkan dalam konteks sistem wanatani.
Beberapa uraian berikut menggambarkan rincian pengetahuan petani mengenai
pengklasifikasian lokal komponen-komponen yang terdapat dalam sistem wanatani
dan beberapa aspek yang berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap sistem
wanatani karet secara keseluruhan.

Klasifikasi lokal

Jenis Tanah

Petani membedakan dua jenis tanah yang terdapat di dalam hutan karet
tradisional menjadi tanah panas dan tanah dingin. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan
pengamatan petani dalam melihat seberapa cepat tanah memanas di bawah terik
matahari serta beberapa penjelasan lainnya yang disajikan dalam Tabel 9. Konsep
tanah dingin disini mengacu pada konsep tanah hitam dengan kandungan unsur
hara yang tinggi sehingga memiliki kesuburan yang tinggi. Sedangkan tanah panas
merujuk pada tanah yang unsur haranya kurang dan cepat bereaksi terhadap sinar
matahari. Tanah panas umumnya berwarna lebih pucat dari tanah dingin.
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Tabel 9. Pengetahuan petani mengenai jenis tanah di dalam wanatani karet

Atribut (perbandingan) Tanah dingin Tanah panas
Kecepatan memanas karena pengaruh | Lambat Cepat
sinar matahari
Kandungan pasir Rendah Tinggi
Ukuran pasir (partikel) Kecil Besar
Kandungan hara Tinggi Rendah
Warna Gelap Terang
Porositas Rendah Tinggi
Kemampuan menahan air Tinggi Rendah
Kesuburan Tinggi Rendah
Lokasi (umumnya) Hutan dan kaki bukit Lereng bukit
Kemampuan erosi (karena air hujan) Rendah Tinggi

Variasi Jenis Karet Alam

Di Indonesia, tidak banyak informasi dari para ahli mengenai variasi jenis pohon
karet untuk spesies Hevea brasiliensis dalam sistem wanatani karet. Namun
demikian, petani melihat ada dua jenis pohon karet alam yang jika dilihat dari
morfologi daun, kulit dan produktivitas lateksnya cukup berbeda satu sama lain
(Tabel 10). Pembedaan kedua jenis pohon ini cukup dipahami secara konsisten
oleh sebagian petani, meski beberapa petani lain juga menyebutkan adanya jenis

lain selain kedua jenis tersebut.

Tabel 10.Variasi jenis karet alam dalam sistem wanatani karet di Jambi

Atribut (perbandingan) Karet merah Karet kuning
Bentuk daun Melingkar Menyempit
Ukuran daun Kecil Besar
Warna daun Hijau gelap Hijau terang
Ketebalan kulit Tebal Tipis
Warna kulit Gelap Terang
Ukuran biji Kecil Besar
Percabangan Banyak Sedikit
Laju pertumbuhan Cepat Lambat
Kepekatan latex (ketebalan) Tebal Mengandung air
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Meski variasi dalam spesies karet cukup dikenal oleh petani, namun tidak ada
upaya nyata dari para petani untuk melakukan seleksi dalam memilih jenis karet
mana yang lebih baik. Petani menyatakan bahwa pada tahap pencarian bibit,
cukup sulit membedakan manakah bibit yang merupakan jenis karet merah atau
jenis karet kuning. Lagipula, perbedaan produksi lateks dari kedua jenis ini tidak
terlalu signifikan terutama bilamana dibandingkan dengan kesulitan melakukan
penyeleksian bibit karet.

Jenis-jenis Pohon Non-karet dalam Wanatani Karet

Pengetahuan petani mengenai jenis-jenis pohon non-karet yang biasa tumbuh
dalam wanatani karet dikumpulkan dan dikaji. Hal ini bertujuan bukan hanya
untuk mengetahui keragaman hayati secara komprehensif saja, melainkan juga
ingin melihat kedalaman pengetahuan petani mengenai jenis-jenis non-karet
yang biasa ditemui di dalam sistem wanatani karet. Ada sekitar 30 jenis pohon
yang termasuk pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan disebutkan oleh
petani. Beberapa spesies yang tumbuh cepat setelah tebas bakar dan spesies lain
yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beregenerasi, dan jenis-jenis yang
melakukan regenerasi melalui trubusan setelah dilakukan pemangkasan bawah
(coppicing) dapat diidentifikasi dan dijelaskan oleh petani. Beberapa jenis pohon
non-karet dan karakteristiknya disajikan dalam Tabel 11.

Hutan wanatani karet memiliki keragaman jenis yang tinggi yang meliputi
lebih dari 200 jenis tumbuhan dari berbagai jenis plot. Hampir semua jenis ini
hanya memiliki sifat toleransi terhadap pertumbuhan karet bukan mendukung
pertumbuhan karet. Beberapa spesies yang dapat mengancam pertumbuhan karet
dan produksi karet harus dihilangkan dari kebun. Jenis seperti mahang (Macaranga
triloba), menarung (Trema tomentosa) dan medang (Sterculia rubiginosa) yang dapat
tumbuh cepat setelah tebas bakar juga perlu dihilangkan karena dikenal sangat
agresif dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan karet, lagipula jenis ini
tidak memiliki nilai ekonomi. Jenis tanaman berkayu seperti kelat (Syzygium
polyanthum) dan tanaman buah seperti durian (Durio zibethinus) yang memiliki
nilai ekonomi tinggi tetap dipertahankan meski sebetulnya mereka memiliki
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan karet. Namun demikian, umumnya
pohon buah-buahan baik yang berpengaruh negatif maupun tidak terhadap pohon
karet umumnya tetap dipertahankan asalkan memiliki nilai ekonomis.
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Hama di dalam Sistem Wanatani Karet

Selain berbagai penyakit yang mungkin timbul pada pohon karet, ancaman lain
yang perlu diperhatikan dalam budidaya karet adalah hama. Hama dari golongan
mamalia yang banyak mengganggu tanaman karet adalah babi hutan, rusa, dan
simpay. Hama babi hutan (Sus scrofa) adalah hama yang paling mengganggu
dalam wanatani karet, termasuk yang menerapkan teknik sisipan (Williams et al.,
2001b). Menurut petani, babi sering menginjak tanaman karet yang masih muda
jika sedang mencari biji karet dan serangga yang banyak terdapat pada wanatani
karet. Selain itu, babi juga menyukai getah manis yang dihasilkan dari akar
anakan karet. Jika dulu babi hanya menyukai karet dari jenis anakan liar, sekarang
babi juga mulai menyukai karet dari jenis klon atau unggul. Sedangkan rusa dan
simpay, meskipun merupakan hama yang cukup berbahaya namun umumnya
hanya menyerang wanatani karet yang lokasinya berdekatan dengan hutan.

Dari beberapa jenis hama yang telah disebutkan, petani merasakan intensitas
perusakan karet baru oleh babi lebih tinggi jika dibandingkan dengan hama
mamalia lain. Di Jambi, karena mayoritas penduduknya muslim dan tidak
mengkonsumsi babi, maka babi tidak banyak diburu oleh manusia. Namun
sebaliknya, masyarakat di Jambi memburu rusa selain untuk memakan dagingnya
juga untuk mendapatkan tanduknya. Karena itu rusa jarang ditemui di dekat area
pemukiman manusia. Hal ini dapat menjadi konfirmasi mengapa wanatani karet
yang letaknya dekat dengan areal pemukiman cenderung aman dari gangguan
rusa.

Menurut sebagian petani, populasi babi yang merusak wanatani karet meningkat
berkaitan erat dengan menipisnya lapisan hutan alami. Dengan berkurangnya
kerapatan hutan, populasi harimau sebagai predator babi juga semakin berkurang.
Petani juga beranggapan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit monokultur
menjadi penyebab meningkatnya serangan babi pada sistem wanatani karet.
Dengan sistem wanatani, babi dapat dengan mudah bersembunyi di sela pepohonan
dan semak jika dibandingkan pada sistem monokultur. Aktivitas penebangan dan
suara chainsaw yang bergema di areal sekitar hutan membuat babi di dalam hutan
tersebut takut dan pergi ke area wanatani karet yang terdekat untuk bersembunyi
dan mencari makan.

Untuk mengatasi masalah hama babi ini petani memiliki beberapa strategi. Salah
satu upaya untuk mengurangi kerusakan anakan karet adalah dengan membuat
pagar yang dapat menghalangi babi masuk ke area kebun. Pemagaran dapat
dilakukan di sepanjang area kebun atau melalui pemagaran secara individu di
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setiap anakan karet. Namun sejumlah petani menyatakan bahwa pemagaran di
sekeliling area kebun memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih jika dibandingkan
dengan pemagaran individu.

Perburuan babi Populasi Area hutan (Peracunan babi]

harimau

A4

Populasi babi
hutan
Igaens;:iaasn Kerusakan anakan
pengganiar "|  karet oleh babi
oleh babi
Laju pertumbuhan
Kemudahan >
menjangkau < Penutupan lahan anakan karet
oleh gulma
pohon karet
A
—— Laju pertumbuhan
. Pohon karet
Penyiangan
—————— Ketersediaan
C—
cahaya
Tebas bakar
~— ——
Penutupan Laju pertumbuhan
serasah gulma

Gambar 15. Pengetahuan ekologi lokal mengenai gulma dan hama babi

Petani memahami hubungan antara penyiangan kebun dengan intensitas
pengrusakan anakan karet oleh babi hutan. Anakan karet pada plot yang disiangi
secara bersih sangat mudah dilihat dan dijangkau sehingga akan mudah dirusak
oleh babi hutan. Di lain pihak, vegetasi yang tumbuh di lantai kebun secara alami
ini menjadi tempat yang bagus sebagai tempat babi bersembunyi dan membuat
sarang. Karena itu, satu upaya lagi yang dilakukan guna mengurangi serangan
babi adalah menyiangi sekeliling anakan karet tetapi membiarkan serasah gulma
di lorong kebun. Hal ini dimaksudkan agar babi sulit menjangkau tanaman
karet tersebut karena terhalang oleh serasah. Di samping itu, serasah gulma di
sekeliling pohon karet dapat menjadi sumber hara dan pengatur kelembaban bagi
tanaman.
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Upaya lain yang dilakukan petani untuk mengurangi kerusakan karet karena babi
adalah dengan menggunakan anakan karet yang berukuran besar (diameternya
lebih dari lima sentimeter). Batang anakan karet yang besar lebih tahan dari
serangan babi namun sebaliknya cara ini memiliki beberapa kelemahan. Anakan
karet berdiameter besar cenderung lebih rentan dan mudah stres jika dibandingkan
dengan yang ukurannya lebih kecil. Kerusakan yang banyak dialami oleh anakan
karet cabutan dengan diameter besar terutama pada saat pencabutan anakan
atau bibit karet itu dari lokasi lama sebelum dipindahkan ke lokasi yang baru.
Jika pencabutan tidak dilakukan dengan hati-hati anakan karet cabutan tersebut
dapat mengalami stres dan kemampuan bertahan hidupnya menjadi kurang.

PENUTUP

Sistem wanatani karet merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh petani
dalam upaya memperpanjang siklus tradisional mulai dari tanaman karet yang
ditumpangsarikan dengan palawija, sampai akhirnya kebun muda ini berkembang
menjadi hutan karet kembali (Gouyon et al., 2000; Joshi et al., 2003). Sumber
penghidupan yang utama bagi sebagian besar petani di Jambi adalah wanatani
karet. Namun demikian, perkembangan sistem wanatani mengalami tantangan.
Sekarang ini harga karet mengalami peningkatan sehingga karet sedang menjadi
primadona. Kondisi ini membuat petani berlomba-lomba untuk membuka kebun
karet dan lebih berorientasi pada produk lateksnya. Perkebunan monokultur dan
penggunaan karet unggul lebih mendapatkan perhatian karena dapat memberikan
keuntungan yang lebih cepat dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada
hutan karet tradisional. Penggunaan bibit unggul dengan cara tanam monokultur
yang intensif menjadi pilihan utama para petani terutama yang bermodal besar.
Dari uraian tersebut, nampak jika motivasi ekonomi berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan strategis petani dalam menentukan tipe penggunaan
lahan.

Sistem sisipan sebagai suatu bagian dari sistem wanatani karet merupakan suatu
metode untuk memperpanjang umur hutan karet tersebut agar dapat lebih lama
berproduksi. Penerapan sistem sisipan dalam sistem wanatani karet terutama
didorong adanya keterbatasan sumberdaya petani. Banyak petani yang hidupnya,
terutama untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai harian, bergantung pada
produktivitas lateks. Sistem sisipan memungkinkan petani dapat terus menyadap
kebunnya dalam kurun waktu yang lebih lama. Selain itu, tidak perlu ada modal
yang besar untuk membuka lahan (Wibawa et al., 2005), karena penanaman
karet muda dilakukan dalam kebun karet yang sudah lebih dulu ada. Kebutuhan
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sumberdaya manusia dalam sistem sisipan rendah, pengelolaan kebun dilakukan
secara ekstensif dan sederhana. Secara taktis, teknik sisipan dalam sistem wanatani
karet memang dapat memenuhi kebutuhan petani yang memiliki sumberdaya
terbatas. Lagi pula nilai keragaman sistem sisipan dalam wanatani karet cukup
tinggi sehingga memungkinkan terjadinya diversifikasi produk yang tidak hanya
lateks, melainkan juga buah-buahan dan kayu-kayuan.

Dalam studi ini terlihat bahwa pengetahuan ekologi petani tentang pertumbuhan
karet, produksi lateks, dan jenis-jenis vegetasi non-karet memiliki peran dalam
penentuan keputusan petani mengenai bagaimana mereka mengelola sumberdaya
mereka secara rutin. Pengetahuan dalam pengelolaan kebun dan pertumbuhan
karet dalam konteks sisipan dan pengetahuan untuk mengurangi kompetisi dari
beberapa spesies pohon agresif dimiliki dan dipahami secara baik oleh beberapa
petani di Jambi. Pengetahuan ini sangat mempengaruhi sejumlah keputusan taktis
petani dalam mengelola lahannya.

Pengetahuan petani mengenai teknik sisipan menunjukkan eksistensi pengetahuan
lokal dalam memberikan alternatif dalam pengelolaan sistem wanatani karet.
Sistem sisipan merupakan suatu solusi bagi petani untuk melanggengkan kebunnya,
baik kebun monokultur maupun wanatani karet, untuk tetap berproduksi tanpa
memerlukan banyak biaya dan cenderung lebih permanen. Selain itu, keragaman
hayati kebun karet dalam sistem sisipan lebih terjaga, termasuk juga jenis herba,
tanaman bawah dan berbagai pohon lain yang memiliki nilai ekonomi. Jika pada
plot tebas bakar petani perlu melakukan upaya pengayaan keragaman hayati di
plotnya, pada sistem sisipan keragaman hayati bersifat lebih alami dan memiliki
tingkatan umur yang berbeda.

Pemahaman petani mengenai sistem sisipan melengkapi wacana mengenai sistem
wanatani karet yang tidak hanya sarat dengan nilai sosial dan lingkungan, tetapi
juga menunjukkan adanya sumberdaya manusia yang mendukung dan mampu
mengelola lingkungannya secara mandiri. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah
ahli melakukan uji coba bersama-sama dengan petani untuk menerapkan
bibit klonal yang memiliki produktivitas tinggi di dalam sistem sisipan. Hal ini
menunjukkan bahwa selain pengetahuan masyarakat memiliki kontribusi dalam
pengembangan inovasi dan teknologi, namun juga pemilik pengetahuan lokal
tersebut dilibatkan dalam upaya pengembangan teknologi tersebut (Joshi et al.,
2004). Selain itu, upaya pengayaan jenis tanaman dalam sistem wanatani karet
dapat dicoba dilakukan dengan sistem sisipan. Dengan pemahaman yang telah
dimiliki petani mengenai teknik sisipan dan jenis tanaman yang toleransi dengan
karet memungkinkan ujicoba penerapan sisipan untuk tanaman non-karet dapat
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dilakukan secara mandiri. Namun demikian berbagai kajian ilmiah mengenai
jenis-jenis tanaman yang tepat masih perlu dikembangkan.

Sebagai kesimpulan, terlihat bahwa sistem sisipan memiliki peran yang penting
dalam kebutuhan taktis petani. Sekalipun dengan produksi yang tidak terlalu
tinggi, sistem sisipan dalam wanatani karet menjadi alternatif cara pengelolaan
kebun yang cukup memadai bagi para petani. Tentu saja diperlukan riset
pendukung terhadap berbagai pilihan untuk mencari keseimbangan yang tepat
antara keuntungan dan fungsi lingkungan praktek sisipan dalam sistem wanatani
ini. Perlu adanya diskusi yang lebih mendalam dalam perencanaan mengenai
sistem pendukung atau mekanisme alternatif dalam jasa lingkungan, perubahan
kebijakan untuk mendorong peningkatan harga karet dan pengembangan sistem
hutan karet dan diversifikasi horisontal dari produk yang dihasilkan dalam sistem
ini.
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Beramai-ramai membuka lubuk larang

Papan-papan pengumuman penanda kawasan lubuk larang banyak dijumpai di
kiri-kanan pinggir Sungai Batang Pelepat sepanjang Desa Rantau Keloyang hingga
ke Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat. Malah ada yang menerangkan berbagai
aturan pengelolaan dan sanksi bagi para pelanggarnya. Tapi, apa sebenarnya yang
dimaksudkan dengan lubuk larang?

Secara etimologi, lubuk larang terdiri dari kata "lubuk” dan kata "larang”. Dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "lubuk” diartikan ”"tempat yang dalam di
sungai, telaga, atau laut”!, sedangkan kata "larang” diartikan "perintah dilarang
melakukan suatu perbuatan”. Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan
menjadi kata "larangan™. Aturan lubuk larang atau lubuk larangan mengartikan
sebuah lubuk, bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur,
dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas
dasar kesepakatan bersama masyarakat. Secara sederhana orang akan cepat
mengartikannya sebagai suatu kawasan tertentu di sungai yang dilindungi dalam
masa tertentu.

Aturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan
dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga
berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum, dan

1 Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1990) halaman 610
2 Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan kata Lubuk Larangan
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bahan peledak. Bagi masyarakat, bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang
membuat mereka tidak mau mengambil ikan di lubuk larang, tetapi berkaitan
dengan kepercayaan adanya bahaya bagi mereka yang mengambilnya. Melalui
kesepakatan bersama sebuah lubuk larang lalu dibuka, dipanen dan hasilnya
digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa lubuk larang merupakan tradisi turun
temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain memberi nilai ekonomi, ternyata lubuk larang juga menyimpan kearifan
lokal. Melalui Ilubuk larang komunitas setempat mengembangkan konsep
pengelolaan sumberdaya alam secara komunal. Konsep ini cenderung mengurangi
eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan
mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan
investasi modal sosial (social capital) di antara mereka dalam format pengelolaan
sumberdaya “milik bersama”.

[tu juga menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya
alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan
kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Peran ini semakin penting seiring dengan semakin tingginya tingkat kerusakan alam
akibat salah urus pengelolaan sumberdaya alam, seperti yang ditunjukkan oleh
hasil temuan tim kolaboratif KKI-WARSD, BirdLife Indonesia*, Dinas Kehutanan
Propinsi dan kabupaten-kabupaten di Propinsi Jambi, serta dukungan INFORM".
Sejak awal 2004, tim melakukan penyusunan dokumen potret kondisi hutan Jambi
antara 1990-2000. Kendati tidak secara spesifik menyoroti kondisi hutan di Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS), namun analisa citra Landsat memperlihatkan
dalam kurun waktu 10 tahun, luasan tutupan hutan di Jambi berkurang sekitar satu
juta ha®. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh konversi untuk perkebunan kelapa

sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), penebangan liar, kebakaran

3 Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan dengan motto “Konservasi Bersama Masyarakat”, berkantor
di Kota Jambi dengan wilayah kegiatan saat ini di seluruh Sumatera. Untuk lebih jelas silahkan lihat di http://www.warsi.or.id
4 Perhimpunan Pelestari Burung Indonesia merupakan organisasi konservasi nasional yang berbasiskan keanggotaan, dan bekerja pada upaya-upaya

konservasi burung, penelitian dan pengelolaan informasi, jaringan kerja, komunikasi dan advokasi, serta pengembangan keanggotaan. Bisnis utamanya
adalah menyediakan kesempatan dan memberikan pelayanan bagi publik untuk berperan serta pada upaya pelestarian burung dan habitatnya di
Indonesia. Menjadi organisasi mandiri berarti membuka kesempatan untuk mengembangkan arah dan kepemimpinan lokal, serta mengembangkan
konstituen nasional, berkantor di Bogor. Untuk lebih jelas silahkan lihat http://www.birdlife.org/worldwide/national/indonesia/

5 Indonesia Forest dan Media Campaign (INFORM), merupakan kerjasama beberapa lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang fokus utamanya
pada kampanye pengelolaan hutan di Indonesia
6 Dari analisa citra Landsat (tanpa melakukan verifikasi lapangan) diketahui, Jambi pada 1990 masih memiliki tutupan lahan (vegetasi) berupa hutan

yang masih dominan yaitu 2,4 juta ha atau sekitar 49,97% dari seluruh luas propinsi. Hutan seluas itu terdiri dari berbagai tipe baik hutan dataran
rendah, hutan sub alpin (pegunungan) ataupun hutan rawa. Tetapi pada 2000 tutupan lahan hutan hanya tinggal sebesar 1,4 juta ha atau sekitar 29,66
% dari luas Jambi. Berdasarkan angka ini dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan hampir 1 juta ha, tepatnya
sebesar 989.466 ha atau sekitar 20,31 % tutupan lahan hutan di Jambi hilang dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk jelasnya silahkan lihat Taher,
(2005).



104 |Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

dan pembakaran hutan. Selain itu, pertambahan luas kebun karet masyarakat
yang menurut data BPS mencapai + 87,674 ha, penambahan areal pertanian dan
perkebunan untuk transmigrasi seluas 246,133 ha, serta pertambahan penduduk
yang mencapai *+1.84%.

Temuan lain diperlihatkan dalam Studi Sosial Ekonomi yang dilakukan Yayasan
Gita Buana bersama Uni Eropa melalui program Forest Inventory Monitoring Project
(FIMP) pada September 1998. Studi ini memperlihatkan desa-desa di sekitar
bufferzone (kawasan penyangga) TNKS di Propinsi Jambi yang sedang dalam
tekanan. Desa-desa yang sebagian besar berada di hulu sungai, kini menjadi sasaran
konversi lahan untuk perkebunan (HTI, karet dan sawit) maupun transmigrasi.
Malangnya, tak jarang konversi itu dilakukan di lahan-lahan produksi masyarakat
(seperti kebun karet tua) dan dilakukan secara paksa dengan ganti rugi yang
sangat murah.

Beranjak dari pemikiran di atas, kiranya penting untuk menangkap secara utuh
pesan pengelolaan lubuk larang oleh masyarakat itu. Pada dasarnya, itu merupakan
cerminan masyarakat yang mampu mengatur diri-sendiri dalam memenuhi
kebutuhan dan mengatasi permasalahan secara bersama. Sikap inilah yang
sesungguhnya menjadi dasar bagi otonomi desa. Dengan sikap ini mereka mampu
menanam dan mengembangkan investasi modal sosial dalam sistem pengelolaan
lubuk larang.

Selain itu, keberadaan Batang Pelepat sebagai daerah penyangga TNKS semakin
menambah penting peran masyarakat untuk turut mempertahankan kelestarian
sumberdaya alam. Pengelolaan lubuk larang juga akan berkait dengan ekosistem di
sekitarnya dan bukan hanya sungai. Keberadaan lubuk larang akan tetap terjaga
jika hutan di wilayah ini juga terjaga, tanahnya tidak terganggu, sumber air masih
baik, dan pengelolaan yang berkelanjutan oleh orang-orang yang ada di sekitar
daerah tersebut. Pergeseran dari semua keadaan di atas akan menyebabkan lubuk
larang tinggal menunggu masa kehancurannya.

PENGELOLAAN LUBUK LARANG

Diawali dengan Yasinan

Hari itu, Jum’at 17 Juni 2005. Matahari menerpa bantaran yang menjorok ke
sungai. Beberapa anggota masyarakat Dusun Pedukuh, Desa Baru Pelepat mulai
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berkumpul. Mereka berkopiah dan
mengapit kitab kecil yang memuat
Surat Yasin. Ada yang segera mengambil
posisi duduk khidmat beralaskan batu-
batu sungai, ada yang menuju sungai
untuk berwudhu. Kepala Desa Baru
Pelepat, Ketua BPD, para tokoh adat,
ninik mamak, alim ulama dan anggota

masyarakat lainnya tampak mengambil
Masyarakat Dukun Pendukuh sedang bagian, duduk khidmat dalam
berkumpul untuk Yasinan lingkaran. Sementara beberapa ibu-ibu

menyiapkan penganan pagi itu.
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Kegiatan diawali dengan penjelasan dari nintk mamak Dusun Pedukuh, Bapak Abu
Nazar. Beliau menegaskan, duduk masalah dilaksanakannya kegiatan pembacaan
Yasinan kali ini untuk membentuk Lubuk Larang Batu Sawan. Pembuatan lubuk ini
bukan hanya untuk guru, tetapi juga untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan
murid dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 171 yang sudah berdiri sejak lama di
Dusun Pedukuh. Hal ini diperlukan karena kendati sudah ada dana bantuan dari
pemerintah namun masih dirasakan kurang mencukupi. Pembuatan lubuk ini hasil
kesepakatan antara masyarakat, selaku orangtua murid, guru, dan pemerintah
desa. Ketika lubuk larang ini dibuka kelak, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan sekolah. Menegaskan pernyataan tersebut, Pak Sudar, Kepala
SDN 171 yang sejak 1987 mengajar di Desa Baru Pelepat, menyatakan, “Hasil dari
lubuk larang ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peserta didik.”

Hamdan, Kepala Desa Baru Pelepat, dalam sambutannya, merasa bangga dan
menyambut baik inisiatif untuk membuat lubuk larang sebagai upaya membantu
pemenuhan keperluan dan kebutuhan sekolah. Sepengetahuan Hamdan yang
telah menjadi kepala desa selama empat tahun, ini baru pertama kali di Pelepat
Ulu, masyarakat bersama para pengajar bergotong-royong membentuk ubuk
larang untuk keperluan sekolah. Hamdan berharap, semoga hal ini dapat menjadi
contoh bagi dusun lain di Baru Pelepat maupun desa lainnya. Lebih jauh Hamdan
mengemukakan rasa bangganya, karena lubuk ini menjadi wujud kepedulian
masyarakat terhadap pendidikan. “Rasa kepedulian ini sangat penting demi kemajuan
dan perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Hamdan.

Usai membaca Surat Yasin, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa, memohon
keselamatan dan kesejahteraan kepada Sang Khalik. Memohon ampun, diberikan
kekuatan dan dijauhkan dari rintangan dalam menjalankan tugas di muka bumi
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ini. Acara pun dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi kecil tentang
mekanisme mengelola lubuk larang ini, kapan rencananya akan dibuka dan
bagaimana pemanfaatan hasilnya.

Membentuk Lubuk Larang

Berakhirnya pembacaan Yasin dan doa menandakan dimulainya pengelolaan Lubuk
Larang Batu Sawan. Pengelolaan lubuk ini diawali dengan musyawarah untuk
mencapai kesepakatan para pihak di desa atau dusun atau kelompok tertentu
dengan melibatkan ninik mamak di desa untuk menutup sebuah lubuk. Pada saat
itu ditentukan lubuk yang akan ditutup dengan pertimbangan bahwa potensi ikan
lubuk itu besar dan lokasinya dekat dengan desa.

Lubuk Larang Batu Sawan bukanlah satu-satunya lubuk di Desa Baru Pelepat.
Berdasarkan identifikasi awal tercatat sekurang-kurangnya 20 buah lubuk larang
di sepanjang hulu Batang Pelepat yang tersebar di lima desa, yaitu Batu Kerbau,
Baru Pelepat, Rantel, Balai Jaya, dan Rantau Keloyang (Tabel 12).

Umumnya lubuk larang ini berada di dekat pemukiman penduduk yang bisa
dimanfaatkan sebagai tepian (tempat mandi dan mencuci) serta dapat diawasi
setiap saat dari gangguan para pihak, baik dari dalam desa maupun luar desa.
Panjang kawasan yang dijadikan lubuk larang ini antara 50-500 m, dengan lebar
20-80 m, tingkat kedalaman sungai di sekitar lubuk tersebut berkisar antara 50
cm sampai enam meter. Bentuknya ada yang lurus memanjang atau berkelok
tergantung kondisi lubuk yang ada di sungai tersebut.

Tabel 12. Penyebaran lubuk larang di hulu Sungai Batang Pelepat

No Desa Jumlah Lubuk Larang Pembentukan (Tahun)
1 | Batu Kerbau 7 1997
2 | Baru Pelepat 6 1997
3 | Rantel 3 2001
4 | Balai Jaya 1 2003
5 | Rantau Keloyang 3 2001
20

Pengelolaan lubuk larang untuk wilayah Desa Rantel, Balai Jaya, dan Rantau
Keloyang baru dilakukan sekitar dua hingga tiga tahun belakangan ini. Sementara,
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pengelolaan lubuk larang dalam waktu lama (sejak 1980-an) telah dilakukan
di Desa Batu Kerbau dan Baru Pelepat. Jumlah lubuk larang di setiap desa juga
beragam, dan pada umumnya disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada pada
desa tersebut.

Keberadaan lubuk larang ini di beberapa tempat ditandai dengan tali, bendera
atau umbul-umbul di sepanjang lubuk yang dijadikan kawasan. Bisa juga dengan
pemberitahuanmelaluiupacara tertentu, baik secararitual adat maupun keagamaan
di kawasan tersebut pada saat penutupan atau pembukaan (pengambilan hasil),
sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan cara
begitu, seluruh masyarakat di desa tersebut sudah mengetahui keberadaan dan
letak lubuk larang tersebut. Akan tetapi, untuk para pendatang yang baru masuk
dan tidak mengetahui adanya kawasan tersebut, bentuk pemberitahuan semacam
itu biasanya tidak efektif. Karena itu, perlu ditambah dengan pemasangan papan
pengumuman yang dipancangkan di sekitar kawasan lubuk larang.

Tujuan penetapan sebuah lubuk larang adalah: pertama, penegasan bahwa lubuk
larang itu dikelola oleh desa atau dusun. Menurut Tafrizal, Kepala Desa Batu
Kerbau, biasanya hasil dari lubuk larang ini akan dijadikan kas desa atau dusun dan
digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik,
seperti masjid, madrasah, rumah sekolah, membiayai rapat-rapat desa, perayaan
kemerdekaan ataupun untuk penyediaan lauk-pauk untuk menyambut tamu-
tamu istimewa seperti pejabat dari kabupaten atau propinsi serta pihak lain yang
datang berkunjung ke desa ini’. Terkadang lokasi lubuk larang dijadikan lokasi
pemancingan dan biasanya dikenai tarif tertentu.

Kedua, lubuk larang dikelola dengan tujuan khusus oleh kelompok tertentu, seperti
Lubuk Larang Batu Sawan yang dikelola untuk keperluan sekolah. Menurut Pak
Sudar, hasil dari lubuk larang tersebut nantinya untuk memenuhi keperluan
sekolah, seperti penyediaan alat ajar, membayar guru honorer, maupun untuk
membantu murid sekolah yang tidak mampu dan tidak memperoleh bantuan
untuk keperluan sekolahnya dari komite sekolah maupun dari pemerintah®. "Ini
wujud kepedulian kami atas pengembangan pendidikan di desa. Kalau hanya
menunggu bantuan dari pemerintah, entah kapan turunnya?” katanya memberi
alasan pentingnya keberadaan lubuk larang ini.

7 Hal ini diberlakukan mengingat letak desa yang cukup jauh dari kota kabupaten serta kondisi jalan yang buruk, sehingga kedatangan tamu-tamu dari
luar desa cukup mendapat perhatian. Dan menjadi kewajiban perangkat desa untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Bagi desa, kehadiran tamu-tamu
dari luar menjadi sumber informasi bagi desa. Khusus bagi tamu-tamu dari pemerintah (baik kabupaten, propinsi maupun nasional) kehadiran mereka
membuktikan bahwa desa mereka diperhatikan, selain itu biasanya kedatangan mereka berkaitan dengan program pembangunan desa. Wawancara
pada 20 Oktober 2005.

8 Wawancara 21 Oktober 2005
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Ketiga, lubuk larang yang dikelola oleh kelompok yasinan ibu-ibu’, seperti di Desa
Baru Pelepat dan Batu Kerbau. Mereka secara khusus mengelola lubuk larang yang
hasilnya akan menjadi kas kelompok dan digunakan untuk keperluan kelompok,
seperti penyediaan pakaian adat dan perlengkapan perkawinan, modal untuk
membuat kerajinan, ataupun sebagai dana untuk upacara atau ritual kelahiran,
sunatan maupun kematian'®.

Aturan dan Sanksi

Suatu lubuk dilarang untuk dipanen dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6-24
bulan. Aturan itu juga menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pengambilan
ikan dibatasi pada alat-alat yang dapat menjamin kelestarian ikan. Ada berbagai
jenis alat yang diperbolehkan, seperti lukah (bubu), jala, pancing dan alat bantu
ilau (anyaman yang terbuat dari daun enau yang digunakan untuk memburu ikan
ke arah lukah). Sanksi akan dikenakan untuk penggunaan racun, putas, setrum,
dan bahan peledak. Agar diketahui khalayak, lubuk ini ditandai dengan rentangan
kawat, dan papan peringatan bertuliskan “Lubuk Larang “, misalnya, ”Di sini lokasi

Lubuk Larang Dusun Pedukuh”.

Bagi siapa sajayang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksisecara adatyang
telah disepakati oleh ninik mamak dan seluruh masyarakat desa. Sanksi biasanya
diberikan secara bertahap dengan besaran denda tergantung kadar kesalahannya.
Orang mencuri ikan di lubuk larang biasanya diberi teguran pertama, oleh kepala
desa atau dusun atau kelompok. Teguran ini diikuti dengan denda adat berupa
"ayam satu ekor, beras satu gantang'!, serta kain putih sebanyak dua kayu”'?.

Pelanggaran lebih berat (misal, ikan yang dicuri dalam jumlah besar) dikenakan
denda adat yang lebih berat lagi. Biasanya berupa “satu ekor kambing, beras 20
gantang, seasam segaram (beserta bumbu masaknya) serta uang Rp 500.000, ditambah
kain dua hingga empat kayu”. Bagi pelanggaran dengan menggunakan alat setrum
atau racun akan langsung dikenakan sanksi adat dengan denda yang berat, tanpa
melalui tahapan pemberian teguran lagi. Jika perlu, langsung diserahkan kepada
pihak yang berwajib.

9 Kelompok yasinan ibu-ibu sesungguhnya berupa pengajian rutin mingguan yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam satu dusun pada hari Jum’at. Biasanya
dilakukan pagi hari hingga menjelang waktu sholat Jum’t. Materi dalam pengajian itu biasanya adalah pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama
maupun pembahasan tentang materi agama. Biasanya seusai pengajian, mereka melanjutkan dengan melaksanakan arisan. Selain arisan, kelompok ini
juga menyediakan peralatan pernikahan (pakaian adat, piring, hiasan, dan lainnya) juga sitem simpan pinjam. Dana kelompok dihimpun, selain dari
iuran anggota juga dari hasil lubuk larangan.

10 Wawancara dengan Ibu Evi Yulianti, ketua PKK Desa Baru Pelepat pada 18 Oktober 2005

11 1 gantang beras setara dengan 2,5 kilogram.

12 1 kayu kain setara dengan 2,5 meter
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Meski begitu, masyarakat tidak melihat
denda adat dan sanksi sosial itu sebagai
alasan mereka tidak mau mengambil
ikan di lubuk larang. Mereka lebih
percaya terhadap adanya potensi
bahaya bagi pelaku pelanggaran.
“Masyarakat di sini masih percaya,
orang yang berani mengambil ikan di
lubuk larang akan sakit dan celaka.
Perut akan terasa mulas jika memakan
ikan hasil curian. Sakit baru berhenti
kalau sudah dibacakan Surat Yasin
sebanyak 40 kali dan meminum air
yang telah didoakan pemuka agama,
selanjutnya dimandikan,” kata Mirul,
seorang tokoh masyarakat.

_.
© Hasantoha Adnan

Tanda batas lubuk larangan

Banyakjugamitos-mitosyang menyertai
kepercayaan atas keangkeran lubuk ini,
di antaranya sejak sebuah lubuk dinyatakan terlarang, ikan-ikan menjadi lebih
banyak dan tak jarang lebih sering berdiam di tempat tersebut. Bahkan pernah
ada seorang penduduk yang mencoba mancing di lubuk yang bersebelahan dengan
lubuk larang, ia melihat ikan-ikan seolah mengejek dan tidak mau memakan
umpannya seraya pergi melenggang ke arah lubuk larang.

Aturan adat ini begitu kuat. Tak heran bila acap kali ikan-ikan dalam satu lubuk
berlebih, melampaui kemampuan lubuk untuk menampungnya. Seperti, Lubuk
Busuk yang juga berada di Desa Baru Pelepat. Nama ini diberikan karena pada satu
saat lubuk tersebut kebanjiran ikan, namun masyarakat tidak berani mengambilnya
karena belum waktunya dibuka. Akhirnya, lubuk itu tak mampu lagi menampung
ikan yang ada dan menyebabkan banyak ikan mati. Bau busuk yang ditimbulkan
pada peristiwa itu membuat lubuk itu dinamai Lubuk Busuk.

Membuka Lubuk Larang

Setelah lebih satu tahun atau jika dianggap hasil ikannya sudah cukup banyak,
para tokoh adat, nintk mamak dan masyarakat kemudian membuat kesepakatan
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untuk membuka lubuk larang®. Pembukaan lubuk larang biasanya dilakukan pada
saat musim kemarau, yaitu saat air sungai surut dan ikan lebih banyak berkumpul

di lubuk.

Ada beberapa cara pembukaan lubuk larang ini, cara yang paling umum dilakukan
secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat desa (dusun, anggota) kelompok.
Pembukaan lubuk dilakukan melalui musyawarah pembentukan panitia, serta
menentukan waktu dan peralatan yang perlu disiapkan. Panitia kemudian akan
menentukan siapa saja yang bertugas mengambil bahan untuk menangkap ikan
seperti rotan, bambu, daun aren, kayu, dan lain-lain. Pengerjaannya dilakukan
secara bergotong-royong, dengan rata-rata pelaksanaan selama dua hari penuh.

Adakalanya pembukaan sebuah lubuk dilakukan secara borongan kepada pihak
lain. Pemborong biasanya anggota masyarakat atau pihak dari luar desa dan tak
jarang pejabat yang tengah berkunjung ke desa. Untuk sistem borongan seperti
ini, biasanya pemborong diberi waktu tertentu, yaitu 2-7 hari sejak lubuk tersebut
dibuka. Tak jarang pemborong menggunakan jasa penduduk setempat dalam
melakukan pemanenan, namun tidak jarang pula sudah mempunyai tim sendiri
yang khusus didatangkan dari luar desa dengan peralatan yang lebih baik jika
dibanding dengan peralatan yang ada di desa.

Peralatan yang digunakan untuk
menangkap ikan ditentukan oleh
kelompok atau desa, dengan
tujuan  tidak  merusak  atau
membunuh  seluruh ikan yang
ada di tempat tersebut. Alat yang
digunakan pada umumnya berupa
peralatan sederhana dan dapat
dibuat sendiri oleh masyarakat
setempat seperti jala, jaring atau
Membuka lubuk larangan adakalanya dihadiri oleh pukat, panah ikan dengan cara

pejabat daerah, seperti saat Wakil Bupati Bungo, menyelam, lukah, atau ilau. Tidak
Bapak H. Abdul Malik HM, SE membuka lubuk diperbolehkan menangkap ikan

larang di Desa Baru Pelepat pada 6-7 Agustus 2005. dengan menggunakan alat setrum,

Kunjungan ini juga untuk melihat berbagai program .

pembangunan yang telah berjalan di desa bahan peledak apalagl dengan cara
meracun atau tuba dengan bahan

dari tanaman atau potasium yang
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13 Namun tak jarang pula sebuah lubuk larang tidak dibuka hingga lebih dari 2-3 tahun. Hal ini bisa terjadi bila dianggap ikan di lubuk masih sedikit,
atau tidak adanya tamu istimewa yang datang, musim penghujan yang pendek, ataupun masyarakat belum membutuhkan dana.
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dapat merusak serta membinasakan seluruh ikan yang ada di lubuk tersebut sampai
ke wilayah lain di sekitarnya. Alat transportasi yang digunakan berupa perahu dan
rakit yang ada di sekitar desa.

Seringkali pembukaan lubuk larang dibarengi dengan kegiatan tertentu, misalnya
dengan menampilkan tari-tarian setempat dan lagu-lagu daerah. Boleh dibilang,
kegiatan ini juga dapat menjadi sebuah pesta atau festival seni yang meriah bagi
penduduk desa.

Sistem Bagi Hasil

Jenis ikan yang lazim diperoleh dari pemanenan sebuah lubuk antara lain adalah
ikan Semah, Barau, Tilan, Baung, Seluang dan jenis lainnya'*. Pembagian hasil
penangkapan ikan tersebut dilakukan melalui dua sistem. Pertama, dijual secara
keseluruhan (borongan) kepada pihak tertentu sehingga desa atau kelompok
hanya mendapatkan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati dan ikan yang
berhasil ditangkap menjadi milik si pembeli. Keuntungan dari sistem ini, desa
atau kelompok tidak perlu lagi bekerja untuk melakukan panen ikan tapi sudah
langsung memperoleh dana tunai. Namun sistem ini juga ada kerugiannya, berupa
kemungkinan ikan yang diperoleh jika dipanen sendiri nilainya akan melebihi
jumlah jika dijual langsung kepada pihak lain tersebut. Selain itu, masyarakat
juga tidak mendapat kesempatan mengambil ikan untuk memenuhi kebutuhan
hariannya. Hal ini tentunya berbeda bila mereka membuka lubuk larang tersebut
secara bersama-sama.

Sementara di pihak pemborong juga akan mempunyai kemungkinan untung
atau malah rugi, jika jumlah ikan yang dapat dipanen banyak maka dia akan
memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ikannya dan jika hasil tangkapannya
sedikit maka dia akan mengalami kerugian. Kisaran harga borongan untuk satu
lubuk larangan di wilayah ini antara 1-5 juta rupiah.

Untuk borongan atau pembelian yang dilakukan oleh pejabat dari kabupaten
atau propinsi serta pengusaha umumnya lebih bernuansa politis untuk menarik
simpati masyarakat di wilayah tersebut, atau dijadikan sebagai ajang untuk
mengumpulkan masyarakat guna mensosialisasikan program yang diembannya.
Yang lebih sering lagi, dimaksudkan sebagai sarana hiburan bagi pejabat atau

14 Beberapa jenis ikan yang di kenal didaerah ini seperti ikan semah (Labeobarbus douronensis atau Tordourounensis), barau (Hampala macrolepidota),
baung (Mystus spp.), lele (Clarias batrachus), tilan (Mastacembalus sp. atau Macrog hus sp.), seluang (Rasbora spp.), balung, bajubang, mentili, malis,
semancung, kelari, tampang durian, buntal (Tetraodon sp.), inggi, belut (Monopterus albus), dalun, udang, bujuk atau gabus (Channa striatus), lidi, galah,
jua, lampam (Puntius gonionotus), sangkak/kepiting (Scylla serrata), salak, silokok, salimang (Crossochilus oblongus)
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pengusaha tersebut bersama keluarganya untuk melepaskan kejenuhan hidup di
kota selama ini. Terkadang panen yang dilakukan hanya dilakukan sekedarnya
saja, ikan yang dipanen tidak perlu diambil sebanyak mungkin tapi cukup hanya
untuk disantap bersama-sama di tempat tersebut dan ditambah sedikit oleh-oleh
untuk dibawa pulang ke rumah. Pemanenannya juga lebih banyak melibatkan
anggota masyarakat yang bersedia membantu dengan sistem upah uang atau bagi
hasil. Dengan sistem ini, umumnya jumlah ikan hasil tangkapan lebih sedikit
jika dibandingkan dengan penjualan kepada pihak lain yang benar-benar ingin
memperoleh keuntungan dari hasil panen. Sehingga jumlah ikan yang masih
tersisa di tersebut juga masih banyak untuk dilakukan pemanenan di masa yang
akan datang.

Kedua, pemanenan dilakukan secara serentak bersama-sama pada waktu yang
telah disepakati. Seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan
ini dengan mengikuti aturan yang dibuat, seperti alat yang diperbolehkan untuk
digunakan, batasan waktu pemanenan serta persentase hasil yang dibagikan.
Biasanya kegiatan ini dikoordinasikan oleh panitia yang ditunjuk sebelumnya.
Adapun bentuk pembagian hasilnya berbeda-beda untuk setiap wilayah. Secara
umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagi empat, maksudnya tiga bagian hasil ikan yang di peroleh, dijual untuk kas
desa atau kelompok dan satu bagian untuk masyarakat yang menangkapnya
2. Adajuga yang menerapkan berdasarkan alat tangkapnya, seperti:
a.  Bila menggunakan jala, pukat atau jaring, hasilnya dibagi tiga, dua bagian
untuk kas desa atau kelompok dan sisanya untuk penangkap ikan.
b. Menggunakan panah atau alat tembak!®, pembagian hasilnya dibagi dua,
yaitu satu bagian untuk kas desa atau kelompok dan sisanya untuk si
penembak.

Saat membuka lubuk larang ini, selain untuk memperoleh hasil berupa ikan yang
akan dijual untuk mencari dana bagi pembangunan desa (dusun, kelompok),
kegiatan ini juga dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat setempat ataupun pihak
lain yang memang sengaja diundang. Serta bagian dari upaya lebih mengeratkan
silaturahmi diantara mereka setelah sekian lama tidak bertemu karena kesibukan
masing-masing.

15 Alat yang sering digunakan di desa adalah senapan tembak, yaitu alat yang cara kerjanya seperti senapan dengan besi panah, namun dibuat sedemikian
rupa menyerupai pistol. Ada karet pengait yang berfungsi sebagai pelontar busur dan mata tembaknya, yaitu batangan besi kecil yang ujungnya
diruncingkan. Alat ini dipergunakan sambil menyelam di dalam lubuk. Bila kegiatannya dilakukan malam hari, diperlukan lampu senter sebagai alat
penerangannya.
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Pengawasan

Karena lubuk larang dibentuk berdasarkan keinginan bersama dan juga
kepemilikannya bersama serta pengerjaannya dilakukan secara bergotong-royong
baik laki-laki maupun perempuan, maka pengawasannya juga dilakukan oleh
semua warga. Tidak ada orang khusus untuk menjaganya, namun semua orang
dapat bertindak sebagai pengawas dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi
kepada pemerintah desa (dusun) atau kelompok pengelolanya.

Di tempat tertentu sudah ada kelompok pengelola khusus untuk lubuk larang
ini. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan lebih aktif dibandingkan
anggota masyarakat biasa. Pengawas juga akan menjadi pihak yang sangat
berkepentingan untuk menjalankan sanksi jika terjadi pelanggaran, bahkan
sampai kepada proses pengaduan kepada pihak yang berwajib jika dibutuhkan.

Pengawasan lubuk larang juga dikaitkan dengan hal-hal magis dari kegiatan
spiritual yang mereka lakukan saat membentuk atau menutup lubuk larang ini.
Ada keyakinan, pembacaan Surat Yasin sebanyak 40 kali, tahlil dan doa akan
membuat takut orang yang akan melanggar karena akan memperoleh petaka
dalam hidupnya, baik secara materi maupun dalam bentuk lainnya.

Pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap pihak yang bermaksud mencuri
ikan dari lubuk tersebut, tetapi juga dilakukan pada saat pelaksanaan pemanenan
ikan. Hal ini berkaitan dengan peralatan yang akan dipakai untuk penangkapan
agar tidak merusak dan membinasakan seluruh sumberdaya ikan yang ada
di dalamnya. Ini sebagai proses seleksi terhadap ikan yang akan diambil tanpa
mengganggu perkembangbiakan ikan di tempat tersebut. Selanjutnya, kelompok
ini juga mengawasi waktu yang diberikan untuk pemanenan agar tidak melewati
batas yang sudah ditentukan. Pada umumnya, waktu pemanenan dibatasi selama
24 jam. Setelah itu, lubuk akan ditutup kembali.

Dampak Keberadaan Lubuk Larang

Keberadaan lubuk larang di sepanjang Sungai Batang Pelepat memberikan dampak
beragam bagi masyarakat di sekitarnya. Secara sosial, hasil dari pengelolaan lubuk
larang dapat dipergunakan untuk:

*  Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu
seperti anak yatim piatu dan orang lanjut usia yang dalam hal ini berkaitan
dengan penyediaan dana
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Mempererat tali silaturahmi, baik antara masyarakat dalam desa (dusun) itu
sendiri atau dengan pihak luar yang diundang terlibat dalam kegiatan ini
Melatih kedisiplinan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah
disepakati guna menjaga sumberdaya alam yang ada di wilayahnya

Sarana hiburan

Sarana untuk berkumpul dan bertukar pendapat tentang pembangunan
desa

Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang

Kotak 1. Lubuk Larang di Daerah Lain

Tujuan pengelolaan lubuk larang di daerah lain hampir sama. Di Kecamatan Rantau
Pandan, Kabupaten Bungo juga banyak ditemui lubuk larang. Sedikit perbedaannya,
dalam hal pemungutan hasil. Mereka juga panen pada musim kemarau. Panen selalu
dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat secara bersama-sama, yang disebut
dengan istilah bekaroang.

Hasil tangkapan dari setiap orang akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibagi
berdasarkan persentase yang sudah ditetapkan untuk si penangkap dan untuk desa.
Khusus untuk tokoh adat akan diberi keistimewaan, dengan pembagian hasil yang
lebih banyak dan lebih baik dari segi kualitas atau jenis ikan yang akan diterimanya.

Di daerah Tabir (Muara Kibul), Kabupaten Merangin banyak dikembangkan lubuk
larang dengan tujuan sebagai sarana hiburan memancing, terutama bagi orang luar
desa yang diundang dan berminat dengan kegiatan tersebut. Sistem pemungutan
hasil yang dilakukan dengan memungut bayaran dalam jumlah tertentu untuk waktu
yang sudah ditetapkan.

Hal serupa juga dapat ditemui di Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, Kabupaten
Sarolangun, Propinsi Jambi; dan wilayah sekitar Kabupaten Mandailing Natal,
Propinsi Sumatera Utara. Kesemuanya mempunyai kesamaan tujuan pembentukan
lubuk larang, yaitu penegakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam
di wilayahnya. Namun, apa pun tujuan antaranya, pengelolaan lubuk larang selalu
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Gambaran di atas menunjukkan di daerah lain juga sudah ada pengembangan
lubuk larang, hanya sistem pengelolaannya kadang agak berbeda dengan yang
ada di sekitar kawasan Batang Pelepat. Secara umum inisiatif ini sudah ada sejak
dahulu di daerah-daerah sekitar hulu DAS Batanghari yang masuk dalam kawasan
penyangga TNKS. Inisiatif ini merupakan kearifan lokal yang masih ada dan bertahan
sampai saat ini. Tampaknya, semua pihak perlu mempertahankannya, bahkan lebih
mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada masa yang
akan datang diharapkan muncul semakin banyak inisiatif seperti itu, yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Sedangkan secara ekonomi, keberadaan lubuk larang bermanfaat untuk:

*  Menambah sumber ekonomi masyarakat

*  Menambah perbendaharaan kelompok (desa, dusun), seperti perkakas dapur
dan barang pecah belah untuk kegiatan masak-memasak secara bersama.

*  Menambah biaya pembangunan mesjid dan bangunan umum lainnya

*  Dana cadangan jika ada kebutuhan mendadak di masyarakat

Selain itu juga penting melihat keberadaan lubuk larang yang memberi dampak
pada lingkungan, yaitu:

*  Melindungi ikan dari kepunahan dan sebagai sarana pembibitan ikan
*  Mencegah kerusakan dan pengambilan ikan secara liar
*  Mencegah pencemaran sungai

MENGATUR DIRI SENDIRI MELALUI
LUBUK LARANG

Cerita di atas menegaskan bahwa lubuk larang merupakan tradisi masyarakat
di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai
ekonomi, lubuk larang juga menyimpan kearifan lokal. Setidaknya terdapat dua
nilai penting yang terkait dengannya. Pertama, kemampuan komunitas setempat
untuk mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai): semula
dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (open
access) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (communally owned
resources). Dengan perubahan konsep tersebut, maka kecenderungan eksploitasi
berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berkurang, sehingga gejala ‘tragedi
milik bersama’ (tragedy of the common) dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat
akses terbuka tidak terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya
yang ada di sungai.

Kedua, dengan mengelola lubuk larang masyarakat desa mampu menanam
dan mengembangkan investasi modal sosial (social capital) dalam pengelolaan
sumberdaya ‘milik bersama’. Kemampuan masyarakat dalam menanam dan
mengembangkan modal sosial, sesungguhnya sudah ada sejak lama. Namun,
pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik, hegemonik dan otoritarian,
telah mengabaikan dan bahkan mematikan potensi-potensi modal sosial yang
tumbuh dari bawah (grass roots). Masyarakat desa di sepanjang Batang Pelepat
sampai batas-batas tertentu mampu menyiasati kondisi yang tidak sehat itu.
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Tampak dari tetap kukuhnya mereka membangun sistem pengelolaan lubuk larang
yang relatif terbebas dari ‘campur tangan penguasa’.

Hasilnya cukup mengagetkan. Setiap tahun pemerintah menyalurkan dana
pembangunan desa (Bangdes) ke desa-desa melalui jalur formal, dan hasilnya
sama sekali tidak efektif. Sementara itu, pengelolaan lubuk larang yang dibangun
dengan mengandalkan modal sosial (bukan modal material atau finansial) mampu
menghasilkan banyak manfaat di desa, seperti berdirinya gedung madrasah dan
mesjid, tersedianya gaji untuk guru SD dan perangkat desa, serta banyak lagi
contoh lainnya. Ketika dana Bangdes dan dana-dana pembangunan lainnya masuk
ke desa, sering terjadi sikut-sikutan antar elit desa (bahkan konflik terbuka).
Sementara, dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil lubuk larang hal itu
tidak ditemukan.

Diperkuat dengan pendapat Eleanor Ostrom (dalam Mulyana et al., 2005), agar
‘sumberdaya terbuka’ dan ‘penumpang gelap’ dapat dicegah dan sumberdaya dapat
dikelola secara berkelanjutan, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam
tata kelola bersama. Prasyarat tersebut antara lain: (1) sumberdaya alam dan
komunitas pengelolanya diketahui dengan jelas, (2) komunitas dapat mencegah
pemanfaatan yang berlebihan oleh ‘pihak yang tidak berhak’, (3) ada aturan
pengelolaan sumber daya alam yang terarah pada keberlanjutan, (4) adanya
kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat dan demokratis, (5) unit pengelolaan
yang memadai, (6) unit pengelolaan yang lebih kecil yang merupakan bagian dari
unit pengelolaan yang lebih besar; (7) adanya mekanisme penyelesaian sengketa
antar anggotanya.

Lubuk larang memenuhi prasyarat di atas. Sungai sebagai sumberdaya alam
yang dikelola dan masyarakat desa sepanjang Batang Pelepat sebagai komunitas
pengelolanya. Masyarakat di wilayah ini sudah terbukti mampu mencegah
pelanggaran terhadap aturan yang mereka buat, dalam hal ini terhadap aksi
pencurian ikan oleh siapapun sebelum waktunya tiba. Diperkuat lagi dengan sudah
adanya aturan pengelolaan lubuk larang yang diangkat dari norma—norma adat
setempat yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Harapannya terus begitu
sampai masa yang akan datang, sebagai upaya keberlanjutan pengelolaannya.
Secara kelembagaan, umumnya masyarakat di wilayah ini mempunyai kebersamaan
yang kuat untuk melakukan pengelolaan lubuk larang, terutama dalam hal
pengawasan. Mekanisme penyelesaian sengketa antar anggotanya sudah diatur
berdasarkan norma-norma adat yang ada. Walaupun pada umumnya tidak tertulis,
namun diketahui oleh seluruh masyarakatnya dan dipatuhi. Bentuk penyelesaian
sengketa terakhir bila sudah tidak dapat diselesaikan pada tingkatan desa, dengan
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menyerahkannya kepada hukum formal yang dalam hal ini melibatkan pihak
penegak hukum.

Pengelolaan lubuk larang pada dasarnya menunjukkan sikap masyarakat yang
mampu mengurus dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi
permasalahan secara bersama. Sikap inilah yang sesungguhnya menjadi dasar bagi
otonomi desa. Dengan hal ini mereka mampu menanam dan mengembangkan
investasi modal sosial dalam sistem pengelolaan lubuk larang.

Dalam Lubis (1999) diuraikan bahwa Coleman (1988) mengartikan modal sosial
sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka
menciptakan nilai-nilai baru. Bagi Ostrom (1999) dalam mengkaji proyek-proyek
pembangunan di dunia ketiga, modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan
suatu proyek pembangunan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa eksistensi modal
sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut pranata yang menjadi
acuan dalam bertindak. Pranata (institution) adalah seperangkat aturan yang
berlaku serta digunakan dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak.

Putnam (1993) dalam Lubis (2005) menyatakan, bahwa komponen modal sosial
terdiri dari kepercayaan (trust), aturan-aturan (norms) dan jaringan-jaringan kerja
(networks) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui
fasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Lebih lanjut Putnam mengatakan
bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah
mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal
balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua
kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial yang tercipta dari dinamika
budaya masing-masing. Modal sosial sangat penting dalam proses pembangunan,
karena mendorong masyarakat untuk mampu berpartisipasi dan menciptakan
nilai dan aturan baru. Aspek-aspek kunci dari modal sosial itu adalah :

*  kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma (crafting
nstitutions);

*  kemampuan mengembangkan partisipasi yang setara dan adil (equal
participation); dan

*  kemampuan mengembangkan sikap saling percaya di antara warga suatu
kelompok sosial (trust).

Ketika suatu komunitas desa hendak menetapkan bahwa sebagian aliran sungai
yang melintasi wilayah desa mereka akan dijadikan lubuk larang, maka proses
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pengambilan keputusan yang dilalui hendaknya demokratis. Semua warga desa
berhak menyampaikan aspirasi, gagasan dan pandangannya, baik melalui forum
informal (seperti pembahasan di warung-warung kopi) maupun forum formal
(musyawarah desa), sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara
partisipatif. Pelibatan partisipasi dari bawah ini juga berlaku untuk tahapan-tahapan
berikutnya, yakni pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan hasil,
sehingga warga masyarakat merasa menemukan keadilan di dalam pengelolaan
lubuk larang.

Agar proses itu berjalan dengan ajeg dan keadilan tetap terpelihara, maka
komunitas desa yang sudah menetapkan lubuk larang kemudian merajut institusi,
norma-norma dan aturan-aturan yang menjadi acuan perilaku kolektif warga desa,
bahkan berlaku bagi siapapun yang berinteraksi dengan lubuk larang tersebut. Ada
sejumlah sanksi (denda, sanksi sosial, sanksi magis dan sanksi religius, sampai batas-
batas tertentu bisa berupa sanksi hukum negara) yang ditetapkan, disosialisasikan,
dan ditegakkan untuk menjamin pengelolaan lubuk larang berjalan di atas rel yang
sudah disepakati bersama.

PENUTUP DAN TAWARAN KE DEPAN

Masyarakat berharap untuk bisa mengembangkan lebih banyak lubuk larang di
wilayahnya untuk memenubhi tujuan khusus, seperti untuk guru dan sekolah, dan
kebutuhan kelompok-kelompok lain yang ada di desa. Lubuk larang yang berfungsi
sebagai tempat pemijahan ikan tidak akan dibuka atau diambil ikannya selama-
lamanya.

Pada masa yang akan datang, intensitas pelanggaran boleh jadi akan meningkat.
Pelanggaran bukan hanya datang dari dalam desa, namun tidak menutup
kemungkinan dari pihak luar dengan alasan ketidaktahuan mereka atau memang
ada unsur kesengajaan. Karenanya, perlu dipikirkan untuk lebih memperkuat
aturan lubuk larang tersebut bukan hanya sebatas aturan adat yang umumnya tidak
tertulis. Aturan itu bisa ditingkatkan menjadi aturan tertulis, seperti peraturan
desa atau surat keputusan kepala desa. Isinya tetap bersumber dari aturan adat,
namun mempunyai kekuatan formal yang lebih kuat untuk mengikat semua orang
di wilayah tersebut mematuhinya.

Tawaran lainnya adalah dengan membangun jaringan antarkelompok atau
desa yang memiliki lubuk larang. Dengan demikian, kebersamaan antar desa
semakin kuat dalam melindungi dan menjaga sumberdaya alam, khususnya lubuk
larang, terutama dari gangguan atau pelanggaran yang datang dari luar, seperti
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kekhawatiran di atas. Harapannya, jaringan ini akan dapat dimanfaatkan secara
maksimal oleh semua pihak untuk pengelolaan lubuk larang yang ada di wilayah
mereka secara bersama dan berkelanjutan.

Berikutnya, dengan membentuk ‘kebijakan payung’ di tingkat kabupaten dalam
bentuk peraturan daerah ataupun keputusan bupati dengan menjadikan lubuk
larang sebagai salah satu bentuk pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten
Bungo'®.

Semua tawaran itu bermuara pada harapan peningkatan kesejahteraan
rakyat melalui keberadaan lubuk larang. Ini adalah harapan masyarakat, yang
dikumandangkan dalam doa-doa tatkala Yasinan dalam rangka penutupan lubuk.
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© Effi Permata Sari

Perempuan kini terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa

"Kalau sikap masyarakat masih terus-menerus seperti ini, saya yakin desa ini tidak
akan berkembang. Tidak ada yang hasil bumi yang dihasilkan di desa sehingga
pemerintah menilai lebih baik mengembangkan pembangunan di desa lain,” kata
Malek, Sekretaris Desa Baru Pelepat menanggapi perilaku masyarakat desa dalam
menangani sumberdaya hutan.

Kayu pernah menjadi primadona, karena kayu mudah didapat dan dijual. Karena
itu, kayu dikenal sebagai ‘emas hijau’. Kegiatan pembalakan kayu menyerap banyak
tenaga kerja. Selain itu, kegiatan ini juga cepat menghasilkan uang tunai. Karena
itu, masyarakat pernah amat terlena menggelutinya.

Eksploitasi besar-besaran telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. “Dusun
tenggelam, cuma karena hujan yang datang semalam saja. Ini sering terjadi...,” ujar
Mirul, seorang warga Desa Baru Pelepat. “...lebih baik dusun dipindahkan saja ke
tempat yang lebih tinggi,” katanya. Memang, dusun sudah dua kali dipindahkan
akibatbanjirbandang. Banyak kerugian yang diderita sepertihancurnyalahan usaha
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tani, ternak hanyut, dan rumah hancur. Jembatan gantung yang menghubungkan
dua dusun pun rusak berat.

Pembalakan kayu tanpa usaha penanaman kembali dan perawatan yang memadai,
membuat kayu semakin susah didapat. Ekonomi masyarakat semakin terancam.
Sementara itu, karena terlena dengan kayu, ladang ditinggalkan. Padahal mereka
hanya mengetahui cara bercocok tanam secara tradisional dan pembalakan kayu.
Mereka tidak siap untuk mencari sumber mata-pencaharian alternatif setelah

kayu habis.

Kini masyarakat semakin terhimpit. Kebun karet sudah dibabat habis untuk areal
transmigrasi. Kayu semakin susah dicari, karena itu pendapatan pun tidak sesuai
lagi dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah yang melarang
penebangan kayu dan peredarannya (Inpres No. 4/2005) semakin memperburuk
keadaan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Tulisan ini mencoba menceritakan pengalaman masyarakat Desa Baru Pelepat
mengelola hutan dengan dampingan tim ACM. Tim ACM sudah melakukan
dampingan selama lima tahun. Usaha yang dilakukannya adalah merubah pola
pikir masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Selain mendorong
proses kolaborasi masyarakat dengan pihak-pihak luar, tim juga melakukan
proses penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, penguatan
kelembagaan lokal, dan pemberdayaan ekonomi. Secara perlahan tim ACM
meninggalkan desa, dan desa diharapkan sudah bisa mengelola dirinya secara
mandiri.

DESA BARU PELEPAT

Desa ini terbelah Sungai Pelepat. Permukiman penduduk terletak di sebelah
selatan. Empat dusunnya terletak di sepanjang aliran sungai. Sebelum datangnya
transmigrasi, Sungai Pelepat menjadi transportasi utama.

Desa ini termasuk dalam Kecamatan Pelepat. Sebelah utara berbatasan dengan
Desa Sungai Beringin, sebelah timur dengan Desa Rantel, sebelah barat dengan
Desa Batu Kerbau dan sebelah selatan dengan Kabupaten Merangin. Jarak dari
Ibukota Kabupaten, Muara Bungo, adalah 64 km. Dibutuhkan waktu 2-5 jam
untuk sampai ke Muara Bungo, tergantung cuaca, karena banyak tanjakan yang
tinggi dan jalan yang liat berlumpur. Topografi desa berbukit-bukit.
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Desa ini merupakan gabungan dari dua desa sebagai dampak diberlakukannya
UU No. 5/1979. Penggabungan kedua desa ini, yaitu Baru Tuo dan Pedukuh
(selanjutnya disebut dusun), disebabkan jumlah penduduk yang sedikit. Untuk
menambah jumlah penduduk, desa kemudian membuat permohonan untuk
penambahan penduduk melalui program transmigrasi. Daerah permukiman
transmigrasi ini kemudian menjadi dusun baru, yaitu Lubuk Pekan dan Lubuk
Beringin. Jumlah penduduk yang terdata sebanyak 594 jiwa (144 KK) dan
mayoritas penduduk beragama Islam.

Mata pencaharian masyarakat secara turun temurun adalah bercocok-tanam.
Usaha tani yang dijalankan selama ini adalah ladang berpindah. Dari sisi ekologis,
pola perladangan berpindah itu menguntungkan karena bisa mengistirahatkan
lahan pada periode tertentu, kemudian digarap kembali tatkala kesuburan
tanahnya telah pulih. Dari sisi ekonomis, pembukaan ladang ini menjadi argumen
perubahan status kepemilikan lahan. Hutan yang telah dibuka menjadi ladang
telah berubah statusnya dari milik umum menjadi milik pribadi. Dalam suatu
diskusi, Susilawati penduduk setempat, mengutarakan, “kami melakukan ladang
berpindah sebagai ajang mencari tanah yang dekat ke permukiman agar tidak habis
dikuasai orang lain.”

Masyarakat desa ini masih memegang teguh adat. Masalah sosial, keagamaan, dan
pertanian masih diatur dalam adat. Ada seloka adat yang mengatur pertanian:
"Sompak, kompak, setumpak”, yang artinya dalam bercocok tanam harus serempak,
kompak dan satu hamparan. Aturan ini berguna untuk memudahkan pengawasan
terhadap serangan hama serta meminimalkan kegagalan panen.

Sebagian besar masyarakat menempuh pendidikan dasar, namun tidak jarang yang
masih buta huruf. Kelompok buta huruf ini terutama ditemukan pada kelompok
umur 40 tahun ke atas, dan proporsi terbesar terdiri atas perempuan. Ada dua
buah bangunan SD dan dua buah madrasah ibtidaiyah (setara SD) yang terletak
di Dusun Baru Tuo dan Dusun Pedukuh. Pada 2004 sudah berdiri SMP Negeri 10
Pelepat. Pada 2005 sebanyak 44 orang anak melanjutkan sekolah di SLTF, 2 orang
di SLTA, dan seorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Terdapat sebuah bangunan Puskesmas Pembantu. Tenaga medis yang ditempatkan
adalah seorang perawat. Untuk pengobatan, biasanya masyarakat menggunakan
jasa dukun. Bila dukun sudah tidak sanggup lagi barulah tenaga medis dipanggil;
dan kebanyakan sudah dalam keadaan terlambat.
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DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT

Transmigrasi

Pembukaan areal transmigrasi pada 1997 telah menghancurkan kebun karet
masyarakat. Sebab prasarana permukiman itu dibangun dengan cara mengkonversi
areal kebun karet masyarakat. Akibatnya, masyarakat putar haluan masuk hutan,
mencari sumber mata-pencaharian baru. Menebang kayu pun menjadi kegiatan
sehari-hari masyarakat.

Program transmigrasi ini sedianya diperuntukkan bagi warga desa tetangga (Desa
Sungai Beringin dan Rantau Keloyang) yang tergusur kegiatan tambang batubara.
Selain itu untuk menampung para perambah hutan agar tidak lagi merambah
hutan. Karena terjadi konflik lahan dengan masyarakat, maka setiap penduduk
asli yang telah menyerahkan lahannya untuk transmigrasi, diberi jatah satu kapling
areal transmigrasi.

Untuk tahun pertama, transmigran diberi bantuan berupa sembilan bahan pokok
serta biaya untuk membersihkan ladang, alat-alat pertanian, ternak, pupuk dan
obat-obatan. Maksud dari bantuan tersebut agar warga membuat kebun dan
berusaha tani. Ternyata bantuan itu justru membuat mereka menjadi manja
dan semakin merusak hutan. Bantuan yang datang tetap diambil tetapi tidak
dipergunakan dengan baik. Mereka tidak segera menerapkan pola usaha tani
menetap. Usaha tani butuh waktu panjang, agaknya menjadi alasan mereka. Mulai
tanam sampai panen memerlukan waktu yang panjang. Kebun karet, misalnya,
baru bisa berproduksi lima tahun setelah tanam.

Dalam sebuah diskusi, Suraji, Kepala Unit Permukiman Transmigrasi (KUPT)
menyatakan bahwa UPT Baru Pelepat adalah program transmigrasi yang gagal
di Kabupaten Bungo. Ini disebabkan sikap masyarakat yang manja dan terlena
dengan pembalakan kayu. Masyarakat tidak menyadari kalau kayu akan habis.
Dan menurut beliau masyarakat hanya akan berubah sikap bila kayu sudah tidak
ada lagi.

Pembalakan Kayu

Masyarakat memilih membalak kayu daripada menjalankan usaha tani. Banyak
dijumpai bibit karet dan buah-buahan, yang merupakan kelengkapan program
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transmigrasi, dibiarkan terbengkalai dan tumbuh di dekat sumur. Ternak pun
tidak dipelihara dengan baik, sehingga menjadi hama bagi kebun masyarakat.

Pembalakan kayu yang tiada henti, mengakibatkan kayu makin susah dicari. Kini
hasil kayu tidak sesuai dengan biaya produksinya. ”"Bulan kemarin saya benar-benar
rugi. Satu bulan di hutan mengambil kayu, dihitung-hitung hanya terima pendapatan
bersih Rp 5.000 saja. Tidak sesuai dengan jerih dan peluh yang dikeluarkan,” kata
Ayon, seorang warga. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abenhur: “Tempat
mencari kayu sudah sangat jauh dari dusun, dan itu hanya sekedar mengisi waktu luang
daripada tidak bekerja sama sekali (nganggur).”

Dalam jangka panjang, pembalakan kayu ternyata tidak membuat masyarakat
sejahtera. Mereka cenderung menjadi lebih konsumtif. Ketika banyak uang mereka
berhura-hura. Terkadang sampai melupakan anak istri di rumah.

Kegiatan pembalakan kayu ini harus ditebus mahal oleh masyarakat. Mereka
melupakan ladangnya. Ladang yang sudah dibuka tidak lagi terawat, walaupun
sudah dibantu oleh kaum perempuan. Letak ladang yang jauh dari permukiman
dan cenderung mendekati hutan, membuat perempuan takut bila sendirian di
ladang.

Ada beberapa warga yang membuat kebun. Namun karena lokasinya yang
berpencar, hasilnya tidak begitu baik. Lahan yang kurang terawat menjadi sarang
hama, yang malah menghancurkan kebun.

Kembali ke Ladang

Kayu sudah habis. Pada saat yang sama keluar Inpres No. 4/2005 yang melarang
penebangan kayu dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Itu
semakin memukul ekonomi masyarakat. Kini kayu hasil pembalakan tidak bisa
dijual. Ita seorang warga menyatakan: “Bencana telah datang, kiamat sudah tiba.
Bila kondisi ini terus berlangsung, maka kami akan mati kelaparan.”

Di tengah kepanikannya, masyarakat berpikir harus ada mata-pencaharian
pengganti yang bisa menopang kehidupan keluarga. Usaha pertama yang mulai
mereka lakukan adalah kembali ke ladang masing-masing. Mereka tidak punya
keahlian lain selain bercocok-tanam. Ladang yang semula terlantar mulai
diperhatikan dan dirawat kembali. Laki-laki dan perempuan aktif bekerja di
ladang.
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Awalnya masyarakat menanam padi sawah. Beras memang dibutuhkan, seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun sawah hanya bisa dikembangkan
pada lahan tertentu saja, yaitu rawa-rawa atau tanah datar yang masih bisa
diairi. Inilah salah satu penyebab kenapa sawah tidak dikembangkan masyarakat.
Perluasan sawah hanya mungkin dilakukan dengan cara membeli sawah dari orang
lain. Tapi itu tidak membuat luas agregat sawah meningkat.

Kemudian masyarakat membuka hutan untuk dijadikan ladang. Mereka menanam
padi dan karet. Menurut mereka, berladang itu lebih menguntungkan, sebab:
Pertama, selain menanam padi, masyarakat bisa menanam sayuran hal yang tidak
bisa dilakukan pada lahan sawah. Kedua, hutan yang telah dibuka akan menjadi
ladang milik pribadi. Karena itu, masyarakat berlomba-lomba untuk membuka
lahan untuk membangun ladang; dan ladang pun semakin meluas setiap tahun.

Pola berladang yang diterapkan masyarakat adalah ladang berpindah. Ladang
berpindah dilakukan karena mereka tidak mengenal pemupukan tanah. Untuk
itu setelah satu periode tanam mereka langsung membuka lahan baru. Tingkat
kesuburan tanah garapan relatif rendah, sehingga memerlukan tambahan waktu
untuk mengembalikan kesuburannya. Namun, pemupukan tanah tidak mampu
dilakukan karena butuh biaya yang besar (Barber et al., 1997).

Pembagian Peran

Adat mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam usaha
tani, mulai dari penyiapan lahan (nebas, numbang dan bakar) sampai penanaman,
perawatan dan panen. Nebas adalah membersihkan lahan dari semak belukar
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Numbang atau memotong pohon
dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Ketika
membakar ada pembagian tugas, laki-laki membakar lahan sementara itu
perempuan menyiapkan bubur untuk disantap bersama-sama setelah membakar
ladang.

Menurut adat, perempuan sangat bertanggung-jawab untuk merawat ladang.
Namun kini, laki-laki banyak turun ke ladang, membuat ladang menjadi tanggung
jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Mereka bahu-membahu mereka
merawat ladang.

Ladang ditanami padi dan karet. Padi ditanam dengan cara ditugal, dan benih
ditaburkan ke dalam lubang-tugalan. Jumlah penabur benih lazimnya lebih
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banyak, karena itu kegiatan menugal harus dilakukan dengan amat cepat. Karena
itu, penugal itu lebih banyak dilakukan laki-laki.

Usaha Lain

Masyarakat hanya tahu soal menanam karet dengan menggunakan bibit cabutan
yang berbiaya murah. Namun untuk sampai pada masa panen dibutuhkan waktu
tunggu selama tujuh sampai delapan tahun. Sementara itu kondisi ekonomi kian
menghimpit. Itu telah memaksa masyarakat untuk menemukan kegiatan ekonomi
alternatif.

Pemerintah desa mulai berusaha mencari alternatif kegiatan ekonomi yang
bisa dikembangkan di desa. Mereka datangi instansi pemerintah dan juga
mengembangkan hubungan dengan LSM lokal dan lembaga penelitian. Kemudian
bermunculan program-program pengembangan ekonomi seperti pengembangan
jagung dan padi gogo dari Dinas Pertanian Bungo; pengembangan manau dan
bantuan usaha produktif (BUP) dari Dishutbun Bungo; CFC dari ICRAF Bungo;

dan pelatihan mebel bambu oleh Disnakertrans Bungo.

Masyarakat menanggapi program itu secara serius, karena program tersebut dinilai
dapat membantu perekonomian mereka. Mereka bermusyawarah agar bantuan
tersebut terbagi merata kepada masyarakat. Mereka susun aturan main. Bantuan
program ditetapkan disalurkan kepada kelompok, dan bukan kepada perseorangan.
Perencanaan, implementasi, dan monitoring disusun bersama.

PENINGKATAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA

Menurut Kristianto (2003), ekonomi rumah tangga itu terdiri dari tiga komponen:
Pertama, sumberdaya manusia, fisik dan keuangan rumah tangga. Kedua, kegiatan
produksi, konsumsi dan investasi rumah tangga. Dan ketiga adalah hasil aliran
kegiatan dan sumberdaya. Dengan demikian, peningkatan mutu sumberdaya
manusia akan sangat mendorong usaha-usaha perbaikan ekonomi keluarga.

Anak-anak Harus Sekolah

Masyarakat mulai menyadari perlunya peningkatan sumberdayamanusia. Orangtua
berperan besar untuk mendorong putera-puterinya agar bisa bersekolah. Mereka
menyadari bahwa sekolah itu penting. Pengalaman mereka menyatakan, orang
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yang tidak bisa membaca dan menulis amat mudah dibodohi orang-orang pintar.
Keadaan seperti itu tidak boleh dialami lagi oleh para putera-puteri mereka.

Awalnya, di desa hanya tersedia fasilitas pendidikan tingkat SD. Untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus dilakukan ke luar daerah. Itu amat mahal
dan menyusahkan. Berkat perjuangan masyarakat, 2004 telah dibangun SMP.
Masyarakat antusias menyekolahkan anaknya. “Tidak ada perbedaan anak laki-laki
dan perempuan untuk bersekolah, yang penting dia mau sekolah. Cukuplah kami (orang
tua) saja yang bodoh. Dan biarlah kami banting tulang asal anak-anak menjadi pintar,”
ujar Ibu Bani dalam perjalanan ke ladang sambil membawa ambung (keranjang
rotan yang talinya ditumpukan di kepala). Kemajuan yang sangat berarti disini
adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk bersekolah. Laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah, hanya bergantung
pada keinginan dan kemauan anak untuk sekolah. Sekarang sudah ada seorang
warga yang berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dan ia seorang
perempuan.

Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sangat mendukung produktivitas. Tubuh yang sakit membuat
produktivitas tidak optimal. Kita tidak bisa ke ladang atau usaha yang lain
kalau tubuh sakit atau ada anggota keluarga yang sakit. Kesehatan yang optimal
mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Profesor Anita Ghulam Ali
seorang direktur pelaksana Yayasan Pendidikan Sindh, Pakistan dalam suatu
wawancara menyatakan: "Ekonomi dan perkembangan suatu negara tergantung pada
kesehatan yang baik. Kesehatan dan pendidikan harus selaras. Karena semakin dalam
kita masuk ke masyarakat, semakin dijumpai masalah-masalah kesehatan”.

Kesadaran masyarakat tentang hidup sehat masih minim. Kesehatan lingkungan
dan keluarga masih perlu diperbaiki. Pada 2004, dari bulan Januari sampai bulan
April, terdapat 4 kematian ibu melahirkan dan seorang bayi meninggal. Tingginya
angka kematian pada ibu melahirkan ini membuat perempuan takut untuk hamil
dan melahirkan.

Masyarakat lebih banyak menggunakan jasa dukun daripada tenaga medis jika
ada anggota keluarganya yang sakit. Bila berobat dengan dukun, terdapat banyak
pantangan makanan yang tidak boleh dimakan. Namun makanan pantangan
tersebut ternyata adalah bahan makanan yang banyak mengandung sumber gizi

yang tinggi.
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Di tengah situasi itu, masyarakat didorong untuk berobat kepada tenaga medis
dan mulai belajar untuk hidup sehat. Mereka tidak lagi meminum air mentah,
rajin berkonsultasi kesehatan dengan tenaga medis yang ada, dan menghidupkan
kembali Posyandu. Posyandu melayani pengukuran pertumbuhan dan
perkembangan bayi dan balita serta kesehatan ibu hamil dan lanjut usia. Kegiatan
Posyandu ini dilakukan oleh ibu-ibu bekerjasama dengan Puskesmas.

Kesadaran tentang kesehatan juga dipengaruhi oleh interaksi masyarakat setempat
dengan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang memiliki pengetahuan
tentang kesehatan lebih baik dari penduduk asli. Mereka tidak mengenal
pantangan makanan bagi ibu hamil, melahirkan, bayi dan anak-anak. Dan ini
ternyata membuat ibu dan anak-anak mereka menjadi lebih sehat karena cukup
gizi.

PENINGKATAN KAPASITAS

Peningkatan Peran Perempuan

Perempuan selama ini terpinggirkan. Mereka selalu diidentikkan sebagai “orang
dapur”. Kini perlahan-lahan mereka bangkit. Mereka sadar memiliki peran yang
jauh lebih besar dalam pembangunan desa. Kini perwakilan perempuan selalu
hadir dalam setiap pertemuan desa. Dan mereka memang aktif mengeluarkan
pendapat.

Masyarakatpun menilai, sekarang
peran perempuan dalam pembuatan
keputusan tingkat desa sudah
lebih  baik dibanding dengan
sebelumnya. Orang-orang adat
yang selama ini selalu melecehkan
peran perempuan, kini mulai bisa
menerima keberadaan perempuan.
Bahkan mereka membuka peluang
bagi perempuan untuk menjadi
ninik mamak. Syarat untuk menjadi Peran perempuan semakin diakui oleh
seorang ninik mamak adalah selalu multipiha.k desa, khususn.ya kaum lelaki, dalam
berkata benar dan berjalan lurus. pengambilan keputusan tinglat desa
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Aksi Kolektif

Desa Baru Pelepat punya rencana strategis pembangunan. Itu dirumuskan dalam
sebuah pertemuan desa yang dilakukan selama tiga hari. Pertemuan itu dihadiri
oleh pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, lembaga adat,
dan perempuan.

Rencana strategis itu memuat arah pembangunan desa, yang dinyatakan dalam
visi praktis. Penghalang dari masing-masing visi tersebut diuraikan. Masyarakat
memperoleh proses pembelajaran yang baik. Mereka tidak lagi melihat modal
sebagai sebuah penghalang. Mereka justru menetapkan unsur sikap sebagai
penghalang. Penghalang-penghalang itu kemudian dipositifkan untuk menemukan
arah strategi pembangunan.

Rencana pembangunan desa itu kemudian dijadikan bahan acuan desa untuk
menggiring program pembangunan masuk ke desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Rencana strategis pembangunan desa yang berfungsi
untuk landasan pembangunan desa itu memuat prioritas pembangunan desa,
yaitu kesehatan, ekonomi, ekowisata di hutan adat Datuk Rangkayo Mulio,
kelembagaan desa, sumberdaya manusia dan transportasi.

Agenda itu selalu dibawa dalam rapat-rapat di tingkat yang lebih tinggi, seperti di
Kecamatan dan Kabupaten. Dengan kata lain, rencana strategis itu telah menjadi
bahan untuk melakukan aksi kolektif sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

Kembali ke Nilai-nilai Lokal

Sumberdaya alam melimpah ruah di desa ini. Potensi yang besar adalah sungai,
hutan, dan keindahan alamnya yang eksotik. Penebangan hutan yang banyak
dilakukan terutama di daerah hulu, membuat kualitas sungai dan hutan
berkurang. Sungai menjadi dangkal dan sudah terjadi pengurangan populasi ikan.
Hasil hutan non-kayu seperti madu, buah-buahan, hewan buruan, dan tanaman
obat semakin berkurang ditemukan karena kelestarian hutan yang terganggu. Ini
mengisyaratkan pentingnya untuk kembali menghormati nilai-nilai lokal.
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Sompak, Kompak, Setumpak

Ini adalah seloka adat berkaitan dengan kegiatan berladang. Artinya, masyarakat
harus serempak membuka ladangnya, kompak melibatkan semua pihak, dan
dilakukan di areal yang sehamparan. Itu akan memudahkan dalam pemeliharaan
dan pengawasan terhadap serangan hama.

Seloka itu diintegrasikan dengan kearifan lokal lainnya. Misalnya adat telah
mengatur pola budidaya tanaman sesuai dengan kondisi lahannya. Tanah datar
dapat ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Tanah yang agak miring ditanami
dengan tanaman yang mempunyai akar yang banyak sehingga dapat mengikat
tanah dan tidak runtuh. Tanah rawa digunakan untuk menanam padi sawah.

Masyarakat lebih cenderung menanam karet. Selain teknik budidayanya sudah
dipahami, karet dinilai lebih ramah terhadap tanaman yang berada di sekitarnya.
Dengan menanam karet, masyarakat masih bisa menanam tanaman yang lain
seperti buah-buahan. Akar karet dapat menahan tanah di desa itu yang berbukit-
bukit agar tidak terjadi longsor.

Lubuk Larang

Untuk menjaga populasi ikan, masyarakat bersama-sama menetapkan ubuk
larang. Ini merupakan kebiasaan lama yang sempat terlupakan. Keberadaan lubuk
larang dibangkitkan kembali pada 2002, dengan menetapkan empat lubuk larang.
Lubuk itu adalah bagian sungai yang mengandung ceruk yang dalam. Daerah ini
diyakini sebagai tempat ikan berkembang-biak.

Selain tempat budidaya ikan, lubuk larang ini juga berfungsi sebagai sumber
pendapatan masyarakat. Dalam periode tertentu ikannya dipanen. Dan hasil
penjualannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa dengan
proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kelompok perempuan mengelola hasil lubuk larang. Dari sana mereka dapat
menginvestasikan dalam bentuk tiga set pakaian pengantin (yang disewakan
kepada masyarakat jika mereka melakukan pesta perkawinan), mesin diesel
generator listrik untuk mesjid, dan sebagainya.
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Lubuk larang hanya boleh dipanen pada waktu-waktu yang telah disepakati. Bila
ada tamu atau pejabat berkunjung ke desa, ikan yang berada di dalam lubuk larang
boleh diambil. Tetapi ini tidak berlaku bagi masyarakat.

Tidak ada aturan hukum positif yang mengatur lubuk larang. Tetapi masyarakat
meyakini, bahwa mengambil ikan di lubuk larang secara tidak sah akan membuat
hidupnya sengsara. Karena ikan yang di lubuk itu sudah dibacakan Surat Yasin

(bagian dari Al Qur’an) sebanyak 40 kali.

Pembuatan Hutan Adat

Kelestarian hutan kian terancam akibat kegiatan pembalakan liar. Padahal
sumberdaya hutan amat diperlukan sebagai bahan cadangan untuk anak-
cucu. Hutan juga memegang peran penting untuk menjaga tata air. Untuk itu
diperlukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar,
yaitu membentuk sistem pengelolaan hutan adat.

Hutan adat itu bernama Hutan Adat Datuk Rangkayo Mulio, yang dimaksudkan
untuk menegakkan kembali aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.
Mereka ingin kembali menegakkan nilai lokal ka aek babungo pasia ka darek babungo
kayu (ke air berbunga pasir dan ke darat berbunga kayu). Artinya ada pembagian
hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam baik di sungai maupun di darat.

Setiap pelanggaran terhadap pengambilan kayu di hutan adat dikenakan sanksi
adat. Sanksi ini semakin dikuatkan ketika dilembagakan dalam bentuk peraturan
desa. Peraturan ini digali langsung dari masyarakat. Pernah terjadi pelanggaran
pengambilan kayu di hutan adat. Reaksi yang diberikan masyarakat sangat besar.
Tanpa mengenal adanya kekerabatan (masyarakat Baru Pelepat dalam satu rumpun
keluarga) mereka berusaha menegakkan aturan yang telah dibuat bersama. Dan
ini menjadi pelajaran bagi yang lain.

Sekarang masyarakat berusaha untuk mengembangkan ekowisata berlokasi di
hutan adat. Terdapat banyak potensi ekowisata di dalamnya seperti air terjun,
keanekaragaman hayati, dan pemandangannya. Mereka terinspirasi ketika
mendatangi daerah lain, dan ternyata potensi wisata desa mereka lebih baik dan
bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.
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LATAR BELAKANG

Arus globalisasi dan modernisasi
telah membawa dampak positif
maupun negatif terhadap berbagai
lapisan masyarakat. Dampak negatif
yang diakibatkan oleh pengaruh
masuknya budaya luar yang tidak
sesuai dengan budaya setempat
terbukti telah mengancam pola-
pola kehidupan tradisional yang
kaya dengan nilai-nilai  luhur
Masyarakat  cenderung tidak
mentaati tatakrama dan norma adat.
Kasus-kasus dalam sengketa lahan
dan warisan,  misalnya, seringkali
tidak dapat diselesaikan oleh aparat

© dokumentasi CAPRI

Keterbukaan terhadap dunialuar mendorong

masuknya nilai-nilai yang tidak selalu sesuai desa sekalipun mereka mempunyai
dengan kondisi setempat, sehingga menjadi wewenang  menjaga  ketertiban
tantangan dalam mempertahankan modal dan keamanan masyarakat serta
sosial masyarakat mendapat insentif reguler dari

pemerintah. Sebagian masalah justru
hanya dapat diselesaikan oleh tetua adat dan ninik mamak. Itu semua ditengarai
terkait dengan semakin lunturnya modal sosial ikatan kekerabatan, norma-norma
serta kepercayaan masyarakat.

UU No. 5/1979! yang menyeragamkan pemerintahan desa juga telah memasung
otonomi dan kreativitas masyarakat desa. Pendekatan struktur dan kekuasaan
telah melunturkan identitas masyarakat adat dan modal sosial seperti norma
kekerabatan yang telah terbentuk dalam masyarakat’. Dengan penyeragaman
tersebut, memang pemerintah dapat dengan mudah dan efektif mengontrol dan
melakukan pembinaan komunitas masyarakat sampai tingkat yang paling rendah.
Tapi, ini merupakan hal yang dipaksakan dan mengingkari kenyataan keragaman
dalam masyarakat.

Berlakunya UU No. 32/2004° telah membuka peluang bagi daerah untuk
membentuk struktur pemerintahan desa yang lebih menghormati keragaman

1 Tentang Pemerintahan Desa (diundangkan 1 Desember 1979).

Lihat misalnya Saad (2001).

3 Tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada 15 Oktober 2004). Ayat (1) Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan adanya peluang pembentukan
pemerintahan desa dan, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, pembentukan dan penggabungan didasarkan atas usul dan prakarsa
masyarakat.

)



BAGIAN 2-5 ¢ Umar Hasan, Deddy Irawan dan Heru Komarudin | 137

budaya dan sosial di masing-masing daerah. Kekhawatiran terhadap dampak negatif
yang ditimbulkan, berupa semakin menipisnya nilai-nilai adat, telah mendorong
berbagai pihak di Kabupaten Bungo* untuk melihat kemungkinan berlakunya
kembali pemerintahan tradisional pada tingkat paling bawah setara dengan
pemerintahan desa, yang pada masa lalu dikenal dengan istilah Rio. Dukungan
juga diperoleh dari pihak pemerintah propinsi dan kabupaten untuk menjadikan
Bungo sebagai kabupaten contoh dihidupkannya kembali sistem pemerintahan
desa adat di Propinsi Jambi.

Tulisan ini menguraikan hasil analisis awal terhadap peraturan perundangan yang
berlaku, bagaimana pandangan para pihak terhadap usulan kembali ke sistem
pemerintahan Rio dan bagaimana usulan struktur kelembagaannya. Tujuan
dari penelitian yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ini antara lain adalah
memperkuat kelembagaan lokal melalui peran aksi kolektif dan mendorong proses
terbuka dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam menyusun
dasar hukum berupa peraturan daerah atau sejenisnya terkait pemberlakuan
kembali ke sistem Rio.

MODAL SOSIAL

Ada tiga definisi modal sosial yang umum dipakai di berbagai literatur. Pertama,
menurut Robert Putnam yang mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri
kehidupan sosial jaringan, norma dan kepercayaan- yang mendorong orang
untuk bertindak bersama secara lebih efektif guna mencapai tujuan bersama.
Kedua, modal sosial dipahami sebagai ”...institusi, hubungan dan norma-norma
yang membentuk kualitas dan kuantitas sebuah interaksi sosial (World Bank,
2000). Ketiga, modal sosial merujuk pada "aturan dan norma, kewajiban, saling
menghormati dan berbagi, serta kepercayaan yang melekat pada hubungan
sosial, struktur sosial dan tatanan kelembagaan sosial yang membantu anggota
masyarakat mencapai tujuan individu dan kelompoknya” (Narayan, 1997).

Ada dua modal sosial, yakni struktural dan kognitif. Modal sosial struktural
terwujud dalam berbagai bentuk organisasi sosial, dan meliputi peranan, aturan,
pola dan prosedur serta jaringan yang mendorong terjadinya kerjasama. Modal
sosial kognitif mencakup norma-norma, nilai, sikap dan kepercayaan. Kedua

4 Salah satunya seperti yang disampaikan Bupati Bungo, Bapak H. Zulfikar Achmad, sewaktu melakukan Safari Jum’at di Desa Teluk Kecimbung pada
tanggal 17 Juni 2003. Beliau menyampaikan bahwa “Globalisasi adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dihindarkan, tetapi harus dibarengi dengan
nilai-nilai adat yang sakral dan berlaku di tengah masyarakat”. Dalam kesempatan lain beliau menyampaikan keinginan untuk mengkaji secara lebih
mendalam kemungkinan kembali ke struktur pemerintahan tradisional Rio. Hal ini pula yang menjadi dasar penelitian yang sebagian hasil temuannya
dituangkan dalam tulisan ini..
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model tersebut bersifat saling melengkapi: dengan modal sosial struktural, norma
dan kepercayaan mendorong masyarakat untuk berperilaku lebih terkoordinasi
dan berorientasi tujuan (Uphoff, 1999).

Uraian tersebut menjelaskan proses perubahan dari sistem pemerintahan
desa yang berlaku sekarang ke sistem pemerintahan Rio, bukan hanya terkait
persoalan struktur organisasi pemerintahan desa, tetapi yang lebih penting adalah
bagaimana norma dan nilai adat setempat dengan nilai-nilai luhurnya ditaati dan
dijalankan serta bagaimana hubungan atau interaksi antar komponen masyarakat
yang tentu saja berbeda kondisinya dengan zaman dulu dapat mendorong ke
arah pencapaian tujuan bersama secara efektif. Semakin luntur kepercayaan
suatu kelompok masyarakat kepada kepala desa, semakin lemah pula semangat
kekeluargaan dan gotong-royong di kalangan masyarakat, yang ditandai dengan
kecenderungan rendahnya frekuensi masyarakat hadir dalam pertemuan desa.
Semuanya sangat terkait erat dengan modal sosial. Dengan demikian, konsep
modal sosial menjadi penting dalam proses transformasi ini dan pengalaman di
berbagai negara menunjukkan adanya hubungan antara modal sosial dan potensi
terbangunnya masyarakat yang mandiri dan kuat (Anonim, 2001).

DASAR HUKUM

Mungkinkah sebuah sistem pemerintahan desa diubah? Siapa yang berwenang
mengubahnya? Jika kita kaji peraturan perundangan yang ada, pemikiran untuk
kembali ke pemerintahan tradisional sebenarnya sejalan dengan UU No. 32/2004°.
Menurut pasal 1 (12), desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bunyi pasal tersebut memberi indikasi
bahwa setiap daerah diberi wewenang tidak hanya untuk mengganti istilah desa
dengan nama lain, tetapi juga sistem pemerintahan berdasarkan adat istiadat.

Adassinyal positif bagi pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi hakekatnya
merupakan pemberdayaan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pemerintah
daerah diberi wewenang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri

5 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU 22/1999 sebelumnya.
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urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali
lima bidang.®

DESA MENURUT PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN

Sebelum UU No. 5/1979 berlaku, pemerintahan desa berjalan sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagai contoh, di
Propinsi Sumatera Barat dikenal istilah "Nagari‘, di Jambi khususnya di Kabupaten
Bungo dikenal dengan istilah 'Rio* untuk sebutan Kepala Dusun.

Sistem pemerintahan desa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 5/1979. Dalam
konsiderannya, UU tersebut menyebutkan perlunya menyeragamkan kedudukan
pemerintahan desa di seluruh wilayah dengan tetap mengindahkan keragaman
desa dan adat istiadat yang masih berlaku. Sekalipun secara normatif ditekankan
juga soal pentingnya memperhatikan keragaman budaya masyarakat, dalam
prakteknya pelaksanaan undang-undang tersebut lebih bersifat sentralistik dan
menonjolkan prinsip keseragaman. Eko (2003a) menyebutkan bahwa kebijakan
tersebut bertujuan menata ulang kelembagaan pemerintahan desa, membuat
desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam
dalam struktur negara modern. Hubungan hierarki yang cukup kuat antara
desa, kecamatan dan kabupaten atau kotamadya telah mendorong terjadinya
kontrol dan instruksi yang kuat oleh pemerintahan atasan dengan bawahannya.
Kemandirian dan otonomi desa menjadi terhambat.

Dalam perkembangannya, filosofi dan paradigma tersebut tidak dapat
dipertahankan karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. UU No. 5/1979
diganti dengan UU No. 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.
32/2004. Dasar filosofi peraturan perundangan yang menggantikannya menganut
keanekaragaman dalam kesatuan yaitu mengembalikan nama, bentuk, unsur dan
kedudukan desa kepada keadaan semula dengan paradigma kedaulatan rakyat,
demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan.

Sistem pemerintahan desa, menurut UU No. 32/2004 yang dijabarkan lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang desa, tidak lagi bersifat
sentralistik seperti halnya dalam UU No. 5/1979. Desa telah mempunyai otonomi
dan diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang

6 Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU 32/2004.



140 |Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

dinyatakan dalam pasal 206, desa mempunyai urusan pemerintahan yang tidak
terbatas hanya pada kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
tetapi juga pada kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa/dusun, dan tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi
dan pemerintahan kabupaten/kota.

SEJARAH PEMERINTAHANRIO?

Istilah pemerintahan Rio mengacu pada pemerintahan suatu wilayah yang disebut
dusun atau setara dengan wilayah desa pada saat ini. Pimpinan dusun disebut
dengan Rio, dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibantu oleh
sekretaris Rio dan stafnya.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Muara Bungo
yang sekarang disebut Kabupaten Bungo diperintah oleh seorang Pangeran yang
bergelar 'Pangeran Anom' yang berkedudukan di Balai Panjang Tanah Periuk.
Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah
(ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi
sebutan sebagai 'Lantak Nan Tak Goyah'.

Kekuasaan Pangeran Anom membawahi beberapa negeri yang disebut Bathin,
seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin
Batang Pelepat. Daerah Bathin membawahi beberapa dusun yang kepala
pemerintahannya disebut Rio® (Tabel 13). Di daerah Senamat dan Pelepat,
penguasa kampung disebut juga dengan istilah Rio, kecuali di Dusun Candi
penguasa kampung disebut dengan Temenggung Kitik dan Seri Tenuah.

Dari sejarah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istilah Rio lebih banyak
digunakan oleh dusun pada waktu itu. Pada 1926, setelah Kesultanan Jambi
dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, wilayah yang ada di Muara Bungo dibagi lagi
ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga. Marga ini membawahi
beberapa Dusun. Jika dilihat dari struktur kekuasaannya, marga hampir sama
dengan sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang membawahi beberapa
Jorong (Dusun). Pemerintahan Marga ini dikepalai oleh seorang yang disebut

Pasirah (Tabel 14).

7 Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Datuk Mahmud
8 Kecuali untuk Bathin Tanah Tumbuh, kepala dusunnya bergelar Patih
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Rio Dusun
Rio Pamuncak Rantau Ikil
Rio Setio Buat
Rio Anom Tanah Periuk
Rio Igo dan Debalang Lubuk Mengkuang

Rio Suko Lamo

Teluk Kecimbung

Rio Muko muko Tanjung Agung
Rio Kunci Dusun Rambah
Rio Ali Pedukun

Rio Songgam Tanjung

Rio Suko Brajo Sikarak

Rio Pasak Kancing

Rantau Pandan

Rio Pusat Jalo Baru
Rio Indra Cayo atau Rajo Penghulu Empelu
Rio Mudo Lubuk Landai

Rio Peniti Ulu Bungo

Kampung Baru

Tabel 14. Pasirah di wilayah Adat Bungo dengan masing-masing ibu negerinya

Marga Ibu Negeri
Jujuhan Rantau Ikil
BilanganV dan Vi Tanah Tumbuh
Tanah Sepenggal Lubuk Landai
Bathin Il llir Muara Bungo
Bathin Il Babeko
Bathin VII Rantau Pandan
Bathin Il Ulu Muara Buat
Pelepat Rantau Keloyang

Walaupun wilayah Adat Bungo terdiri dari beberapa marga, namun pemerintahan
Rio masih tetap dipertahankan, karena struktur Rio berada di bawah Marga. Dusun
terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung.
Pembagian wilayah menjadi kampung didasarkan pertimbangan jumlah penduduk
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dan kesepakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Rio dibantu oleh seorang Wakil
Rio yang disebut '"Mangku® seperti di Dusun Teluk Pandak, namun ada juga yang
menyebutnya Patih.

SUSUNAN PEMERINTAHAN RIO:
SEBUAH USULAN

Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan desa yang ada saat ini, sistem
pemerintahan Rio’ mempunyai nilai lebih (Tabel 15). Dalam konteks pemerintahan
Rio yang diusulkan, istilah ‘desa’ yang sekarang berlaku diusulkan diubah menjadi
‘dusun’.

Sekalipun pemerintahan Rio tampak terlihat memiliki nilai-nilai lebih
dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin
bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong
pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika kita lihat kondisi masyarakat
desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dalam beberapa faktor,
pemerintahan Rio juga mempunyai kelemahan. Dengan kondisi masyarakat saat
ini, maka seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan segi karismatik
saja, tetapi juga harus punya kemampuan teknis dan kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan (baik formal maupun non formal). Generasi muda yang saat
ini menjadi komponen masyarakat yang cukup dominan di hampir setiap desa
hanya mempunyai pengetahuan yang minim tentang adat dan pemerintahan
Rio. Mereka hanya mengetahui sejarah adat berdasarkan cerita saja. Muncul
pertanyaan "Sejauh mana pemerintahan tradisional dapat kembali berjalan sesuai
dengan yang diharapkan jika tidak seluruh komponen masyarakat mempunyai
pemahaman yang cukup?”. Selain itu, tanpa disertai mekanisme check dan balance,
masa jabatan Rio yang tanpa batas dan tergantung pada keinginan masyarakat
berpotensi melanggengkan kekuasaan yang cenderung otoriter.

Dengan memahami sepenuhnya bahwa globalisasi dan modernisasi adalah sebuah
keniscayaan dan arus perubahan menjadi suatu yang tidak bisa dibendung,
pemberlakuan kembali sistem pemerintahan Rio dianggap berperan di dalam
menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap adat dan budaya setempat.
Seiring dengan keinginan masyarakat yang menginginkan kembali berlakunya
sistem Rio, pemerintah daerah perlu menyediakan payung hukum dan wadah
kelembagaan yang akan mendorong berjalannya pemerintahan.

9 Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Datuk H. Mahmud dan
beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama, cerdik pandai di Kabupaten Bungo.
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Tabel 15. Perbandingan antara sistem pemerintahan desa dengan Rio

Sistem Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Rio

Kepala Desa dipilih berdasarkan konspirasi
politik kelompok tertentu (cenderung
dilakukan secara voting)

Rio dipilih atas dasar musyawarah dan
mufakat masyarakat banyak

Terikat pada pendidikan formal (minimal
SMP)

Tidak terikat pada pendidikan formal

Tidak mutlak melihat asal usul keturunan
serta perilaku dalam masyarakat

Mutlak melihat asal usul keturunan dan
perilaku dalam masyarakat (mutlak dari
keturunan baik-baik dan terhormat)

Waktunya terbatas (maksimal 2 kali jabatan
dalam periode 10 tahun)

Waktunya tidak terbatas
masyarakat menghendaki)

(sepanjang

Berbagai kasus menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintah desa saat
ini, terkait dengan sejauh mana tanggung jawab, sistem dan aparatnya memberikan
pengayoman kepada masyarakat. Sistem pemerintahan Rio cenderung lebih disegani
dan dihormati. Keamanan dan ketertiban masyarakat juga lebih terjamin di bawah
sistem pemerintahan Rio.

Dengan berpedoman pada peraturan perundangan'®, struktur organisasi
Pemerintahan Rio di Kabupaten Bungo yang diusulkan terdiri dari (1) Pemimpin
dengan sebutan Rio, Sekretaris Rio atau nama lain serta beberapa Kepala
Urusan (Kaur) yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan
Kaur Umum (Gambar 16). Dari struktur tersebut tampak bahwa sekretaris Rio
mempunyai kewenangan cukup besar membawahi beberapa kepala urusan secara
langsung dibandingkan Rio. Berdasarkan sejarahnya, yang memegang posisi Rio
adalah seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik.
Sementara fungsi pengendali berada pada Sekretaris (atau disebut juga Mangku)
yang mempunyai kemampuan teknis dan relatif berpendidikan. Dengan usulan
struktur seperti ini, diharapkan secara bertahap akan ada keterpaduan antara Rio
dan sekretaris Rio dalam hal kemampuan dan kedudukannya.

Untuk membantu Pemerintahan Rio, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan
sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 211! Lembaga tersebut berperan
sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan bisa berbentuk Badan
Permusyawaratan Dusun (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya.

10 Pasal 202 UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya). Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Selain pasal tersebut, juga diacu pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo No.19/2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

11 Pasal 211 UU No.32/2004 menyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu pemerintah desa dan
merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
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Waktu kerja kantor juga diusulkan disesuaikan dengan kantor pemerintahan
lainnya, yakni dari Senin sampai Kamis dengan jam buka dari pukul 07.15 sampai
14.00, Hari Jumat dari pukul 07.15 sampai 11.00 dan Hari Sabtu dari 07.15 sampai
13.00. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 202, Sekretaris Rio diangkat dari
pegawai negeri dengan tujuan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan
setiap hari kerja. Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri tentang perlunya
pemberdayaan masyarakat'?, sekretaris desa/dusun diangkat secara bertahap
sebagai pegawai negeri. Pengalaman dari Sumatera Barat menunjukkan bahwa
Sekretaris Wali Nagari yang diangkat dari pegawai negeri terbukti cukup efektif. Di
Kabupaten Tanah Datar, bahkan terdapat 3 orang staf Wali Nagari yang berstatus
sebagai pegawai negeri.

Rio

Sekretaris Rio
atau nama lain

|
v v v v

A 4

Kaur Kaur K
Pemerin- Pemba- U aur Kaur....
tahan ngunan mum

Kepala Kampung

Gambar 16. Usulan struktur organisasi Pemerintahan Rio

Syarat-syarat Pengangkatan Rio

Mengacu pada pasal 203 UU No. 32/2004, Rio sebaiknya dipilih secara langsung
oleh warga dusun yang memenubhi syarat. Pemilihan langsung seperti ini sebenarnya
sudah diterapkan pada Pemerintahan Rio dahulu. Bahkan rakyat setempat selalu
bermusyawarah dan bermufakat menentukan pemimpin mereka (Rio) tanpa ada

12 Surat Menteri Dalam Negeri No.410/2917/S] tanggal 29 Oktober 2004 kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten
dan Kota. Surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat dan desa/dusun harus diberdayakan.
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pemungutan suara. Diharapkan pola pemilihan secara adat diterapkan dalam
pemilihan Rio di masa mendatang dengan tetap berpedoman pada peraturan yang

berlaku.

Selain syarat dipilih langsung, calon kepala dusun harus penduduk asli dari
dusun yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan tanggung jawab moral seorang
kepala dusun atas seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Jika
posisi kepala dusun ditempati orang yang bukan berasal dari dusun bersangkutan
dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial dan kurangnya tanggung jawab
moral terhadap masyarakat setempat. Ketentuan tentang keharusan penduduk
asli untuk menjadi pimpinan (Wali Nagari) juga cukup efektif penerapannya di
dalam Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Untuk daerah-daerah transmigrasi, seperti di Kuamang Kuning, kepala Dusun
atau Rio dibolehkan berasal dari para transmigran itu sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakatnya, namun tetap menganut Sistem Pemerintahan Rio. Hal ini sesuai
dengan pepatah Adat Jambi yang mengatakan “Di mano bumi dipijak di situ langit
dijunjung, di mano ranting patah di situ ayek disauk, di mano tembilang dicacak di situ
tanaman tumbuh”.

Syarat-syarat seseorang untuk diangkat menjadi Rio dapat mengacu pada
persyaratan untuk seorang calon kepala desa seperti diatur dalam Pasal PP No.
72/2005. Selain aspek moralitas dan kesehatan, aspek lain cukup penting bagi
seorang pada posisi Rio adalah dia harus mengenal daerah yang akan menjadi
wilayahnya, dikenal, dihormati dan mempunyai wibawa di depan masyarakat
dusun bersangkutan dan memenubhi syarat lain yang ditetapkan aturan adat.

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa syarat pendidikan untuk
calon seorang kepala desa sekurang-kurangnya SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama) atau yang sederajat. Dalam pemilihan Rio, prasyarat pendidikan
lebih bersifat fakultatif dan bukan sebuah keharusan, yang terpenting adalah
bahwa Rio berasal dari keturunan orang baik-baik, terhormat dan disegani oleh
masyarakatnya. Rio lebih merupakan simbol kehormatan dan kewibawaan. Syarat
administratif dan pendidikan harus dimiliki oleh sekretaris atau wakilnya yang
berperan mengendalikan administrasi pemerintahan. Bahkan posisi sekretaris atau
wakilnya sebaiknya ditempati seseorang yang berpendidikan sekurang-kurangnya
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Jika memang ada figur Rio yang

berpendidikan SMP ke atas, dihormati dan punya wibawa, maka itu akan lebih
baik.
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Tugas dan Wewenang Pemerintahan Rio

Untuk mengisi kekosongan hukum dan sambil menunggu pengaturan kelembagaan
yang lebih rinci, tugas dan kewajiban Rio untuk sementara dapat mengikuti
ketentuan yang berlaku untuk kepala desa, seperti yang diatur pada pasal 14
PP No. 72/2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 19/2000 tentang
Organisasi Pemerintahan Desa. Pasal 3 ayat 1 Perda tersebut menyebutkan
bahwa pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan dan bertanggung
jawab untuk urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan
pemerintahan Rio. Ayat 2 menyatakan bahwa tugas pemerintahan desa adalah
melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan perekonomian, keamanan,
ketertiban, musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat,
menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau nama
lainnya serta menetapkan peraturan desa bersama lembaga mitranya (BPD atau
nama lainnya). Berdasarkan ketentuan ini, pemerintahan Rio mencakup tugas dan
kewajiban yang ditetapkan untuk pemerintahan desa dalam hal pembangunan,
pembinaan masyarakat dan menyusun peraturan Rio.

Agar rancangan peraturan desa, keputusan-keputusan pemerintahan Rio tentang
rencana pembangunan dusun dapat sesuai dengan kehendak masyarakat, maka
pendekatan-pendekatan partisipatif yang juga tercermin dalam bentuk musyawarah
dan mufakat di jaman dulu, perlu dilembagakan. Hal ini untuk menjamin adanya
keterlibatan seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
kaum perempuan.

Hal yang sama juga berlaku bagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan Rio. Cakupan urusannya, seperti disebutkan pasal 206 UU No.
32/2004, mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-
usul dusun, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan ke dusun, tugas
pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten
atau kota dan urusan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Masa Jabatan Rio

Pada zaman dulu, jabatan Rio di tidak ada batas waktunya. Selama masyarakat
masih menginginkan dan sepanjang yang bersangkutan masih bersedia, maka
selama itu pula seseorang memegang kedudukan sebagai Rio. Namun demikian,
dengan kondisi sosial budaya masyarakat saat ini yang sangat berbeda dengan
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masa lalu, maka perlu dipikirkan pembatasan masa jabatan Rio. Kekhawatiran
akan munculnya kekuasaan langgeng yang cenderung otoriter dan tidak adanya
pengkaderan figur karena tidak diketahuinya batas jabatan seorang Rio menjadi
alasan-alasan perlunya memadukan sifat karistimatik pemimpin dengan soal
batasan waktu menjabat. Sekalipun ada kebebasan dalam menentukan masa
jabatan Rio, tetapi diusulkan agar masa jabatan Rio disesuaikan dengan ketentuan
UU No. 32/2004 untuk seorang kepala desa. Pasal 204 membatasi jabatan seorang
kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan,
atau paling lama 12 tahun. Namun demikian, jika yang bersangkutan tidak lagi
disukai masyarakat, maka seseorang yang menduduki posisi Rio dapat berakhir
sebelum masa jabatannya selesai. Dalam hal ini perlu dipikirkan aturan-aturan
tertentu yang tertuang dalam Peraturan daerah yang mengatur mekanisme
turunnya seseorang dari jabatan Rio.

Sumber Keuangan Dusun

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Pemerintahan Rio memperoleh dana
dari berbagai sumber. Pengaturan soal sumber keuangan dapat mengacu pada
pasal 212 ayat (1) dan (2) UU No. 32/2004 tentang Keuangan Desa". Sumber
pendapatan desa dapat berupa Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari
pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan hibah serta sumbangan dari pihak
ketiga'*.

Selain itu, pendapatan (keuangan) desa juga dapat diperoleh dari Badan Usaha
Milik Desa/Dusun (BUMD), jika desa/dusun tersebut memiliki badan usaha.
Sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dusun. Sesuai pasal 3, Perda Kabupaten Bungo No.
29/2000, maka kekayaan dusun dapat berupa tanah kas dusun, pasar dusun,
badan usaha milik dusun, lumbung dusun, pemandian umum dan objek wisata
yang dikelola oleh dusun, bangunan milik dusun, hutan dusun, tempat pemandian
di sungai, jalan dan lainnya yang menjadi kekayaan dusun.

13 Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan
keuangan desa.

14 Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu sumbangan dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Sedangkan
pendapatan yang berasal dari pinjaman desa meliputi pinjaman dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan pinjaman lainnya.

15  Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.



148 |Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

Sumber pendapatan dan kekayaan dusun dikelola oleh Pemerintah Rio dan di
manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Rio
dan pembangunan kemasyarakatan. Agar akuntabilitas dapat terjamin, Badan
Permusyawaratan Dusun (BPD) dilibatkan dalam mengawasi penggunaan
sumber dana tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Perda Kabupaten Bungo No.

29/2000.

Lembaga-lembaga dalam Sistem Pemerintahan Rio

Agar pemerintahan Rio dapat berjalan dengan baik maka perlu mitra kerja dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari. Mitra kerja tersebut berupa lembaga
yang sudah diatur dalam UU maupun lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

*  Badan Permusyawaratan Desa, yang disingkat dengan BPD. Lembaga ini
telah diatur sesuai peraturan perundangan-undangan'®. Oleh karena nama
desa telah diganti dengan nama dusun, istilah BPD dipakai untuk istilah
"Badan Permusyawaratan Dusun” yang berfungsi sebagai penampung dan
penyalur aspirasi rakyat serta menetapkan Peraturan Dusun (Perdus).

*  Musyawarah Adat Dusun (MAD) atau Kerapatan Adat Dusun (KAD) atau
Lembaga Adat Dusun (LAD). Lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan
masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Lembaga
ini berfungsi sebagai Peradilan Adat Dusun'’.

*  Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD) yang dalam Perda Kabupaten Bungo
No. 23/2000, disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga ini berfungsi

sebagai lembaga pelaksana dan penyeleksi pembangunan secara terpadu'®.

Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Berdasarkan pasal 8 Perda Kabupaten Bungo No. 20/2000, jumlah anggota BPD
ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dusun yang bersangkutan. Jika jumlah
penduduk kurang dari 2.500 jiwa, maka anggota BPD berjumlah sembilan orang.
Jika jumlah penduduknya antara 2.501 sampai 3.000 jiwa, anggotanya sebanyak
sebelas orang. Anggota BPD menjadi 13 orang jika jumlah penduduknya di atas
3.000. Unsur-unsur yang duduk dalam BPD terdiri dari ketua dan sekretaris
serta wakil-wakil dari ninik mamak/tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, induk-
induk (kaum hawa) dan unsur pemuda (Gambar 17). Jumlahnya harus ganjil agar
kesepakatan dapat lebih mudah dicapai, jika terjadi pemungutan suara (voting).

16 Pasal 209 UU No. 32/2004, jo Perda Kabupaten Bungo No. 20/2000.
17 Pembentukan lembaga ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 UU No. 32/2004.
18  Pembentukan LKD ini dimungkinkan menurut Pasal 211 UU 32/2004.
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Ketua BPD
»  Sekretaris
Ninik Mamak/ Alim
Induk-Induk Cerdik Pandai | | P d
Tokoh Adat Ulama (Kaum Hawa) erdik Pandai emuda

Gambar 17.Susunan atau struktur organisasi BPD

Musyawarah Adat Dusun (MAD), Kabupaten Adat Dusun
(KAD), Lembaga Adat Dusun (LAD)

Lembaga atau kerapatan ini mengurusi masalah adat dalam Pemerintahan Rio yang
unsur-unsurnya terdiri dari ninik mamak dan atau pemangku adat. Pembentukan
lembaga ini juga dimungkinkan oleh Pasal 211 UU No. 32/2004. Lembaga
ditetapkan melalui Peraturan Dusun. Orang-orang yang akan mengisi lembaga ini
harus memiliki pengetahuan tentang adat-istiadat dan aturan-aturan agama serta
bermoral baik. Mereka dapat berasal dari berbagai golongan masyarakat asalkan
memenuhi syarat, misalnya alim ulama, cerdik pandai dan tuo tengganai. Struktur
MAD/KAD/LAD terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang
sekretaris. Lembaga adat ini terdiri dari beberapa kepala bidang.

Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Dusun (LKD) sebagaimana diatur dalam Perda
Kabupaten Bungo No. 32/2000 adalah lembaga pelaksana dalam menyelesaikan
pembangunan dusun secara terpadu. Lembaga ini diharapkan dapat memberi
masukan kepada Pemerintahan Rio, baik diminta atau tidak. Susunan Organisasi
lembaga ini berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten Bungo No. 23/2000 terdiri dari
seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa ketua seksi.
Pengurus lembaga terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti pemuka
adat, pemuka agama, pendidik/cendekiawan, pemuda/wanita. Jumlahnya juga

harus ganjil seperti halnya jumlah personil dalam lembaga MAD/KAD/LAD.
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Insentif Pengurus Lembaga

Agar lembaga dapat bekerja secara efektif, perlu ada insentif atau honor yang
diberikan kepada setiap pengurusnya, termasuk untuk uang sidang. Besarnya
insentif dan uang sidang tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan dusun
dan jika perlu diatur dalam Perda atau Peraturan Dusun (Perdus) agar punya
kekuatan hukum.

Untuk jabatan Rio harus berasal dari penduduk asli dusun yang bersangkutan
agar hubungan yang erat dengan masyarakat tempat dimana dia lahir mendorong
munculnya tanggung jawab dan moral yang baik. Daerah transmigrasi merupakan
pengecualian. Jabatan Rio untuk daerah transmigrasi tidak harus berasal dari
penduduk asli, tetapi boleh juga dari pendatang. Anggota Pengurus BPD, MAD/
KAD/LAD dan LKD tidak harus penduduk asli, tetapi terbuka bagi setiap warga
yang tinggal di daerah tersebut sepanjang mengetahui permasalahan lembaga
yang didudukinya.

PERSEPSI PARA PIHAK TERHADAP PERUBAHAN

Hasil wawancara dengan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa mereka
umumnya mempunyai aspirasi yang sama dan setuju terhadap usulan untuk
kembali ke pemerintahan Rio. Alasan mereka adalah untuk menghidupkan kembali
nilai-nilai adat setempat, yang saat ini sudah mulai terkikis. Nilai-nilai dimaksud
menyangkut semua aspek kehidupan dalam masyarakat, termasuk sejauh mana
norma, sikap saling percaya dan hubungan antar anggota masyarakat mendorong
aksi kolektif pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam sebuah Seminar Sehari tentang Pemerintahan Rio'’, berbagai pihak
menyampaikan dukungannya terhadap perubahan dari pemerintahan desa ke
pemerintahan Rio. Namun, ada beberapa isu yang muncul misalnya terkait batas-
batas administrasi, penerapan sistem Rio di wilayah transmigrasi dan pembentukan
dasar hukum bagi proses perubahan pemerintahan yang diusulkan.

Ada kekhawatiran penerapan sistem pemerintahan Rio di daerah transmigran
akan menimbulkan konflik dan ketidakjelasan mengingat sebagian besar
masyarakatnya berasal dari luar wilayah bersangkutan atau bahkan dari luar Jambi.
Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di daerah transmigrasi

19 Diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2005 di Kantor Bappeda Kabupaten Bungo. Seminar dihadiri oleh para pihak seperti anggota DPRD,
kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan unsur pemerintah
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seperti di Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, dan di Bukit Sari dan Sari
Mulya di Kecamatan Jujuhan, ada indikasi bahwa mereka tampaknya memang
belum menanggapi usulan ini secara jelas. Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang adat istiadat setempat dan dasar filosofi sistem pemerintahan Rio serta
adanya keraguan terhadap dampak yang akan mereka terima ketika sistem adat
diberlakukan tampaknya menjadi alasannya.

Tampaknya masih diperlukan waktu dan proses sampai masyarakat transmigran
memahami dan dapat menerima sistem pemerintahan Rio. Sejalan dengan pepatah
adat Bungo “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” yang berarti “di mana
kita berdomisili, maka kita harus mengikuti ketentuan adat istiadat setempat”,
diharapkan secara bertahap masyarakat transmigran akan menerima aturan yang
berlaku dan menerima sistem pemerintahan Rio. Nilai-nilai adat yang mereka bawa
dari kampung halamannya tetap harus dihormati (Statuta Personalia) sepanjang hal
tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan pengamatan
terhadap kehidupan mereka secara bertahun-tahun, di satu sisi masyarakat Bungo
dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat Jawa dan Bali, demikian
juga masyarakat Jawa dan Bali dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Terkait dengan batas-batas administratif yang sudah ada, sistem pemerintahan Rio
sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan-perundangan
nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa, jumlah
minimal penduduk untuk terbentuknya suatu desa adalah 1.500 jiwa atau 300
KK untuk di wilayah Jawa dan Bali, 1.000 jiwa atau 200 KK untuk Sumatera
dan Sulawesi dan 750 jiwa atau 75 KK untuk wilayah Kalimantan, NTB, NTT,
Maluku dan Papua. Jika jumlah penduduk sudah mencukupi untuk terbentuknya
suatu desa atau dusun, maka pemerintahan Rio dapat dibentuk berdasarkan
aspirasi masyarakat.

Wilayah pemerintahan Rio adalah wilayah desa yang bersangkutan. Hal ini
mungkin sedikit berbeda dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Sebuah wilayah
Nagari meliputi beberapa dusun atau desa yang disebut dengan jorong. Wilayah
Pemerintahan Rio terdiri dari kampung-kampung yang di dalamnya terdapat RT
dan RW. Pada zaman dahulu, wilayah Pemerintahan Rio atau Bathin itu luas
sekali, karena jumlah masyarakatnya sedikit.

Penerapan sistem pemerintahan Rio seharusnya bersifat adaptif terhadap perubahan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
dengan nilai-nilai adat. Dalam hal demokrasi, fakta sejarah membuktikan bahwa
pemilihan Rio sangat demokratis, yaitu dipilih melalui demokrasi langsung oleh
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semua unsur masyarakat. Soal keterbukaan, sistem pemerintahan Rio tetap
terbuka terhadap berbagai perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai
yang berlaku. Sistem ini terbuka terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan seperti
televisi, parabola dan lainnya. Untuk soal partisipasi masyarakat, semangat gotong-
royong yang dimiliki dalam sistem pemerintahan Rio mendorong terjadinya aksi
kolektif dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tanpa pamrih, seperti
gotong-royong membuat jalan umum, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Kotak 1. Pemerintahan Nagari Bayua: pelajaran dari sebuah studi banding

Nagari merupakan unit pemerintahan lokal terkecil di Sumatera Barat. Pemerintah
Nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih dan sebuah
badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok atau lebih yakni pemimpin
adat, ulama, cerdik pandai dan wanita. Dalam Nagari Bayua, yang merupakan salah
satu Nagari dari delapan Nagari di Kecamatan Tanjung Raya, terdapat beberapa
lembaga sebagai mitra kerja dari wali Nagari:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan tugas utama mengurus masalah
adat Nagari yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah,
memperkuat nilai-nilai tradisional, menjaga kesatuan penduduk nagari,
mengelola kekayaan nagari dan menyelesaikan perselisihan masalah-masalah
adat.

2. Majelis Ulama Nagari (MUNA) yang bertugas mengurus agama dan adat;

3.  Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) yang merupakan lembaga kontrol
terhadap pekerjaan Wali Nagari. Lembaga ini disebut sebagai legislatif
Nagari.

4.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagri (LPMN) yang bertugas menyusun
Perencanaan Pembangunan Nagari.

Dengan adanya sistem pemerintahan Nagari ini, tugas Camat menjadi semakin
ringan karena banyak bidang pekerjaan yang diambil alih Wali Nagari. Camat lebih
berperan di dalam mengkoordinir pekerjaan Wali Nagari, baik yang berasal dari
kearifan lokal maupun petunjuk dari pemerintah kabupaten dan propinsi. Urusan
administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, menjadi wewenang Wali
Nagari sekalipun yang menandatangani adalah Camat. Tentu saja tidak hanya itu,
sekalipun berbeda dari Nagari dulu yang sangat otonom dan tidak masuk dalam
struktur negara, saat ini terlihat tatanan sosial budaya masyarakat dan efektivitas
pemerintahan teritorial mendorong terwujudnya kepentingan pelestarian nilai-
nilai luhur adat disertai dengan penghormatan terhadap keragaman. Suasana
demokratis dan egaliter selalu mewarnai hubungan pemimpin dengan masyarakat,
baik di dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam urusan hukum

adat, seperti yang digambarkan Eko (2003b).
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PEMERINTAHAN RIO, HAK PROPERTI DAN
AKSES TERHADAP SUMBERDAYA ALAM

Pada zaman dulu, dalam sistem pemerintahan Rio ditetapkan aturan-aturan adat
yang tidak tertulis. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, misalnya, masyarakat
diberi kebebasan membuka hutan untuk perkebunan dan pertanian. Hutan yang
dibuka untuk perkebunan disebut Halkah, sedangkan hutan yang dibuka untuk
pertanian disebut Fatlah (Machmud, 2005).

Setiap hutan yang telah dibuka oleh masyarakat, baik dalam bentuk Halkah
maupun Fatlah dicatat dalam buku kecil dan diumumkan. Pencatatan yang bersifat
permanen tersebut berfungsi sebagai bentuk pengakuan hak milik terhadap pihak
yang membuka lahan dalam wilayah pemerintahan Rio. Sisa hutan yang belum
dibuka menjadi tanah komunal dan menjadi milik Bathin. Di lahan yang menjadi
public domain tersebut, masyarakat diperkenankan memanfaatkan hasil hutan,
berburu dan menangkap ikan, tetapi kepemilikan berada di tangan Bathin.

Pada masa pemerintahan Rio diterapkan, aturan-aturan adat tentang pengelolaan
sumberdaya alam umumnya tidak tertulis tetapi berdasarkan kebiasaan
masyarakat saja. Walaupun tidak tertulis aturan-aturan tersebut sangat ditaati
oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat hanya boleh mengambil kayu di hutan
dalam wilayah pemerintahan Rio jika kayu tersebut berdiameter minimal 50 cm.
Selain karena kayunya lebih berkualitas, aturan tersebut dimaksudkan untuk
melestarikan lingkungan melalui sistem tebang pilih. Apabila ketentuan tersebut
dilanggar, sanksi akan diberikan sesuai dengan bentuk kesalahannya dan biasanya
berupa denda yang disidangkan dalam peradilan adat. Menangkap ikan di sungai
juga hanya boleh dilakukan dengan cara memancing atau membuat perangkap
dan tidak boleh dengan cara meracun atau cara lainnya yang dapat menyebabkan
punahnya anak ikan. Aturan yang sama juga berlaku untuk binatang buruan.

Saat ini, aturan-aturan adat sudah mulai melemah dan tidak lagi ditaati
sepenuhnya oleh masyarakat. Di sebagian tempat bahkan aturan-aturan tersebut
sudah hampir punah, seperti di Kecamatan Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal dan
Bathin II Babeko. Melemahnya nilai-nilai adat tersebut selain disebabkan oleh
arus globalisasi, modernisasi dan pola keseragaman yang diterapkan oleh sistem
pemerintahan desa saat itu, juga disebabkan oleh masyarakat yang jumlah, ragam
dan tuntutannya semakin besar. Sedangkan sumberdaya alam semakin terbatas.

Di beberapa wilayah lain di Kabupaten Bungo, aturan-aturan adat yang mengatur
pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari masih berlaku. Misalnya, adanya



154 |Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

lubuk larangan di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Rantau
Pandan, hutan lindung di Kecamatan Rantau Pandan, hutan adat terdapat di
Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat. Aturan-aturan
hutan adat di kedua desa terakhir bahkan sudah diupayakan untuk diperkuat
dengan Peraturan Daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keinginan untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan Rio sejalan dengan
tuntutan berbagai pihak dalam upaya mengembalikan nilai-nilai adat yang sudah
mulai terkikis. Perubahan sistem pemerintahan ini berada dalam koridor hukum
dan terakomodasikan di dalam peraturan perundangan yang berlaku. UU No.
32/2004 memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur masyarakat sesuai
dengan aspirasinya.

Diberlakukannya kembali sistem pemerintahan Rio diyakini mampu memperkuat
kembali modal sosial, memperkuat institusi lokal, merekatkan kembali sistem
sosial yang selama bertahun-tahun telah terkikis dan yang cenderung tidak
mendorong terbentuknya kemandirian desa dan terjaganya keluhuran nilai-nilai
adat. Secara bertahap, dalam jangka panjang perubahan sistem pemerintahan
diharapkan akan lebih mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat secara
mandiri dan memberikan kontribusi pada pencapaian pembangunan daerah
yang dicita-citakan. Munculnya pemimpin karismatik pemerintahan Rio yang
dihormati dan disegani masyarakatnya, perpaduan antara sifat karismatik dengan
kemampuan teknis sekretaris Rio dan adanya mekanisme check and balance dalam
menjalankan urusan pemerintahan menjadi kekuatan-kekuatan penerapan sistem
pemerintahan Rio.

Selanjutnya direkomendasikan:

*  Pemerintah Daerah menyusun sebuah Peraturan Daerah terkait dengan
pengaturan sistem pemerintahan Rio, dan memfasilitasi proses penyusunannya
melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan berbagai komponen
masyarakat. Perda tersebut kemudian dikonsultasikan dengan pihak legislatif,
Pemerintah Propinsi Jambi dan Departemen Dalam Negeri c.q. Dirjen
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

*  Pemerintah Daerah terus mendorong proses dialog, diskusi dan
konsultasi publik tentang perubahan sistem pemerintahan desa ini, dan
mengakomodasikan masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga menjadi
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masukan yang berharga dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
terkait. Perlu dilakukan studi banding yang lebih komprehensif tentang
sistem pemerintahan Nagari ke Provinsi Sumatera Barat untuk mempelajari
kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem tersebut.

*  Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus mendorong penguatan modal
sosial. Proses perubahan dari sistem pemerintahan desa ke pemerintahan
Rio bukan hanya proses perubahan struktur tetapi juga proses interaksi dan
belajar di antara masyarakat. Kepercayaan antar masyarakat cukup mudah
luluh, tetapi juga bisa dipulihkan melalui proses akumulasi modal sosial.
Peran pemerintah dan para pihak lain sangat penting dalam menjaga proses
tersebut agar berjalan ke arah positif.

e Secara paralel, berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah terus mendorong
dilakukannya penelitian lebih mendalam tentang aspek-aspek yang belum
tercakup dalam hasil penelitian ini dan membahasnya dengan pihak-
pihak terkait. Topik menarik yang perlu dikaji lebih lanjut adalah: dengan
modal sosial masyarakat yang ada saat ini, sejauh mana penerapan sistem
pemerintahan ini mendorong aksi kolektif dan kerjasama antar kelompok-
kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat,
baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik.

* Semua lapisan masyarakat, terutama anggota DPRD, para alim ulama,
cerdik pandai, tuo tengganai, LSM dan organisasi sosial lainnya di Kabupaten
Bungo terus terlibat di dalam mendorong terwujudnya pemerintahan Rio
yang bersendi syarak’, syarak’ bersendi kitabullah di “Bumi Langkah Serentak
Limbai Seayun Kabupaten Bungo.
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PENDAHULUAN

Perempuan Desa Baru Pelepat sangat berperan dalam bidang ekonomi, baik melalui
pekerjaan pertanian yang diupah maupun melalui pekerjaan pertanian lainnya
yang bermanfaat dalam rumah tangga. Namun kebanyakan kaum perempuan
secara sistematis terasing dari akses ke berbagai sumberdaya, pelayanan penting
dan pengambilan keputusan.

Tulisan ini mencoba memperlihatkan bagaimana kegiatan yang dilakukan
perempuan mampu menguatkan peran dan posisi perempuan dalam mengelola
desa dan sumberdaya alam. Kaum perempuan juga mampu merancang rencana
kerja dan melaksanakannya menjadi sebuah aksi.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu masih perlu ditingkatkan. Sesungguhnya ia bisa
menjadi sumber pendapatan utama, karena hasil hutan non kayu tersedia secara
berlimpah dan belum sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, baik
masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang akan mendatangkan hasil
bagi masyarakat Desa Baru Pelepat.

Kerajinan bambu merupakan kerajinan padat karya yang akan mengurangi
pengangguran. Jika itu bisa dikembangkan akan menjadi suatu unit usaha yang
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menyerap banyak karyawan. Selain untuk menambah pendapatan, anyaman
bambu juga membentuk suatu sikap kemandirian.

Jika pendayagunaan hasil hutan non kayu dapat dioptimalkan, akan banyak
manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. Misalnya mencegah penggundulan hutan
oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, serta melindungi satwa-satwa
yang hidup di hutan agar tidak punah.

Kerusakan hutan yang terjadi selama ini akibat mata pencaharian utama
masyarakat adalah bebalok. Mereka terpengaruh oleh rayuan pihak luar yang akan
menanamkan modal di lingkungan masyarakat dengan tidak memikirkan dampak-
dampak yang akan terjadi selanjutnya. Masyarakat tidak memikirkan malapetaka
yang mungkin terjadi pada masyarakat, misalnya terjadi kebakaran, tanah longsor,
tanah menjadi gersang, kebanjiran berulang-ulang, hewan-hewan hutan punah,
serta udara yang tidak bagus lagi untuk dihirup.

HASIL HUTAN NON KAYU TERSEDIA
DI SEKITAR DESA

Desa Baru Pelepat adalah sebuah desa yang terletak di daerah penyangga Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Propinsi Jambi, terletak di sepanjang Sungai
Batang Pelepat. Desa ini terdiri dari empat dusun dengan etnik yang beragam:
Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang, dan Jawa (transmigran).

Mata pencarian masyarakat Desa Baru Pelepat sejak era 1980-an adalah bebalok.
Namun halitu tidak bisabertahan untuk selamanya. Masyarakatyang mendapatkan
kayu dengan cara mudah di masa awal itu, ternyata hanya untuk sementara. Waktu
demi waktu berlalu, bebalok semakin sulit dan kayu pun susah untuk didapatkan.
Padahal, keluarga perlu makan untuk mempertahankan hidup.

Dengan habisnya kayu membuat masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan.
Di samping itu, banyak efek yang lain seperti binatang semakin punah, tanah
menjadi tandus, sering terjadi kebanjiran, tanah longsor, kebakaran hutan dan
lain-lain. Boleh dikatakan, tidak ada lagi hutan asli di Desa Baru Pelepat yang
belum pernah dijamah tangan manusia. Banyaknya pengaruh negatif yang timbul,
membuat masyarakat ‘terbangun’: Selama ini mereka mengambil kekayaan alam
dengan bebas tanpa memikirkan bencana yang akan timbul.
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Sesungguhnya, hutan menyediakan banyak hasil hutan non kayu, seperti
rotan, manau, bambu, pandan dan lain-lainnya, yang memang tidak digunakan
masyarakat untuk diperjualbelikan. Dari beberapa lembaga yang masuk ke desa
timbul pemikiran untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan cara mengadakan
musyawarah dalam desa serta meminta pendapat masing-masing penduduk
tentang hasil hutan non kayu, mengadakan pelatihan dengan mendatangkan
pemberi materi dari instansi pemerintah, seperti Disperindagkop, Balai Latihan
Kerja (BLK) serta pembentukan kelompok yang melibatkan dusun dalam desa.

Sejak 2001, proses pendampingan masyarakat mulai berlangsung melalui proyek
ACM, sebuah kegiatan kerjasama CIFOR, YGB dan PSHK-ODA. Tujuannya
antara lain untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk menambah
pendapatan ekonomi masyarakat, menggali pengetahuan dalam memproduksi
hasil hutan yang tersedia, serta menutup keinginan masyarakat untuk kembali
bebalok. Pada mulanya masyarakat tidak menyetujui rencana tersebut karena
tidak ada waktu dan kegiatan mereka sudah sangat padat. Padahal ajakan tersebut
bukan berarti membuat masyarakat sibuk dan membebankan, tetapi mengajak
mereka untuk beraktivitas serta membantu perekonomian di dalam keluarga,
mengembangkan serta memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

Dengan diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil
hutan non kayu kita akan mempunyai rancangan dan cadangan apabila kita
tidak mau bergerak kita akan tertinggal serta kita tidak akan percaya diri untuk
mengembangkan kekayaan alam atau kita hanya menunggu uluran tangan dari
pemerintah. Pada saat masyarakat kehilangan pekerjaan utama yaitu bebalok
timbul pemikiran bahwa masih ada kekayaan alam yang tersedia bahkan
banyak ditemukan di daerah di sekitar lingkungan masyarakat tinggal. Adanya
pendamping dari berbagai lembaga, seperti ACM, membuat masyarakat berpikir
memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dikembangkan, baik di tingkat
dusun maupun desa.

Dalam proyek ini perempuan menjadi salah satu menjadi fokus pendampingan
dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara kuantitas jumlah perempuan
separuh dari jumlah penduduk di desa. Kedua, perempuan memegang peranan
utama dalam berladang, maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya.
Ketiga, kendati memiliki peran terbatas, kelompok perempuan memiliki modal
sosial yang cukup tinggi dibandingkan kelompok lainnya di desa. Modal itu didapat
melalui kelompok pengajian Yasinan tingkat dusun dan desa. Melalui kelompok
pengajian ini, perempuan mengembangkan sistem arisan dan simpan pinjam yang
sangat dibutuhkan pada saat penting seperti kematian, pernikahan, kelahiran bayi
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dan lain sebagainya. Yang menarik, untuk menambah modal kelompok, tak jarang
kaum perempuan mengelola ‘lubuk larangan’. Melalui kelompok pengajian, mereka
saling membangun solidaritas dan kepercayaan serta pengembangan ekonomi
alternatif, antara lain pengembangan kerajinan bambu.

Kerajinan anyaman bambu dipilih setelah melalui penggalian bersama dalam
lokakarya desa. Potensi bambu berlimpah di desa. Perempuan di desa juga sudah
terbiasa membuat anyaman bambu untuk kebutuhan rumah tangga, seperti
bakul, keranjang beras (kiding) dan tikar. Untuk meningkatkan keterampilannya,
kaum perempuan lalu menyepakati untuk menyusun rencana bersama melalui
kunjungan banding ke sentra kerajinan di Kerinci. Selain itu, mengadakan
pelatihan anyaman bambu dengan pelatih dari Kerinci, yang dilanjutkan dengan
pembentukan kelompok pengrajin serta usaha pemasaran. Dari kunjungan
banding, kaum perempuan belajar bagaimana mengolah bahan bambu menjadi
sebuah produk bernilai jual tinggi, seperti wadah tisu, kotak kue, lampu tidur,
petromak dan bingkai foto. Kunjungan banding juga menjadi pemicu kaum
perempuan untuk giat mengembangkan usaha kerajinan. Hingga saat ini, kendati
belum berproduksi secara rutin, namun sudah mampu dijual ke desa-desa tetangga
maupun diperlihatkan di pameran pembangunan Kabupaten Bungo.

Dengan berlangsungnya berbagai kegiatan, ada perubahan kesadaran bahwa
kerajinan anyaman bukan lagi sekedar pengisi waktu luang, tetapi juga dapat
menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Selain itu, dengan pembentukan
kelompok kerajinan terjadi situasi saling belajar dan membangun solidaritas
antarkaum perempuan, baik antargenerasi (tua-muda) maupun antara penduduk
asli dengan pendatang. Pembelajaran lain, melalui kelompok kerajinan ini, kaum
perempuan mampu membangun jaringan konsultasi dan pemasaran hingga ke
tingkat kecamatan dan kabupaten. Akhirnya, dengan keberhasilan yang diraihnya,
kaum perempuan kini memiliki posisi tawar yang cukup tinggi sejajar dengan
kaum lelaki, khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

HASIL HUTAN NON-KAYU BERNILAI EKONOMI

Rotan

Rotan merupakan hasil hutan non kayu yang berbentuk sulur. Rotan biasanya
digunakan masyarakat Desa Baru Pelepat untuk membuat ambung dan tempat
beras (kiding). Rotan memiliki batang yang jauh lebih kecil dibanding dengan
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manau. Rotan biasanya diperoleh pada musim berladang; pada saat ini ibu-ibu
berlomba-lomba untuk mencari rotan. Selain untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, rotan juga dapat dijual dengan harga yang tinggi.

Manau

Manau merupakan tumbuhan yang sama dengan rotan, namun ukurannya lebih
besar. Manau dipergunakan masyarakat untuk membuat kursi dan ayunan. Cara
pengolahan manau lebih susah di bandingkan dengan rotan, bambu dan pandan.
Selama ini masyarakat menjual manau ke kota kabupaten.

Bambu

Bambu termasuk jenis tanaman rumput-rumputan, bambu tumbuh menyerupai
pohon berkayu dan berongga. Bambu merupakan tanaman yang berumpun yang
mudah berkembangbiak. Bambu banyak manfaatnya bagi masyarakat khususnya
pedesaan, karena bambu merupakan bahan yang lebih mudah didapat. Bambu
lazim digunakan untuk bahan anyaman, mebel bambu, bahan bangunan rumabh,
dan kandang ternak. Selain itu, rebung (bambu muda) dapat dimanfaatkan untuk
bahan sayuran.

Pandan

Pandan adalah tanaman yang berdaun panjang dan mempunyai duri di tepi daun.
Pandan memiliki dua jenis: pandan yang tumbuh di rawa-rawa memiliki bentuk
berumpun dan berumbi serta pandan yang tumbuh di darat memiliki batang dan
berdaun lebar. Pandan ini lebih keras dibandingkan pandan yang berada di daerah
payau dan cara pengolahannya pun berbeda.

Pandan yang berada di rawa lebih sering digunakan masyarakat karena tempatnya
berada di sekitar lingkungan masyarakat tinggal. Cara pengambilan pandan
rawa lebih mudah, sehingga bisa mengumpulkan bahan dalam waktu singkat.
Sedangkan pengambilan pandan yang tumbuh di darat (sering ditemukan di
dalam hutan) harus dilakukan dengan cara penebangan. Tanpa penebangan
akan sulit memperoleh daunnya. Apabila tidak dilakukan penanaman kembali,
pemanfaatan pandan darat akan mengancam kelestarian pandan itu sendiri.
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KETERAMPILAN MASYARAKAT MENGOLAH
HASIL HUTAN NON-KAYU

Menganyam

Sebelum ada kegiatan pendampingan, masyarakat sudah memiliki keterampilan
menganyam. Namun mereka belum mempunyai kemahiran mengolah bahan yang
ada di sekitar lingkungan mereka tinggal. Ibu-ibu hanya bisa membuat beberapa
model saja dan belum berani untuk melanjutkan ke model-model yang lebih
diharapkan, karena mereka belum mencobanya, sedangkan permintaan pasar
mengharapkan model-model yang unik dan bermutu.

Sekarang masyarakat telah mengikuti pelatihan dan studi banding. Masyarakat
mulai berpikir tentang pentingnya mengembangkan potensi alam yang tersedia,
serta membentuk pertemuan-pertemuan guna mencari model-model yang mana
perlu diperbanyak dan dikembangkan.

Prinsip Menganyam

Anyaman sasak. Anyaman sasak adalah anyaman yang dilakukan “tupang satu
impit dua”. Anyaman ini yang sering digunakan oleh masyarakat, karena mudah
dan butuh waktu sedikit. Keterampilan menganyam sasak merupakan dilestarikan
secara turun temurun. Seni menganyam sasak dianggap sebagai keterampilan
dasar menganyam. Tekniknya mudah dipelajari oleh anggota masyarakat yang
belum biasa menganyam. Biasanya anyaman ini digunakan untuk membuat nyiru
(tampah), bakul, tempat tisu, dan sebagainya.

Anyaman kepang. Anyaman kepang adalah anyaman yang dilakukan “tupang
dua impit dua”. Motif anyaman ini lebih indah. Masyarakat Desa Baru Pelepat
sudah menggunakan anyaman kepang untuk membuat berbagai jenis produk dari
pandan dan bambu.

Anyaman pinggir. Anyaman pinggir adalah anyaman untuk mengakhiri proses
menganyam. Ada tiga corak anyaman pinggir: pita tiga, pita empat dan pita
susuk.

Anyaman pinggir akan membawa keindahan tersendiri pada suatu anyaman
dengan menggunakan berbagai kreasi dan corak yang disukai. Biasanya anyaman
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pinggir berbeda dengan anyaman biasa, karena pembuatan anyaman pinggir
daun pandan yang semula digunakan harus diperkecil menjadi beberapa bagian,
gunanya untuk memperindah bentuk anyaman. Masyarakat Desa Baru Pelepat
juga lazim menggunakan kain yang bermacam-macam warna untuk dijadikan
pita serta diselipkan pada saat menganyam pinggir.

Produk Anyaman

Tikar. Tikar merupakan alas tempat duduk, tempat tidur, dan sembahyang.
Tikar mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Anyaman
ini terbuat dari pandan yang terdapat di lingkungan masyarakat dan tumbuh di
dataran rendah seperti rawa dan genangan air lainnya.

Cara pembuatan tikar: pengambilan pandan di tempat asalnya, pemilihan
pandan kasar dipisahkan dengan yang halus, mengukur pandan sesuai dengan
anyaman yang akan dibuat, pembuangan duri, penjemuran di bawah terik
matahari, memperlunak pandan dengan bambu yang sudah tua, serta melakukan
penganyaman.

Anyaman bambu. Anyaman ini amat beragam, mulai dari alat rumah tangga (nyiru,
tempat kue, dan ambung), perlengkapan ke ladang (topi), maupun perlengkapan
lainnya (tempat tisu, kipas, tempat pena, tas, tempat sampah, dompet, dan tempat
telepon genggam).

Pemilihan Bambu

Bambu yang digunakan sebagai bahan baku anyaman harus dipilih dan disesuaikan
dengan sifat anyaman.

Jenis bambu. Jenis bambu untuk bahan kerajinan anyaman merupakan jenis
bambu yang memiliki ruas panjang minimal 40 cm, berserat padat dan kuat.
Sesungguhnya hampir semua jenis bambu bisa digunakan untuk bahan anyaman.
Namun masyarakat di Baru Pelepat sering menggunakan bambu hitam, karena
pertimbangan estetika.

Umur bambu. Bambu yang dipilih adalah bambu berumur sedang (7-24 bulan),
yang dapat dilihat dari warna ujung bambu dan pertumbuhan batang sampai
cabang.
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Waktu tebang. Bambu terbaik untuk anyaman adalah yang dipanen pada musim
kemarau, karena anyaman lebih kuat serta tidak terserang bubuk dan tidak keropos.
Pengambilan bambu pada musim hujan akan mempersulit proses pengolahannya.
Bambu banyak terbuang, karena bambu basah akan sulit diirat (anit). Selain itu,
hasil anyaman pun akan lebih mudah rusak karena lebih mudah diserang rayap
dan keropos.

Pengolahan Bahan

Pemotongan Bambu untuk Bahan Anyaman

Alat yang digunakan untuk memotong bambu adalah gergaji dan parang.
Pemotongan perlu dilakukan secara hati-hati agar bambu tidak rusak dan sia-sia.
Bambu dipotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.

Pengulitan

Bambu yang akan dipakai untuk kerajinan harus dikuliti terlebih dahulu. Kulit
yang paling luar di buang. Kemudian lakukan pembelahan secara hati-hati. Apabila
salah belahannya, untuk mengolah selanjutnya akan lebih sulit dan mungkin
malah sia-sia. Kulit yang paling luar di kumpulkan untuk pembuatan nyiru.

Pembuatan Iratan

Iratan adalah belahan bambu tipis dan lentur. Iratan bambu dapat di bedakan
menjadi dua:

Iratan kasar. Iratan kasar adalah iratan dari potongan bambu yang sudah diukur
kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Iratan ini digunakan pada pembuatan
nyiru.

Iratan halus. Iratan halus adalah iratan yang tipis dari potongan bambu yang sudah
diukur. Iratan halus sering digunakan masyarakat dalam pembuatan anyaman.
Iratan halus akan membuat proses menganyam terasa lebih nyaman dan hasil
anyaman tampak lebih indah.

Pengawetan bambu

Tanaman bambu mudah rusak oleh hama. Penyebab lain kerusakan bambu adalah
cuaca, kelembaban, dan air hujan. Pengawetan ada dua macam:
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Pengawetan alami. Bambu yang sudah diirat (dihilangkan kulit terluarnya)
selanjutnya dianit (disobek tipis-tipis seperti pita). Pengawetan alami ada dua
macam. Pertama adalah perendaman, yang dilakukan di tempat perendaman
di rumah atau di sungai selama dua hari. Setelah perendaman, anitan diambil
dan dijemur. Kegunaan perendaman adalah untuk menghilangkan getah bambu
dan membuat anitan lebih putih serta awet. Kedua adalah perebusan. Perebusan
dilakukan setelah perendaman dan penjemuran. Perebusan menggunakan wajan
atau kuali yang besar selama satu jam. Jumlah air yang digunakan dalam perebusan
anitan bambu sesuai dengan jumlah anitan yang direbus. Masyarakat Desa
Baru Pelepat melakukan perebusan di luar rumah atau di samping pekarangan,
maksud dari masyarakat adalah untuk menghindari kesulitan dalam melakukan
perebusan.

Pengawetan kimiawi. Pengawetan kimiawi dilakukan dengan bantuan prusi, soda
api (NaOH), atau soda abu. Pengawetan kimiawi biasanya digunakan masyarakat
yang tinggal di sekitar perkotaan karena lebih mudah dan lebih ringkas.

Pewarnaan

Iratan dan anitan diwarnai setelah dilakukan pengawetan. Pewarnaan dilakukan
dalam wajan yang telah diberi larutan pewarna. Pewarnaan alami menggunakan
bahan akar-akaran, dedaunan, maupun kulit kayu yang bisa diperoleh di
dalam hutan. Bahan ditumbuk halus dan dicampur air. Kemudian dilakukan
pengendapan. Hasil pewarna siap dioleskan pada iratan dan anitan. Sedangkan
pewarnaan kimiawi adalah menggunakan zat pewarna yang banyak tersedia di
pasar. Bahan kimiawi dicampur air dan langsung siap dioleskan pada iratan atau
anitan.

PERSOALAN UMUM

Industri Strategis

Industri kergjinan bambu merupakan kegiatan padat karya. Industri ini mampu
menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
industri kerajinan bambu mampu menyerap tenaga kerja 13.899 orang yang
tergabung dalam 1.562 unit usaha. Karena itu, industri ini tergolong strategis,
dan dengan demikian sudah pada tempatnya apabila memperoleh perhatian lebih
intensif dari pemerintah.
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Pelestarian Bahan

Berbeda untuk tanaman bambu, perhatian masyarakat terhadap ketersediaan
tumbuhan pandan relatif terbatas. Adalah benar, saat ini pandan (pandan rawa
maupun pandan darat) relatif berlimpah. Namun karena penggunaannya yang
intensif, maka lambat-laun akan terjadi penurunan kelimpahan. Karena itu,
masyarakat perlu didorong untuk melakukan pemulihan ketersediaan pandan.

Pemasaran

Masyarakat perlu didorong untuk lebih berorientasi pasar. Masyarakat perlu
memperoleh informasi yang cukup tentang mutu dan jenis produk yang diinginkan
pasar.

Sekitar 20% produk kerajinan bambu adalah untuk pemenuhan permintaan. Jenis
kerajinan bambu yang diminati oleh konsumen antara lain adalah produk fungsional
yang unik seperti tempat buah, kue, tempat sampabh, tisu, tas dan lain-lain.

Pemasaran saat ini masih mengandalkan pada pesanan pelanggan. Pesanan ini
datang dari masyarakat desa setempat, masyarakat yang berada di luar desa (desa
tetangga), dan bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan. Pesanan bisa dilakukan
pada individu maupun kelompok pengrajin.

Pelatihan

Pelatihan dan studi banding dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengrajin,
terutama berkaitan dengan peningkatan mutu produk dan teknik-teknik pembuatan
model produk baru.

Studi banding ke Kerinci. Dengan didampingi fasilitator ACM, ibu-ibu Desa Baru
Pelepat melihat hasil anyaman yang dibuat oleh kelompok pengrajin yang ada di
Kerinci. Mereka belajar tentang anyaman, mulai dari cara pengambilan bambu,
pengolahan dan bahkan sampai pada pembuatan anyaman. Kerajinan anyaman
Kerinci merupakan salah satu kerajinan yang terkenal di Propinsi Jambi dan
bahkan sudah di kenal di daerah Sumatera. Pekerjaan menganyam di Kerinci sudah
dapat diandalkan sebagai penopang pendapatan keluarga. Dengan kunjungan ini,
masyarakat Desa Baru Pelepat merasa telah memperoleh tambahan pengetahuan
yang siap dikembangkan di desanya.
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Berbagi ilmu kepada masyarakat Sungai Telang. Perwakilan ibu-ibu di Desa Baru
Pelepat mencoba menyalurkan pengalaman mereka kepada masyarakat Sungai
Telang, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Di sana ibu-ibu dari
Desa Baru Pelepat mencoba memberikan ilmu yang mereka miliki yang di
dapat dari berbagai pelatihan yang pernah mereka ikuti. Ibu-ibu Sungai Telang
menanggapinya dengan baik dan bahkan mereka ingin belajar lebih serius lagi
dan akan mendatangi Desa Baru Pelepat untuk menggali berbagai ilmu tentang
anyaman.

Pelatihan mebel bambu. Pelatihan meubel bambu dilaksanakan di Desa Baru Pelepat
pada Juni 2005. Tempat pelatihan adalah Balai Desa di Dusun Lubuk Beringin.
Pesertanya adalah perwakilan setiap dusun, berjumlah 15 orang. Pelatihan
ini merupakan inisiatif masyarakat sendiri, yang mengajukan permohonan
pelatihan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Bungo. BLK memberikan sambutan
positif dengan memberikan pelatihan selama 2 minggu. Pelatihan ini berhasil
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga motivasi bahwa bahan baku
bambu itu bisa diolah menjadi produk-produk meubel yang memiliki nilai jual
yang tinggi. Saat ini masyarakat Desa Baru Pelepat sudah berani membuat produk
mebel bambu, meski pemasarannya baru terbatas di dalam dan sekitar desa saja.

Penguatan Kelompok

Untuk menunjang pengelolaan hasil hutan non kayu, masyarakat Desa Baru
Pelepat membentuk suatu kelompok yang melibatkan semua dusun dalam desa.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan peran ekonomi alternatif. Bila dikembangkan secara tepat, kerajinan
anyaman ini tidak kalah pentingnya dengan jenis usaha yang lain.

Nama dan bentuk. Kelompok pengrajin anyaman Desa Baru Pelepat dibentuk pada
5 Februari 2005 yang diberi nama “Kembang Pelepat”. Kelompok ini berbentuk
sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat, kumpulan orang-orang yang menyatukan
diri dalam usaha bersama, untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.

Tujuan Kelompok. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah: (i) Meningkatkan
tarap hidup dan kesejahteraan anggota; (ii) Membantu anggota dalam mengatasi
masalah permodalan secara swadaya; dan (iii) Sebagai wadah terbentuknya usaha
bersama yang merupakan usaha sampingan bagi anggota.
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Anggota. Keanggotaan kelompok dilakukan secara sukarela. Pengrajin boleh
menjadi anggota kapan saja mereka mau. Keanggotaan melibatkan semua dusun

di dalam Desa Baru Pelepat, yaitu: Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin,
Dusun Lubuk Pekan, dan Dusun Pedukuh.

Pengurus. Pengurus kelompok dipilih dan diberhentikan langsung oleh anggota
kelompok berdasarkan kesepakatan pada rapat anggota. Pengurus terdiri dari:
ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pengurus bertugas melaksanakan pertemuan anggota, mengatur administrasi dan
keuangan kelompok, memberikan laporan tentang perkembangan dan keuangan
kelompok, mengatur pelaksanaan kerja kelompok, serta melaksanakan rapat
anggota tahunan.

Modal kelompok. Modal kelompok dapat berupa simpanan pokok dan simpanan
wajib. Simpanan pokok dikumpulkan hanya satu kali dan berjumlah Rp. 5.000.
Simpanan wajib di kumpulkan setiap hari Sabtu senilai Rp. 1.000/minggu.
Simpanan wajib dikumpulkan setelah rapat pembentukan pengurus. Setiap
anggota juga dapat melakukan simpanan sukarela, yang dapat diambil kapan saja
oleh anggota yang bersangkutan.

Pinjaman anggota. Modal kelompok belum akan dipinjamkan kepada anggota
sampai keadaan keuangan memungkinkan. Jumlah pinjaman setiap anggota untuk
tahap pertama maksimal Rp. 100.000. Jumlah anggota yang dapat meminjam akan
disesuaikan dengan kondisi permodalan kelompok, dengan tetap menyisakan saldo
di Bank sebagai cadangan modal kelompok. Setiap pinjaman dikenakan bunga
sebesar 10% dan di tambah dengan biaya administrasi, dan uang yang dipinjam
harus dikembalikan dalam waktu tiga bulan.

Sanksi-sanksi. Bagi anggota yang tidak membayar simpanan wajib selama dua
tahun berturut-turut, maka anggota tersebut akan diberikan peringatan dan bagi
anggota yang belum melunasi pinjaman selama sebulan sejak jatuh tempo, maka
akan diberikan peringatan, apabila selama dua bulan belum juga dilunasi maka
anggota tersebut dihadapkan pada rapat anggota.

Rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan setahun sekali dan selanjutnya di
sebut rapat anggota tahunan. Pada pertemuan kelompok akan membicarakan
laporan keuangan, evaluasi simpanan dan pinjaman anggota, serta membicarakan
perencanaan dan pelaksanaan.
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Aturan. Anggota yang dikeluarkan dari kelompok, hanya akan menerima kembali
simpanan wajib. Jika ada yang ingin menjadi anggota baru maka yang bersangkutan
harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebenarnya aturan tersebut
bukan untuk mempersulit masyarakat. Dengan hal itu diharapkan bisa merubah
pola berpikir masyarakat agar lebih kreatif dan produktif.

PENUTUP:
PERUBAHAN, TANTANGAN DAN KENDALA

Untuk mengubah suatu tatanan masyarakat, salah satunya adalah dengan
meningkatkan peran perempuan dalam memanfaatkan hasil hutan non-kayu.
Karenanya, kerja keras kelompok perempuan dalam mengelola hasil hutan non-
kayu juga perlu diakui oleh kaum laki-laki. Hikmahnya, laki-laki yang tadinya
merasa memiliki wewenang tunggal karena perannya sebagai pencari natkah dan
hanya mengingat peran perempuan di ladang, kini melihat perempuan sebagai
mitra dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kerajinan anyaman
menjadi salah satu kegiatan yang telah membantu peningkatan ekonomi dalam
rumah tangga. Hasil hutan non-kayu tidak lagi menjadi pekerjaan sampingan bagi
masyarakat melainkan salah satu ekonomi alternatif selain berkebun.

Walaupun sudah tampak ada perubahan peran perempuan dalam mengelola hasil
hutan non-kayu, seperti kerajinan anyaman, namun sistem (pekerjaan) yang ada
di masyarakat masih menghambat perempuan untuk meningkatkan ketrampilan
yang dimilikinya. Tak jarang dalam suatu pertemuan kelompok perempuan ada
yang mengeluhkan kurangnya kesadaran untuk bekerjasama di kalangan kaum
perempuan dan lebih suka melakukannya di rumah masing-masing. Kondisi ini
tentunya akan merugikan bagi kelompok perempuan sendiri yang masih.

Kendala lain, tak jarang kaum laki-laki tidak memperhitungkan tempat dan waktu
pertemuan yang dilakukan malam hari, sehingga memperkecil keterlibatan kaum
perempuan dalam pengambilan keputusan desa.
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“Kami tak bisa lagi berharap penghasilan dari kerja kayu. Kerja kayu dua minggu,
hasilnya cuma delapan vibu rupiah....”, tutur seorang anggota masyarakat Baru
Pelepat di awal 2004. Sejak pertengahan 1980an hingga 2000an, mata pencaharian
utama masyarakat Desa Baru Pelepat adalah bebalok!. Namun kayu semakin sulit
didapat. Kalau pun ada, jaraknya jauh dan pengangkutannya sulit, sehingga
menambah biaya operasional.

Kini setelah kayu semakin sulit, masyarakat mulai mencari sumber pendapatan
alternatif, misalnya karet dan berkebun beberapa jenis sayuran. Tulisan ini akan
menguraikan kekayaan hutan Bukit Siketan dan manfaatnya bagi masyarakat,
berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2004°.

BUKIT SIKETAN
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Gambar 18. Peta Bukit Siketan

1 Bebalok adalah istilah lokal yang berarti bekerja dalam bisnis kayu, baik sebagai pemodal, penebang, mau pun pengangkut.
2 Metode penelitian digambarkan secara ringkas di Lampiran 1 tulisan ini.
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Bukit Siketan meliputi area seluas 820 ha pada ketinggian 115-634 m dpl, terdiri
dari hutan primer dan sekunder. Jaraknya ke permukiman terdekat (Pedukuh)
sekitar 1,8 km. Hutan di Bukit Siketan ditetapkan sebagai Hutan Adat Desa Baru
Pelepat, berdasarkan kesepakatan masyarakat pada 2004, setelah mereka menyadari
pentingnya melindungi hutan yang tersisa untuk generasi mendatang’.

POTENSI HASIL HUTAN NON-KAYU

Banyak pihak yang selama ini hanya melihat kayu sebagai satu-satunya sumber
pendapatan yang utama dari hutan. Padahal banyak jenis tumbuhan non-kayu
yang hidup di hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar lokal mau
pun ekspor. Namun demikian, seluruh jenis yang berpotensi ekonomi itu akan habis
bila diambil secara berlebihan. Untuk menjaga ketersediaan secara berkelanjutan,
seluruh jenis bernilai ekonomi tinggi sebaiknya hanya diambil anakannya, dan
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Anakan ini kemudian dibudidayakan di
pembibitan (nursery) desa. Jenis-jenis tertentu juga bisa diperbanyak dengan cara
vegetatif, misalnya cangkok dan okulasi. Sedangkan tumbuhan dewasa sebaiknya
tetap dibiarkan hidup di habitat alaminya untuk berkembang-biak. Upaya ini
bisa juga didukung oleh peraturan adat. Sebagai contoh, masyarakat Kampung
Pelaik di Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat) melindungi induk
anggrek alam di habitat alaminya dengan aturan adat yang disepakati bersama.

Bahan Anyaman, Kerajinan dan Furnitur

Berbagai jenis tumbuhan yang
dikenal sebagai bahan furnitur,
kerajinan dan anyaman cukup
banyak ditemukan di kawasan
hutan Bukit Siketan, misalnya
rotan  (Calamus  spp. dan
Daemonorops ~ spp.),  rumbai-
rumbai  (Pandanus spp.) dan

Hasil kerajinan anyaman bambu
dan bamban dapat menjadi sumber
pendapatan tambahan

© Brian Belcher, Leon Budi Prasetyo dan Tim ACM Jambi

3 Proses pembentukan hutan adat bisa dilihat pada tulisan Dobesto (2008)
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bamban (Donax canniformis). Calamus dan Daemonorops adalah dua jenis rotan
yang bernilai paling tinggi (Silitonga, 2000).

Beberapa anggota masyarakat desa, terutama kelompok perempuan sudah memiliki
keterampilan membuat anyaman, kerajinan dan furnitur dari bambu, bamban dan
rotan*. Hasilnya dijual di pasaran lokal, dan telah menjadi sumber pendapatan
alternatif yang cukup tinggi bagi beberapa keluarga. Bila pembuatan kerajinan
ini dikembangkan lebih serius dengan desain dan kualitas yang memenubhi selera
pasar, sangat mungkin hal itu bisa menjadi sumber pendapatan yang utama.
Data dari Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDQO)
menyebutkan, nilai ekspor furnitur rotan pada 1986 mencapai USD 115,14 juta,
dan pada 1999 sudah mencapai USD 1,147 milyar (Silitonga, 2000).

Menjual hasil kerajinan juga akan jauh lebih menguntungkan dan berkelanjutan,
daripada menjual dan mengekspor bahan baku mentah. Alasan itulah yang
menyebabkan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) dan ASMINDO
menyepakati pelarangan ekspor rotan mentah (Kompas, 2005). Memang
membutuhkan waktu lebih lama untuk mengolah bahan baku menjadi barang
jadi, namun keuntungan yang diperoleh jauh lebih tinggi dan persediaan bahan
mentah pun terjaga. Sebaliknya, menjual bahan baku mentah akan mendatangkan
uang dalam waktu cepat namun hanya sedikit, dan akan menghabiskan persediaan
sumberdaya dalam waktu singkat. Pesaing pun bisa memanfaatkan bahan mentah
ini.

Satu contoh dari Kalimantan, sebuah keranjang yang dalam bahasa lokal
disebut belanyat laku terjual seharga Rp. 30.000-40.000 pada 1998. Satu belanyat
membutuhkan rotan 45-40 batang, kurang lebih sama dengan 4 kg. Harga rotan
mentah saat itu di pasaran lokal berkisar antara Rp. 2.000-4.000 rupiah. Jadi jika
4 kg rotan dijual mentah, hanya menghasilkan Rp. 8.000-16.000; dengan dibuat
keranjang menjadi Rp. 30.000-40.000 (Uluk et. al., 2001).

Sumber Tanaman Hias

“Per daun harganya 25 ribu rupiah. Ini ada 6 daun, jadi harganya 150 ribu,” kata
seorang penjual tanaman hias di salah satu sudut kota Bogor sambil menunjuk
satu pot tanaman kecil berdaun merah. Di kalangan penggemar tanaman hias,
tanaman ini dikenal sebagai Aglaonema Pride of Sumatra, yang merupakan hasil
silangan. Salah satu induknya yang bernama Aglaonema rotundum ternyata berasal

4 Lihat tulisan Rodiah (2008)
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dari Sumatera, yang juga banyak
ditemukan di daerah Kerinci.
Bukan tak mungkin, hutan di
Baru Pelepat juga menyimpan
sumber plasma nutfah yang
berharga ini. Hasil silangan yang
bisa menjadi bibit, berharga
sekitar enam hingga dua belas
jutaan. Jenis lain yang dikenal
sebagai Aglaonema  Widuri
bahkan harganya Rp. 3,5 juta
per daun!

©Leon Budi Prasetyo

Anggrek kantong (Papiophedilum spp), kekayaan
hutan Jambi yang telah merambah pasar

internasional ) ) )
Uraian di atas hanya sekelumit

contoh bahwa bisnis tanaman
hias bukan lagi sekedar bisnis “pinggir jalan”, dan juga contoh bahwa hutan menjadi
sumber plasma nutfah bagi orang-orang yang kreatif. Sayangnya, masyarakat
kurang menyadari kekayaan yang mereka miliki. Omzet pedagang tanaman hias
“pinggir jalan” untuk pasar lokal saja bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Secara
keseluruhan, nilai ekspor tanaman hias Indonesia pada 2002 mencapai USD 5,1
juta (BPEN, 2004), dan nilai ekspor anggrek mencapai USD 5 juta (RRI, 2006).
Anggrek kantung semar (Paphiopedilum sp.) yang di Jawa harganya berkisar antara
Rp. 10.000 - Rp. 75.000, berasal dari hutan-hutan di Jambi.

Bukit Siketan ternyata menjadi tempat hidup berbagai jenis tanaman hias bernilai
ekonomi tinggi dan telah menjadi komoditas ekspor bagi perusahaan Indonesia dan
banyak negara lain. Penelitian yang dilakukan Yuliani et al. (2004) menemukan
38 jenis tumbuhan non-kayu, yang 17 di antaranya merupakan jenis tanaman
hias yang banyak diniagakan di dalam negeri maupun manca negara, misalnya
langkap (Arenga obtusifolia), rotan sikoi (Daemonorops sp.), palem (Oncosperma
horridum), soka (Ixora sp.), sejenis lirik beras (Phrynium capitatum), dan puding
rimbo (Pleomele sp.). Ini belum termasuk jenis-jenis yang mungkin berpotensi
sebagai induk untuk penyilangan, dan anggrek alam yang juga banyak ditemukan
di kawasan Baru Pelepat (Prasetyo dan Yuliani, akan terbit).
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Sumber Tanaman Obat

Duabelas jenis tumbuhan non-kayu di Bukit Siketan digunakan sebagai bahan
obat tradisional bagi masyarakat, dan dua di antaranya ternyata juga digunakan
secara luas di banyak negara. Kedua jenis tersebut adalah pasak bumi (Eurycoma
longifolia) yang juga dikenal di Malaysia dan Vietnam (Hadiah, tanpa tahun), serta
akar kait (Uncaria spp.) yang digunakan di banyak negara di Amerika Latin dan
Asia (Tropical Plant Database, http://www.rain-tree.com/catclaw.htm). Kedua
jenis ini juga telah menjadi bahan penting bagi industri farmasi, baik di dalam
mau pun di luar negeri.

Jernang (Daemonorops draco)

Getah buah jernang bernilai tinggi. Harga getah buah jernang di Muara Bungo
pada 1998 berkisar antara Rp. 28.000-45.000 per kg (Aliadi dan Djatmiko, 1998),
dan konon mencapai Rp. 700.000 pada 2005 (WARSI, 2005). Dilaporkan adanya
permintaan yang tinggi dari luar negeri, namun Indonesia kekurangan pasokan.
Inilah yang menyebabkan kenaikan harga (Bisnis Indonesia, 2005).

Tingginya permintaan jernang mestinya bisa menjadi peluang bagus bagi
masyarakat untuk membudidayakannya di kebun. Di beberapa lokasi di Bukit
Siketan, dan juga di lokasi lainnya dalam kawasan Desa Baru Pelepat, jernang
masih ditemukan namun tak banyak. Meski tak banyak, tetap berpotensi sebagai
bibit. Masyarakat bisa mengambil anakan-anakannya yang banyak ditemukan di
sekitar pohon induk, untuk dibudidayakan di kebun. Memang membutuhkan
waktu yang panjang hingga mendatangkan hasil seperti juga hasil pertanian dan
perkebunan lainnya, tapi setelah mencapai usia produksi, hasilnya bisa dinikmati
secara terus menerus.

Gaharu (Aquilaria spp.)

Sepertijuga jernang, gaharu merupakan komoditas ekspor. Harga gaharu bervariasi,
mulai Rp 200.000 per kg sampai Rp 10 juta per kg, bergantung pada kualitas® dan
perkembangan harga pasaran di luar negeri, seperti Singapura, China, dan Korea

5 Standar kualitas gaharu dapat dilihat di Standar Nasional Indonesia, SNI 01-5009.1-1999 (http://www.dephut.go.id/ INFORMASI/SNI/gaharu.
HTM).
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(Kompas, 2004). Gaharu ditemukan di Bukit Siketan, namun tak terlalu banyak
sehingga pengambilan anakannya pun lebih terbatas.

Buah-buahan

Sedikitnya ada 21 jenis tumbuhan di Bukit Siketan yang buahnya dapat dimakan,
antara lain mangga rimbo (Swintonia schwenkii), rambutan rimbo (Nephelium
lappaceum), durian rimbo (Durio carimatus) dan cempedak (Artocarpus integer).
Di banyak tempat, masyarakat sering kurang tertarik menjual buah-buahan
hasil hutan terutama karena harganya yang murah, ditambah lagi dengan biaya
pengangkutan yang mahal. Kita sebenarnya bisa belajar dari kemajuan yang dicapai
Thailand yang kini menjadi negara terdepan di Asia sebagai pusat agribisnis.
Mereka cerdik dalam strategi pemasaran, termasuk menciptakan peluang dan
image suatu produk tertentu. Pemerintahannya pun menjadikan agribisnis sebagai
sumberdaya utama negara mereka.

Buah-buahan hasil hutan atau kebun di Desa Baru Pelepat atau di Kabupaten
Bungo secara umum, bisa saja menjadi komoditas unggulan bila pihak-pihak yang
berkepentingan kreatif menciptakan pasar dan meningkatkan nilai jualnya. Telah
sering terjadi, harga suatu produk pertanian tiba-tiba melonjak hanya karena
image yang sengaja diciptakan pelaku bisnis. Beberapa pengalaman menunjukkan,
harga bisa disiasati misalnya dengan membuat produk olahan yang kemudian
diperkenalkan secara luas sebagai makanan khas daerah tersebut, misalnya kripik
atau dodol cempedak. Sebagai perbandingan, kripik nangka harganya antara Rp.
40.000-50.000 per kg tergantung kualitasnya.

Bisnis berbasis tanaman sangat menjanjikan, namun memerlukan perhitungan
dan pengelolaan keuangan secara cermat. Kunci sukses bisnis ini antara lain
cermat mengelola keuangan, kreatif menciptakan peluang, dan mulai bisnis ini
tidak sebagai sumber pendapatan utama namun mulailah sebagai sampingan atau

hobi.

POTENSI TUMBUHAN BERKAYU: SUMBER BIBIT

“...Sebelum ini, kami tidak tahu bibit meranti itu seperti apa. Kini kami tahu dan akan
membawa bibit-bibit ini untuk ditanam di kebun kami...,” demikian diungkapkan
Pak Abu Nazar, yang juga diikuti oleh anggota masyarakat lainnya saat turut
dalam penelitian potensi hutan Bukit Siketan. Hutan di Bukit Siketan kaya akan
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anakan dan pancang. Akan
lebih menguntungkan dalam
jangka panjang bila hutan di
Bukit Siketan dimanfaatkan
sebagai “bank bibit”, daripada
diambil  kayunya. Karena
jumlah pohon induk di hutan
ini sudah sangat sedikit, dan
produksi bijinya tidak teratur.
Bila diambil, tak akan ada
lagi produksi biji, sementara
keuntungannya hanya akan
dinikmati sekelompok orang
dalam waktu sesaat. Itu pun tidak seberapa karena lereng yang miring dan lokasi
yang jauh membuat pengangkutan kayu menjadi lama dan mahal. Selain itu,
hutan akan rusak sehingga fungsi-fungsi lainnya (sebagai sumber tanaman hias,
obat dan kerajinan) ikut hancur.

© Tim ACM-Jambi

Bukit Siketan kaya akan bibit meranti

Di seluruh kawasan hutan Bukit Siketan, ditemukan 149 jenis pohon berkayu.
Jenis-jenis bernilai ekonomi tinggi yang anakannya bisa diambil untuk ditanam di
kebun antara lain kelat (Zyzygium spp.), medang pauh (Swintonia schwenkii) dan
berbagai jenis meranti (Shorea spp. dan Parashorea spp.).

JASA LINGKUNGAN

Menjaga Fungsi Hidrologis

Hutan Adat Baru Pelepat di Bukit Siketan dan Hutan Adat Batu Kerbau merupakan
wilayah terakhir yang ditutupi dengan hutan primer dan sekunder yang tersisa di
sepanjang DAS Batang Pelepat di luar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
Dari pengukuran kemiringan yang dilakukan di setiap plot, kemiringan lereng
Bukit Siketan rata-rata 25,27%. Bahkan di beberapa tempat banyak terdapat
jurang dengan kemiringan sekitar 50% (Yuliani et al., 2004). Dengan topografi
yang curam, kawasan ini akan mudah longsor bila tidak ada pohon besar. Dalam
hal ini fungsi pohon besar adalah:

*  Menampung dan menahan curah hujan. Desa Baru Pelepat memiliki curah
hujan yang cukup tinggi, sekitar 3.000 mm per tahun (http://kotabungo.
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tripod.com/info_wilayah.html). Air hujan yang jatuh sebagian akan
tertampung di kanopi, dan sebagian akan turun ke lantai hutan dengan
kecepatan dan pukulan yang jauh lebih rendah sehingga tidak menyebabkan
tercungkilnya tanah yang merupakan proses awal terjadinya erosi. Air yang
jatuh akan sempat diserap oleh tanah (proses infiltrasi). Air yang tertahan
oleh kanopi akan turun secara bertahap.

Tanpa pohon besar, hujan akan langsung jatuh ke lantai hutan dengan tenaga
cukup tinggi (lihat Gambar 19) dan menyebabkan erosi. Volume air yang
turun jauh lebih tinggi dibanding proses infiltrasi sehingga volume run off
pun meningkat.

e Akar-akar pohon menyebabkan terbentuknya pori-pori tanah dan menjaga
tanah tetap gembur, sehingga memudahkan proses infiltrasi (penyerapan air ke
dalam tanah). Infiltrasimerupakan proses penting untuk menjaga ketersediaan
air tanah dan mencegah run-off berlebihan yang dapat mengakibatkan banjir.
Akar-akar pohon juga berfungsi “mengikat” tanah sehingga lebih stabil dan
tidak mudah longsor. Penelitian yang dilakukan Widianto et. al. (2002)
menunjukkan perbandingan laju infiltrasi di hutan sebesar 11 cm/jam, jauh
lebih tinggi dibandingkan kebun kopi yang berkisar antara 1,4 (usia kebun
3 tahun) hingga 8,8 cm/jam di kebun yang berusia 10 tahun. Laju erosi di
hutan sebesar 24,00 gr/
m?, di kebun campuran
berkisar antara 84,10-
342,25, dan di kebun
monokultur 359,70 gr/
m’.  Meski bervariasi
dan tergantung pada
berbagai faktor misalnya
tipe tanah, kemiringan,
tipe vegetasi dan cara
pengolahan tanah kebun,
laju infiltrasi di hutan
primer tetap lebih tinggi
dibandingkan kebun.
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Hutan berfungsi menyimpan cadangan air

Di kawasan Bukit Siketan ditemukan beberapa mata air dan anak sungai yang
mengalir ke sungai-sungai besar di sekitarnya yaitu Batang Pelepat dan Batang
Sagu, sehingga bisa dikatakan bahwa kawasan ini merupakan salah satu daerah
resapan yang penting.
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Kotak 1. Erosi®

Erosi adalah berpindahnya tanah melalui proses alam karena air atau angin. Erosi
telah muncul sejak 450 juta tahun yang lalu, namun yang telah menimbulkan
masalah yang serius adalah erosi yang dipercepat (accelerated erosion). Erosi yang
dipercepat ini disebabkan oleh tindakan manusia yang sewenang-wenang, misalnya
penebangan hutan (vegetation removal) secara besar-besaran, dan meninggalkan
tanah pada kondisi yang rentan di bawah curah hujan tinggi dan/atau badai angin.
Erosi yang dipercepat menimbulkan dampak negatif terhadap pertanian dan
lingkungan, termasuk manusia, on-site dan off-site, dan telah menjadi salah satu
masalah serius di seluruh dunia.

Pada umumnya ada lima tipe/proses terjadinya erosi yang saling berkaitan satu sama

lain, dan bisa terjadi secara bertahap maupun sekaligus (bersamaan):

«  splash erosion: terlepasnya butiran tanah akibat pukulan air hujan, sehingga
struktur tanah menjadi tidak stabil dan mudah terbawa air

«  sheet erosion: terbawanya lapisan tanah dari permukaan oleh aliran permukaan
(run-off)

« rill erosion: proses erosi yang menyebabkan terbentuknya “selokan” kecil dengan
kedalaman beberapa inci, dan banyak terjadi di kawasan yang baru dibuka

« gullies erosion: proses yang terjadi karena adanya aliran air dengan debit dan
kecepatan cukup tinggi, melalui selokan sempit pada saat atau segera setelah
hujan lebat. Proses ini menyebabkan terbentuknya “selokan” yang cukup dalam
(antara 0,3 -33m).

«  river bank erosion: erosi di bantaran sungai akibat tergerus air. Hal ini terjadi bila sisi
sungai langsung kontak dengan debit dan arus sungai yang tinggi.

Di kawasan yang terbuka (tanpa tutupan vegetasi), air hujan akan langsung turun ke tanah
dengan tenaga cukup besar dan menyebabkan lepasnya butiran tanah (splash erosion).
Butiran-butiran tanah ini akan terbawa run-off. Selain itu, lapisan tanah juga akan terbawa
aliran air melalui proses sheet erosion. Adanya perbedaan kontur tanah serta terbawanya
butiran batu atau sisa pohon akan “menggerus” tanah dan membentuk selokan-selokan
kecil dan dangkal (rill erosion), dan selokan besar dan dalam (gullies erosion).

Kawasan Baru Pelepat termasuk Bukit Siketan memiliki curah hujan yang tinggi. Seperti
telah diuraikan sebelumnya, dengan topografi yang cukup curam, Bukit Siketan akan
mudah erosi dan bukan tidak mungkin terjadi longsor dan banjir bandang bila hutannya
dibuka.

Resiko atau kerugian tidak hanya terjadi saat hujan lebat. Bila hutan dibuka, erosi yang
disebabkan oleh hujan kecil akan membawa tanah ke perairan atau dataran rendah, dan
menyebabkan pendangkalan dan/atau pelumpuran. Kawasan yang tererosi pun akan
kehilangan kesuburannya karena lapisan tanah atas (top-soil) telah hilang.

6

Diadaptasi dari http://muextension.missouri.edu/, http://www.il.nrcs.usda.gov/, dan http://soilerosion.net/
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Beberapa contoh tipe erosi. Kiri atas: butiran tanah yang terlepas akibat
tenaga pukulan air hujan, menunjukkan splash erosion. Kiri bawah: rill
erosion. Kanan: gully erosion

Fungsi Habitat

Menurut de Groot et al. (2000), fungsi habitat merupakan salah satu fungsi
ekosistem. Hutan Bukit Siketan memiliki nilai keanekaragaman hayati yang
sangat tinggi, dan menjadi habitat bagi ratusan jenis tumbuhan dan serangga,
serta puluhan jenis hewan. Dalam setiap hektar, ditemukan sekitar 44-48 jenis
tumbuhan. Indeks keanekaragamannya pun mencapai 4,33 untuk tumbuhan
berkayu, dan 2,58 untuk tumbuhan tak berkayu (Yuliani et al., 2004). Jauh lebih
tinggi dibandingkan indeks keanekaragaman di beberapa taman nasional di Pulau
Jawa, yang hanya berkisar antara 1,90 hingga 2,87 (Sulistyawati et al., 2005).

Berbagai hewan langka dan dilindungi ditemukan di sini, termasuk jenis-jenis yang
menjadi “kesayangan” dunia internasional antara lain harimau sumatera (Panthera
tigris sumatraensis), orang utan sumatera (Pongo abelii), elang (Accipitridae) dan
enggang/rangkong (Bucerotidae)’. Harimau dan orang utan sumatera termasuk

7 Inventarisasi hewan baru dilakukan secara kualitatif, berdasarkan informasi dari masyarakat. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui jenis-
jenis hewan hingga tingkat spesies dan kelimpahannya di kawasan ini.
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hewan-hewan yang menjadi “kesayangan” masyarakat dunia, dan hanya ditemukan
di Indonesia. Sayangnya, masyarakat Indonesia sendiri kurang memiliki apresiasi
terhadap kekayaannya yang tak dimiliki negara lain. Berdasarkan kajian yang
dilakukan tahun 2004, Wich et al. (akan terbit) melaporkan bahwa populasi orang
utan Sumatera hanya tersisa 6.667 ekor, jauh di bawah populasi orang utan Borneo
yaitu 54.567 ekor. Ancaman utama yang dihadapi orang utan adalah konversi
hutan untuk perkebunan skala besar, penebangan, kebakaran dan perburuan/
perdagangan liar (Soehartono et al., 2007).

Nilai ekonomi konservasi bagi masyarakat lokal adalah salah satu hal yang paling
sering dipertanyakan. Memang tak mudah menghitungnya. Tapi kita bisa melihat
dari berbagai segi. Misalnya, keberadaan hewan-hewan endemik di negara
lain telah menjadi modal penting industri pariwisata. Di Australia, pada 1996
wisatawan yang datang untuk melihat koala telah mendatangkan devisa sebanyak

1,1 miliar dolar Australia, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi 9.000 orang
(Hundloe dan Hamilton, 1997).

Masyarakat dan pemerintah

setempat  sebenarnya bisa Kotak 2. Seberapa penting nilai konservasi?
bangga atas  tingginya

keanekaragaman di Bukit Untuk lebih membantu masyarakat memahami
Siketan.  Terlebih lagi, pentingnya nilai konservasi, secara sederhana

juga bisa diajukan pertanyaan seperti:

. Jika air Batang Pelepat sangat keruh dan
tak bisa diminum, berapa uang yang harus
Anda keluarkan untuk membeli air bersih

kawasan ini telah ditetapkan
sebagai daerah penyangga
Taman Nasional Kerinci

Seblat dan memiliki nilai (atau air kemasan) setiap hari?

konservasi tinggi di mata . Jika terjadi banjir bandang di desa,
dunia internasional. Dan di akibat penebangan hutan dan longsor di
Desa Baru Pelepat, hanya daerah tangkapan air, berapa biaya untuk
hutan di Bukit Siketan inilah memperbaiki rumah dan mengganti

tersisa dan berf . barang-barang yang rusak? Dan berapa
yang .ers1s§ an er‘ ungs¥ kerugian yang diderita, jika ladang dan
sebagai habitat terakhir bagi kebun ikut hancur diterjang banjir? (dengan
berbagai jenis tumbuhan asumsi tidak ada korban jiwa).

dan hewan yang memiliki

nilai konservasi tinggi.
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PENUTUP

Ada keterkaitan yang erat antara fungsi ekologi termasuk keanekaragaman hayati,
dengan fungsi ekonomi dan sistem sosial. Penting disadari bahwa manfaat dari
konservasi sering bersifat jangka panjang dan sebagian bukan dalam bentuk materi
secara langsung, dan keragaman isi hutan dapat memberikan manfaat nyata
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat®. Untuk itu dibutuhkan
perhitungan usaha yang cermat, kreatif, paham selera pasar, cerdik melihat atau
menciptakan peluang, diversifikasi produk, sabar hingga mencapai hasilnya,
serta memulainya sebagai kegiatan sampingan hingga akhirnya berkembang
menjadi bisnis utama. Itulah kunci kesuksesan bisnis hasil hutan non-kayu dan
pertanian.

Kekayaan hutan yang diuraikan dalam tulisan ini, sangat mungkin juga dimiliki
oleh hutan di desa-desa lain. Maka penulis menutup tulisan ini, sambil bermimpi
desa-desa di Kabupaten Bungo menjadi pusat produksi hasil hutan bukan kayu.
Masyarakat memiliki greenhouse sederhana tempat membudidayakan tanaman
hias, dan menanami kebun mereka dengan meranti, kelat, gaharu, jernang, buah-
buahan dan berbagai jenis lainnya. Di sisi lain, hutan pun dirawat dan dijaga
oleh masyarakat karena secara nyata menjadi sumber penghidupan. Tak mustahil
impian ini dapat terwujud, bila seluruh pihak kreatif dan sabar menanti buah hasil
usahanya. Muara Bungo, seperti namanya, menjadi muara produk agribisnis dari
seluruh kecamatan, dan menjadi tempat ideal bagi para pembeli mencari produk
andalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana karena adanya aspirasi dan keinginan kuat dari
seluruh masyarakat Desa Baru Pelepat untuk memperoleh pengakuan atas Hutan
Adat Desa dan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bungo atas keinginan
tersebut. Kepada mereka ucapan terima kasih tak terhingga kami sematkan. Juga
kepada seluruh tim penelitian di lapangan, yang dengan penuh dedikasi dan
kerja keras melakukan pengumpulan data di medan yang sulit: Bapak Abunazar,
Bapak Agus K., Agus Widodo, Bapak Arifin, Eddy Harfia Surma, Bapak Kuris,
Marzoni, Ngateno, Bapak Rasmanalis dan Bapak Suhaili. Juga kepada pihak yang
telah membagi pengalaman mengenai metode analisis vegetasi, khususnya Saida

Kesejahteraan memiliki arti luas, dan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi juga kesehatan, kebersihan, kesempatan memperoleh
pendidikan dan layanan kesehatan, dll.
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Rasnovi (ICRAF), Godwin Limberg dan Herlina Hartanto (CIFOR), serta Riya
Dharma (Erry Malalo) dari KKI-WARSI. Juga kepada Dr. Endah Sulistyawati
(Departemen Biologi ITB) dan Dr. Carol Colfer (ITB) atas perhatian dan saran-
saran penting dalam hal metode, analisa data dan penulisan laporan. Bantuan
penting juga kami peroleh dari Effi Permatasari (Tim ACM Jambi); dari Ibu-ibu di
Desa Baru Pelepat yang menyiapkan bahan makanan untuk perjalanan di hutan;
serta Ibu Rahayu Koesnadi (CIFOR) yang menyiapkan kebutuhan logistik dan
administrasi. Juga kepada MFP-DfID yang memberi dukungan pendanaan untuk
proyek ACM Jambi. Kepada merekalah ucapan terima kasih tak terhingga layak
kami sematkan, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara
langsung maupun tak langsung, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.Akhir
kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
baik secara langsung maupun tak langsung, yang tak dapat kami sebutkan satu
persatu.
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Lampiran |. Metode Penelitian

PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Potensi sumber daya tumbuhan

Potensi sumber daya tumbuhan diteliti secara kuantitatif dengan melakukan
analisa vegetasi, dan secara kualitatif dengan menggunakan metode Semi Structured
Interview.

Analisa vegetasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat keragaman spesies, struktur populasi serta fungsi ekologis. Analisa vegetasi
dilakukan dengan menggunakan metode yang merupakan kombinasi transek
dan Modified Whittaker Plot. Transek dilakukan dengan membuat tiga jalur yang
melintasi Bukit Siketan dari selatan ke utara (Gambar 19).

Arti sebenarnya dari metode transek adalah pengambilan data sepanjang garis
lurus, namun dalam beberapa kondisi misalnya jurang, lembah, sungai dan lain-
lain, ketentuan ini tidak berlaku secara kaku dan pengambilan data bisa berbelok
menghindari kendala-kendala tersebut.

Jalur | Jumlah
plot

1 12

2 10

3 4

Total |26

Gambar 19. Sketsa jalur pengambilan data



BAGIAN 3-2 ¢ Elizabeth Linda Yuliani, Anggana, Novasyurahati

191

Di setiap jalur transek, dibuat plot berdasarkan metode Modified Whittaker
berukuran 50 x 20 m. Plot pertama berjarak 150 m dengan plot berikutnya (kecuali
tiga plot pertama yang berjarak 200 m satu sama lain). Jarak 150 m dianggap
lebih efektif untuk kondisi hutan primer yang vegetasinya sangat beragam dan
rapat, sehingga diharapkan seluruh jenis tumbuhan dapat tercatat. Dengan jarak
tersebut, di jalur I didapatkan 12 plot, jalur II didapatkan 10 plot, dan jalur III

didapatkan 4 plot.
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Gambar 20. Plot Modified Whittaker

Di dalam setiap plot berukuran 50 x 20 m tersebut (= plot D), terdapat sub-plot
dengan ukuran, jumlah dan kegunaan sebagai berikut:

e  Sub-plot A
o  Jumlah: 4
o Ukuran: 0.5x2m

o  Yang dicatat: nama, jumlah individu dan % tutupan tumbuhan herba
(non-kayu), perdu, rumput, liana, palma dan anakan dengan tinggi

kurang dari 50 cm

e Sub-plot B
o  Jumlah: 2
o Ukuran: 5x2m

0  Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua
tumbuhan berkayu dengan diameter = 1 cm
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e Sub-plot C
o  Jumlah: 1
o  Ukuran: 20x 5 m
o  Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua
tumbuhan berkayu dengan diameter = 5 cm

*  PlotD:
o  Jumlah: 1
o  Ukuran: 50 x 20 m
o  Yang dicatat: nama, jumlah individu, diameter batang dan tinggi semua

tumbuhan berkayu dengan diameter = 10 cm yang berada di luar sub-
plot A, B, C

Penting diingat bahwa pengamatan dan pencatatan data hanya dilakukan
bila lokasi A, B, dan C telah ditandai/diberi batas dengan tali plastik sehingga
tumbuhan yang ada di dalamnya tidak terinjak/terganggu.

Secara kualitatif, inventarisasi potensi sumber daya dilakukan dengan kombinasi
metode jelajah (cruising) dan Semi-Structured Interview, yaitu dengan mengajak
beberapa orang wakil masyarakat yang memiliki keahlian sebagai “dukun” dan
mengetahui berbagai kegunaan tumbuh-tumbuhan untuk mengobati penyakit,
pada saat melakukan analisa vegetasi seperti diuraikan di atas. Dengan metode
jelajah, diharapkan para informan dapat menceritakan kegunaan berbagai
tumbuhan yang ditemukan di sepanjang perjalanan di Bukit Siketan, dan nilainya
bagi masyarakat baik nilai ekonomis maupun budaya atau adat. Data dicatat pada
tabel klasifikasi sumber daya yang formatnya merupakan modifikasi dari Sheil et

al. (2002).

Potensi sumber daya hewan

Pengumpulan data potensi sumber daya fauna dilakukan dengan cara wawancara
dengan beberapa anggota masyarakat Desa Baru Pelepat. Untuk kelompok burung,
nama ilmiah dicari dari MacKinnon et al. (1992) berdasarkan nama lokal dan
deskripsi yang diuraikan oleh informan. Karena keterbatasan waktu dan tenaga,
pengumpulan informasi baru dilakukan secara kualitatif.
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Faktor Fisik

Di setiap plot, dilakukan pengukuran faktor fisik berikut ini:
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Faktor Alat pengukur/metode
Koordinat GPS Garmin CX
Ketinggian GPS Garmin CX
Kemiringan Kompas Brunton

Intensitas cahaya*

Lux-meter Extech

Kelembaban udara*

Sling psychrometer Bachrach

Suhu tanah dan udara*

Termometer air raksa skala 0-100

Struktur tanah

Pengenalan secara visual

Kandungan air tanah**

(berat kering - berat basah)/berat basah

Kandungan organik tanah**

(berat kering - berat abu)/berat abu

Kandungan mineral tanah**

berat abu/berat kering

*

pengukuran dilakukan di dua tempat (dalam setiap plot) yaitu di tempat ternaung dan terbuka. Nilai

yang dicatat adalah nilai rata-rata

**  sampel tanah diambil dari kedalaman 15cm

ANALISA DATA

Kekayaan spesies

Kekayaan spesies tumbuhan di Bukit Siketan dihitung dengan menggunakan
fasilitas Pivot Table “Count” pada program Microsoft Excel.

Species-area relationships

Dengan mengambil data di berbagai ukuran sub-plot, perkiraan jumlah spesies
pada luas tertentu dapat diprediksi dengan menggunakan formula sebagai berikut

(Hartanto et.al., 2001):

y =a+ bx

y = jumlah spesies
a = koefisien intersepsi antara log luas area dengan rata-rata jumlah spesies dari
semua plot
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b = gradien
x = logluas area

Struktur populasi

Untuk mengetahui tingkat regenerasi komunitas pohon di Bukit Siketan, data
dikelompokkan berdasarkan distribusi kelas ukuran (size class distribution) menurut
Hartanto et.al. (2001) sebagai berikut:

*  Anakan : DBH=<1cm

e Tiang 1 : DBH1-49cm

* Tiang2 : DBH5-99 cm

e Pancang : DBH 10-29.9cm

e Pohonl : DBH 30-49.9cm

e Pohon2 : DBH =50cm

Indeks keragaman

Indeks keragaman komunitas pohon dan tumbuhan non-kayu dihitung dengan
menggunakan indeks Shannon-Wiener (Krebs, 1989; Mueller-Dombois and
Ellenberg, 1974):

S
H' =-S (Pi) (Ln Pi)
i=1

H = indeks keragaman Shannon-Wiener
s = jumlah spesies
Pi = nilai penting spesies i

Pi= (kerapatan relatif + dominansi relatif + frekuensi relatif) / 300

kelimpahan spesies i di seluruh plot/kelimpahan total
seluruh spesies x 100%

Dominansi relatif = jumlah basal area spesies i di seluruh plot/basal area total
x 100%

frekuensi keberadaan spesies i di seluruh plot/frekuensi
total x 100%

Kerapatan relatif

Frekuensi relatif
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Tanaman rotan tersebar hampir di seluruh Indonesia, tetapi sebagian besar
terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia diperkirakan
terdapat 300-350 jenis tanaman rotan; yang teridentifikasi sebanyak 130 jenis!.
Penyebaran yang merata dengan wilayah yang luas menjadikan Indonesia sebagai
negara penghasil rotan terbesar di dunia.

Rotan menjadi primadona bagi devisa negara karena kontribusinya sebesar 80-
90% dari nilai ekspor hasil hutan bukan kayu secara keseluruhan. Kegiatan
pemungutan dan pengolahan rotan menjadi barang jadi mampu menghidupi
sekitar 1,7 juta orang di Indonesia. Rata-rata dihasilkan devisa ekspor sekitar
USD 204,4-374,5 juta/tahun. Hal tersebut menempatkan rotan pada posisi ke-12
dari 27 jenis komoditas utama non-migas Indonesia (Januminro, 2000).

Rotan telah memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar
hutan, pembentukan budaya dan daya kreasi, perekonomian dan aspek sosial.
Rotan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dan mampu menyerap
tenaga kerja mulai dari kegiatan pemungutan sampai dengan pengolahan menjadi
barang jadi.

Seiring dengan berjalannya program desentralisasi, semakin dirasakan penting
untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hasil kajian KKI-WARSI
dan Birdlife Indonesia memperlihatkan bahwa dalam kurun 10 tahun (1990-
2000), tutupan hutan di Propinsi Jambi mengalami penyusutan hingga satu juta
ha. Penyusutan ini disebabkan oleh maraknya penebangan liar, konversi lahan
untuk tambang, transmigrasi maupun perkebunan skala besar.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei potensi rotan yang dilaksanakan oleh
Departemen Kehutanan pada 1983, potensi produksi rotan di Jambi sebesar 6.900
ton/tahun. Sedangkan luasan areal budidaya rotan di Jambi belum terkuantifikasi.
Produksi rotan di Kabupaten Bungo pada 2002 dan 2003 masing-masing sebesar
235 dan 300 ton. Hingga saat ini Kabupaten Bungo merupakan penghasil rotan

terbesar untuk wilayah Propinsi Jambi dengan tingkat kontinuitas yang cukup
stabil?.

Produksi rotan yang berasal dari hutan alam cenderung menurun sejalan dengan
berkurangnya hutan alam. Oleh karena itu, pengembangan budidaya rotan

1 Heyne (1950) dalam Anonim (2003) mencatat jenis rotan yang ada di Indonesia terdiri dari marga Calamus (70 jenis), Daemonorops (27 jenis),
Korthalsia (13 jenis), Ceratolobus (tiga jenis), Plectocomia (tiga jenis), Myrialepis (dua jenis) dan Plectocomopsis (dua jenis).

2 BPS (2003)
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merupakan hal yang sangat
mendesak  untuk  segera
dilaksanakan, misalnya di
kebun karet milik masyarakat.

“Mudah sekali mencari rotan
di Bungo. Di kebun sekeliling
rumah  pun  banyak,” ujar
H. Marzuki (47 tahun),
pengumpul rotan yang tinggal
di Dusun Baru Pusat Jalo
Kecamatan Muko-Muko
Kerajinan dari rotan Bathin VII. Ketika industri

rotan berkembang di Muara
Bungo, ditandai dengan maraknya ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang
dimiliki oleh pengusaha, maka H. Marzuki pun ikut terlibat dalam pengumpulan
rotan. Dalam sehari ia bisa mendapatkan berbagai jenis rotan untuk dipasarkan

kembali.

© Dok.ACM-Jambi

Tidak ada kepemilikan pribadi terhadap rotan. Rotan tersedia bagi mereka yang
membutuhkan dan mengumpulkannya, rotan menjadi barang bebas karena tumbuh
secara alami atau liar. Rotan yang dijual kepada industri masih dalam bentuk
bahan mentah, tanpa diolah. Meski berhasil mengumpulkan begitu banyak rotan,
belum ada keinginan untuk menanam kembali dengan alasan tanpa ditanam pun
rotan masih banyak tersedia.

Rotan digunakan masyarakat untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari seperti
ambung (keranjang) dan untuk mengikat kayu pagar. Pemilihan penggunaan rotan
didasarkan alasan ketersediaan bahan dan juga daya tahannya. Bila dibandingkan
dengan tali plastik maka daya tahan rotan jauh lebih lama, sedangkan bila
dibandingkan dengan kawat besi maka harga rotan jauh lebih murah. Mereka
belum membuat barang-barang yang dapat dijual di pasar seperti furnitur karena
terkait dengan keterampilan yang mereka miliki. Kalaupun ada, harus melalui
proses pemesanan yang membutuhkan waktu lama.

POTENSI PENGEMBANGKAN ROTAN MANAU

Kabupaten Bungo, dengan luas wilayah 465.900 ha, merupakan wilayah dengan
potensi pengembangan rotan yang cukup menjanjikan. Jika rotan manau dapat



198 |Belajar dari Bungo

Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi

dibudidayakan pada areal perkebunan dan hutan, maka tersedia areal lebih dari
420.000 ha lahan (Tabel 16). Namun jika rotan manau hanya dibudidayakan di
kebun karet saja, maka tersedia areal seluas 75.158 ha (Tabel 17). Areal hutan,
yang potensial untuk dijadikan lokasi budidaya rotan, mencapai luas 160.873
ha.’

Tabel 16. Jenis penggunaan tanah wilayah Kabupaten Bungo

No Jenis Penggunaan Tanah Jumlah (ha) % Ket
1 | Sawah 11.383,75 2,44
2 | Permukiman 18.890,75 4,05
3 | Perkebunan 260.784,00 55,97
4 | Hutan 160.873,00 34,53
5 | Sungai/danau/rawa 3.480,00 0,75
6 | Lain-lain 10.488,50 2,25
Jumlah 465.900,00 100
Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2004)
Tabel 17. Jenis dan luas perkebunan unggulan di Kabupaten Bungo
No Jenis Perkebunan Luas (ha) Komoditas Keterangan
1 | Perkebunan rakyat 75.158 | Karet +3.000 ha swadaya,
15.060 | Kelapa sawit selebihnya
Perkebunan swasta 20.049 7 perusahaan inti
Lainnya 7.300 | Kelapa sawit perkebunan
dan lain-lain
Jumlah 117.567

Sumber : Dishutbun Kabupaten Bungo (2004)

MEMBUDIDAYAKAN ROTAN MANAU:
PENGALAMAN DARI LAPANGAN

Pengambilan rotan yang dilakukan secara terus menerus tanpa penanaman
kembali dan semakin terbatasnya kawasan tempat tumbuh rotan, karena konversi
hutan menjadi perkebunan baik sawit maupun karet mengakibatkan berkurangnya

3 Terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 71.154 ha, Hutan Lindung 12.000 ha, Hutan Produksi 75.719 ha, Hutan Adat Desa Batu Kerbau
1.220 ha dan Hutan Adat Desa Baru Pelepat 780 ha.
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ketersediaan rotan di alam. Jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk
mengambil rotan semakin jauh, dan akibatnya biaya dan tenaga juga meningkat.

Pengembangan rotan di kebun karet rakyat perlu segera dilakukan untuk
mengantisipasi kebutuhan rotan di masa yang akan datang. Rotan manau menjadi
prioritas ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Bungo setelah tanaman karet dan
sawit.

Kesesuaian lahan dan pola hidup masyarakat yang terbiasa berkebun karet
dijadikan target untuk pengembangan manau sebagai tanaman tumpangsari.
Penanaman manau akan menguntungkan petani karet itu sendiri, karena akan
mendapatkan getah hasil sadapan setiap hari, serta ‘tabungan’ manau pada saat
peremajaan kebun karetnya. Menurut Rachman (1990), manau matang setelah
20 tahun.

Peremajaan kebun karet dilakukan ketika sudah dianggap tidak ekonomis. Uang
yang didapat dari hasil penjualan getah lebih sedikit dari biaya kebutuhan hidup.
Pada kebun  monokultur,
tanamankaretmampubertahan
hingga 25 tahun. Sedangkan
pada  sistem  penanaman

Kotak 1. Deskripsi Rotan Manau

Rotan manau (Calamus manan) tersebar luas di

tradisional peremajaan karet
dapat dilakukan pada waktu
yang lebih lama. Penyisipan
dan penebangan tanaman yang
mengganggu atau tidak bernilai
ekonomis memperpanjang daya
tahan sistem tradisional.

Berkaitan dengan hal tersebut
di atas, pemanenan manau
dapat dilakukan tergantung
kebutuhan. Pada sistem kebun
monokultur  panen  manau
dilakukan bersamaan dengan
peremajaan. Tetapi pada kebun
tradisional panen dilakukan
tergantung pada kebutuhan
petani, sejalan dengan masa
penanaman sisipan.

daratan Asia Tenggara. Rotan ini tumbuh subur
di hutan dipterokarpus di lereng-lereng bukit
pada ketinggian 600-1000 m di Perak, Selangor,
Kelantan, Pahang, Terengganu, dan Negeri
Sembilan (Malaysia), Sumatera (Indonesia)
dan Thailand selatan. Namun, eksploitasi tak
terkendali mengakibatkan terbatasnya jenis ini
di hutan. Calamus manan adalah jenis tumbuhan
soliter dengan panjang batang bisa mencapai
180 m. Rotan ini berduri jarang, tajam, kasar,
keras dan panjang. Ukuran lingkar batangnya
bisa mencapai 18 mm. Dengan lingkar sebesar ini
tak mengherankan rotan ini menjadi komoditas
non-kayuyangberharga untuk perabotan rumah.
Dibandingkan buah rotan pada umumnya, buah
rotan manau relatif berukuran besar dengan
diameter mencapai 2-3 cm.

(Sumber: http://pkukmweb.ukm.my/~choong/
Rattan/rattan01.html)
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Untuk mendukung gagasan tersebut, telah dilakukan ujicoba budidaya rotan.
Jenis bibit rotan yang dibudidayakan adalah rotan manau. Pada awalnya akan
dikembangkan beberapa jenis, seperti rotan cacing, saga dan lainnya. Namun,
sulit melakukan pengadaan bibit untuk beberapa jenis rotan. Sifat rotan manau
yang soliter dan tidak mengganggu pengelolaan tanaman karet juga menjadi
alasan. Dengan hanya ada satu jenis rotan akan lebih mudah untuk dilihat
perkembangannya di masing-masing lokasi kegiatan.

Pengeluaran yang dibutuhkan untuk menanam rotan manau hanyalah biaya
pembelian bibit manau. Harga bibit manau dalam polybag saat ini di Kabupaten
Bungo Rp. 3.500,-/batang. Dengan mengikuti perbandingan 1:2 antara manau
dengan tanaman karet dan populasi karet sebanyak 400 batang/ha, maka
kebutuhan biaya pembelian manau sebesar Rp. 700.000,-/ha. Biaya penanaman
dan pemeliharaan rotan manau dapat kita abaikan dengan pertimbangan bahwa
kegiatan tersebut dilakukan oleh pemilik kebun.

Keuntungan penanaman dapat dirasakan pada saat meremajakan kebun karet.
Pada kebun karet yang dikelola secara monokultur bila dirasa hasilnya tidak
ekonomis akan diganti tanaman baru melalui metode tebang habis, pada saat itu
pula manau dipanen. Pada saat pemanenan rotan dapat mencapai 25-30 meter.
Dari panjang tersebut dapat dijual rata-rata sembilan potong ukuran tiga meter.
Harga satu potong saat ini di pengumpul* pertama adalah Rp.7.000,- sehingga
akan didapat Rp. 12.600.000,-/ha-nya. Keuntungan bersih yang diterima petani
adalah Rp. 11.900.000,-/ha.

Dishutbun Kabupaten Bungo pada 2004 menganggarkan dana sebesar Rp.
48.455.000,- untuk pengembangan budidaya rotan di lima desa dalam lima
kecamatan yang berbeda. Masing-masing desa melakukan kegiatan pada areal
seluas tiga hektar. Lokasi tersebut terletak di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan
Bathin II Babeko; Desa Perenti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh; Desa Baru
Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; Desa Muara Buat, Kecamatan
Rantau Pandan; Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat.

“Kami idak mau menanam bilo belum melihat hasilnyo. Kami pernah melihat makonyo
kami mau (kami tidak mau menanam bila belum melihat hasilnya. Karena pernah
melihat makanya kami mau),” kata H. Thaher, 84 tahun, salah seorang petani
karet penerima kegiatan pengembangan budidaya rotan. Dengan alasan itu pula
maka lokasi penanaman yang merupakan lokasi percontohan dipilih berada di

4 Pengumpul pertama merupakan pengumpul yang langsung berhubungan dengan petani. Biasanya berada di tingkat desa.
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pinggir jalan. Hal ini memudahkan masyarakat melihat dan memancing minat
untuk mengikuti penanaman secara swadaya.

Kotak 2. Perhitungan Kasar Keuntungan Menanam Rotan Manau pada Kebun
Monokultur

Secara kasar kita dapat menghitung keuntungan budidaya rotan di kebun karet per
hektar sebagai berikut :

A. Pengeluaran

No | Uraian | Volume | Harga Satuan Total
A. Pengeluaran
1 | BibitRotan |  200btg | Rp 3.500 Rp 700.000
Jumlah A Rp 700.000
B. Pendapatan
1 | Rotan | 1800ptg | Rp7.000 | Rp 12.600.000
Jumlah B Rp 12.600.000
Keuntungan
Jumlah B-Jumlah A: Rp 11.900.000

(sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Asumsi :

- Harga bibit rotan Rp. 3.500,-/polybag

- Biaya pemeliharaan rotan (pemupukan, penyiangan gulma, dll) dilakukan oleh
petani pemilik lahan dan mengikuti kegiatan pemeliharaan karet sehingga
tidak timbul biaya tambahan

- Panjang rotan ketika panen sebanyak sembilan potong (satu potong = tiga
meter) per batang dengan jumlah batang per ha sebanyak 200 batang/ha

- Harga rotan Rp. 7.000,-/potong

Saat ini, setelah dua tahun penanaman, tanaman rotan manau yang dibudidayakan
di kebun karet tua telah tumbuh dengan subur. Ini menunjukkan kecocokan jenis
tanaman dengan lokasi penanaman. Berdasarkan hasil pengamatan visual ujung
daun tertinggi, rata-rata tinggi rotan 140 cm dibandingkan tinggi rata-rata awal

30 cm.

“Idak payah ngurus manau, dak perlu dirawat dan dipupuk. Manau jugo dak ganggu
parah dan tahan babi (tidak susah mengurus manau, tidak perlu dirawat dan
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dipupuk. Manau juga tidak mengganggu tanaman karet dan juga tahan serangan
hama babi hutan),” kata Mirul, 28 tahun, petani Desa Baru Pelepat. Babi hutan
biasanya menjadi hama yang paling banyak merusak tanaman di ladang/kebun,
namun tidak terjadi pada rotan. Kurang dari 10 tanaman per ha yang diganggu
babi, itu pun bukan untuk memakan rotan melainkan karena tertarik pada tanah

galian baru yang banyak terdapat cacing.

Kotak 3. Pola Penanaman Rotan di Kebun Karet
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Pola penanaman rotan di kebun karet

A A A A A Keterangan:

/\ = tanaman karet

B = rotan

tree).

Penanaman dilakukan dengan menggunakan sistem jalur dimana pohon-pohon
sekitarnya tetap dipertahankan/dipelihara sebagai pohon penopang (supporting

Mengacu pada keberhasilan 2004 dan
tingginya minat masyarakat terhadap
pengembangan, maka pada 2006
pemerintah telah menyediakan dana sebesar
Rp. 344.800.000,- untuk pengembangan
budidaya manau seluas 105 ha. Lokasi
yang dipilih kali ini adalah desa-desa yang
berbatasan dan/atau dekat dengan kawasan
hutan, yaitu Desa Senamat Ulu, Desa Laman
Panjang, Desa Lubuk Beringin (ketiganya
di Kecamatan Bathin III Ulu), Desa Baru
Pelepat dan Desa Batu Kerbau (Keduanya
di Kecamatan Pelepat). Pemilihan desa
tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
sekaligus mengalihkan kegiatan bebalok
(mengambil kayu) dari dalam kawasan
hutan.

© Iman Budisetiawan

Rotan manau berumur dua tahun
tanam
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Selain penanaman, dilakukan juga pembibitan tanaman rotan dengan dana APBD.
Kendala sulitnya mendapatkan bibit rotan ternyata menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi minat masyarakat untuk menanam. Tawi, 33 tahun, mengatakan
“Macam mano nak nanam rotan bilo bibitnyo bae susah dapatnyo (Bagaimana mau
menanam rotan bila bibitnya sulit didapat).” Pengalaman Tawi menanam rotan
dimulai dari biji yang diberi KKI-WARSD pada 2002. Pengetahuan yang minim
untuk membudidayakan rotan mulai dari biji menyebabkan tingkat keberhasilan
tumbuh yang sangat rendah. Kegagalan ini tidak menyurutkan minat Tawi
untuk menanam, “Asal ado anak manau lah jadi, apolagi dalam polybag, maulah
awak nanamnyo (asal ada anakan manau yang telah jadi apalagi bila dalam
polybag maka mau saya menanamnya),” kata Tawi lebih lanjut. Bibit rotan dalam
polybag diyakini oleh Tawi lebih tinggi keberhasilan tumbuhnya. Untuk 2006 ini
Dishutbun Kabupaten Bungo mencoba untuk membibitkan 100 kg biji manau.

KETERLIBATAN BERBAGAI PIHAK

Untuk menunjang keberhasilan pengembangan manau perlu keterlibatan berbagai
pihak, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kebiasaan
merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara parsial mulai dicoba untuk
ditinggalkan melalui pembentukan Forum Diskusi Multipihak®. Dalam diskusi-
diskusi yang telah dilaksanakan disepakati bahwa keterlibatan berbagai pihak
dapat menunjang keberhasilan kegiatan di lapangan.

Dahulu perencanaan dianggap sebagai kekuasaan mutlak pemerintah; kini
telah melibatkan pihak lain, terutama masyarakat dan lembaga yang melakukan
pendampingan di masyarakat. Keinginan masyarakat diterjemahkan ke dalam
rencana kegiatan pemerintah. Musyawarah rencana pengembangan (Musrenbang)
yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat propinsi merupakan sarana
untuk menyampaikan gagasan, keinginan dan harapan masyarakat. Contohnya
adalah Surat Camat Rantau Pandan No. 525/145/Pemb tertanggal 25 Maret 2004
perihal “Usulan Penanaman Rotan” menyatakan bahwa masyarakat mengakui
akibat penebangan kayu serta pengambilan rotan secara terus menerus tanpa
adanya proses penanaman di hutan mengakibatkan kelangkaan rotan. Meskipun
demikian, kearifan masyarakat terhadap pengelolaan rotan juga dapat dilihat dari
kemauan mereka untuk tidak memanen rotan yang masih muda.

5 KKI-WARSI, dalam program peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hasil hutan non-kayu serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap
rotan.

6 Forum Diskusi Multipihak adalah forum informal yang digagas oleh Dishutbun Kabupaten Bungo bersama Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proyek Adaptive Collaborative Management (ACM) Jambi (CIFOR, PSHK-
ODA, Yayasan Gita Buana), KKI-WARSI dan World Agroforestry Center (ICRAF). Forum ini bertujuan sebagai wadah untuk, membangun wacana
tentang tema-tema berkaitan dengan pembangunan kehutanan di Bungo
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Pemilihan lokasi kegiatan pengembangan budidaya rotan 2006 disesuaikan dengan
lokasi pendampingan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. ACM-]Jambi di Desa
Baru Pelepat, KKI-WARSI di Desa Batu Kerbau serta ICRAF di Desa Laman
Panjang dan Lubuk Beringin. Pendamping berperan dalam bentuk fasilitasi
penentuan lokasi, pengaturan kelompok, implementasi di lapangan. Pendamping
dapat juga disebut sebagai ‘jembatan’” karena menghubungkan antara kepentingan
pemerintah dengan keinginan masyarakat.

Pengelola hutan adat pun dapat dijadikan potensi pengembang selain masyarakat
pekebun. Pelibatan pengelola hutan adat akan meningkatkan semangat mereka
dalam menjaga hutan adatnya sekaligus sebagai bentuk pengakuan eksistensi
mereka.

Dishutbun Kabupaten Bungo juga telah mencoba menjalin kerjasama dengan
instansi lainnya di luar kabupaten. Misal dengan International Timber Trade
Organization (ITTO) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan untuk mendapatkan bantuan berupa
pengembangan rotan di Kabupaten Bungo.

MENGAPA TIDAK DIMULAI DARI SEKARANG?

Rotan manau yang dapat tumbuh dengan baik di kebun karet merupakan
salah satu alternatif pengayaan kebun karet. Sifat yang mudah tumbuh tanpa
memerlukan perawatan intensif dan tahan serangan babi merupakan keuntungan
pengembangannya. Menanam rotan manau sama dengan menabung karena
tanpa terasa rotan manau itu akan semakin besar hingga saatnya dipanen dan
memberikan keuntungan.

Dishutbun Kabupaten Bungo saat ini mempunyai program pengembangan
budidaya manau melalui penanaman dan pembibitan tanaman. Setelah
program ini berhasil akan dilanjutkan dengan program pembinaan petani untuk
perawatan tanaman serta pembinaan pengrajin rotan. Jangan sampai rotan yang
diperdagangkan hanya sebatas rotan mentah melainkan harus ditingkatkan
dengan penguatan pengrajin dan industrinya.

Pasar rotan baik lokal maupun dunia masih terbuka, sedangkan cadangan rotan
alam semakin menipis. Pengembangan budidaya rotan di kebun karet merupakan
7 Lamanya waktu berinteraksi dengan masyarakat merupakan kelemahan dari aparat pemerintah dan justru merupakan kekuatan dari para pendamping

untuk memahami keinginan masyarakat serta mengetahui kendala yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga lebih nyaman untuk menceritakan
permasalahan kepada para pendamping dibandingkan secara langsung ke aparat pemerintah.
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salah satu solusi yang layak untuk dipertimbangkan. Hal-hal yang telah dilakukan
oleh Dishutbun Kabupaten Bungo hanyalah untuk memancing minat masyarakat
agar mau secara mandiri mengembangkan manau di lahan miliknya.

Mengapa harus menunggu esok, kalau langkah itu bisa dikerjakan hari ini?

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada CIFOR dan ICRAF yang telah
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Peran sub-sektor perkebunan sangat besar bagi perekonomian Kabupaten Bungo
maupun Propinsi Jambi. Karet adalah salah satu komoditas perkebunan andalan
bagi kabupaten ini, serta berperan besar sebagai sumber pendapatan daerah dan
juga sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya. Perkebunan
karet rakyat sangat dominan dengan luas 73.121 ha dan jumlah produksi 2.214 ton/
tahun (BPS Bungo, 2003). Karena itu pemerintah Kabupaten telah memberikan
perhatian sangat besar terhadap pembangunan karet rakyat.

Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Bungo umumnya masih menyerupai ’hutan
karet’, dengan produktivitas di bawah 600 kg/ha/tahun. Meski menjadi komoditas
unggulan, produktivitas karet rakyat ini masih tergolong rendah. Penyebabnya
adalah mutu bibit tanaman yang rendah. Sumber bibit biasanya berupa bibit
cabutan atau biji sapuan dengan tingkat pemeliharaan yang sangat minim. Secara
tradisi, pembangunan kebun karet rakyat didasari dengan pola tebang-tebas-bakar
yang dilanjutkan dengan pemanfaatan lahan untuk peladangan selama dua-tiga
tahun pertama (penanaman tumpangsari tanaman pangan dengan tanaman karet).
Penurunan produktivitas tanaman pangan menyebabkan petani meninggalkan
kebun karet mudanya tanpa pemeliharaan dan kembali lagi pada saat karet siap
sadap.

Sistem di atas, tidak dapat memberikan pendapatan yang optimal bagi petani.
Namun demikian, para ahli ekologi menemukan berbagai aspek positif dari
wanatani karet rakyat itu, terutama berkaitan dengan tingginya tingkat keragaman
hayati yang mendekati kondisi hutan sekunder. Di hutan karet rakyat di Kecamatan
Rantau Pandan ditemukan 92 spesies pohon, 97 liana, dan 28 epifit, sedangkan
di hutan primer masing-masing 171, 89, dan 63 spesies (Michon dan de Foresta,

1995).

Sistem wanatani karet di Bungo itu sangat unik. Meski produktivitas getahnya
rendah, namun sistem tersebut justru melindungi banyak flora dan fauna. Itu
sebabnya sistem wanatani dipandang sebagai sebuah pilihan yang paling cocok
bagi petani, karena sistem bercocok tanam karet yang telah turun-temurun
menjadi budaya dapat dipertahankan.

Sejalan dengan itu, apa yang akan terjadi jika bahan tanam karet, yang menjadi
faktor penentu produktivitas, menggunakan jenis karet klonal. ICRAF melalui
Smallholder Rubber Agroforestry Project (SRAP) melakukan penelitian on-farm
dengan membangun demplot berbagai sistem Rubber Agroforestry System (RAS).
Tujuannya, lokasi demplot tersebut dapat menjadi contoh dan tempat belajar
budidaya karet pada sistem wanatani bagi petani, PPL dan proyek pengembangan
karet.
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KENDALA PETANI KARET TRADISIONAL

Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar petani adalah:
1. Produktivitas karet rendah

*  Umur karet rata-rata sudah tua dengan produktivitas rendah.

*  Kualitas bahan tanam karet yang dipakai maupun yang tersedia di tingkat
petani relatif tidak memenuhi kriteria untuk dapat menghasilkan kebun
karet dengan produktivitas yang baik (di atas 1.500 kg/ha/tahun).

2. Sistem kelembagaan dan alih teknologi:

e Teknologibudidaya tidak tersedia untuk kebanyakan petani di Kabupaten
Bungo. Kalaupun teknologi tersedia, masih belum diterapkan oleh
petani karena kurang sesuai terhadap kebutuhan dan keterbatasan
petani.

e Struktur kelembagaan petani (seperti kelompok tani) tidak atau belum
tersedia di tingkat lokal sehingga pembangunan perkebunan rakyat
berjalan lebih banyak atas inisiatif petani secara individu.

*  Minimnya akses petani terhadap modal finansial, yang sangat dibutuhkan
untuk peremajaan kebunnya.

KEBUN KARET DALAM BUDAYA MASYARAKAT
MELAYU JAMBI

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Bungo berasal dari suku Melayu Jambi,
dan pendatang dari Minangkabau, Jawa, dan Batak. Masyarakat Melayu Jambi
menetap dan kemudian membangun rumah di dalam kelompoknya di sepanjang
aliran sungai. Sungai menjadi salah satu sarana transportasi yang menghubungkan
mereka dengan desa tetangga, membawa hasil bumi mereka untuk dijual, dan
membeli sarana untuk kehidupan keluarga.

Wanatani karet atau lebih dikenal dengan sebutan “para rimbo” oleh masyarakat
Jambi adalah kebun karet rakyat menyerupai hutan yang didominasi oleh tanaman
karet. Penanamannya tidak memperhatikan jarak tanam sehingga tumbubh spesies
kayu-kayuan, buah-buahan, dan belukar. Pengelolaan kebunnya secara ekstensif,
tradisional, dan turun-temurun. Para petani karet lebih senang menyebutnya
sebagai kebun karet rakyat dan bukan hutan karet. Kata “hutan” memberikan arti
penguasaan lahan oleh pemerintah.
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Karet sumber penghasilan utama bagi kelangsungan kehidupan petani. Setiap
keluarga minimum memiliki kebun karet sekitar satu hektar. Setiap pagi, suami
dan istri pergi ke kebun untuk menyadap. Sistemnya, tidak beraturan (bentuk “V™”)
dengan ketebalan sayatan rata-rata 5 mm. Getah karet yang mengalir pada bidang
sadap dikumpulkan dalam tempurung kelapa atau wadah lainnya yang kemudian
dikenal dengan “kudun” (lump). Dalam musim kering mereka menyadap lima
sampai enam hari dalam setiap minggunya. Kemudian lump tersebut dikumpulkan
menjadi satu dalam kotak penampung (para petani menyebutnya dengan sebutan
“membangkit”). Dalam satu kotak, karet basah yang dapat ditampung kira-kira 50-
100 kg. Asam cuka ditambahkan untuk menggumpalkan karet.

Sebagian petani menjual produksi
karet berdasarkan “berat karet”,
dan bukan “mutu karet”. Petani
yang menjual karet hanya
berdasatkan ~ beratnya  akan
melakukan perendaman karet
dalam air, seperti di sungai, rawa,
dan lain-lain. Biasanya petani
seperti tersebut akan menjual
produksi karetnya pada “toke”
(tengkulak) di kampung dengan
tingkat harga yang rendah. Tetapi
sejak bergulirnya peraturan dari

© Ratna Akiefnawati

Sistem perendaman produksi karet rakyat yang
menyebabkan rendahnya mutu karet

Gabungan  Perusahaan  Karet
Indonesia (GAPKINDO) Propinsi
Jambi untuk membuat getah
bersih yang tidak tercampur oleh
“tatal” (bekas kulit sayatan batang
karet) pada 1999, mulailah petani
membuat getah bersih dan kering
(tanpa perendaman dalam air) dan
menjualnya ke pasar lelang karet.
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Sistem penyadapan dan pengelolaan kebun
karet tradisional
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SUMBANGAN WANATANI KARET TERHADAP
PELESTARIAN LINGKUNGAN

Melindungi Fungsi Hidrologi

Wanatani karet (berbentuk mirip hutan sekunder) dinilai sangat positif dari
segi pelestarian lingkungan. Wanatani karet menjalankan fungsi hidrologi yang
baik dan mampu mencegah erosi. Kebun karet rakyat dapat menjadi pelindung
pada daerah hulu karena dapat berfungsi sebagai penyangga lapisan serasah
di permukaan tanah melalui daun-daun karet dan pohon lain yang gugur dan
mencegah terbentuknya parit-parit akibat erosi.

Perlindungan terhadap Keragaman Hayati

Sistem wanatani karet mampu mempertahankan keragaman hayati, sehingga
sangat mendukung gerakan “hijau” yang akhir-akhir ini mendapat perhatian
besar dari negara-negara industri sebagai konsumen terbesar karet alam (Wibawa
et al.,1999). Wanatani karet rakyat berpotensi sebagai sumber plasma nutfah
keragaman hayati dan dapat melindungi sekitar 50% dari keragaman hayati yang
dijumpai di hutan alam.

Sebagai contoh, penelitian ICRAF pada kebun karet rakyat berumur 35 tahun
(masih produktif) di Muara Kuamang berhasil menemukan 116 jenis pohon dalam
satu plot seluas satu hektar. Pohon yang ditemukan antara lain jenis pohon pulai,
medang, meranti, balam merah, kempas, kulim, dan anakan jelutung, yang untuk
saat ini menjadi incaran penebang kayu untuk dijual. Dibandingkan hutan alam,
luas bidang dasar kebun karet lebih rendah karena tidak ada pohon besar. Selain
itu, kebun karet rakyat menyediakan habitat yang nyaman bagi satwa seperti
burung enggang raja (Buceros vigil) (Joshi et al.,2002). Dari hasil studi pengamatan
langsung, tim RUPES-Bungo menemukan 167 jenis burung yang hidup di dalam
wanatani karet, dua di antaranya burung yang sudah hampir punah, yaitu sempidan
biru (Lophura ignita) dan raja udang kalung biru (Alcedo euryzona).

Hasil penelitian lain pada jenis pohon dan analisa struktur vegetasi pada sistem
wanatani karet di daerah dataran rendah Sumatera (de Foresta dan Michon
1994) dan beberapa studi lainnya menunjukkan keragaman hayati di wanatani
karet relatif lebih tinggi dibandingkan pada kondisi pertanaman intensif dan
perkebunan monokultur. Sedang vegetasi, seperti dilaporkan Michon dan de
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Foresta (1995), keragaman di wanatani karet dapat melindungi sekitar 50%
jauh lebih besar dibandingkan angka 0,5% di perkebunan monokultur. Tingkat
keragaman fauna tidak terdapat perbedaan antara hutan dan wanatani karet.
Untuk keragaman burung, wanatani karet dapat melindungi sekitar 60% dari
hutan alam (Gambar 21). Ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis burung yang
menghendaki tutupan tajuk lebih terbuka dan ketersediaan bermacam-macam
bunga yang menjadi sumber makanan. Binatang menyusui (mamalia) dijumpai
juga di dalam wanatani karet, kecuali gajah belum ditemukan (van Noordwijk et
al., 2002). Studi terakhir yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
(belum dipublikasikan) dalam proyek Rewarding Up-land Poor for Environmental
Services (RUPES) di Bungo pada hamparan wanatani karet Lubuk Beringin
menemukan 10 jenis kelelawar (delapan jenis kelelawar pemakan buah dan dua
jenis pemakan serangga).

Gambar 21. Perbandingan dalam plot-keragaman jenis tumbuhan antara hutan alami, hutan,
dan perkebunan monokultur berdasarkan tumbuhan-tumbuhan tertinggi (de Foresta dan
Michon, 1994)
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Cadangan Karbon

Laporan penelitian Tomich et al. (2002) di beberapa penggunaan lahan yang
berbeda di Kabupaten Bungo, memperlihatkan cadangan karbon di dalam hutan
alam sejumlah 250 ton C/ha, di hutan yang masih aktif ditebang kayunya sekitar
150 ton C/ha, di lahan untuk penanaman ubi kemudian diberakan sehingga
tumbuh alang-alang, relatif lebih rendah yaitu 100-120 ton C/ha, sedangkan
di lahan wanatani karet dengan teknik sisipan 120-140 ton C/ha, sementara di
kebun kelapa sawit hanya 90 ton C/ha.

Tingkat penyerapan karbon tergantung pada tipe dan kondisi ekosistem
(komposisi jenis tumbuhan, struktur dan umur distribusi tanah, gangguan alam,
dan pengelolaan). Di hutan alam di Indonesia, penyerapan karbon rata-rata
306 ton C/ha, di hutan karet (sistem menetap) 89 ton C/ha dan di hutan bekas
tebangan 93 ton C/ha. Penyerapan karbon di ekosistem-ekosistem tersebut jauh
lebih tinggi dibandingkanperkebunan monokultur, padang rumput, dan tanaman
semusim (lihat Tabel 18).

Tabel 18. Rata-rata penyerapan karbon pada masing-masing kondisi penggunaan lahan

Sistem penggunaan lahan ton C ha-1
Hutan alam 306
Hutan bekas tebangan kayu 93
Wanatani karet (menetap) 89
Kebun karet (bergilir) 46
Kebun kelapa sawit 54
Perkebunan HTI 37
Tanaman semusim/alang-alang 2

Sumber data: Hairiah et al. (2001)

SUMBANGAN WANATANI KARET TERHADAP
PRODUKSI KAYU DAN PEMBANGUNAN DESA

Bisnis kayu secara besar-besaran di masa reformasi menyebabkan semakin
berkurangnya ketersediaan kayu dari hutan alam. Di Kabupaten Bungo, pada
2003 - 2004 permintaan kayu keras misalnya kulim, keranji, dan kempas (K3)
untuk diekspor ke Taiwan meningkat tajam. Jenis-jenis kayu tersebut banyak
dijumpai di dalam lahan wanatani karet. Kondisi ini memberi peluang bagi petani



BAGIAN 3-4 ° Ratna Akiefnawati, Gede Wibawa, Laxman Joshidan| 213
Meine van Noordwijk

karet untuk mengembangkan jenis kayu tersebut dan menjadi sumber penyedia
kayu untuk kebutuhan ekspor.

Manfaat lain dari wanatani karet
rakyat adalah tumbuhnya petai
dan durian, yang hasilnya dijual
oleh anak-anak untuk menambah
pendapatan keluarga dan bahkan
biaya sekolah mereka. Kebiasaan
adat dalam masyarakat pedesaan
memang memperbolehkan anak-
anak mengambil buah-buahan,
asalkan pemilik kebun tidak
sedang menunggu kebun. Aturan
adat lainnya, durian tidak boleh
dipanen dengan cara memanjat.
Melainkan, menunggu hingga
buah durian tersebut jatuh ke tanah dengan sendirinya.
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Usaha sampingan selain karet. lbu-ibu dan
anak-anak bertugas menunggu durian yang
jatuh untuk dijual

Wanatani karet mempunyai fungsi ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan
dan dapat memberikan pemasukan pembangunan desa melalui produksi langsung
maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan
dan pemasaran produksi karet.

DUKUNGAN BAGI PENINGKATAN
PRODUKTIFITAS KARET RAKYAT

ICRAF bersama mitra® mencoba berbagai sistem wanatani karet yang
memperhatikan kebutuhan petani dan kendala yang dihadapinya, terutama dalam
aspek finansial (biaya pembangunan dan pengelolaan) dan keragaman hayati.
Sistem tersebut adalah:

e RAS 1: Prinsipnya setara dengan pola pengelolaan wanatani karet yang
sangat ekstensif dan biaya rendah, namun bahan tanam karet klon unggul.

e RAS 2: Sistem wanatani intensif, tumpangsari karet dengan tanaman
pangan, tanaman buah-buahan, dan pohon penghasil kayu. Tanaman pangan
diusahakan pada dua-tiga tahun pertama dengan cara intensif.

1 Mitra ICRAF dalam proyek SRAP adalah CIRAD Perancis, GAPKINDO, BPS — Palembang.
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*  RAS 3: Setara dengan RAS 2 namun pola ini didesain untuk daerah marjinal
dengan vegetasi utama alang-alang. Tanaman sela yang dipilih adalah jenis
yang cepat tumbuh, menutup tanah dengan baik, sehingga menghambat
tumbuhnya alang-alang.

ICRAF bekerjasama dengan Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa
Palembang menyelenggarakan pelatihan bagi petani karet di beberapa desa di
Kabupaten Bungo. Materi pelatihan adalah dinamika kelompok yang bertujuan
membangun dan membentuk kerjasama anggota dalam kelompok tani karet, agar
dapat saling menghargai serta menguatkan rasa kebersamaan untuk memiliki
dan memelihara wanatani karet. Selain itu, forum itu juga digunakan untuk
memperkenalkan berbagai klon karet yang berpotensi menghasilkan getah dan
kayu, teknik memperbanyak bibit karet dan cara memelihara kebun pembibitan.
[tu masih ditambah dengan memberikan pengetahuan teknis cara mengendalikan
penyakit yang sering merusak tanaman karet dan teknik penyadapan karet yang
benar. Juga diperkenalkan sistem wanatani karet sebagai salah satu cara lain
bertanam karet selain monokultur.

PRODUKTIVITAS WANATANI KARET

Selama 10 tahun, ICRAF bersama mitra dalam proyek Smallholder Rubber
Agroforestry System (SRAS) mencoba sistem wanatani karet di Kabupaten Bungo
dan Tebo, Propinsi Jambi. Pengelolaan sistem ini seperti kebun karet rakyat,
tetapi menggunakan bahan tanam karet yang dipilih dari klon karet produktivitas
tinggi.

RAS Tipe 1

Prinsipnya mirip dengan pola pengelolaan hutan karet yang sangat ekstensif.
Namun bahan tanam karet berupa klon unggul yang mempunyai produksi tinggi.
Diharapkan di masa mendatang (setelah lima tahun penanaman) akan tumbuh
vegetasi alami yang mempunyai nilai ekonomi di antara barisan karet.

Ternyata, minimnya pemeliharaan kebun, seperti penyiangan hanya pada barisan
karet saja (jarak tanam karet normal 6 m x 3 m) serta pemupukan urea selama tiga
tahun pertama 200 g/pohon/tahun dan SP36 115 g/pohon/tahun, dapat membuat
karet klonal tumbuh optimal pada kondisi wanatani (Gambar 22). Klon PB260
dan RRIC100 dapat tumbuh dengan baik dan mempunyai tingkat produksi yang
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tinggi daripada klon karet lain yang dicoba di kebun-kebun karet milik petani (on-
farm), ada empat klon: RRIC100, PB260, RRIM600, BPM1 yang dibandingkan
dengan karet cabutan (karet seedling Gambar 23).

Lilit batang karet klonal tersebut rata-rata membesar lebih cepat dibanding
karet lokal. Sehingga umur penyadapannya lebih cepat (standar bukaan sadapan
pertama bila lilit batang karet >45 cm pada ketinggian 100 cm dari “kaki gajah”).
Sedang lokal lebih lambat memasuki usia sadap. Karet klon yang menggunakan
sistem RAS dapat disadap pada umur lima tahun setelah penanaman. Sedangkan
sistem karet monokultur dengan pemeliharaan intensif dapat disadap setelah
berusia empat tahun.
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Gambar 22. Pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan karet klon
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Gambar 23. Grafik pertumbuhan tanaman karet
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Penyiangan satu meter kiri-kanan barisan pohon karet (semak atau perdu di antara
barisan karet yang berjarak empat meter tidak disiangi) minimal dua sampai tiga
bulan sekali pada dua tahun pertama dan setiap empat bulan sekali setelah itu.
Ini dapat mengurangi biaya pemeliharaan kebun. Penyiangan tumbuhan selektif
masih diperlukan untuk menghindari persaingan. Dianjurkan tingginya tidak
lebih dari dua meter dari tanaman karet.

Kotak 1. Pengalaman pembangunan kebun karet di Lubuk Beringin

Pada awalnya petani karet di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin lll Ulu Bungo
tidak percaya pada bibit karet klonal. Pikir mereka, karet klonal membutuhkan
banyak pupuk. Apalagi, beberapa kebun karet klonal yang ada di desa itu memiliki
tingkat produksi sangat rendah. Bahkan, lebih rendah daripada produksi karet lokal.
Sehingga, banyak petani tidak bersedia menanam karet klonal.

Ada beberapa petani karet yang ingin memperbaiki produktivitas karet. Mereka
berminat melihat kebun demplot yang sudah dibangun oleh ICRAF di desa tetangga
(Rantau Pandan). Mereka juga berencana belajar membudidayakan karet klonal
dan menghitung biaya produksinya. Setelah mereka mendapatkan informasi yang
cukup dan tahu nilai produksi, para petani tersebut membentuk kelompok tani
untuk membangun pembibitan karet klonal. Tujuannya, menyediakan bibit karet
klonal yang berkualitas di desa dan sekitarnya dengan harga yang bisa dijangkau
oleh petani.

Keberadaan kelompok tani dan kebun pembibitan karet di desa menumbuhkan
keinginan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas karet di kebun dengan
memperbaiki bahan tanam karet. Sebagian dari mereka mengusahakan bibit karet
dari biji untuk batang bawah dan bahan klonal untuk batang atas. Proses okulasi
mereka lakukan sendiri, sebelum bibit ditanam di kebun. Jika kita berkunjung ke
Desa Lubuk Beringin akan dengan mudah ditemukan hamparan anakan karet di
setiap pekarangan rumah penduduk.

RAS Tipe 2

Tipe ini adalah sistem wanatani dengan pola tumpangsari karet, tanaman pangan,
dan tanaman buah-buahan atau pohon penghasil kayu. Pengelolaan kebun RAS
tipe 2 ini sangat intensif karena kepadatan tanaman dalam kebun sangat tinggi.
Pertumbuhan karet akan lambat di kebun dengan kepadatan tanaman yang sangat
tinggi, seperti diperlihatkan dalam Gambar 24, di plot petani bernama Saer yang
keragaman tanamannya tinggi. Bila pengelolaan kebun sangat rendah, maka karet
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akan lambat tumbuh karena terganggu oleh tumbuhan pengganggu atau gulma.
Tanaman karet yang dikelola dalam kebun intensif dapat disadap mulai umur
lima tahun, lebih cepat setahun dibandingkan pada kebun yang jarang dikelola.
Naungan karet yang lebat juga membuat tanaman buah-buahan seperti rambutan,
nangka, dan duku tidak atau sulit berbuah.
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Gambar 24. Grafik pertumbuhan lilit batang karet pada kondisi pemeliharaan kebun yang
berbeda (kiri); kepadatan vegetasi dalam kebun wanatani karet (kanan)

RAS Tipe 3

Tipe ini serupa dengan RAS 2, bedanya pola ini didesain untuk daerah marginal
dengan vegetasi utama alang-alang (Imperata cylindrica) . Tanaman sela yang dipilih
adalah jenis yang cepat tumbuh dan menutup tanah dengan baik.

Dari percobaan ICRAF di Kalimantan Barat, pertumbuhan alang-alang dan
kirinyuh (Chromolaena sp.) dapat menghambat pertumbuhan karet. Maka untuk
mengontrol pertumbuhan alang-alang dapat ditanam kacang-kacangan seperti
kacang ruji (Pueraria sp.) dan koro benguk (Mucuna sp.) sehingga karet dapat
tumbuh dengan baik (Gambar 25). Sedangkan tanaman pagar seperti orok-
orok (Crotalaria sp.) dan hahapan (Flemingia sp.) dapat menjadi alternatif untuk
mengontrol alang-alang.

Yang perlu mendapat perhatian, tanaman cepat tumbuh (TCT) dapat menyaingi
pertumbuhan karet sehingga memperlambat waktu sadap karet, menjadi tiga
tahun lebih lama dibandingkan bila karet tumbuh pada plot kacang-kacangan
(Gambar 26).
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Gambar 25. Grafik pertumbuhan karet pada masing-masing plot
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Gambar 26. Grafik pertumbuhan karet pada masing-masing plot
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Kotak 2. Produksi karet klonal tiga kali lebih tinggi daripada karet lokal

Produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet lokal. Matang sadap
karet klonal lebih cepat daripada karet lokal. Karet klonal dengan sistem wanatani
dalam lima tahun sudah memasuki masa sadap, sedangkan karet lokal bisa lebih
dari tujuh tahun. Dengan menanam karet klonal, petani karet dapat lebih cepat
mendapatkan penghasilan dari kebun karetnya.
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Gambar 27. Grafik produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet
lokal

KESIMPULAN

Karet klonal dapat tumbuh optimal pada kondisi wanatani karet. Klon PB260 dan
RRIC100 dapat menjadi pilihan untuk ditanam pada kebun karet rakyat. Selain
itu produksi karet klonal tiga kali lebih besar dari produksi karet lokal.

Pemilihan pola tanam RAS disesuaikan dengan modal dan tenaga kerja petani.
Bila petani mempunyai modal yang pas-pasan dapat mencoba pola RAS 1. Tapi,
jika petani mempunyai modal yang cukup atau bahkan berlebih dapat mencoba
pola RAS 2. Sedangkan untuk mereklamasi lahan yang bermasalah dengan alang-
alang dapat mencoba pola RAS 3.

Sistem wanatani karet dengan pengelolaan kebun minimalis menjadikan kebun
karet menjadi tempat tumbuhnya beragam tumbuhan. Kondisi ini menguntungkan
bagi konservasi fauna dan flora. Juga, menguntungkan bagi petani karena bisa
mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil buah-buahan atau pohon kayu.
Lingkungan wanatani karet juga menjadi rumah tinggal alternatif bagi fauna yang
mulai terancam punah karena kehancuran hutan, habitat hidup mereka.
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Keberadaan demplot dan kegiatan kunjungan lapangan petani yang didukung
ICRAF berdampak positif bagi petani karet Kabupaten Bungo. Pengetahuan petani
karet semakin bertambah dan tidak ragu lagi untuk bercocok tanam karet dengan
sistem wanatani karet. Aspek positif lainnya untuk meningkatkan produktivitas
karet rakyat, Gubernur Jambi melalui program kerjanya periode 2006-2010
mencanangkan peremajaan karet tua yang sudah tidak produktif seluas 310.000
ha se-Propinsi Jambi dengan menanam karet dari bahan tanam karet klonal yang
memiliki produktivitas tinggi.
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Laju deforestasi' di Indonesia sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian
dunia internasional. Konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor
lain seperti perkebunan dan transmigrasi, penebangan liar, dan perambahan
hutan, serta kebakaran hutan telah menjadi penyebab deforestasi. Akibatnya, luas
hutan di Kabupaten Bungo berkurang hingga 47% selama 3 dasawarsa terakhir.
Berdasarkan penafsiran citra Landsat ETM 2002, hutan yang tersisa seluas 28,6%
dari total luas Kabupaten Bungo; sedangkan lahan kebun karet (monokultur)
seluas 26,3%, kebun karet campur 12%, dan perkebunan kelapa sawit 12,9%
(Ekadinata, pers. comm.). Pada Gambar 28 disajikan peta pemanfaatan kebun
karet campur dan hutan di Kabupaten Bungo berdasarkan penafsiran citra Landsat

ETM pada 2002.
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Gambar 28. Peta pemanfaatan lahan kebun karet campur di Kabupaten Bungo tahun 2002

Kabupaten Bungo terletak pada posisi geografis 1°08'-1°55" LS dan 101°27-102°30
BT. Topografi Kabupaten Bungo bervariasi, yaitu berbukit di sebelah barat daya,
daerah kaki Gunung Kerinci, hingga sebagian besar dataran rendah dengan

ketinggian kurang dari 499 meter dpl (BPS Bungo, 2003).

1

Deforestasi adalah perubahan penggunaan lahan hutan menjadi bukan hutan, seperti lahan pertanian, pemukiman, logged area (bekas tebangan) dan
lahan terlantar (Sucof, 2003).
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Dataran rendah dan sepanjang aliran Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo,
merupakan kawasan kebun karet yang telah ditanam oleh masyarakat Bungo
sejak awal abad 20-an. Karet menjadi sumber pendapatan utama bagi petani di
Kabupaten Bungo (Wibawa et al., 2005). Kebun karet campur merupakan sistem
wanatani kompleks, yaitu karet sebagai tanaman pokok hidup berdampingan
dengan pohon-pohon lain yang dibiarkan tumbuh secara alami sehingga
membentuk komposisi jenis multistrata dan keragaman jenis yang tinggi. Wanatani
karet juga menjaga keragaman jenis flora yang hidup di dalamnya (Gouyon et al.,
1993). Pada sistem ini, karet lokal ditanam dengan sistem sisipan, yaitu menanam
bibit stump karet lokal di celah-celah kebun. Pemeliharaan kebun dilakukan secara
ekstensif sehingga memungkinkan jenis-jenis tumbuhan lainnya tetap terpelihara

(Joshi et al., 2002).

Menilik luasan hutan alam yang semakin menurun dari tahun ke tahun, sementara
luasan kebun karet relatif stabil, maka kebun karet campur dengan pola penanaman
dan pengelolaan tradisional, dinilai dapat menjadi alternatif pelestarian lingkungan.
Wanatani karet memiliki komposisi jenis seperti hutan sekunder, sifat hidro-
orologi’ yang baik, mampu mencegah erosi serta mempertahankan keragaman

hayati (de Foresta dan Michon, 1994; Joshi et al., 2002).

Pengelolaan wanatani karet yang dilakukan secara lestari diharapkan memberikan
prospek yang baik untuk pengembangan hutan di masa depan. Untuk memperoleh
keuntungan ganda, baik kayu di masa datang dan hasil getah karet sebagai
pendapatan utama, menanam pohon penghasil kayu di kebun karet dengan cara
tumpangsari menjadi alternatif dalam pembangunan wanatani karet.

Makalah ini merupakan hasil percobaan pengayaan jenis di kebun karet dengan
meranti (Shorea spp.) di Kabupaten Bungo dan Tebo. Ini adalah bagian dari upaya
kecil dalam pembangunan usaha kayu rakyat (timber smallholder), dan bertujuan
untuk memaparkan peluang menanam meranti di kebun karet.

KEBERADAAN JENIS DIPTEROKARPA DI
WANATANI KARET

Kegiatan pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti diawali dengan
penyediaan bibit meranti secara berkesinambungan. Bibit meranti dapat diperoleh
di hutan alam yang memiliki pohon induk meranti. Penelitian yang dilakukan di

2 Hidro-orologi adalah kemampuan lahan menangkap dan menahan air hujan (Soemarwoto, 1992).
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tujuh lokasi di Kabupaten Bungo dan Tebo, Provinsi Jambi mendapatkan 24 jenis
anakan Dipterokarpa (tinggi =1 m dengan diameter <3 cm) beregenerasi di hutan
yang lokasinya berdekatan dengan wanatani karet. Berdasarkan kelimpahan jenis,
anakan Dipterokarpa termasuk urutan keempat paling melimpah dari 68 famili
lainnya. Pada tingkat marga, anakan Shorea adalah urutan kelima paling melimpah.
Sedangkan pada tingkat jenis, anakan merawan (Hopea nigra) dan meranti kalip
(Shorea parvifolia) adalah urutan kesembilan dan ke-13 paling melimpah yang
terdapat di hutan.

Di dalam wanatani karet ditemukan sebanyak 10 jenis anakan Dipterokarpa.
Kelimpahannya tidak sebanyak di hutan, yaitu hanya urutan ke-41 di antara 72
famili lainnya dengan jumlah individu sebanyak 68 jenis. Dua jenis di antaranya,
Tebalun (Parashorea aptera dan P, lucida), termasuk dalam kategori kritis menurut
kriteria ITUCN/SSC sedangkan satu jenis yaitu mersawa (Anisoptera laevis)
termasuk kategori genting (Rasnovi, 2000).

Adapun pohon induk Dipterokarpa (diameter setinggi dada >20cm) di Kabupaten
Bungo hanya dijumpai pada plot hutan, tetapi tidak pada plot wanatani karet. Pada
plot hutan dengan luas total 0,32 ha dijumpai tiga jenis Shorea, yaitu meranti kalip
(S. parvifolia), meranti batu (S. leprosula) dan S. ovdlis. Jenis-jenis Dipterokarpa
tingkat sapihan (tinggi >1.5 m, diameter setinggi dada <10 cm), hanya dijumpai
di kebun karet campur (luas total 0,08 ha) yaitu jenis Mersawa (A. costata) dan
Meranti batu (S. leprosula). Dari informasi ini diketahui bahwa keberadaan jenis
Dipterokarpa yang tumbuh alami di hutan maupun di kebun karet campur di
Kabupaten Bungo, relatif rendah. Selain itu, informasi fenologi (masa berbunga
dan berbuah) jenis-jenis Dipterokarpa sangat terbatas, sehingga menjadi tantangan
bagi pengembangan perbanyakan meranti di Kabupaten Bungo.

MOTIVASI PETANI KARET MENANAM KAYU DI
WANATANI KARET

Petani karet pada umumnya memahami bahwa ketersediaan kayu di masa depan
semakin terbatas. Dari hasil wawancara, semua responden (petani karet) setuju
menanam kayu harus dilakukan sejak dini untuk kebutuhan di masa datang.
Apalagi kayu meranti telah dikenal memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Jumlah petani karet di Kabupaten Bungo yang memiliki pengalaman menanam
kayu di kebun karet masih sangat rendah. Hanya 12,5% responden yang sudah
menanam pohon kayu yaitu jati (Tectona grandis) di kebun karetnya dan tumbuh
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dengan baik. Sebagian besar petani belum pernah menanam jenis-jenis pohon
kayu. Beberapa alasan tidak menanam jenis pohon kayu adalah disebabkan karena
biaya bibit yang relatif mahal dan minimnya informasi teknis (62,5%), masih dapat
dengan mudah menjumpai pohon kayu karena dekat dengan hutan (12,5%) serta
alasan pohon kayu akan mengganggu pertumbuhan karet dan produksi getah
(12,5%). Informasi teknis itu mencakup informasi mengenai jenis-jenis pohon
kayu serta aspek budidaya jenis-jenis pohon kayu, serta informasi penangkar bibit
jenis-jenis pohon kayu. Hal senada juga dikemukakan oleh Rossi (2004), petani
yang berkeinginan untuk menanam kayu namun terhambat oleh kelangkaan
informasi dan plot demonstrasi yang menjadi contoh bagi petani.

Kotak 1. Dipterocarpaceae

Dipterocarpaceae (Di = dua; ptero = sayap) atau Dipterokarpa adalah marga
(mengacu kepada family) pohon tingkat tinggi yang memiliki buah bersayap
dua sampai lima helai. Beberapa genera (mengacu kepada genus) yang termasuk
Dipterocarpaceae adalah Shorea, Dipterocarpus, Dryobalanops, Anisoptera, Vatica,
Parashorea, Hopea dan Cotylelobium merupakan genera penghasil kayu komersial
(Ashton, 1982) yang dikenal dalam nama lokal secara berturut-turut sebagai meranti
dan balau, kruing, kapur, mersawa, merawan, tebalun dan resak. Jenis Dipterokarpa
merupakan jenis yang mendominasi kanopi hutan tropika basah dengan tinggi
batang yang menjulang. Pada saat anakan, jenis-jenis Dipterokarpa adalah jenis
yang butuh naungan, namun ketika terbentuk celah, anakan Dipterokarpa akan
tumbuh dengan cepat. Saat mencapai usia dewasa, jenis-jenis Dipterokarpa
memiliki masa berbunga dan berbuah yang bervariasi antara satu hingga enam
tahun. Beberapa jenis Shorea, dan Hopea odorata di Bogor dilaporkan berbunga
setiap tahun, namun jenis S. leprosula berbunga setiap empat tahun bahkan lebih.
Biji Dipterokarpa merupakan benih rekalsitran, yaitu benih yang cepat kehilangan
viabilitasnya, atau daya kecambahnya menurun dengan cepat. Perbanyakan jenis-
jenis Dipterokarpa umumnya dilakukan dari bijinya dan dari anakan alam. Karena
keterbatasan musim berbuah, perbanyakan secara vegetatif atau stek pucuk dapat
menjadi alternatif dalam penyediaan bibit Dipterokarpa.

Semua responden yang terlibat dalam kegiatan percobaan pengayaan jenis
termotivasi karena meranti merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi serta
bibit meranti yang disediakan secara cuma-cuma. Dengan berkolaborasi dalam
percobaan ini, petani berharap untuk memperoleh tambahan pendapatan dan
tabungan di masa depan untuk keperluan anak cucu. Selain itu ada petani (25%)
yang berharap menjadi percontohan bagi petani lain karena meranti masih jarang
ditanam di kebun karet.
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Pada sistem wanatani, karet yang menghasilkan getah berfungsi sebagai sumber
pendapatan utama, sedangkan pohon-pohon penghasil kayu berperan sebagai
tabungan untuk dimanfaatkan di masa depan. Kayu yang dihasilkan dari kebun
wanatani pada umumnya kurang berperan penting sebagai sumber pendapatan
masyarakat, meskipun keuntungan tak langsung dari pohon-pohon, yang berupa
jasa lingkungan, dapat mendorong peningkatan produksi kebun (Pasiecznik,

2006).

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih tertarik terhadap jenis-jenis
penghasil bukan kayu, seperti getah, damar, kemenyan dan rotan karena ekstraksi
atau pemanenan hasil jenis-jenis penghasil bukan kayu bersifat ramah lingkungan
dan tidak merusak pohon (Michon, 2005). Sebaliknya untuk hasil hutan kayu,
pohon harus ditebang dalam pemanenan. Selain itu, praktek pengelolaan,
peraturan dan kebijakan serta pemasaran jenis-jenis penghasil kayu berbeda dengan
penghasil bukan kayu. Kayu yang dipanen dari hutan yang dikelola oleh petani
pada umumnya digunakan untuk keperluan keluarga. Kayu yang dijual ke sawmill
atau depot kayu lokal dikenakan harga yang lebih rendah dari harga nasional,
namun demikian pemasaran kayu diakui dapat meningkatkan pendapatan petani

(Michon, 2005).

PERSIAPAN LAHAN WANATANI KARET

Petani melakukan seleksi pohon yang tumbuh di areal yang akan dibuka, sejak
awal pembangunan kebun karet. Pada saat membuka lahan (baik dari hutan,
wanatani karet tua, maupun sesap) dengan cara tebas bakar, pada umumnya
petani membakar pohon-pohon berdiameter besar yang tidak dapat diangkut
keluar, walaupun kayu tersebut bernilai ekonomi, karena alasan biaya ekstraksi
atau pemanenan yang tinggi (meliputi ongkos angkut, upah tenaga kerja, dan
sewa gergaji rantai). Petani hanya mengambil kayu yang mereka butuhkan untuk
keperluan sendiri untuk membangun rumah.

Dari hasil observasi di dua lokasi, jenis-jenis pohon kayu yang dimanfaatkan antara
lain kayu petaling (Ochanotachys amentacea), kulim (Scorodocarpus borneensis),
kayu kelat (Syzygium sp.), medang (Litsea spp.) dan meranti (Shorea spp.).
Namun tidak sedikit jenis-jenis bernilai yang tetap ditinggal dan dibakar pada saat
membuka lahan. Ketterings et al.. (1999) mengemukakan, sebagian besar petani
tidak lagi menjual kayu hasil pembukaan lahan karena alasan tingginya biaya
investasi. Walaupun dengan hanya menjual kayu karet, petani dapat menutup
seluruh biaya pembukaan lahan dan penanaman.
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Setelah membuka ladang dan menanam padi gogo, secara sengaja maupun
tidak sengaja petani menanam pohon-pohon buah, seperti petai dan jengkol.
Melimpahnya jenis yang tumbuh di kebun karet, diduga disebarkan oleh binatang
(babi hutan, simpai, burung, kelelawar, dan lain-lain) serta angin. Pohon yang
tumbuh ini selanjutnya dibiarkan tumbuh di kebunnya. Pengelolaan kebun karet
tradisional dengan intensitas penyiangan yang rendah menyebabkan berbagai
jenis pohon dapat tumbuh secara alami. Jenis-jenis pohon penghasil bukan
kayu umumnya lebih disukai petani dibandingkan jenis penghasil kayu, karena
produknya dapat dipanen setiap saat serta proses pemanenan yang lebih mudah
dibandingkan dengan memanen kayu. Jenis-jenis pohon bernilai ekonomi yang
ditanam maupun dibiarkan tumbuh alami di kebun karet, disajikan pada Tabel

19.

Tabel 19. Jenis-jenis komersial bukan karet yang ditanam dan tumbuh alami di kebun karet

Umur kebun Jumlah Jenis yang Jenis yang Jenis kayu yang
karet (tahun) | responden ditanam tumbuh alami ingin ditanam
1-2 3 cempedak (2), | petai (1), kulim mahoni (1), Jati (1)
jengkol (2), (1), petaling
nangka (1), (1), kabau (1),
durian (1) medang kuning
(1)
5 4 jengkol (3), pulai (1), medang | sengon (2),
kopi (1), petai | labu (1) mahoni (2), jati (1)
(1), kulit manis
(1)
>10 1 cempedak, petaling, jati, mahoni
durian medang labu,
pulai, jelutung

Keterangan: angka didalam tanda kurung (.) menunjukkan jumlah responden yang memberikan
keterangan

Pada Tabel 19 terlihat petani sangat berminat menanam jenis mahoni, jati dan
sengon, karena ketiga jenis tersebut cepat tumbuh dan harga kayu baik di pasaran.
Dengan menanam kayu yang cepat tumbuh, petani berharap untuk dapat meraih
keuntungan dari kayu yang ditanamnya dengan cepat. Tidak satupun responden
menyatakan berminat menanam meranti, walaupun meranti merupakan jenis
lokal di Kabupaten Bungo. Rossi (2004) mengemukakan meranti kurang diminati
karena menurut sebagian besar responden bibit meranti masih dapat mereka
jumpai di kebun karet tua, sehingga tidak perlu membeli.
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PENANAMAN MERANTI DI WANATANI KARET

Lokasi Penanaman

Percobaan pengayaan jenis di kebun karet dengan meranti melibatkan delapan
orang petani, yang lahannya terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya, yaitu serangkaian umur kebun karet yang dibuka dari hutan dan kebun
karet tua. Survei awal dilakukan ke calon lokasi kegiatan dengan merekam posisi
geografis menggunakan GPS, selanjutnya dilakukan pengecekan silang terhadap
peta pemanfaatan lahan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo berdasarkan hasil
penafsiran citra Landsat ETM yang tersedia di ICRAF-SEA.

Kebun karet terpilih terletak di enam desa yang tersebar di dua Kabupaten, yaitu
di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Tengah (empat
petani), dan di Kabupaten Bungo, yaitu Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin
II Babeko (satu petani), serta Desa Muara Kuamang, Desa Danau, dan Desa
Kotojayo, Kecamatan Pelepat Ilir (tiga petani). Plot hutan berlokasi di hutan
pendidikan Wanagama, Kabupaten Tebo.

Persiapan Bibit dan Tanam

Persiapan penanaman dilakukan pada akhir 2004, bukan saat musim raya
berbuah (mass fruiting) bagi jenis-jenis Dipterokarpa yang tumbuh di daerah
Bungo dan Tebo, walaupun teramati ada dua jenis Dipterokarpa yang sedang
berbuah di Bungo dan Tebo. Oleh karena itu, benih yang digunakan berasal dari
Arboretum Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam (P3H&KA) Bogor, meliputi
dua jenis meranti merah dan meranti putih (berturut-turut untuk S. selanica dan
S. lamellata). Benih disemai pada media tabur yang telah disterilkan. Bibit yang
telah berkecambah disapih ke dalam polybag dan diinokulasi jamur ektomikoriza
(lihat Kotak 2). Jamur ektomikoriza diinokulasi dengan cara memberikan spora
atau bagian tubuh buah jamur ke dalam media sapih dalam polybag, dekat dengan
akar tanaman. Sebagai perbandingan, sebagian bibit tidak diinokulasi dengan
ektomikoriza. Bibit dipelihara di persemaian di Desa Babeko hingga berumur tiga
bulan.

Pembersihan jalur tanam dilakukan dengan cara tebas jalur. Meranti ditanam
dengan sistem jalur yang menyisip di antara jalur tanam karet, dengan jarak tanam
dalam jalur tiga meter dan jarak antar meranti adalah lima hingga enam meter.
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Sampai dengan satu bulan setelah tanam, dilakukan penyulaman terhadap bibit
yang mati. Pada saat pengamatan pertumbuhan dilakukan pula penyiangan gulma
dengan sistem piringan.

Kotak 2. Mikoriza

Istilah mikoriza (mycorrhiza) dikemukakan pertama kali oleh A.B. Frank pada tahun
1885. Mikoriza adalah asosiasi antara jamur (mykes = miko = jamur), dengan akar
(rhiza = riza = akar) pohon tingkat tinggi. Hubungan antara jamur dan akar pohon
tersebut bersifat saling menguntungkan (mutualisme), yaitu jamur membantu
penyerapan unsur hara (terutama fosfor) dan air dari dalam tanah, sebaliknya pohon
inang menyediakan sumber karbon hasil fotosintesa untuk jamur (Harley, 1972).
Ektomikoriza merupakan bentuk khas hubungan jamur dari kelas Basidiomycetes
dan Ascomycetes, dengan pohon dari marga Dipterocarpaceae, Pinaceae (pinus),
Fagaceae (mempening), Casuarinaceae (cemara laut), dan beberapa jenis Myrtaceae
(ekaliptus) (Brundrett et al., 1996). Ektomikoriza dapat dikenali dengan mudah dari
akar pohon inang yang terinokulasi jamur, yaitu terbentuknya mantel jamur yang

menyelubungi akar, berwarna putih, kuning, coklat atau hitam.

Pertumbuhan Awal Meranti di Kebun Karet

Pertumbuhan awal dua jenis meranti, S. lamellata (L) dan S. selanica (S),
menunjukkan keduanya dapat tumbuh baik di kebun karet (Gambar 29).
Persentase tumbuh kedua jenis Shorea paling tinggi di kebun karet umur >10
tahun, sedangkan persentase terendah di kebun karet umur satu tahun yang
dibuka dari hutan. Kedua jenis Shorea yang ditanam di kebun karet umur satu
tahun (asal dari hutan) memiliki persentase hidup terendah (Gambar 30).

Sebaliknya, pada kebun karet umur satu tahun yang dibuka dari kebun wanatani
karet memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan kedua jenis
Shorea. Di lokasi ini, padi yang ditanam setelah pembukaan lahan masih tetap
dibiarkan tumbuh menjadi semak hingga lebih satu tahun. Hal ini diduga
menyebabkan serangan hama babi sangat rendah. Pemberian pupuk pada pohon
meranti, dapat mempengaruhi pertumbuhan meranti. Sementara di lokasi lain,
pemupukan bukan perlakuan yang diberikan kepada pohon meranti.

Bibit meranti yang mati di kebun karet disebabkan karena serangan hama babi.
Walaupun babi tidak memakan bibit meranti, namun babi tetap menggali tanah
di sekitar bibit meranti. Ini perilaku alami babi dalam upaya mencari makanan
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(Sibuea dan Tular, 2000). Dari
hasil pengamatan kerusakan
bibit banyak disebabkan karena
aktivitas drawning (mencabut
tanaman) dan digging (menggali
tanah), sehingga bibit tercabut
dari tanah dan patah. Serangan
babi banyak terjadi di kebun
karet yang terbuka, dan jalur
tanam bersih. Sebaliknya di
jalur tanam yang rimbun oleh
semak, serangan hama babi
kurang, bahkan di plot hutan
sama sekali tidak ada serangan
babi hutan. Namun di lain sisi,
kebun karet yang rapat dengan
liana dan jenis-jenis pemanjat
(contohnya  kirinyuh  atau
Mikania) dapat mengganggu
pertumbuhan meranti. Pada
kebun karet muda (umur
satu  hingga dua tahun),
kerapatan semak relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan kondisi semak di kebun karet umur lima dan >10
tahun. Lantai kebun karet muda menerima cahaya matahari yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kebun yang lebih tua, karena tajuk yang terbuka, sehingga
memicu pertumbuhan liana dan pemanjat yang bersifat mencari cahaya (light
demanding).

© Hesti Tata

Meranti di kebun karet umur | tahun yang dibuka
dari kebun karet tua, Desa Koto Jayo, Kecamatan
Pelepat llir, pada kondisi plot | tahun setelah
penanaman meranti

Perlakuan inokulasi tablet spora mikoriza berpengaruh terhadap pertumbuhan
tinggi bibit kedua jenis Shorea. Pertumbuhan terbaik pada meranti yang ditanam
di kebun karet umur satu tahun yang berasal dari RAF (Gambar 29). Sebaliknya,
kedua jenis Shorea yang ditanam di hutan, baik diinokulasi maupun tidak
diinokulasi mikoriza, memiliki pertumbuhan yang paling lambat. Hal ini diduga
disebabkan oleh tajuk hutan yang sangat rapat, sehingga intensitas cahaya matahari
yang masuk ke lantai hutan sangat rendah. Walaupun Shorea merupakan jenis
yang tahan naungan, namun tetap memerlukan intensitas cahaya matahari yang
cukup untuk pertumbuhannya. Pada kebun karet umur > 10 tahun, pertumbuhan
tinggi tanaman S. selanica dan S. lamellata lebih rendah dibandingkan dengan di
kebun karet umur satu dan lima tahun. Intensitas penutupan tajuk di kebun karet
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>10 tahun, lebih rapat dibandingkan dengan kebun muda (umur satu dan lima

tahun).
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Gambar 29. Persentase hidup S. lamellata (L) dan S. selanica (S) umur satu tahun setelah
tanam yang diinokulasi mikoriza (1) dan tidak dinokulasi (0) di kebun karet umur I,5 dan >10
tahun yang dibuka dari hutan dan kebun karet campur (Rubber Agroforest atau RAF)
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Gambar 30. Pertumbuhan tinggi S. lamellata (L) dan S. selanica (L) umur satu tahun setelah
tanam yang diinokulasi mikoriza (1) dan tidak dinokulasi (0) di kebun karet umur 1,5 dan >10

tahun yang dibuka dari hutan (H) dan wanatani karet (RAF)
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Pada semua plot, pertumbuhan tinggi S. lamellata yang diinokulasi mikoriza
memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada S. lamellata yang tidak diinokulasi
mikoriza. Demikian pula dengan S. selanica, kecuali pada plot kebun karet campur
(RAF) 5, S. selanica yang tidak diinokulasi mikoriza pertumbuhan tingginya lebih
baik daripada yang diinokulasi. Ini mendukung berbagai studi pengaruh inokulasi
cendawan mikoriza kepada jenis-jenis meranti pada umumnya memberikan
pengaruh positif terhadap pertumbuhan awal meranti, baik di persemaian maupun
setelah ditanam di lapangan (Supriyanto et al., 1993; Smits, 1994; Aggangan et
al., 1998; Turjaman et al., 2005). Tetapi beberapa laporan mengemukakan bahwa
inokulasi ektomikoriza menghambat pertumbuhan tanaman (Colpaert et al., 1992;
Eltrop dan Marschner, 1996). Oleh karena itu perlu diperhatikan, pertumbuhan
tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar (berupa pemberian pupuk atau
inokulasi mikoriza), tetapi juga memperhatikan tahap perkembangan pohon itu
sendiri, baik umur maupun status nutrisinya (Corréa et al., 2006).

TANTANGAN PENGAYAAN JENIS WANATANI
KARET DENGAN MERANTI

Ada dua tantangan pengayaan jenis wanatani karet dengan meranti: tantangan
teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi terbatasnya ketersediaan bibit
meranti dan serangan hama babi, serta terbatasnya informasi pengenalan jenis,
budidaya meranti di kebun karet (meliputi teknik penanaman dan pemeliharaan)
dan pemanenan kayu. Faktor non-teknis meliputi kebijakan pemerintah dan
perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kayu dari kebun
campuran milik rakyat.

Meranti dapat ditanam di kebun karet dengan sistem wanatani yang ditanam di
antara pohon karet dengan memperhatikan aspek budidaya meranti dan karet.
Persaingan dalam penyerapan hara dan cahaya matahari antara tanaman pokok
karet dengan meranti dapat diatasi dengan mengetahui informasi teknis budidaya
kedua jenis. Pohon meranti memiliki model tajuk seperti mahkota (crown canopy),
sehingga tajuknya tidak akan menaungi pohon karet. Jika dibandingkan dengan
pohon mahoni yang memiliki model tajuk seperti payung, jenis mahoni dan karet
akan bersaing dalam mencari cahaya matahari. Persaingan penyerapan hara antara
meranti dengan karet dapat diatasi dengan mengatur jarak tanam yang sesuai.

Dalam budidaya meranti, jarak tanam awal yang umum diterapkan dengan jarak
3 x 3 matau 2 x 3 m, yang bertujuan untuk membentuk batang pohon yang lurus.
Selanjutnya pada tahun kelima, dilakukan penjarangan pohon untuk mengurangi
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persaingan penyerapan hara, sehingga pohon meranti terpacu untuk meningkatkan
pertumbuhan diameter batang. Pada kebun karet campur dengan meranti, jarak
tanam meranti dapat diatur sejak awal penanaman meranti, sehingga penjarangan
pada tahun kelima tidak perlu dilakukan. Dengan laju pertumbuhan diameter
meranti sebesar 1,8-2 cm/tahun, diharapkan kayu meranti dapat dipanen pada
umur 20-25 tahun.

Penyediaan bibit meranti merupakan tantangan sekaligus peluang bagi petani
untuk mengembangkan usaha perbanyakan bibit meranti secara vegetatif. Sumber
anakan meranti yang dijumpai di alam dapat diperbanyak melalui teknik stek
pucuk. Dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi® dan lembaga penelitian,
teknik perbanyakan tersebut dapat dipelajari dan diterapkan secara luas.

Berbagai faktor perlu dipertimbangkan oleh masyarakat dalam membangun
kebun wanatani berbasis karet dengan jenis-jenis penghasil kayu sebagai alternatif
penyedia kayu di masa depan. Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijabarkan di
muka, mata rantai yang berkaitan dalam pembangunan wanatani karet dan jenis-
jenis penghasil kayu yaitu:

(i) Aspek budidaya pohon jenis-jenis penghasil kayu (dalam hal ini meranti)
yang meliputi: ketersediaan anakan yang tumbuh alami di kebun karet atau
kemudahan memperoleh bibit siap tanam, serta teknik penanaman dan
pemeliharaan pohon.

(i) Perlindungan pohon terhadap serangan hama (ulat, serangga, simpai dan
babi) dan gangguan gulma (berupa liana dan pemanjat).

(iii) Manajemen kebun karet campur, yaitu meliputi sistem pengelolaan pohon
kayu di wanatani karet agar pohon kayu dapat tumbuh optimal hingga masak
tebang. Teknik pemanenan di kebun karet campur perlu diperhatikan untuk
meminimalkan dampak kerusakan akibat penebangan.

(iv) Kebijaksanaan pemerintah (tingkat pusat maupun daerah) dalam perundang-
undangan dan peraturan mengenai hak pemanfaatan kayu, pemanenan dan
Perdagangan kayu dari hasil pengayaan jenis di kebun milik petani.

Keterbatasan informasi yang disajikan dalam makalah ini adalah karena aspek yang
diteliti hanya satu bagian dari beberapa faktor yang terkait dalam pembangunan
usaha kayu rakyat. Untuk meningkatkan usaha kayu rakyat, diharapkan peran
lembaga penelitian (misalnya I[CRAF-SEA dan P3H&KA) untuk menyediakan
informasi yang relevan guna mendukung praktek wanatani serta memberikan
teladan ilmiah bagi masyarakat petani, dengan mengkonversi hasil-hasil penelitian
ke arah pengembangan yang dapat diterapkan masyarakat luas.
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Penyebarluasan informasi maupun alih teknologi dari lembaga penelitian kepada
masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam
menanam kayu, terutama meranti di kebun karet, dalam rangka membangun
usaha kayu rakyat.

KESIMPULAN

Pengalaman menanam meranti di kebun dapat menjadi pembelajaran bagi petani
karet dalam memperkaya jenis di areal kebun karetnya. Meranti dapat ditanam di
kebun karet dengan sistem wanatani, dengan memperhatikan aspek budidayanya.
Kematian meranti disebabkan oleh serangan hama babi. Pertumbuhan meranti
tercepat dijumpai pada umur kebun karet satu tahun. Inokulasi mikroba simbion
ektomikoriza memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan tinggi
S. selanica dan S. lamellata umur satu tahun, tetapi tidak berkorelasi dengan
persentase hidup.
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Indonesia, satu dari tujuh negara megadiversitas di dunia, memiliki tingkat
keragaman hayati yang tinggi: 11% jenis tumbuhan berbunga, 10% jenis mamalia,
16% jenis burung, 26% reptilia dan amfibia serta 25% jenis ikan laut dan air
tawar dari seluruh jenis yang ada di dunia (Kophalindo, 1995). Khusus untuk
Pulau Sumatera, terdapat 17 marga tumbuhan endemik (Whitten et al., 1987)
dan ribuan jenis yang non endemik. Di antara jenis tersebut terdapat 86 famili
yang terdiri dari 364 marga yang memiliki sekurang-kurangnya satu jenis pohon
yang berukuran besar dengan diameter =35 cm atau tinggi =20 m (Whitmore
dan Tantra, 1986). Kekayaan alam tersebut saat ini sedang menghadapi ancaman
kepunahan dengan berbagai sebab, baik pada tingkat lokal, regional maupun

global (Primack et al., 1998).

Salah satu faktor paling utama yang menyebabkan menyusutnya keragaman
hayati adalah karena hilangnya hutan tropis. Walaupun luas kawasan berhutan di
Indonesia pada 2005 adalah 93,92 juta ha yaitu nomor tiga terluas di dunia setelah
Brazil dan Zaire, namun laju pengurangannya saat ini sudah mencapai tingkat
yang mengkhawatirkan. Mulai sejak 1996 FWI/GFW (2002) memperkirakan laju
deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta ha/tahun. Wanatani karet adalah salah
satu bentuk agroekosistem berbasis karet. Beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa agroekosistem ini memiliki keragaman jenis liar baik tumbuhan maupun
hewan (Gouyon, et.al.,1993; Philippe, 2000; Beukema dan van Noordwijk, 2004;
Hendirman, 2005; Prasetyo, 2005). Vegetasi sistem ini cukup kompleks dan
biasanya disusun oleh tegakan pohon karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) sebagai
komponen utama dan berbagai jenis liana, herba dan pohon, baik yang tidak
disengajadipeliharamaupunyang sengaja dipelihara untuk maksud tertentu sebagai
penghasil buah, kayu bakar
maupun papan. Manajemen
wanatani karet umumnya
tidak intensif dan memiliki
struktur ~ serta  formasi
tegakan yang mirip dengan
hutan alam. Agroekosistem
yang mampu memadukan
fungsi  ekonomi  dengan
konservasi secara harmonis
seperti wanatani karet, bagi
negara berkembang seperti
Indonesia, di mana upaya
konservasi sering berhadapan
Kebun wanatani karet dengan masalah sosial dan

© Saida Rasnovi
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ekonomi, dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu menahan dan
menekan efek negatif hilangnya habitat akibat deforestasi yang disebabkan oleh
berbagai faktor dan aktor.

Tulisan ini merupakan ringkasan dari sebagian hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengkaji potensi wanatani karet sebagai kawasan penampung dan
penyangga (buffer area) bagi jenis tumbuhan hutan. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Bungo dan Tebo, Propinsi Jambi, Sumatera, di tujuh lokasi dalam tujuh
kecamatan yang berbeda. Ketujuh lokasi itu, Desa Muara Kuamang di Kecamatan
Pelepat, Desa Semambu di Kecamatan Sumay, Desa Rambah di Kecamatan Tanah
Tumbuh, Desa Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan, Desa Pulau Batu
di Kecamatan Jujuhan, Desa Sepunggur di Kecamatan Muara Bungo dan plot
permanen hutan BIOTROP di Pasir Mayang, Kecamatan VII Koto. Pada tulisan
ini pembahasan difokuskan pada kekayaan, keragaman, komposisi dan kesamaan
jenis anakan tumbuhan berkayu yang beregenerasi di wanatani karet dan hutan.
Selain itu juga dibahas pengaruh umur dan intensitas manajemen kebun terhadap
kekayaan, keragaman dan kesamaan jenis anakan tumbuhan berkayu yang
terdapat di wanatani karet dan hutan.

METODE PENGUMPULAN DATA

Survei Jenis Anakan

Survei jenis anakan dilakukan di wanatani karet dan hutan yang ada di sekitar
kebun wanatani karet. Untuk mengumpulkan data digunakan metode transek
yang dikombinasikan dengan sub-unit contoh berbentuk lingkaran. Besarnya
diameter sub-unit contoh adalah enam meter dan diletakkan di sepanjang garis
transek yang panjangnya 60 m. Anakan tumbuhan berkayu yang diambil sebagai
data adalah yang memiliki tinggi =1 m dan diameternya <3 cm, tidak termasuk
jenis liana. Jumlah minimal individu anakan selain karet untuk seluruh sub-
unit contoh pada satu transek yang sama adalah 200 anakan. Oleh karena itu,
jika dalam 10 sub-unit contoh tersebut belum mencapai jumlah minimal yang
ditetapkan, sub-unit contoh akan ditambahkan di sebelah kiri dan atau kanan
garis transek dengan jarak 10 m. Data yang didapatkan dari survei ini adalah jenis,
kelimpahan jenis serta indeks kekayaan dan keragaman jenis.
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Umur dan Intensitas Manajemen Kebun

Informasi umur kebun didapat dari hasil wawancara dengan petani pemilik dan
penyadap yang diperiksa silang dengan data dari citra satelit Landsat ETM dan
SPOT4 seri waktu 1973, 1988, 1993, 1999 dan 2000. Posisi geografi setiap plot
contoh direkam dengan GPS. Umur kebun dibagi menjadi empat kelas yaitu I
(<20 tahun), IT (20-40 tahun), III (40-60 tahun) dan IV (>60 tahun).

Untuk manajemen kebun, intensitas pembersihan kebun (weeding) tidak
dimasukkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat intensitas
manajemen. Hal ini karena umumnya petani menerapkan sistem tebas lorong!
untuk membersihkan wanatani karetnya. Kalaupun dilakukan penyiangan kebun
secara total, penyiangan tersebut dilakukan secara tidak teratur dan dalam selang
waktu yang lama sehingga petani tidak dapat memberikan jawaban yang pasti
saat diwawancarai. Oleh karena itu intensitas manajemen kebun ditentukan
hanya berdasarkan status sadapan dan kerapatan pohon karet/ha. Status sadapan
menggambarkan tingkat intensitas interaksi manusia dengan wanatani karet,
sedangkan proporsi pohon karet menggambarkan intensitas penggunaan lahan.
Ada tiga tingkat intensitas manajemen kebun, yaitu intensitas manajemen
tinggi (kebun disadap dan memiliki proporsi pohon karet >60%), manajemen
rendah (kebun disadap dan memiliki proporsi pohon karet <60%) dan tidak ada
manajemen (kebun sudah ditinggalkan dan tidak disadap lagi).

Komposisi, Kekayaan dan Keragaman Jenis Anakan
Tumbuhan Berkayu

Sebanyak 1.404 contoh spesimen anakan dikumpulkan dari 31 plot hutan dengan
luas total 0,88 ha. Dari spesimen tersebut diperoleh 646 jenis yang terdiri dari
68 famili dan 230 marga. Sedangkan di wanatani karet, sebanyak 2.108 contoh
spesimen anakan dikumpulkan dari 77 plot dengan luas total 2,35 ha dan
didapatkan 689 jenis anakan yang terdiri dari 72 famili dan 243 marga.

Tidak semua spesimen anakan tumbuhan berhasil diidentifikasi hingga ke tingkat
jenis. Hal ini terutama disebabkan spesimen anakan merupakan spesimen steril
yang hanya memiliki daun dan ranting saja, tidak ada organ bunga dan buah.
Padahal daun yang berasal dari anakan, terutama untuk famili tertentu, memiliki
ciri morfologi yang sangat berbeda dengan daun yang berasal dari tumbuhan

1 Kebun hanya dibersihkan di sekitar dan antar pohon karet untuk kemudahan menyadap, tidak dibersihkan seluruh kebun



BAGIAN 3-6 ° Saida Rasnovi, Grégoire Vincent, Cecep Kusmana,

243

Soekisman Tjitrosemito

dewasa pada jenis yang sama. Dibutuhkan usaha yang cukup besar untuk
mengidentifikasikan semua anakan yang dihasilkan dari survei ini hingga nama
jenis untuk setiap anakan dapatditentukan dengan benar. Tabel 20 memperlihatkan
jumlah anakan yang berhasil diidentifikasi pada berbagai tingkatan taksonomi.

Tabel 21 menyajikan beberapa indeks kekayaan dan keragaman jenis anakan pada
wanatani karet dan hutan. Sesuai dengan yang telah diperkirakan, plot di hutan
memiliki rata-rata kekayaan jenis dan indeks keragaman jenis anakan tumbuhan
berkayu yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanatani karet.

Tabel 20. Jumlah jenis anakan yang beregenerasi di hutan dan wanatani karet

Uraian Hutan Wanatani Karet
Jenis teridentifikasi lengkap 508 542
Jenis bertanda cf* 47 59
Jenis teridentifikasi level genus 86 81
Jenis teridentifikasi level famili 2 2
Morfo-spesies 3 5
Total jenis 646 689

* singkatan dari bahasa Latin confer = bandingkan (compare) yang berarti bahwa kata penunjuk jenis

masih perlu diperiksa lebih lanjut.

Tabel 21. Nilai minimum, maksimum dan rata-rata jumlah jenis, indeks kekayaan dan
keragaman jenis anakan per plot di hutan dan wanatani karet

Wanatani karet Hutan

Min Maks | Rata-rata Min Maks | Rata-rata
Jumlah jenis 35 129 65+18° 44 148 90+28°
Rarefaction 20 81 53+13¢ 40 98 68+18°
Coleman
Indeks 1,18 4,23 3,19+0,52° 2,65 4,53 3,66+0,54°
Shannon (H")
N, Hill 3,2 66,8 26,7+12,1° 13,9 89,9 43+21,3
Probabilitas 042| 0976| 0,897+0,084°| 0839| 0982| 0,935+0,043%
Simpson
N2 Hill 1,72 41,8 14,33+8,18° 6,9 56,8 22,96+14,04°
(Resiprokal
Simpson)
Indeks Fisher 10,9 54,5 26,05+9,752 16 79,5 41£19,12°

Angka yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% Tukey HSD
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Rarefaction Coleman adalah indeks untuk menduga kekayaan jenis pada suatu
tempat jika ukuran contohnya diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk
menghilangkan kesalahan (bias) yang berasal dari ukuran contoh yang tidak sama.
Pada penelitian ini ukuran contoh diseragamkan berdasarkan jumlah individu,
yaitu per 200 individu anakan. Indeks Shannon (H’) hanya memberikan informasi
keragaman jenis anakan. Semakin besar nilainya, berarti semakin beragam jenis
anakan yang ada di tempat tersebut. Indeks N! Hill menggambarkan jumlah
jenis paling dominan yang menentukan besarnya nilai H'. Jadi pada penelitian
ini, jumlah anakan yang paling dominan yang menentukan tingkat keragaman
H’ di hutan adalah sekitar 43 jenis dari total 646 jenis yang ada, sedangkan di
wanatani karet sekitar 27 jenis dari total 689 jenis yang ada. Nilai probabilitas
Simpson adalah peluang jika dua individu yang diambil secara acak dari satu
populasi merupakan spesies yang berbeda. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi
keragaman jenis yang ada pada tempat tersebut. Sama halnya dengan N, Hill,
N? Hill atau resiprokal Simpson menggambarkan jumlah jenis paling dominan
yang menentukan besarnya nilai D (indeks Simpson). Sedangkan indeks Fisher
menggambarkan hubungan antara jumlah jenis dengan jumlah individunya.

Sebagai perbandingan, berikut dikutip hasil penelitian yang telah dilakukan pada
beberapa tempat di hutan tropika di kawasan Malaysia. Pada Hutan Penelitian
Pasoh Malaysia, indeks Fisher untuk pohon yang berdiameter 1-10 cm adalah
antara 105,1 hingga 127,2 (Davies et al., 2003). Di Barito Ulu Kalimantan Tengah,
indeks Shannon untuk pohon yang berdiameter =10 cm adalah 3.4 untuk hutan
sekunder tua dan 4,17 untuk hutan primer (Brearley et al., 2004). Sedangkan
di hutan pegunungan bawah yang belum terganggu di TN Gunung Pangrango,
anakan pohon pada tingkat semai (kecambah hingga tinggi <1,5 m) dan pancang
(diameter <10 cm dan tinggi > 1,5 m) nilai H’ masing-masing adalah 2,8 dan 3,3,
sedangkan untuk hutan yang terganggu nilai H masing-masing adalah 2,7 dan 2,8

(Utomo, 2006).

Untuk mengetahui jenis anakan yang mendominasi di wanatani karet dan hutan
sekitarnya, dihitung indeks nilai penting (INP) yang didasarkan pada frekuensi
kehadiran dan kelimpahan jenis anakan (Tabel 22). Dari tabel tersebut terlihat
vegetasi anakan di wanatani karet tetap didominasi oleh anakan karet (H.
brasiliensis). Selain itu, jenis anakan yang mendominasi di wanatani karet adalah
jenis pohon kecil yang memiliki tinggi maksimum di bawah 10 m, yaitu jirak hutan
(Psychotria wiridiflora), ribu-ribu (Anisophyllea disticha), sebekal (Fordia nivea),
pelangeh (Aporusa octandra), balek angin (Mallotus moritzianus), manis mato
(Leptonychia heteroclita) dan hidung anjing (Helicia robusta). Hanya kelat salam



BAGIAN 3-6 ° Saida Rasnovi, Grégoire Vincent, Cecep Kusmana, | 245
Soekisman Tjitrosemito

(Syzygium polyanthum) dan kedondong (Canarium patentinervium) yang termasuk
jenis pohon yang berbatang besar yang dominan di wanatani karet. Kedua jenis ini
sering dipakai untuk keperluan kayu bangunan dan pertukangan.
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Keterangan: Garis vertikal pada kurva menggambarkan nilai standar deviasi

Gambar 31. Kurva akumulasi jenis anakan rata-rata di hutan (forest) dan kebun wanatani
karet (raf) berdasarkan penambahan plot contoh (a) dan individu anakan (b)

Sedangkan di hutan, selain didominasi oleh lima jenis pohon kecil seperti tapus
(Agrostitachys spl), bantun (Koilodepas longifolium), tarak (M. moritzianus), arang-
arang (Diospyros wallichii) dan sebekal (E nivea), juga terdapat lima jenis anakan
dominan lainnya yang merupakan pohon berukuran medium hingga besar,
yaitu kedondong (Santiria rubiginosa), bintangur (Calophyllum cf. pulcherrimum),
tampang (Artocarpus sp2), merawan (Hopea nigra) dan muara kepayang (Scaphium
macropodum). Kelima jenis tersebut termasuk jenis penghasil kayu perdagangan
penting bagi sektor kehutanan.

Pada tingkat marga, vegetasi anakan di hutan juga masih tetap dicirikan oleh jenis-
jenis dari marga yang umumnya memiliki batang yang berukuran besar seperti
meranti (Shorea), kedondong (Santiria), bintangur (Calophyllum), arang-arang/
kayu hitam (Diospyros), tampang (Artocarpus) dan kelat (Syzygium). Sedangkan di
wanatani karet, selain marga Hevea, marga lain yang mendominasi jenis anakan
umumnya adalah dari jenis pionir yang memiliki ukuran kecil hingga medium.
Tabel 22 berikut adalah 10 marga paling melimpah di hutan dan wanatani karet.
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Tabel 22. Sepuluh jenis anakan yang paling
indeks penting di wanatani karet dan hutan
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melimpah dan sering ditemui berdasarkan nilai

(Burs.)

(Sterc.)

Urutan Wanatani Karet Hutan
jenis Jenis INP Jenis INP

1 Hevea brasiliensis (Euph.) 9,05 | Agrostistachys sp1 (Euph.) 10,02

2 Psychotria viridiflora (Rub.) 6,56 | Diospyros wallichii (Eben.) 7,77

4 Fordia nivea (Fab.) 4,07 | Santiria rubiginosa (Burs.) 2,93

5 Aporusa octandra (Euph.) 3,86 | Koilodepas longifolium (Euph.) 2,82

6 Leptonychia heteroclita (Sterc.) | 3,73 | Calophyllum cf pulcherrimum 2,52

(Clus.)

7 Mallotus moritzianus (Euph.) 3,19 | Artocarpus sp2 (Mor.) 2,17
Syzygium polyanthum (Myrt.) 2,67 | Mallotus moritzianus (Euph.) 2,03

10 Canarium patentinervium 2,61 | Scaphium macropodum 1,73

Keterangan: Tulisan dalam kurung adalah
Clusiaceae, Dipt. = Dipterocarpaceae, Eben.
Mor. = Moraceae, Myrt. = Myrtaceae, Proteac.

Sterc.= Sterculiaceae).

singkatan nama famili (Burs.

Burseraceae, Clus.

Ebenaceae, Euph. = Euphorbiaceae, Fab. = Fabaceae,
Proteaceae, Rhiz. = Rhizophoraceae, Rub. = Rubiaceae,

Tabel 23. Sepuluh marga anakan yang paling melimpah dan sering ditemui berdasarkan nilai
indeks penting di wanatani karet dan hutan

Urutan Wanatani Karet Hutan

jenis Marga Kelimpahan Marga Kelimpahan
1 Hevea (Euph.) 1845 | Agrostistachys (Euph.) 1024
2 Psychotria (Rub.) 1337 | Diospyros (Eben.) 999
3 Syzygium (Myrt.) 1184 | Syzygium (Myrt.) 495
4 Fordia (Fab.) 1033 | Fordia (Fab.) 367
5 Anisophyllea (Rhiz.) 910 | Shorea (Dipt.) 366
6 Aporusa (Euph.) 818 | Santiria (Burs.) 336
7 Mallotus (Euph.) 793 | Calophyllum (Clus.) 252
8 Macaranga (Euph.) 784 | Koilodepas (Euph.) 225
9 Leptonichia (Sterc.) 705 | Artocarpus (Mor.) 217
10 Archodendron (Fab.) 627 | Mallotus (Euph.) 200

Keterangan: Tulisan dalam kurung adalah singkatan nama famili (Burs.= Burseraceae, Clus.= Clusiaceae,
Dipt. = Dipterocarpaceae, Eben. = Ebenaceae, Euph. = Euphorbiaceae, Fab. = Fabaceae, Mor. = Moraceae,
Myrt. = Myrtaceae, Rhiz. = Rhizophoraceae, Rub. = Rubiaceae, Sterc.= Sterculiaceae)
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Untuk tingkat famili, anakan meranti-merantian (Dipterocarpaceae) adalah urutan
keempat yang mendominasi vegetasi anakan di hutan. Berikut ini berturut-turut
adalah 10 famili paling melimpah di hutan, yaitu jarak-jarakan (Euphorbiaceae),
eboni-ebonian (Ebenaceae), kacang-kacangan (Fabaceae), meranti-merantian
(Dipterocarpaceae), jambu-jambuan (Myrtaceae), kenari-kenarian (Burseraceae),
manggis-manggisan (Clusiaceae/Guttiferae), medang-medangan (Lauraceae),
kopi-kopian (Rubiaceae) dan kenanga-kenangaan (Annonaceae). Sedangkan di
wanatani karet, vegetasi anakan didominasi oleh jenis dari famili jarak-jarakan
(Euphorbiaceae), kopi-kopian (Rubiaceae), kacang-kacangan (Fabaceae), jambu-
jambuan (Myrtaceae), bakau-bakauan (Rhizophoraceae), beringin-beringinan
(Moraceae), kelumpang-kelumpangan (Sterculiaceae), kenanga-kenangaan
(Annonaceae), kenari-kenarian (Burseraceae) dan Proteaceae.

DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS ANAKAN
TUMBUHAN BERKAYU

Hutan tropis bercirikan melimpahnya jenis tumbuhan yang berfrekuensi jarang
dengan individu kurang dari sepuluh (Whitten et al., 1987; Hubbell, 2001; Turner,
2001). Pola ini juga ditemukan di hutan dan di wanatani karet seperti yang terlihat
pada Gambar 32.
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Gambar 32. Distribusi jenis anakan berdasarkan frekuensi kehadiran dan kelimpahan di
hutan (a) dan kebun wanatani karet (b)

Kurva kelimpahan jenis di hutan dan wanatani karet membentuk kurva log normal
seperti yang terlihat pada Gambar 33.

Bentuk kurva log normal seperti ini mengindikasikan bahwa baik hutan maupun
wanatani karet merupakan kawasan yang luas, seimbang secara ekologis (mature)
dan menyediakan sumberdaya yang cukup bervariasi untuk mendukung tingginya
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keragaman jenis yang terdapat di dalamnya. Hutan terlihat memiliki kekayaan
dan keragaman jenis sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanatani karet.

0,1000 g E
= 3 E
) ® i
2 4,01000 § =
c 001000 % E
© E ]
c L i
© . 4
Q
g 0,00100 = E
N F ] Tipe vegetasi
i -—_ 1 Hutan
0,00010 £ — 3
E ! ! ! ! ! g < AFK
0 100 200 300 400 500 600 700
Urutan spesies berdasarkan kelimpahan

Gambar 33. Kurva distribusi kelimpahan relatif jenis anakan berdasarkan urutan kelimpahan
jenis pada hutan dan kebun wanatani karet (AFK)

Selama ini ada anggapan bahwa hutan tropis yang masih tersisa secara terpisah
membentuk “pulau-pulau kecil” yang terisolasi, sehingga akan mengakibatkan
laju kepunahan jenis menjadi semakin tinggi sesuai dengan teori biogeografi pulau
(Whittaker, 1998). Namun berdasarkan kurva kelimpahan jenis pada Gambar 33,
dapat dikatakan bahwa wanatani karet adalah sebuah kawasan yang berhubungan
dengan dan dipengaruhi oleh kawasan hutan yang ada di dekatnya melalui migrasi
(Hubbell, 2001). Oleh karena itu wanatani karet dapat berfungsi sebagai jembatan
atau koridor untuk menghubungkan antara satu kawasan hutan dengan kawasan
hutan lain pada suatu bentang alam yang kondisi hutannya sudah terfragmen
menjadi “pulau-pulau” sehingga efek negatif akibat fragmentasi hutan pada suatu
kawasan dapat dikurangi.

KEMIRIPAN JENIS ANAKAN TUMBUHAN
BERKAYU

Dari total 646 jenis anakan tumbuhan berkayu yang ditemukan beregenerasi
di hutan, sebanyak 405 jenis (62,69%) di antaranya ditemukan beregenerasi di
wanatani karet. Pada tingkat marga, dari total 230 marga yang ditemukan di
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hutan, 191 marga (83,04%) di antaranya terdapat di wanatani karet. Sedangkan
pada tingkat famili (keluarga), dari total 68 famili yang ditemukan di hutan, 64
famili (94,12%) di antaranya juga terdapat di wanatani karet. Akan tetapi jika
diasumsikan jenis anakan tumbuhan berkayu selain karet semuanya berasal dari
hutan, maka dapat dikatakan bahwa dalam wanatani karet dapat ditemukan
sekitar (688/929) x 100 = 74,06% jenis anakan tumbuhan berkayu hutan dalam
luasan 2,35 ha.

Kemiripan jenis anakan yang ada di hutan dengan di wanatani karet dapat dike-
tahui dengan mencari indeks kemiripan jenis. Pada tulisan ini indeks kemiripan
jenis yang dipakai adalah indeks kemiripan Jaccard yang didasarkan pada ada
tidaknya jenis. Dari Tabel 24 terlihat besarnya nilai indeks kemiripan jenis antara
wanatani karet dengan hutan adalah 0,44. Sedangkan untuk marga dan famili,
indeks kemiripannya berturut-turut adalah 0,68 dan 0,84.

Tabel 24. Indeks kemiripan jenis (IS Jaccard) antara hutan dengan wanatani karet

Uraian Jenis | marga | Famili
Jumlah jenis yang hanya ada di hutan 241 39 4
Jumlah jenis yang ada di hutan dan wanatani karet 405 191 64
Jumlah jenis yang hanya ada di wanatani karet 284 52 8
Total jenis 930 282 76
IS Jaccard antara hutan dengan wanatani karet 0,44 0,68 0,84

Gambar 34 membandingkan keberadaan dan kelimpahan jenis anakan tumbuhan
berkayu antara hutan dengan wanatani karet untuk 15 jenis anakan paling me-
limpah di hutan. Tidak ada satupun individu ditemukan di wanatani karet untuk
jenis tapus (Agrostistachys sp.1), kedondong (C. cf. pulcherrimum), merawan (H.
nigra), kayu minyak (Kokoona littoralis), kelat (Syzygium attenuata), meranti (Sho-
rea parviflora) dan kelat (Syzygium antisepticum) yang merupakan jenis dominan di
hutan pada urutan pertama, ketujuh, kesembilan, ke-10, ke-13, ke-14 dan ke-15.
Ketujuh jenis ini umumnya adalah pohon berukuran besar penghasil kayu Perda-
gangan, kecuali Agrostistachys sp. Sedangkan jenis sebekal (E nivea), tarak (M.
moritzianus) dan kabau (Archidendron bubalinum) jumlahnya jauh lebih banyak
ditemukan di wanatani karet. Ketiga jenis ini merupakan pohon kecil dengan ket-
inggian tidak lebih dari 10 m.

Ada empat famili yang hanya ada di hutan tetapi tidak ditemukan di wanatani karet,
yaitu famili damar-